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KATA PENGANTAR

Berdasarkan pada hakikat fungst pemerintahan (kekuasaan
pemerintahan)  sebagar fungsi vang akoal dalam  pengertian
mengemudikan atau mengendalikan kehidupan masvarakat dan
negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakvat dan cdiarahkan
kepada fungsi pembinaan dan pengavoman masvarakat, merupakan
alasan nvala peranan campur tangan pemerintah di setiap sektor
kehidupan bermasvarakat, atau dengan kata lain jka menvangkut
kepentingan umum, maka disana juga pelaksanaan urmsan
pemerintahan vang memjadi urusan dan tanggung jawab pemermtah.

Kelsen menvatakan bahwa “prnsip  keaknlan pemernntahan
merupakan suatu gejala transformast dan negara hukum menuju
kepada negara adminmstranl (administatve  state) vang  pada
hakikamva adalah welfare state”, dalam arti negara vang pejabat-
pejabat pemerintahnva bertindak secara langsung mencapai tujuan-
tujuan negara dengan langsung menghasilkan apa vang diunginkan
masvarakat.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagar pihak vang sudah
memberikan masukan, juga kepada keluarga vang selalu mendukung
penulis untuk menvelesatkan  penulisan buku i Penulis  juga
menvadart dalam  penulisan ini, masih banvak kekurangan, oleh

karena itu, kntk dan saran dan pembaca sangat diharapkan....

Penulis
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BAB1I
PENDAHULUAN

A. Pemerintahan

Pembukaan Undang-l'ndang Dasar Ntz.{;unl{upuhlik Indonesia
Tahun 1945 (selamjutnva disingkat UUD NRI 1945) mengamanatkan
tujuan Negara Republk Indonesia untuk “melndungt segenap
bangsa Indonesia dan seluruh timpah darah Indonesia, memajukan
kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa™. Fungsi
memajukan  kesejahteraan umum  dalam  konsep  negara
kesejahteraan (welfare smate), mensvaratkan kepada penvelenggara
negara vang melaksanakan lfungsi pemenntahan, berperan akuol
dalam bidang-bndang kehidupan masvarakat. Penggunaan kekuasaan
negara terhadap warga masvarakat, hams berdasarkan prinsip
kedaulatan rakvat dan pr'niip negara hukum’ sera ada jaminan
hak konsttusional pada Pasal 28D avat (1) UUD NRI 1945
menvatakan “Setnap orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perhndungan, dan kepastian hukum vang adil serta perlakuan vang
sama i hadapan hukum”.

Berdasarkan pada hakikat [ungst pemenntahan (kekuasaan
pemerintahan)  sebagar lungsi vang akul dalam pengertan
mengemudikan atau mengendalikan kehidupan masvarakat dan

" Pembukaan Undang-1Tndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
UT'D NRI 1945 alinea keempat.
‘Pasal | avat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
D NRI 1945 menyatakan “Kedaulatan berada i @ngan rakyvat dan
dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.
Pasal | avat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
UT'D NRI 1945 menvatakan “*Negara Indonesia adalah negara hukum™




negara untuk mewwudkan kesejahteraan rakvat’, dan diarahkan
kepada fungsi pembinaan dan pengavoman masvarakat, merupakan
alasan nvata peranan campur tangan pemerintah di setiap sektor
kehidupan bermasvarakat, atau dengan kaa lain jka menvangkut
kepentingan umum, maka disana juga pelaksanaan umsan
pemerintahan vang menjadi urusan dan tanggung jawab pemerintah.
Kelsen menvatakan bahwa “prinsip  keakofan pemerintahan
merupakan suam gejala transformasi dan negara hukum menuju
kepada negara admimstraul (admimstamve  state) vang  pada
hakikamva adalah welfare state”, dalam arti negara vang pejabat-
pejabat pemerintahnva bertindak secara langsung mencapai tujuan-
tujuan negara dengan langsung menghasilkan apa vang dunginkan
masvarakat .

Fungsi pemerintahan dalam memberkan pelavanan publik harus
ditumang dengan perwujudan  pemerintahan vang baik (good
Bestuun, berlandaskan asas-asas umum pemerintahan vang baik
(algemene  begmselen van behoorfgk  bestunn dan prinsip (ata

kepemenntahan vang baik (good governance)'.

Badan dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  baik & lingkungan
pemerintah atau penvelenggara negara lainnva, dalam melaksanakan
fungsi pemenntahan menggunakan mstrumen pemerintahan berupa

prasarana dan sarana, termasuk menggunakan mstrumen vuridis

" Pluhpus M. Hadjon, dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia,
(Yogyvakarta: Gadja Mada Unwersity Press, 2008), hlm 5.

" Bambang Arwanto, Perindungan Hukum Bag Rakyat Akibat Tindnkan
Fakmm] Pemenaban, (Jumal Yundika, Vol. 31 No. 3, September 20 16), hlm 360,

" Bagus Teguh Santoso dan Sadjijono, Kepwtusan Fiktif Positif sebagui
Bentuk Reformasi Birokrasi Berdasarkan Prnsip Good Governance, (Jumal
Hukum Peratun, Vol. 1 Na. 1, Februan 2008), him 129,




meliputi:  peraturan  perundang-undangan, keputusan dan/atau
tindakan penvelenggaraan pemerintahan.

Kewajiban pemerintah untuk memberikan pelavanan publik dalam
rangka mewuudkan  kesegjahteraan  umum  (wellare  state),
mensvaratkan  otoritas  admimstrasi vang  menvelenggarakan
pelavanan publik harus melavan setiap permohonan vang digjukan
masvarakat. Apabila aparatur admimistasi pemerintahan udak
melavani  sebagaimana mestinva, mengabaikan, atau terlambat
melaksanakan kewajbannva maka dalam hukum admimstras:
dipersamakan dengan sikap diam. Sikap diam mengandung makna
sebagal penolakan atau persetyjuan. Paradigma hukum admimstras:
dewasa im mulai dikembangkan prinsip “diam berart setuyu” atau
dikenal sebagai prinsip fikaf posiuf, vang sebelumnva prinsip “diam
diartikan menolak™ (prinsip likul negaul).

Penerapan prnsip hkal positil diapresiasi sebagai:

. “terobosan penguatan hak Warga Masvarakat terkait jaminan
perbaikan pelavanan publik dalam bentuk penggunaan hikul
positif’.

2. hlosoli pengaturan keputusan dan/atau tindakan hkul-posiuf
selain unmk memperbaiki kualitas  pelavanan publik, juga
untuk  menvelesaitkan  permasalahan  birokrasi  dalam
penvelenggaraan pemerintahan’.

3. bentuk usaha pemerntah dalam memberikan dan mendorong

admmistras: pemerintahan agar meningkatkan pelayanan lebih

" Muhammad Yasim dkk., Anotmsi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
Tentung Administrasi Pemerintahap, (Jakara: Universitas Indonesia-Center for
Study of Governance and Admimsiranve Retorm (UT-CSGAR), 20107}, him 258,

" Supandi, Penyelesamin Perkarma Keputusan dan/atmu Tindakan Fikti
Pogtif di PTUN, (presentasi Ketua Muda Mahkamah Agung RI Unisan Peradilan
Tata Usaha Negara, disampaikan pada pembukaan Diklat Kapita Selekia UTTAP, 5
Juls 2017).




maksimal, sehingga aparatur administrasi ditunnit melakukan
kewajibannva secara lebih akuf’.

4. penerapan prinsip kol positul dalam pelavanan publik di
Indonesia akan mampu memawab kebutuhan nstrumen
hukum untuk mewuudkan good governance vang menjadi

salah satu tuntutan dan fenomena globahsas: ekonomi™’.

Isulah “prinsip hikaf posinf” digunakan secara formal pada putusan
Mahkamah Konstwmsi (selanjutnva disebut MK) perkara Nomor
77/PUU-XV/2017. MK memberikan talsir Pasal 53 Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2014 tentang Admimstrass Pemerintahan
(selamutnva disebut UUAP), menvatakan:

“Bahwa dalam memaknai Pasal 53 avat (5) UU 30/2014 perlu
mengaitkan dengan avat-avat lain, karena norma vang dianr dalam
Pasal 53 merupakan satu kesatuan vang udak terpisahkan antara
satu avat dengan avat lainnva.

Bahwa norma vang diatur dalam Pasal 53 avat (1) dan avat (2) ULU
30/2014 mengandung pengertian bahwa dalam setiap pengambilan
keputusan dan/atau tundakan harus selalu memperhatkan dan
terikat pada tenggang waktu untuk menetapkan dan/atau melakukan
Keputusan dan/atau  tndakan vang dimohonkan oleh warga
masvarakat. Hakikat penentuan batas wakiu sebagaimana draikan
di atas, bertmuan agar Badan dan/atau Pejabat Pemerntahan
melavani  warga masvarakat dalam batas-batas waktu  vang
ditetapkan, atau dengan kata lam penentuan batas wakm 1m

" M. Aschan dan Fransisca Romana Harjivain, Kagan Tentang Kompetensi
Absolut Peradiin Tam Usaha Negnra Dahm Menyelesaikan Sengketn
Keputusan Fiktif Positif, (Jumal Kajian Hukum, Vol. 2 No. 1 2017), him 33.

" Enrico Simanpntak, Prospek Prnsp Fiktf Posiiff Dalim Menunjang
Kemudahan Berusaha Di Indonesia, (Jurnal Rechts Vinding, Vol. 7 No. 2, Agustus
2018}, hlm 502,




bertjjuan untuk mendorong penmgkatan budava melavani vang
wajib diyjunung oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Bahwa Pasal 53 avat (3) UU 30/2014 menegaskan bahwa apabila
scorang Badan/Pejabat Pemerintahan ndak menetapkan dan/atau
melakukan undakan dalam batas waki vang ditentukan, maka
permohonan dianggap serta merta dikabulkan secara hukum. Hal
demikian dikenal sebagai keputusan yang bersifat fiktif-positif. Olech
karena 1tu, pengakuan terhadap prinsip fiktif posiif dalam UU
30/2014 adalah dalam rangka membangun budava melavani atau
memberikan pelavanan vang baik bagi warga masvarakat.

Bahwa eksistenst Pasal 53 avat (5) vang menyatakan, Pengadilan
wajib memutuskan permohonan paling lama 21 (dua puluh satu) har
kerja sejak permohonan diajukan adalah demikian adanva, dan
merupakan kelanjutan tahapan dan proses avat sebelumnva, untuk
memperoleh keputusan dan/atau ketetapan dari pejabat tata usaha

negard.

Bahwa Fiktif Positif pada dasarnva merupakan upava memperoleh
putusan Pengadilan Tata Usaha Negara vang merupakan kebalikan
dan Fikul Negaul di mana kewenangan i ada pada pengadilan a
quo untuk memeriksa dan memutus penerimaan permohonan untuk
selanutnva pengadilan memerintahkan agar badan aau pejabat tata
usaha negara vang bersangkutan menerbitkan Kepumsan dan/atau
melakukan Tindakan Badan dan/atau Pejabat  Pemernntahan.
Digunakan kata “Fiktif” karena merupakan permohonan vang
digjukan dianggap atau seolab-olah ada keputusan, sedangkan
disebut “Positif” karena permohonan vang diajukan oleh Pemohon
telah diterima dan diajukan permohonan ke Pengadilan untuk
mendapatkan  putusan  atas  penerimaan tersebut.  Selanjutnva




Pengadilan akan memeriksa apakah permohonan vang digjukan
tersebut beralasan hukum unwmk dikabulkan atau ditolak atau udak
dapat  diterima. Apabila  dikabulkan, maka Pengadilan
memenniahkan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
untuk menerbitkan keputusan atau tindakan terkait permohonan
pejabat vang dimaksud™.

Penerapan prinsip likal posiil udak dinvatakan secara tegas dalam
UUAP, namun menurut MK melalm penalsiran Pasal 53 UUAP
menvatakan pengakuan prinsip fikaf posinf ada dalam UUAP.
Ruang lingkup dalam UUAP mencakup Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan vang menvelenggarakan fungsi pemerintahan, baik di

Asas-asas vang berlaku melandasi UUAP, vaiu: (1) asas legalitas, (2)
asas perlindungan Hak Asasi Manusia, dan (3) Asas-asas Umum
Pemerintahan vang Baik (AUPB). AUPB mencakup asas-asas; (a)
kepastan hukum, (b) kemanfaatan, (¢ keudakberpihakan, (d)
kecermatan, (e) ndak menvalahgunakan wewenang, (I) keterbukaan,
(g) kepentingan umum, (h) pelavanan vang baik, serta asas-asas
umum lain sepamang dyadikan dasar penilaian hakim dalam

putusar.

Ketentuan Pasal 53 UUAP menurut MK mengandung pengakuan
terhadap prmsip hknf positif, ketentuan tersebut secara lengkap
menvatakan:
(1) “Batas wakwm kewajiban untuk menetapkan dan/atau
melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesual dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

" Dalam, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XV/2017,
{Jakarta, Rabu 9 Me1 20 18), hlm 49-50.




(2) Jika ketentuan peraturan pemndang-undangan tdak
menentukan batas waktu kewapban sebagaimana dimaksud
pada avat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemenntahan
wajib  menetapkan  dan/atau melakukan  Keputusan
dan/atau Tindakan dalam wako paling lama 10 (sepuluh)

hart kenja setelah permohonan diternima secara lengkap

oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

(3)  Apabila dalam batas wakiu sebagaimana dimaksud pada
avat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ndak
menetapkan dan/atau melakukan  Keputusan  dan/atau

Tindakan, maka permohonan  tersebut  diangeap

dikabulkan secara hukum.

(4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan

lIIlllIl{ I'llL‘I'llI.'lL‘l'UlL'}l pulisan I.'lL‘IlL'l'iIllElElIl IJL‘l'Ill[J‘llUIlEI.Il

sebagaimana dimaksud pada avat (3).

(5)  Pengadilan wajib_ memutuskan permohonan sebagaimana

dimaksud pada avat (4) paling lama 21 (dua puluh satu)
hart kenja sejak permohonan diajukan.
(6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan

Keputusan untuk  melaksanakan  putusan  Pengadilan

sebagaimana dimaksud pada avat (5) paling lama 5 (lima)

hart kerja sejak putsan Pengadilan ditetapkan”.

Penjelasan UUAP menvatakan Pasal 53 Cukup Jelas. Pengadilan
vang :limnmui Pasal 53 avat (1) UUAP adalah sebagaimana
ketentuan Pasal 1 angka 18 UUAP menvatakan: “Pengadilan adalah
Pengadilan Tata Usaha Negara” (Selanjutnva disebut PI'UN).

Tafsir MK terhadap Pasal 53 avat (3) l‘.l‘.Al’pa:la [rasa
“permohonan dianggap dikabulkan secara hukum” hal demikian
dikenal sebagai keputusan vang bersifat fiktif-positf, merupakan
n:ngakuan terhadap prmsip fikaf posial’ dalam UUAP. Digunakan
kata “Fkuf” karena merupakan permohonan vang diajukan




diangeap atau seolah-olah ada  keputusan, sedangkan disebut

“Posint™

karena permohonan vang digjukan oleh Pemohon telah

diterima. Jadi “permohonan dianggap dikabulkan secara hukum”

maknanva permohonan tertentu dianggap atau seolah-olah ada

Keputusan Penerimaan.

Pertanvaan vang muncul dan tafsir MK terhadap Pasal 53 UUAP,

vaitu:

l.

Apabila  aparatur  pemenntahan  ndak  melavam
sebagaimana mestinva, Ilu.{abaikan, atau terlambat
melaksanakan kewapban untuk menetapkan keputusan
dan/atau  melakukan tndakan vang dimohon warga
masvarakat, terhadap persoalan tersebut apakah prinsip
hiktif posiaf diperlukan atau tidak? Jika udak diperlukan
bagaimana mengatasi persoalan vang akan berlarut tanpa
kepastian hukum? Jika diperlukan maka bagaimana
menerapkannva?

Dalam hal perlu diterapkan prinsip fikuf posiaf, apakah
perlu atau ndak keterlibatan lembaga peradilan (PTUN)?

Jika udak peru bagaimana memberikan dava paksa

terhadap aparatur pemermtahan vang tidak melaksanakan
kewapban atas permohonan warga masvarakat? Jika
diperlukan keterlibatan PT'UN, apa vang harus diperiksa
oleh PTUN terhadap permohonan vang disvaratkan harus
telah diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat
Pemenntahan (Pasal 53 avat (2) UUAP)? Adapun
kewenangan PIUN secara umum hanyva memenksa dan
menilai  dan aspek  hukumnva saja  (rechanatigheid),
sedangkan pemlaian dan  segt  kebpaksanaan bukan
menjadi wewenang PTUN (doelma ugheid), ada ungkapan
“hakim udak boleh duduk di kursi pemermtah”.




3. Jika diperlukan keterhbatan PTUN, produk hukum apa
vang harus dikeluarkan oleh PTUN, apakah putusan
pengadilan atau penetapan pengadilan? Jika menggunakan
putusan pengadilan, apa vang harus diputus oleh PTUN
terhadap permohonan vang telah diterima secara lengkap
oleh aparatur pemermtahan vang berwenang? Apakah
PTUN hanva diperkenankan memberikan putusan
pengabulan  permohonan  (udak  boleh  menolak)?
sedangkan berdasarkan asas peradilan vang bebas dan
mandiri PTUN harus dapat memberikan putusan vang
amarnva menvatakan bahwa permohonan: “ndak dapat
diterima”,  “mengabulkan  Permohonan”, “menolak
Permohonan™ atau “menvatakan permohonan gugur”. Jika
PTUN membenkan putusan penolakan terhadap
permohonan, apakah udak bertentangan dengan ketentuan
Pasal 53 avat (3) UUAP pada frasa “permohonan dianggap
dikabulkan  secara  hukum”?  Bagaimana  akses
perdindungan hukum terhadap pihak ketiga untuk terdibat
dalam persidangan (ntervensi) maupun melakukan upaya
hukum?

4. Jika produk hukum PTUN berupa penetapan pengadilan,
maka bagaimana memformulasikannva dalam ketentuan
Pasal 53 UUAP?

PTUN dalam membenkan putusan akhw terhadap
permohonan berdasarkan Pasal 53 UUAP, menggunakan
mekanisme vang dianr “Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk
Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna
Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau
Pejabat  Pemerntahan™  (selanjutnva  disebut  PERMA




Nomor 8 Tahun 2017), vang mencabut dan menggantkan
PERMA Nomor 5 Tahun 2015,

Hasil Rumusan Diklat Kapita Selekia Sengketa Tata Usaha Negara
Bagi Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama, mulai tanggal 19 Maret
2017 sampai dengan 25 Maret 2017 di Pusdiklat Mahkamah Agung
RI Megamendung Bogor, menvatakan:

“Berlakunva ketentuan Pasal 53 UUAP, bukan berarti secara mutatis
mutandis ketentuan Pasal 3 UU Peratun™ memadi ndak berlaku,
karena Lampiran II huruf C, angka 221 Ul Nomor 12 Tahun 2011,
mengatur bahwa pencabutan peraturan penundang-undangan vang
sudah udak berlaku harus dilakukan secara tegas dalam peramran
perundang-undangan vang baru. Meskipun secara dava guna norma
Pasal 3 UU Peratun sudah udak efekuf, namun demikian pengadilan
hendaknva tdak  menolak  pendafiaran  perkara  dengan
menggunakan dasar Pasal 3 UU Peratun, karena pada prinsipnva
pengadilan udak boleh menolak perkara vang diajukan oleh
masvarakat. Terhadap gugatan tersebut dapat disikapi pada tahap

dismssal proses oleh Kema Pengadilan dengan menvatakan gugatan

“ Pasal 3 Undang-1'ndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
1lsaha Negara, menvatakan:

(1) “Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara udak mengeluarkan
keputusan, sedangkan hal 1mu menjadi kewapbannva, maka hal tersebut
disamakan dengan Kepumisan Tata Usaha Negara.

(2)  Jika suam Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tdak mengeliarkan
keputusan vang dimohon, sedangkan jangka wakiu sebagaimana ditentkan
dalam peratwran perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan
atau Peabat Tata Usaha Negara tersebut  diangrap  telah  menolak
mengeluarkan keputusan vang dimaksud.

(30 Dalam hal peratwran  perundang-undangan  vang  bersangkutan  ndak
menentikan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam avar (2), maka
setelah lewat jangka waktu empat bulan segak ditenmanyva permohonan,
Badan atau Pejabar Tara Usaha Negara vang bersangkuwan diangrap elah
mengeluarkan keputusan penolakan™.
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idak dapat diterima (vide pasal 62 avat (1) huraf (a) UU Peratun).
Demikian juga seandainva suatu gugatan telah diperiksa oleh majelis
hakim, maka perkara tersebut dapat disikapi dengan menvatakan
gugatan penggugal (dak dapat diterima dengan mendasarkan pada
asas lex posteriore derogat legi priori. Pada saat gugatan dengan
menggunakan dasar Pasal 8 UU Peratun diajukan ke pengadilan,
hendaknva kepaniteraan memberikan saran adanva ketentuan Pasal
53 UUAP tersebut™,

PERMA Nomor 8 Tahun 2017 pada akhinva secara prakuk
digunakan sebagai ketentuan prosedur pemeriksaan terhadap dua
jenis  perkara vang pada prinsipnva  berlawanan, namun
persvaratannva juga berbeda. Humlprmm}mnan setelah  lewat
batas waktu tertentu ndak ditetapkan keputusan dan/atau dilakukan
tindakan Badan dan/atau Peabat Pemermntahan menggunakan
prosedur permohonan norma Pasal 53 UUAP.

Sejak berlakunva PERMA Nomor 5 Tahun 2015 kemudian dicabut
dan diganti olech PERMA Nomor 8 Tahun 2017 sebagai peraturan
pelaksanaan Pasal 53 UUAP, PTUN di seluruh Indonesia telah
menerima, memernksa, dan memutus permohonan vang berkaitan
dengan Pasal 53 avat (3) UUAP. Pada Sistem Informasi Penelusuran
Perkara (SIPP) PIUN dan Direktonn Putusan Mahkamah Agung
bidang Tata Usaha Negara, diperoleh putusan-putusan PTUN vang
amar putusannva “Menolak Permohonan Pemohon™ " sebagai
berikut:

" Enrico Simanjuntak, Perkora Fikaf Positif dan Penmasalohan Hukumnya
(Fictious Proceedings and Its Legn! Problem), (Junal Hukum dan Peradilan,

Volume 6 Nomor 3, November 2017), hlm 28 4.
" Lihat, Sistemn Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada bagian perkara

permohonan UUAP website PTUN di selumih Indonesia dan salman putusan
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~1

9.

. PTUN Jakarta Putisan No: /P/FP/2016/PTUN-JK'T 9

Feb 2016 (Permohonan bidang pertanahan).

PTUN Makassar Putusan No: 01L/P/FP/2017/PTUN.MKks
22 Nov 2017 (Permohonan bidang pertanahan).

PTUN Pekanbarm Putusan No: 1I/P/FP/2017/PTUN-PBR
L5 Jun 2017 (Pemohonan bidang pemerintahan desa).
PTUN Denpasar Putusan No: 02/P/FP/2016/PTUN.DPS 5
Sep 2016 (Permohonan bidang pertanahan).

PTUN Padang Putusan No: 3/P/FP/2017/PTUN-PDG 10

Jan 2018 (Permohonan bidang pemerintahan daerah).

PTUN Manado Putusan No: 04/P/FP/2016/PTUN.Mdo 8
Des 2016 (Pemohonan bidang pemerintahan desa).

. PTUN Banda Aceh Putusan No: 04/P/FP/2017/PTUN-

BNA 28 Nov 2017 (Pemohonan bidang pemerintahan
desa).

. PTUN Bandung Putusan No: 05/P/FP/2016/PTUN-BDG

12 Mei 2016 (Permohonan pengaktifan keanggotaan Poln).
PTUN Jakarta Putusan No: 5/P/FP/2016/PTUN-JKT 16
Mar 2016 (Permohonan pelaksanaan putusan pengadilan).

10.PTUN Jakarta, Putusan No: 06/P/FP/2016/PTUN-JKT 6

April 2016 (Permohonan Penetapan Perubahan Nama

GIKI).

IL.PTUN Tanung Pinang, Putusan No: 6/P/FP/2016/PTUN-

TPI 12 Me1 2016 (Permohonan bidang pertanahan).

12.PTUN Palangka Rava, Putusan No:13/P/FP/2016/PTUN-

PLK 23 Met 2016 (Permohonan hasil audit investigasi dar
BPKP).

PTUN

pada https://putusan.ma hkamaha mung go ad/pengadilan/ mahkamah-

agung/direkion/tun diakses Pada Tanggal 8 Mer 201 8.
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Selain - putusan  penolakan tersebut, ada juga putusan vang
mengabulkan, atau menvatakan tdak dapat ditenma, menggunakan

prosedur permohonan berdasarkan nomma Pasal 53 UUAP.

Putusan PTUN tersebut menggunakan prosedur penmohonan pada
Pasal 53 UUAP, menumukkan bahwa ada PTUN dalam memproses
permohonan hanva berdasarkan bukti penerimaan awal saat
permohonan diajukan kepada Termohon (msalnva, tanda terima
stal kantor). PTUN tetap memproses permohonan vang udak ada
bukti surat/tulisan berupa pemberitahuan dan Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan bahwa permohonan telah diterima secara
lengkap dan telah memenuhi persvaratan”. Permohonan vang udak
ada bukti pembertahuan telah diterima secara lengkap dan
Termohon (tidak sekedar anda tenma surat di awal permohonan),
seharusnva tidak di register oleh Panitera Pengadilan.

Konsep Fikul' Posinf, sebagai sebuah konsep bisa dibandingkan
dengan konsep “accepti victuim positiva, fictious approval, @cit

authorization atau lex silencio posiive™ . Perlu terus dilakukan

" Pasal 53 avat (2) jo. Pasal 50 avat (3) jo. Pasal 52 ULTAP jo. Pasal 1 avat (3)
hural b PERMA Nomor # Tahun 2017 mewapbkan Panitera memerniksa
kelengkapan alat bukn Permohonan berupa *buksr stua ¢ am o tulisa n vang berkaian
dengan Pennohonan yang sudal diernma lengkap oleh Termohon”.

" Oswald Jansen, Comparative Inventory of Silencio Positivo (Instinite of
Consntunonal an Adminsiranve Law, Utrecht School of Law, September 2008). p 2.
Menuwrut Enrico Stmanjuntak “secara sederhana dapat dikatakan bahwa pnnsip atau
konsepst Ley Sifencio Posiveo adalah sebuah amran hukum vang mensvaratkan
otoritas  admimsmast  untuk  menanggapr  atan mengeluarkan permohonan
keputusan/tmdakan vang diajukan kepadanva dalam hnt wakiu sebagaimana vang
ditentukan peranwan dasamya dan apabila prasvarat uu tidak terpenulu, otorias
admimstrasi  dengan  sendirmyva  dianggap  telah mengabulkan  permohonan
penerbitan kepumsan/mndakan . Isulah Lex Siferei Posine adalah terminolog
campuran antara bahasa Latn (fex) dan Spanvol (Sdencie Posino) vang dalam
terminologt hukum berbahasa Ingens disamakan dengan silah frerons appronal

a@au @it authorza ton ", Enrico Simanjuntak, Perkara Fikaf Positif ...Op. Cit, him
S8,
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kajan-kajian guna pengembangan konseptual atas pengakuan prinsip
hikul positif, di samping art penting peningkatan budava melavam
dan penmgkatan kualias pelavanan, sekaligus jaminan perlindungan
hukum bag masvarakat dengan tetap berlandaskan falsalah ideolog
Pancasila dan UUD NRI 194.5.

S.F Marbun mengemukakan pendapat bahwa:

“menurut  sistem  Admunistatel Rechtspraak  vang  berwenang
memeriksa dan memutus suatn sengketa administrant adalah
Hakim. Sebab Hakim di sini berdirt sebagai suatu perwakilan dar
lembaga lain, maka vang dapat diperiksa atau diteht hanva seg
rechimatgherd saja. Hakim pun udak memiliki wewenang untuk
membuat kebyakan baru dalam rangka menghapuskan kerugan,
namun hanva dapat mengeluarkan hukuman dalam bentuk denda,
atau rekomendasi untuk membuat perubahan dan/atau penghapusan
kebyjakan vang lama, atau rekomendasi untuk membuat kebijakan
vang baru™".

PTUN sebagai lembaga peradilan vang melaksanakan kekuasaan
kehakiman vang bebas dan mandin (ndependent and impartal
Judiciary), berfungst untuk menvelesaikan konlflik antara warga
masvarakat dengan penvelenggara lungsi pemerintahan akibat
ditetapkannva suatu KTUN (Pasal 47 UU Peratun), berlaku asas
bebas dan mandin bag Hakim dalam memberikan putusan. Asas-
asas khusus bagt PTUN seperti: asas praduga rechismatiy
(vermoeden wan rechunatgherd/praesumio  iustae cdusa), asas
pembuktian bebas (vry bewerys), asas keakulan hakim (dominus his),
asas putusan mengikat umum (erga omnes). Sebagar lembaga
peradilan berlaku juga asas-asas umum vang lain, vaitu: asas audri et

" S.F. Marbun, Peradilan Thtm Usaha Negara, (Yogyakara: Penerbit
Liberty, 2003), hlm 7.
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alteram partem, asas kesaman beracara perkara sejenis, asas
kekuasaan kehakiman vang bebas, asas sidang terbuka untuk umum,
asas pengadilan berjemang, asas wltimum remidium, asas objektivitas,

dan asas pengadilan sederhana, cepat dan bhiava ringan.

Phillipus M. Hadjon menvatakan bahwa “perdindungan hukum bag
rakvat sebagai tindakan pemenntah vang bersifat prevenul dan
represil”:"

“Perlindungan hukum vang preventif’ bertuyjuan untuk mencegah
terjadinva  sengketa, dengan mengarahkan tndakan pemerintah
bersikap hau-hau dalam pengambilan keputusan berdasarkan
diskresi;, dan perlindungan vang represit  bertujuan untuk
menvelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannva i
lembaga peradilan™.

Landasan filosofis dalam kajpan 1mm, bahwa sebagai negara
kesejahteraan  (welfare  state)  penvelenggara negara vang
melaksanakan fungsi pemerintahan, berperan akuf dalam bidang
kehidupan masvarakat, berdasar prinsip kedaulatan 1'“}'&1[ dan
negara hukum. Jaminan kepastian hukum vang adil pada Pasal 281
avat (1) UUD NRI 1945 menvatakan “Seuap orang berhak ams
pengakuan, gmmnan, perlindungan, dan kepastan hukum vang adil

serta perfakuan vang sama di hadapan hukun”.

Permasalahan ontologis atau hakikat dan persoalan vang dikap,
bahwa hakikat prnsip hkol posinf i bidang  admimstras:

" Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Boagi Rakyat Indonesia,
{Surabavya: PT. Bina Ilmu, 1987}, him 2.

" Mana Alfons, Implementnsi Perlindungan Indiknsi Geografis Ams
Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalnm Perspektif Hak Kekaynan Intelektual,
(Malang: Program Dokior Imu Hukum Fakultas Hukoum Univ. Brawgjaya, Disertasi,
2000, hlm 18.
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pemerintahan adalah memamin kepastian hukum. Permohonan
keputusan dan/atau tindakan Aparatur Pemerintahan vang telah
diterima  secara lengkap oleh  Aparatur Pemermtahan  vang
berwenang, setelah wakt tertentu atau 10 han kena dianggap
dikabulkan secara hukum, masith memerlukan putusan PTUN
memberikan ketidakpastian hukum.

Permasalahan  epistemologis  dapat  menggambarkan  proses

bagaimana mendapatkan kebenaran. Kajian i secara epistemologis
mempersoalkan penerapan prinsip liktil posinf mensvaratkan suatu
permohonan harus telah diterima secara lengkap oleh Aparatur
Pemermntahan, setelah waki tertentu atau 10 han kena dianggap
dikabulkan secara hukum. Apa vang harus diperiksa dan diputus
oleh PTUN sebagai lembaga peradilan terhadap permohonan vang
telah lengkap.

Permasalahan aksiologis mengenai apa manlaat kepastian hukum
dan keadilan berkaitan dengan penerapan prinsip fikal positf vang
melibatkan putusan lembaga peradilan, baik bagi warga masvarakat
sebagal permohonan keputusan dan/atau tundakan, maupun bagi
Badan dan/atau Pejabat Pemermtahan dalam melaksanakan wigas

fungsi pemerintahan.

Problematka teoritis, balhwa menurut MK makna Pasal 53 avat (3)
UUAP pada frasa penmohonan tertentu dianggap dikabulkan secara
hukum sebagar keputusan hkuf-posiil’ “penerimaan”. Prinsip fikul
positil difungsikan sebagai upava hukum untuk memperoleh putusan
PTUN. Apa urgensi perubahan prinsip hkil negatif memadi prinsip
hikul posiuf, jika sama-sama sebagai upava untuk memperoleh
putusan pengadilan. Berbeda di negara lain prinsip fikal posinf
sebagal penentu pengabulan otomatis. Dalam konteks peradilan
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administrasi, gugatan melahirkan putusan pengadilan, sedangkan
permohonan melahwrkan penetapan pengadilan, namun konsepsi
vang digunakan dalam Pasal 53 UUAP permohonan melahirkan
putusan  pengadilan. Tatek Sn Djatmuatn  mempersoalkan;
“ketentuan hkuol posinf karena tanpa suatu batas vang jelas sehingga
dapat memmbulkan problem vuridis vang serius menvangkut Hak
Asasi  Manusia  (HAM), prosedur dan  konflik norma,
penvalahgunaan wewenang karena menvangkut pihak vang
dirugikan™.

Permasalahan yuridis kapan i mempersoalkan kepastan hukum
dalam pengaturan Pasal 53 UUAP vang mengatur kewenangan dua
lembaga sekaligus vaitu; avat (1), (2) dan (3) terhadap penvelenggara
fungsi pemenntahan dan avat (4), (5) dan (6) terhadap lembaga
peradilan. Permohonan keputusan dan/atau tindakan Aparatur
Pemermtahan vang telah diterina secara lengkap, setelah waktu
tertentu atau 10 han kenja dianggap dikabulkan secara hukum, masih
memerlukan putusan PTUN, sebagai lembaga peradilan PTUN
dapat memberikan putusan penolakan permohonan, hal demikian
bertentang dengan ketentuan avat (3) vang menvatakan permohonan
dianggap dikabulkan secara hukum. Apakah pengaturan demikian
sesual dengan asas-asas hukum dan bagaimana akses perlindungan
hukum bagi pihak ketiga vang merasa berkepentingan.

Permasalahan sosiologis empiris, bahwa warga masvarakat
menvambut dengan antusias berlakunva UUAP pada asas “diam
berart senyu”, namun prinsip hkul posinf temvata  diposisikan

sebagal  upava/prosedur untuk  memperoleh  putusan  PTUN,

“ Tatick Sn Djammiat, "Hukum Administmsi Dalom Kaitin dengan
Undang-Undang No. 0 Thlun 2014 Tentang Administrasi Pemenntahan™.
makalah disampaikan dalam seminar hukum admimsmast vang diselengearakan
oleh Fakultas Hukum Unwersitas Airlangga, Surabaya, 27 November 2017, hlm .
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fungsinva masih sama dengan prinsip hikuf negauf. Umumnyva PTUN
memutus permohonan keputusan fikal posiuf melebilu 21 har kenja.
Problem-problem filosolis, teoritis, vuridis dan sosiologis empiris
tersebut menjadi latar belakang pemikiran pentingnva peneliian di
bidang administrasi pemenntahan dalam hal pelavanan publik oleh
aparatur pemerintahan vang baik (good bestuun, berlandaskan
AUPB dan prinsip kepemerintahan vang baik (good governance)
vang berkaitan dengan penerapan prinsip likul posiaf terhadap
persoalan permohonan vang harus telah diterima secara lengkap,
namun setelah waktu tertentu atau 10 han kerja dianggap dikabulkan
secara hukum, masih memerlukan putusan PTTUN.
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BABII
TEORI DALAM PEMERINTAHAN

Kerangka Teoritik

Kerangka teoriik  bertujuan untuk memperoleh penjelasan  dan
penalaran terhadap permasalahan hukum dalam penelinan i
melalur  teori-teort  vaitu:  teort  perlindungan  hukum, teor
kewenangan, teonn kepastian hukum dan teon perundang-undangan,
selam itu ditunjang dengan kerangka konsep vang terdui darn konsep-
konsep: harmomsasi norma hukum, prinsip-prinsip good governance,
keputusan dan/atau undakan badan dan/atau pejabat pemerintahan,

dan sengketa administrast,

A. Teori Perlindungan Hukum

Pemikiran tentang hukum vang merupakan pelindung hak asasi
manusia dan kebebasan warga masvarakat dijelaskan oleh
Immanuel Kant. Menumit Kant, “manusia mermpakan makhluk
berakal dan berkehendak bebas. Negara bermugas menegakkan hak-
hak dan kebebasan warganva. Kemakmuran dan kebahagiaan
rakvat merupakan tuyjuan negara dan hukum, oleh karena i, hak-
hak dasar itu, ndak boleh dihalangi oleh negara™.

Teon perindungan hukum dyelaskan oleh beberapa ahli, vaitu;
1. “Fizgerald mengutip sulah teon perlndungan hukum dan

Salmond bahwa hukum bertuyjuan mengintegrasikan  dam

Sudikno  Mertokusumo, Pepemwan Hukum (Sebuah Pengantar),

Youyvakarta: Liberty, 2000), hlm 7.5.
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mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masvarakat
karena dalam suatu lalulintas  kepentingan, perlindungan
terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara
membatast berbagar kepentingan di lain pihak. Kepentingan
hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia,
sehingga hukum memliki otoritas tertingg: untuk menentukan
kepentingan manusia vang perlu diatur dan  dilindung.
Perlindungan  hukum  harus  melihat  tahapan  vakm
perlindungan hukum lahir darn suatu ketentuan hukum dan
segala peraturan hukum vang diberikan oleh masvarakat vang
pada dasarnva mermpakan kesepakatan masvarakat tersebut
untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota
masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah vang

dianggap mewakili kepentingan masvarakat™,

. Menurut Sagipto Rahardjo, Perlindungan hukum  adalah

memberikan pengavoman terhadap hak asasi manusia (HAM)
vang dirugikan orang lain dan perlindungan im diberikan
ke pada masvarakat agar dapat menikmati semua hak-hak vang
diberikan oleh hukum™.

Philhipus M. Hadjon mengemukakan bahwa perlindungan
hukum bagi rakvat sebagai tindakan pemerintah vang bersifat
preventuf dan represif. Perlindungan hukum vang prevenul
bertujuan  untuk  mencegah  tenadinva  sengketa, vang
mengarahkan tindakan pemenntah bersikap hao-hati dalam
pengambilan  keputusan  berdasarkan  diskresi,  dan
perlindungan vang represif bertujuan untuk menvelesmkan
terjadinva  sengketa, termasuk penanganannva di lembaga

peradilan™.

hlm 53.

“ Samgipto Raharo, Hmu Hukuwm, (Bandung @ PT. Cira Adinva Bakno, 2000},

“ fhied, hlm 69,
“ Maria Alfons, Loc. Git.
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4. Sedangkan menurut Lili Rasjdi dan LB Wysa Puta bahwa
hukum dapat difungsikan untuk mengujudkan perlindungan
vang sifatmva tidak sekedar adapuf dan fleksibel, melainkan

Juga predekuf dan antupasif™.

Philipus M. Hadjon mengartkan perlindungan hukum sebagai
perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap
hak-hak asast manusia vang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan
ketentuan hukum dan kesewenangan™. Perumusan prinsip-prinsip
perlindungan hukum di Indonesia, landasannva adalah Pancasila
sebagai ideologi dan falsalah negara. Konsepsi perlindungan hukum
bag rakvat di Barat bersumber pada konsep-konsep Kechistaar dan
"Ritle of The Law™.

Philipus M. Hadjon®™ membagi dua macam perlindungan hukum
khususnva bag rakvat Indonesia, vaitu:
I. Perlindungan Hukum Preventif
Pada perlindungan hukum prevenul, subjek hukum diberkan
kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnva
sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk vang
defimul. Tupuannva adalah mencegah terjadinya sengketa.
Perlindungan hukum preventif sangat besar artinva bagi indak
pemerintahan vang didasarkan pada kebebasan bertindak
karena dengan adanva perlindungan hukum vang prevenufl
pemerintah  terdorong  untuk  bersilat  hat-hatt  dalam
mengambil keputusan vang didasarkan pada  diskresi. I
Indonesia  belum ada pengaturan  khusus  mengena

perhndungan hukum preventif.

* Lili Rasjdi dan L.B Wysa Putra, Hukum Sebagai ...Op. Cit, hlm 118.

" Philipus M. Hadjon, Perlindungnn Hukum ...Op. Cit, hlm 1.
* Ihued, hlm 7 3.

“ Ihadd, hlm 23-5.
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2. Sarana Perlindungan Hukum Represif’
Perlindungan  hukum  vang represif  bertujuan  untuk
menvelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum
oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Admimstrast i
Indonesia termasuk kategon perlindungan hukum i, Prinsip
perlndungan  hukum  terhadap undakan  pemenntah
bertumpu dan bersumber dan konsep tentang pengakuan dan
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menunt
sejarah dar barat, lahimyva konsep-konsep tentang pengakuan
dan perlindungan terhadap hak-hak asast manusia diarahkan
kepada pembatasan-pembatasan dan  peletakan  kewapban
masvarakat dan pemerintah. Prinsip kedua vang mendasan
perlindungan hukum terhadap tndak pemermiahan adalah
prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat
tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tjuan dari negara

hukum.

Pelaksanaan tigas pemenntahan dan pelavanan masvarakat sehari-
han sering terjadi perbedaan kepentingan dan konflik antara pejabat
admimistrast  negara  dengan warga masvarakat. Konflik dan
perbedaan kepentingan tersebut mewarnai dinamika hubungan
antara kedua pihak tersebut. Oleh karena iu, untuk memberikan
kepastian hukum terhadap penvelesaian sengketa tersebut maka
terhadap pejabat admimstrasi negara dan warga masvarakat
diberikan perlindungan hukum bagi keduanva agar ndak terjadi hal-
hal vang dapat merugikan kepentingan kedua pihak tersebut.

Perlindungan hukum vang dibenikan kepada warga masvarakat
adalah dalam bentuk perhndungan terhadap warga masvarakat
terhadap perbuatan sewenang-wenang dart pejabat admimstrasi




negara dalam bentuk pemberian upava hukum untuk menggugat
tindakan sewenangwenang tersebut melalu berbagar jalur hukum
vang ada, baik melalui peradilan tata usaha negara maupun
peradilan umum (perdata dan pidana). Perlindungan hukum tersebut
diberikan untuk memjamin agar hak-hak asasi warga masvarakat
tidak dilanggar dan kepentingannva tidak dirugikan oleh tindakan-
tindakan vang dilakukan oleh pejabat administrasi negara.

Perlindungan hukum terhadap pejabat admimsirasi negara diberikan
agar dalam melaksanakan tugas pemerntahannva sehari-hari,
pejabat tersebut ndak mengalami hambatan teknis dan kegiatan
pemerintahan vang dilakukannva dapat benjalan terus. Perlindungan
hukum kepada pejabat adminstrasi negara diberikan selama pejabat
tersebut dalam melakukan tundakan serta membuat keputusan
berada dalam koridor hukum vang ada. Perlindungan hukum vang
diberikan dapat berupa antara lain pembenan kewenangan tertentu
kepada pejabat tersebut, bantuan hukum dalam penvelesaian
sengketa, kepastan hukum dalam pelaksanaan wgas pejabat

admiumstrasi negara.

Teort Perlindungan Hukum digunakan untuk menganalisis dan
sebagal landasan teorink pada permasalahan apakah persvaratan
adanva putusan PTUN pada penerapan prinsip hikul posiul dengan
prosedur permohonan sesuai dengan teornn perlindungan hukum,
putusan  berkatan dengan  perlindungan  hukum  represif,
permohonan berkaitan dengan perlindungan hukum prevenuf. Teort
i juga berkaian dengan masalah akses perlidungan hukum bag
pihak ketiga vang berkepentingan serta bagaimana pengaturan ke
depan mengenai penerapan prinsip kol positl’ dalam permohonan
keputusan  dan/atau  tundakan Aparatur  Pemerintahan. Teori

perlindungan hukum prevenul dan represif memadi penting dalam
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rangka pengaturan ke depan penerapan prinsip hkuf positif terkait

tema penelitian mni.

B. Teori Kewenangan

Menumt Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “kata wewenang
disamakan dengan kata kewenangan, vang diartikan sebagai hak dan
kekuasaan untmk bertindak, kekuasaan membuat  keputsan,
memenntah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan
lain™. Pasal I angka 6 dan angka 7 UUAP membedakan antara
wewenang dan ki_'u'L'Ilall;.{an-

“Wewenang adalah hak vang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan atau penvelenggara negara lamnva untuk mengambil
keputusan dan/atau tindakan dalam penvelenggaraan
pemerintahan ”, sedangkan, “Kewenangan adalah kekuasaan Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penvelenggara negara lainnva
untuk bertindak dalam ranah hukum publik *

Cara admumstrast negara guna mendapatkan kewenangan dalam
perspekul  Hukum  Adminstras;,  Philipus M. Hadjon
membedakannva atas 3 (uga) cara vakni: “secara auibusi, delegasi
(sub delegasi) ataupun mandat. Kewenangan atibusi lazimnva
digariskan melalun pembagian kekuasaan negara oleh undang-
undang dasar, sedangkan kewenangan delegas: dan mandat adalah
kewenangan vang berasal dari pelimpahan™.

Sumber kewenangan atributufl sebagaimana pendapat Philipus M.
Hadjon dapat dikatakan bahwa kewenangan dipengaruhi ataupun

" Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
{Jakarta: Bala1 Pustaka. 2002) Feis I11.

" Phihpus M. Hadjon, Tentung Wewenang pemenntnhan
{Bestnmshevoegdheid), (Pro Justtia Tahun XVI Nomor 1, Januan 1998}, hlm 91.
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bersumber dar kekuasaan negara, dimana kedaulatan berada di
tangan rakvat vang memberi mandat lewat prosedur demokrats.

Kekuasaan wudisial merupakan satu di antara tiga kekuasaan dalam
negara vang lain vaitu kekuasaan legislatf dan kekuasaan eksekuuf.
Ketga kekuasaan itu harus senantasa berjalan sesuai dengan ungsi
masing-masing sehingga kekuasaan udak terpusat pada satu tangan
saja. Hal 1 menjadi pnnsip dasar dan kekuasaan di dalam negara
vang mengharuskan adanva pembagian kekuasaan dan ndak boleh
dipusatkan pada satm kekuasaan saja vang pada akhinva bisa
menimbulkan trani dan ke sewenang-wenangan.

Pemisahan kekuasaan memadi tga bagian haruslah dimaknai bahwa
satu kekuasaan hakikatnva membatasi kekuasaan vang lain dalam
rangka pelaksanaan fungsi pokok kekuasaan lain itu. Relevansi
pembagian kekuasaan dalam suatu negara hukum adalah agar satu
kekuasaan memnjadi jelas batas-batasnva’. Kekuasaan vang diatur
secara konstitusional dimaksudkan agar masing-masing kekuasaan
mengenal  batas  kekuvasaannva (the constitutional  scheme  of
separation of power mandates that zone lmits be recognized).”
Masing-masing lembaga udak akan melakukan undakan vang
bersifat mtervenul terhadap kekuasaan lain vang sama-sama

memperoleh delegasi konstitusi.

Konsep “check and balance” ndak boleh diartikan bermakna untuk
mengaburkan masing-masing fungst pokok dan tga kekuasaan
(legislaul, eksekuunf, wvudisial). Konstruksi berpikir semacam itu

" Joeniarto, Negnm Hukum, (Yogvakarta: Badan Penerbit Gajah Mada,
1989}, hlm 22,

" Laurence H Tnbe, Amenoan Copstitutional Law, (New York: The
Foundation Press, Inc., Mincola, 1978), hlm 179,
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mudah dipahami bahwa meski kekuasaan vudisial (atas dasar
konsep “check and balance™ dapat menciptakan norma baru bila
terjadi kekosongan atau kekaburan. Artinva, ndaklah berart atas
dasar pengembangan penalsiran kemudian kuasaan vudisial dapat
menverobot fungst pokok kekuasaan legislaunl untuk membentuk
Undang-Undang. Sebaliknva, atas dasar pengembangan penalsiran
pula kekuasaan vudisial udak dapat merubah Undang-Undang vang
bermuatan conferring power dan Undang-Undang vang bermuatan
“duty imposing” vang kredibel. Sebuah Undang-Undang sesuai asas
contranius  actus hanva dapat diubah dengan Undang-Undang.
Tupuannva adalah untuk menjamin tegaknva negara hukum™.

Konsep negara hukum pada hakikatnva mengandung asas legalitas,
asas pembagian kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman vang
merdeka, vang semuanva i ditujukan untuk mengendalikan negara
atau pemerintah dan kemungkinan bertindak sewenang-wenang atau
penvalahgunaan kekuasaan.

Teon kewenangan dalam penelitian i relevan untuk menganalisis
implikasi hukum penerapan prinsip fikal posiof dalam permohonan
keputusan  dan/atau  tndakan Aparatur  Pemenntahan dan
pengaturan hukum ke depan. Urgensi teort kewenangan dalam
penelitan 1 vaitu fungs: Pasal 53 avat (3) UUAP sebagai ketentuan
vang menerapkan pnnsip hkaf-posiif, mestinva dapat memberikan
batasan pembagian kewenangan antara organ pemerintahan dengan
lembaga peradilan serta kesesuaian penerapan prinsip Likuf posinf
terhadap asas kekuasaan kehakiman vang bebas dan mandin.

" Roehmat Soemito, Pemadilin Tam Usaba Negarma, (Bandung Rafika
Aditama, 1998), hlm 1.
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C. Teori Kepastian Hukum

Kepasuan dalam pemahaman memiliki art suatu ketentuan, atau
ketetapan, sedangkan pka kata kepastian itu digabung dengan kata
hukum menjadi kepastan hukum, vang menmuliki arti sebagai suatu
ketentuan atau ketetapan hukum suatu negara vang mampu
menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Secara normatl
suatu kepastan hukum adalah ketka suatu peraturan dibuat dan
duindangkan secara pastt karena mengatur secara jelas dan logs.
Jelas dalam artan tidak menimbulkan keragu-raguan (mult taflsir)
dan logis ndak memmbulkan benturan dan kekaburan norma dalam
sistem norma satu dengan vang lainnva. Kekaburan norma vang
ditimbulkan dan keundakpastan aturan hukum, dapat tenadi mulu
tafsir terhadap sesuatu dalam suatu aturan.

Kepastian hukum merupakan kondisi/’keadaan dimana peratran
vang telah dibuat dan disusun kemudian diundangkan secara pasu
untuk mengatur secara jelas dan logis. Jelas maksudnva udak ada
kekaburan nomna atau keraguan (multutafsir) dan Logis artinva suatu
sistemm norma  dengan norma  lamm udak  bertentangan  atau
menimbulkan  konfhk norma. Kepastian hukum  menunjukkan
pemberlakuan hukum vang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen,
dimana pelaksanaannva udak dapat dipengaruln oleh keadaan-
keadaan vang subjekuf.

Makna kepastian hukum ada dua pengerian menurut Gustav
Radburch:

“kepastan oleh karena hukum, dan kepastan dalam atau dan
hukum. Memamin kepastan oleh karena hukum menjadi mgas dan
hukum. Hukum vang berhasil memamin banvak kepastan dalam
hubungan-hubungan kemasvarakatan adalah hukum vang berguna.
Sedangkan kepasuan dalam atau dan hukum tercapai apabila
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hukum 1tu  sebanvak-banvaknva hukum undang-undang, dalam
undang-undang tersebut  tudak ada ketentuan vang saling
bertentangan (undang-undang berdasarkan pada sistem logis dan
pasti). Undang-undang tersebut dibuat berdasarkan kenvataan
hukum (recluswerkelpherd) dan undang-undang tersebut tndak ada
istilah-1stilah hukum vang dapat ditafsirkan secara berlain-laian™".

Adapun pendapat Indroharno mengenai kepasuan hukum:
“kepastian hukum mengharuskan hukum objekuf vang berlaku untuk
setiap orang tersebut harus jelas dan diaati. Kepastian hukum juga
menvangkut kepastan norma hukum. Kepastian norma hukum i
harus diciptakan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan
dengan berdasarkan asas legalitas, kepattan, dan keadilan™".

Kepastuan hukum juga merupakan mjuan dari setiap undang-undang.
Kepastuan hukum akan tercapai apabila kata dan kalimat undang-
undang tersusun sedemikian jelasnva sehingga tdak menimbulkan
penafsiran vang berbeda-beda. Kepastian hukum memiliki kaitan
erat dengan penegakan hukum. Penegakan hukum itu sendir
merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan
hukum menjadi kenvataan.

Teon kepastan hukum mengandung 2 (dua) pengertan vaitu
pertama adanva atran vang sifaimva umum membuat individu it
mengetahui apa perbuatan vang boleh atau udak boleh dilakukan,
dan kedua sebuah bentuk keamanan hukum bag individu-individu
dan kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum

Lihat: E. Utrecht, Pengnnmir dokim Hukum Indonesia, (Jakarta:
PT.Penerbit Balai Buku Ichnar, Cetakan keenam, 1939), hlm 2f.

Indroharto, Rongkuman Asasasas Umum Tam Usaba Negora,
(Jakarta:1984), hlm 213,
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vang bersifat umum 1 individu dapat mengetahin apa saja vang
boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu™,

Teon kepastan hukum digunakan untuk menganalisis permasalahan
dalam kajan im. Teon kepastian hukum dari pendapat Indoharto
relevan dengan tema penelitian ini mengenai hakikat prinsip hikaf
positil dan kesesuaian pengaturan dengan prinsip/asas-asas hukum.
Urgenst pendapat Indroharto tersebut dalam penelitan 1 sebagai
tolok ukur kepastan hukum pengaturan Pasal 55 UUAP. Kesesuaian
pengaturan dengan prinsip hukum, perlindungan hukum, serta
pengaturan ke depan agar mencerminkan Kketentuan hukum vang
objekuf dan mengandung kepasuian norma hukum dengan
berdasarkan asas legalitas, asas kepatutan, dan keadilan.

D. Teori Perundang-undangan

T. Koopmans memberikan pengertian teori perundang-undangan
sebagan: “sekumpulan pemahaman-pemahaman, nuk-uuk tolak, dan
asas-asas vang salmg berkaitan, memungkinkan munculnva paham
vang lebih baik terhadap suatu perundangundangan vang dicoba
untuk didalami™.

Menurut A, Hamud S, Atammm  pengertian teonn perundang-
undangan adalah:

“cabang atau sisi lain dari ilmu perundang-undangan, vang lebih
bersifat kognmitf dan berorentasi kepada mengusahakan kejelasan
dan kejermhan pemahaman, khususnva pemahaman vang bersifat

" Peter Mahmud Marzuki, Pengantar fmu Hukum, (Jakarta: Kencana
Pranada Media Group, 2008), hlim 138,
T. Koopmans, “Vergerlpkend Publikerecht: Deventer-kfuwer’. 1980,
dikutip  oleh  Lauddmn  Masrum, Hukum dan Kebgakon Perpajkan
Indonesia, (Yogvakarta:UIL 2006), hlm 21.
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dasar dibidang perundang-undangan, antara lain pemahaman
mengenatl undang-undang, pembentukan undang-undang,

perundang-undangan dan lain sebagainva™

A. Hamid S. Attamimi berpendapat terkait dengan ruang lingkup
teori  perundang-undangan  secara  umum, dalam  konteks
pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, asas-
asas pembentukan Peraturan Perundangan-undangan vang baik
dapat disusun sebagai berikut:

1. “cita hukum Indonesia;

2. asas negara berdasarkan hukum;

3. asas pemermtahan berdasarkan sistem konstitusi; dan

4. asas-asas lainnya™".

Asas-asas lainnva secara normaul terdapat dalam “Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peramran Perundang-
Undangan™ (UU Nomor 12 Tahun 2011) menetapkan pnnsip-prinsip
pembentukan perundang-undangan vang baik.

Pasal 5 menvatakan:

“Dalam membentuk  Peraturan  Perundang-undangan  harus
dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peramran
Perundang-undangan vang baik, vang melput: kejelasan tuuan;
kelembagaan atau pejabat pembentuk vang tepat; kesesuaian antara
jemis, hierarki, dan  matern1 muatan: dapat dilaksanakan:
kedavagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan  mmusan;  dan
keterbukaan”.

" A. Hamud 5. Atammi, Teord PenmndangUndangan di Indonesin, Pidato
Pengukuhan Jabamn Guru Besar (Jakana: Fakultas Hukum Unwersitas Indonesia,
1992), hlm 4.

" A, Hamid 5. Atamimi, Hukum tentung Pemtuman Perundang-undangan

dan Peraturan Kebjukan (Hukum Thm Pengaruran), (Jakarna: Fakultas Hukum
T, 1993), hlm 312,
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Pasal 6 avat (1) dan (2) menvaltakan:

“Maten muatan Peraturan Perundang-undangan harus
mencermimkan asas:  pengavoman; kemanusiaan; kebangsaan;
kekeluargaan;  kenusantaraan; bineka tunggal eka; keadilan;
kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan: ketertiban
dan kepastan hukum; dan/ataun keseimbangan, keserasian, dan
keselarasan.

Selan mencermmkan asas sebagaimana dimaksud pada avat (1),
Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai
dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan vang
bersangkutan”.

Asas adalah dasar atau sesuatm vang dyadikan tumpuan berpikir,
berpendapat dan bertundak”. Asas-asas pembentuk peraturan
perundang-undangan berarti dasar atau sesuatu vang dyadikan
tumpuan dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Padanan
kata asas adalah prinsip vang berarti kebenaran vang menjadi pokok
dasar dalam berpikir, berpendapat dan bertindak. Asas dapat berarti
dasar, landasan, fundamental, prinsip dan jiwa alau cita-cita. Asas
adalah suat dall umum vang dinvatakan dalam sulah umum
dengan udak menvebutkan secara khusus cara pelaksanaannva“.
Asas dapat juga disebut pengertan-pengertan dan mlai-mlai vang
menjach nuk tolak berfikir tentang sesuatu.

Asas hukum adalah prinsip vang dianggap dasar atau fundamen
hukum vang terdin dan pengertian-pengertan atau mla-mlai vang
menjadi utik tolak berfikir tentang hukum. Asas hukum dapat disebut

" Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
(Jakarta: Bala1 Pustaka, Fehia IT1, 2002), hlm 70.
Liang Gie, Teor-Teori Keadilan, (Jakarta: Penerbit Super, 1977), hlm 9.
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landasan atau alasan bag terbentuknva suam peraturan hukum atau
merupakan suam oo legis dan suatn peraturan hukum vang
memuat mlae-nilai, jiwa, cta-cia, sosial atau perundangan etis vang
ingin diwujudkan”. Asas hukum mermpakan jantung atau jembatan
suatu peraturan hukum vang menghubungkan antara peraturan-
peraturan hukum dan hukum posinf dengan cita-cita sosial dan
pandangan etis masvarakat'.

Menumut  Bellefroid  sebagaimana  dikunp  oleh  Sudikno
Mertokusumo, vang dhyabarkan dar hukum posiif dan oleh ilmu
hukum ndak dianggap berasal dar amran-aturan vang lebih umum,
vang merupakan pengendapan hukum posiuf  dalam suatu
masvarakat”. Pengertian asas hukum umum vang drumuskan oleh
Bellefroid merupakan pengertian vang berbeda dengan rumusan asas
dalam ilmu hukum. Sebaliknva Van Eikema Hommes sebagaimana
dikutip oleh Sudikno Mertokusomo menvatakan asas hukum udak
boleh dianggap sebagai norma-norma hukum konkret, tetapi harus
dipandang sebagair dasar-dasar umum atau petunjuk bagr hukum
vang berlaku”. Pembentukan hukum harus berorientasi pada asas-
asas hukum tersebut sehingga memadi dasar atau petunjuk arah

dalam pembentukan hukum posinf,

Asas hukum dengan demikian dapat merupakan norma hukum
konkret bersifat normatlf, termasuk hukum positif vang mempunvai
kekuatan mengikat, vang dimimuskan oleh pembuat undangundang
maupun hakim. Asas hukum demikian i disebut asas dalam
hukum. Kecuali itu asas hukum dapat pula merupakan norma

' Satjipto Rahardjo, fmu Hukum, (Bandung: Alumni, 1982), him 835-86.

© b

" Sudikno Mernokusumo,  Mengena! Hukum Swotu  Penguntor,
(Yogvakarta: Liberty, 1991), hlm 32.

© dhid
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hukum abstrak vang merupakan dasar, landasan, prinsip, fundamen,
nilai-nilai atau cata-cita vang ingin  diwuyjudkan melalu peraturan
hukum konkret. Asas hukum sepertt mi disebut asas dalam ilmu
hukum. Karena itu fungsi dan asas hukum tersebut dapat pula
dibedakan antara fungsinva dalam hukum dan fungsinva dalam ilmu

hukum”.

Asas diterjemahkan dalam kamus ilmiah sebagai pokok, dasar, dan
fundamen”. Solly Lubis menvatakan asas adalah dasar kehidupan
vang merupakan pengembangan mlai-mlai vang dimasvarakatkan
menjadi landasan hubungan sesama anggota masvarakat®. Paul
Scholten memberikan delinist mengenai asas hukum 1alah pikiran-
pikiran dasar vang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum
masing-masing dimumuskan dalam amran-atran  perundang-
undangan dan putusan-putusan hukum vang berkenaan dengan
ketentuan-ketentuan  dan  keputusan-keputusan  individual dapat
dipandang sebagai penjabarannva”. Setiap peraturan perundang-
undangan diperlukan adanva suatu asas, karena asas uu vang
melandasi atau menpwai ataupun menghidupi peraturan perundang-
undangan dan dengan asas tersebut maksud dan tmjuan peraturan
menjadi jelas”. Sri Soemantri Martosuwignjo berpendapat bahwa
asas mempunvail padanan kata dengan “beginse/” (Belanda) atau

" Jhid hlm 34,
Pins A Partanio dan M. Dahlan AlBanyv, Komus IImimh Populer.
{Surabava: Aroka, 1994}, hlm 48.
" Solly Lubis, Perumusan Dan Pembinaan Citn Hukum Dan Penerapan
AsasAsas Hukum Nasional (Jakarta: Depkeh BPHN, 1995), him 29,
" Paul Scholten Di Dalam JJ. H. Bruggink, Refleksi Tentang Hukum (Akih
Bahasa Oleh Anef Sidharn), (Bandung: PT.Cipta Aditva Bakn, 1996), hlm 119-

120,

" Rooseno Harjowidigdo, Perspektif Pemituran Peganfian Franchise,
{Jakarta: Depkeh-BPHN, 1993), Makalah Ihsapkan Pada Pertemuan ITlmiah
Tentang Usaha Franshise Dalam Menuyjang Pembangunan Ekonomi, tanggal 14-16
Desember 1993,




“principle” (Inggns) sebagai suatu kebenaran vang menjadi pokok
dasar atau tumpuan berpikir. Asas hukum adalah dasar normatl
untuk membedakan aniara dava ikat normatl dan niscava vang
memaksa.

Asas hukum merupakan “jantungnva” peraturan hukum. Asas
hukum mempakan landasan vang paling luas dan alasan bag
lahirnva suatu peraturan hukum. Asas hukum mengandung mntutan
etis, vang merupakan jembatan antara peratran-peraturan hukum
dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masvarakatnva.

Kerangka konseptual kajian i selain berpedoman pada asas-asas
hukum, juga berpegang teguh pada noma-nomma hukum. Berikut
dikemukakan beberapa pandangan ahh tentang pengertian norma
hukum atau kaidah hukum.

I. Menurut Hans Kelsen, norma hukum adalah aturan, pola,
atau standar vang perlu dikut. Kemudian dijelaskan lebih
lanjut bahwa fungst norma hukum, adalah;

a. “Memenniah (Geberten):

b. Melarang ( Verberten);

c. Menguasakan (Lrmachtieen);
d. Membolehkan (Erkuben), dan

¢. Menvimpang dan ketentuan (Derogoereen).”

Norma hukum pada hakikamyva juga merupakan unsur pokok dalam
peraturan  perundang-undangan.  Dalam  kepustakaan Fropa
Kontinental, mengenai apa vang dimaksud dengan peraturan

perundangan atau wer m mdateriele zm, gesetz in materiellen sinne,

Satjipto Rahardjo, Loe. Cit
“ Yuliandn, Asasasas Pembentukan Peraturan Perundong-undangan yang
Baik: Gagnsan Pembnentukan Undnng-Undang Berkelonjutn, (Jakana: PT Raja
Gralindo Persada, 2009) hlm 21.
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mengandung  tiga  unsur  pokok: FPerama, norma  hukum
(rechtsnormen); Kedua, berlaku keluar (naar buiten werken); dan
Kenga, bersilat umum dalam art luas (aleemeenherd in rumme zin).
Silat-sifat norma hukum dalam peraturan  perundang-undangan
dapat berupa: permntah (gebod), larangan (verbod), pengizinan

(toestemiming), dan pembebasan (vigstelling ™.

2. Menurut Sudikno Mertokusumo, norma hukum adalah;
“..kaidah hukum lazimnva diartkan sebagair peraturan
hidup vang menentukan bagaimana manusia i sevogianva
berprilaku,  bersikap di dalam  masvarakat  agar
kepentingannva dan kepentingan orang lain terlindungi. Atau
dalam arti sempit kaidah hukum adalah nilai vang terdapat
dalam peraturan konkret™".

3. Menurut Mara Fanda Indrati, dalam kaitannva dengan
norma hukum memnjelaskan, ada beberapa kategort norma
hukum, dengan melihat pada pelbagai bentuk dan sifamva:
a. “norma hukum umum dan norma hukum individual,
kalau dilihat dari alamat vang dituju (addressan;

b. norma hukum abstrak dan norma hukum konkret, kalau
dilihat dan hal vang diatr;

¢. norma hukum vang emmahliy dan norma hukum vang
da urhatig, dihhat dan segi dava berlakunva;

d. norma hukum tmnggal dan norma hukum berpasangan,
dilihat dan wujudnva™".

* Ihid

" Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum ... Op. Git, him 11.

" Maria Yanda Indrat, flmu Perundnogundnngan (Dosar-dasar dan
Pembentukannya), (Yogvakarta: Kanisius, 1998) him. 11-18.
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Pemahaman tantang asas hukum dan norma hukum atau kaidah
hukum, dapat dijelaskan bahwa asas hukum bukanlah merupakan
aturan vang bersifat konkret sebagaimana halnva norma atau kaidah
hukum, vang memadi 1s1 dan setiap undang-undang. Akan tetapi,
asas hukum harus membenkan pedoman dalam merumuskan
norma hukum vang konkret dalam pembuatan undang-undang.
Dalam bentuk lain, sebagaimana dyelaskan  oleh  Sudikno
Mertokusumo, jika asas hukum merupakan pikiran dasar vang
bersilat abstrak, maka kaidah hukum dalam arti sempit merpakan
nilai vang bersifat lebih konkret danpada asas hukum. Kemudian
juga ditambahkan bahwa asas hukum utdak dimangkan dalam
bentuk peraturan vang konkret atau pasal-pasal. Misalnva adagium
bahwa, “setiap orang dianggap tahu akan undang-undang™.

Pandangan para ahlh di atas perlu dyadikan acuan untuk
membedakan pengertan antara asas hukum dengan norma hukum
atau  kaidah hukum. Adapun kaitannva dengan asas-asas
pembentukan peratuaran perundang-undangan vang baik, asas
hukum dapat dyadikan pedoman dalam pembentukan peraturan
perundang-undangan, walau ada kekeliruan asas-asas hukum itu
dirumuskan dan dituangkan dalam peraturan konkret atau pasal-
pasal undang-undang.

Fungsi  pembentukan peramran  perundang-undangan, sangat
diperlukan kehadirannva di negara vang berdasar atas hukum,
tujuan utama pembentukan undang-undang bukan lagi menciptakan
kodifikasi bagi norma-norma dan mlai-nilai kelidupan vang sudah

" Sudikno Mertokusumo, Penemmunn Hukum ...Op. Cit., him 1 1.
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mengendap dalam masvarakat, melainkan menciptakan modifikasi
atau perubahan dalam kehidupan masyvarakar”.

Indonesia sebagar negara hukum, berkewajban melaksanakan
pembangunan hukum nasional vang dilakukan secara terencana,
terpadu dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional vang
menjamin - perhindungan  hak dan Kkewapban segenap rakvat
Indonesia berdasarkan UULD NRI Tahun 1945.

Penvusunan peraturan  perundang-undang harms  sesuai  dengan
kebutuhan masvarakat, materi dan muatan vang jelas, serta
sistemmatka dan kerangka vang benar, agar peraturan perundang-
undangan tersebut dapat memberikan jaminan dan kepastan hukum
kepada masvarakat, sebagaimana fungsi utama ilmu perundang-
undangan vaitu:

I. “Untuk memenuhn kebutuhan hukum dalam kehidupan
bermasvarakal, berbangsa dan bernegara vang senantiasa
berkembang.

2. Untuk memembatani hngkup hukum adat dengan hukum
vang tdak tertulis lainnva, atau

3. Untuk  memenuhi  kebutuhan kepasuian hukum  bag

i

masvarakat™".

Teonn Perundang-undangan (gesetzzebungs theorie) merupakan
bagian dar Ilmu Perundang-undangan (gesetzsgebungsiehre) vang
meliputi:  Proses  perundang-undangan (gesetsgebungsverfahiren),
metode perundang-undangan (gesetzge bubungsmethode) dan tekmk
perundang-undangan (gesetzgebungs-  technik). Ilmu  perundang-

* Maria Fanda Indrat, mu Perundang-undangan... Op. Cit.,, him 1-2.
" Anz Svamsudin, Proses dan Teknik Penyusunan Undong-Undang,
{Jakarta: Smar Gratika, 2015), him 19,
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undangan banvak berkembang di Negara-negara dengan sistem
hukum Chvil Law. Secara konsepsional [lmu Perundang-undangan
menurut - Burkhardt  Krems adalah  ilmu  pengetahuan  vang
interdisipliner  tentang  pembentukan  hukum  negara  (die
interdisziplina re wissenscha ff vonder staatlichen rechtssetzung)”.
Teon tata urutan peraturan perundang-undangan dikemukan oleh
Hans Kelsen dalam bukunva Pure theorv of faw vang diterjemahkan
ke dalam bahasa Indonesia memadi Teort Hukum Murni”,

Menumut Hans Kelsen, untuk menguyi validitas hukum: apakah
hukum vang lebih rendah ndak bertentangan dengan hukum vang
lebih tinggi (norma vang lebih rendah ndak boleh bertentangan
dengan nomma vang lebih tinggl), atau apakah peraturan perundang
undangan vang lebih rendah sudah bersumber pada peraturan
perundang-undangan vang lebih tinggi. Norma hukum vang lebih
rendah jika bertentangan dengan norma hukum vang lebih tinggi
dapat dibatalkan melalui uji materil, melalui Mahkamah Agung atau
Mahkamah Konstitusi.

Tiap-nap manusia memiliki kebebasan, tapi dalam hidup bersama 1a
memikul @nggung jawab menciptakan hidup bersama vang tertib.
Untuk mewwudkan hidup bersama vang tertib itu, perlu pedoman-
pedoman vang objekul vang harus dipatulu bersama pula. Pedoman
imilah vang disebut hukum. Jika hukum telah menentukan pola
perilaku tertentu, maka tiap orang seharusnva berpenlaku sesuai
pola vang ditentukan . Sumber dar pedoman-pedoman objeknf
tersebut adalah grundnorm (norma dasar). Seluruh tata hukum

“ Maria Fanda Indran, Op. Cit hlm 3.

“ Hans Kelsen, Pure Theory of Law, (Berkely University of Cahformia Press,
1978), ditegemahkan: Raisul Muttaqien, cetakan VIII (Bandung: Nusa Media,
200 1), hlm 243.

38




positif.  harus  berpedoman secara hierarki pada grundnorm.
Menggunakan konsep smfenbau (lapisan-lapisan awran), Hans
Kelsen mengonstruksi pemikiran tentang tertib vuridis. Konstruksi ini,
menentukan jenjang-jenjang perundang-undangan. Seluruh sistem
perundang-undangan mempunvai suatu struktur pramida (mulai
dar vang abstrak vakm grudnorm sampai vang kongkret seperti
undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain sebagainva). Cara
mengenal suam  aturan  vang legal dan udak legal adalah
mengeceknva melalui logika safenbau i, dan grudnorm menad

bat up utama”.

Teonn Perundang-undangan membedakan adanva nga macam
landasan keberlakuan peraturan sebagai kaidah, vaitu landasan
keberlakuan secara hlosol, landasan keberlakuan secara sosiologis
dan landasan keberlakuan secara vuridis™.

Teon Perundang-undangan tersebut relevan dengan penelivan i
untuk menganalisis permasalahan 1mphkasi hukum penerapan
prinsip fikaf posituf dalam Pasal 53 avat (3) UUAP. Teori Perundang-
undangan menvajikan asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-
undangan vang baik, maka secara praktik pembentukan peramran
perundangan-undangan harus mengacu asas-asas tersebut.

Urgensi teort perundang-undangan melalu asas-asas pembentukan
Peraturan Perudang-undangan vang baik sebagaimana dikemukakan
A. Hamid S. Attamimu di atas, menjadi parameter untuk menggali

" Hans Kelsen, Geneml Theory of Law and Stmte. (New York: Russel and
Russel, 1971) diterjemahkan oleh Raisul Muttagiem, Teors Umum tentang Hukum
dan Negara (Bandung: Nusamedia, 2011), hlm 179-180.

" Soerjono Sockanto dan Pumadi Purbacaraka, Perhal Kaidah Hukum,
{Bandung: Citra Aditva Bakn, 1993), hlm 88-93,
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dan menganahsis implikasi hukum penerapan prinsip hikal posinf
dalam Pasal 53 avat (3) UUAP senta pengaturan ke depan penerapan
prinsip kol positif dalam permohonan keputusan dan/atau undakan
Aparatur Pemenntahan.

Kerangka Konsep

Pembahasan permasalahan penelitan i menggunakan kerangka
konsep vang menunjang kerangka teorink di atas, konsep-konsep
terse but vaitu: harmonisasi norma hukum, prinsip good governance,
keputusan  dan/atau  undakan Badan dan/atau  Pejabat
Pemermtahan, dan sengketa admumstrasi.

E. Harmonisasi Norma Hukum

Kata harmom dalam The Comtemporary LEnghsh-Indonesia
Dicaonary dhartikan sebagai keselarasan, persesuaian,
“Harmonized” menjadikan serasi a@au menverasikan”. Selanjutnva
L.M. Gandhi menarik unsur-unsur darn harmonisasi, vaitu adanva
hal vang bertentangan secara proporsional agar membentuk satu
keseluruhan vang menarik, sebagai bagian dari satu sistem itu, atau
masvarakat dan teraptanva suasana persahabatan dan damai™.
Berdasarkan pengertian i atas dapat diambil suam pemahaman,
harmont diartikan sebagai keselarasan, kesesuaian, kecocokan dan
keseimbangan. Unsur-unsur vang dapat diarik dart perumusan
pengertian harmonisasi antara lain”:

a. “Adanva hal-hal ketegangan vang berlebihan;

b. Menvelaraskan kedua rencana dengan menggunakan bagian

masing-masing agar membentuk suatu sistem;

" Peter Salim, The Cotemporary English-Indonesia, (Jakarta: Dictionary,
Modern Enghsh Press, 1989) hlm 842,

" LM, Gandhi, Hamonisast Hukum Memypu Hukum yang Responsif,
{(Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap FH UI) hlm 285,

" Ihied, hlm 29.




c. Suatu proses atau suatu upava untuk merealisasikan
keselarasan, kesesuaian, Kkeserasian, kecocokan dan
kesemmbangan;

d. Kerja sama antara berbagai laktor vang sedemikian rupa,
sehingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatan vang

luhur”.

Harmomisasi peraturan perundang-undangan merupakan
penvelarasan dan  penverasian berbagai peraturan perundang-
undangan vang terkait dengan peraturan perundang-undangan vang
telah ada dan vang sedang disusun vang mengatur suam bidang
tertentu. Maksud dan kegiatan hammomisasi vakn agar substans: vang
diatur dalam produk perundang-undangan tdak tumpang tindih,
saling melengkapi (suplementen, saling terkait, dan semakin rendah
jenis pengamrannva maka semakin detaill dan operasional materi

muatannva.

Tuman darn kegiatan harmonisast  adalah  untuk  mewujudkan
landasan pengaturan suatu bidang tertentu vang dapat memberikan
kepastian hukum vang memadai bag penvelenggaraan bidang

terse bul secara elisien dan elekal.

Harmomsasi peraturan penmdang-undangan dapat  dilakukan
dengan dua cara, vainu:

Pertama, Harmonisast secara vertikal bertwyuan untuk melihat
apakah suatu peraturan perundangan-undangan vang berlaku bag
suatu bidang kehidupan tertentu tudak saling bertentangan antara
satu dengan lainnva apabila dilihat dan sudut vertikal atau hierarki
peraturan perundang-undangan vang ada’”.

" Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakara: PT Raja

Cralmdo Persada, 2018) hlm 94.
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Kedua, Harmonisasi secara horizontal bertjuan untuk mengungkap
kenvataan sampai sejauh mana perundang-undangan tertentu serasi
secara horizontal, vailu mempunvar keserasian antara perundang-
undangan vang sederajat mengenai bidang vang sama“.

Menumut Sidharta, dapat tenadi beberapa kemungkinan vang
menvebabkan terjadinva dishammonisan dalam sistem hukum dan
instrumen penyelesaiannya, vaitu:

1. “Tenadinya inkonsistensi secara vertikal dari segi format
peraturan vakni peraturan vang herarkinva lebih rendah
bertentangan dengan hierarki peraturan vang lebih tngg,
misalnva  antara  peratran  pemerintah  dengan  undang-
undang. Instrumen penvelesaan adalah asas hukum fex
superior derogat lege mlferiors, vang artinva adalah peraturan
vang lebith  tngg  ungkatannva  akan  mengesampingkan
peratran vang lebih rendah.

2. Terjadi inkonsistensi secara vertikal dari segi wakm vakni
beberapa peraturan vang secara hierarkis sejajar tetapt vang
satu lebih dulu berlaku  daripada vang lain. Instrumen
penvelesmannva adalah asas hukum Jex posteoreri derogat
lege  prior, vang artinva adalah  peraturan vang lebih
belakangan  akan  mengesampingkan  peraturan  vang
se belumnyva.

3. Tenadinva inkonsistensi secara horizontal dari segi substansi
peratran, vakni beberapa peraturan vang secara hierarkis
sejajar tetapr substanst peraturan vang satu lebih umum
dibandingkan  substansi  peraturan  lainnyva.  Instrumen
penvelesmannva adalah asas hukum flex specialist derogate
lege generalis, vang artinva adalah peraturan vang lebih khusus

cakupannva mengesampingkan peraturan vang lebith umum.

Soegono Sockanto, Sri Mamudj, Pepeliin Hukum Normaaf Suntu
Tinjauan Singkat, (Jakarta: Rajawali Press, 2003) hlm. 44.
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4. Terjadinva nkonsistensi secara  horizontal dari  substansi
dalam suatu peraturan vang sama. Instumen penyelesaiannya
adalah asas hukum fex posteoreri derogat lege prior, vang
artinva adalah pasal vang mengatur lebih belakangan akan
mengesampingkan pasal vang sebelumnyva.

9. Terjadinva inkonsistensi antara sumber formal hukum yang
berbeda, misalnva antara undang-undang dan putusan hakim,
instrumen  penvelesalannva adalah asas hukum res judicate
pro veritate habitur, vang artinva putusan hakim vang hars
dianggap benar sekalipun bertentangan dengan undang-
undang sampai ada putusan hakim lain vang mengoreksmva.
Antara undang-undang vang bersifat memaksa dan kebiasaan
(mstrumen penvelesaiannya adalah asas hukum fex dura sed
tamen scripta, vang artinva undang-undang tidak dapat
diganggu gugat), atau antara undang-undang vang bersifat
mengatur dan kebiasaan, instrumen penvelesaiannva adalah
asas hukum die normatie ven krafi des fakts chen, vang
artinva  perbuatan  vang  bemlangulang akan  memben

ke kuatan berlaku normatil™".

F. Prinsip-prinsip Good Governance

Sistem  penvelenggaraan  pemerintahan negara merpakan unsur
penting dalam suatu negara. Oleh karena 1tu, maka udak berlebihan
apabila salah satu faktor penentu krisis nasional dan berbagai
persoalan vang melanda bangsa Indonesia bersumber dan kelemahan
di bidang manajemen pemerintahan, terutama birokrasi, vang tdak
mengindahkan prinsip-prinsip tata pemerintahan vang baik (good

covernance). Memasuki era reformasi, hal tersebut diakui, sehingga

" Silharta, Inismaf Hommonisasi Sistem Hukum Pengelolaan Wikiyah
Pesiar Indonesia (Menwju Harmonisasi Sistem Hukum sebagai Pilar Pengelolaan
Wihiyah Pesisir Indonersia), (Kementrian Bappenas, Departemen Kelautan dan
Penkanan, Departemen Hukum dan HAM kerjasama dengan Mira Pesisiy/Coastal
Resources Management Project 11, 2005}, hlm 62-64.




melalun TAP MPR RI No. XI/MPR/1999 tentang Penvelenggara

Negara vang bersith dan bebas KKN, dan Undang-undang Nomor 28

Tahun 1999 tentang Penvelenggara Negara vang bersth dan Bebas

Korupst, Kolusi, dan Nepotisme. Bangsa Indonesia menegaskan tekad
5 &

untuk senantiasa bersunggub-sungguh mewujudkan penvelenggaraan

pemerintahan negara dan pembangunan vang didasarkan pada

prinsip-prinsip good governarnce.

Konsep good govemance sebagai domain dari admmistrasi publik
merupakan  mekanisme  penvelenggaraan  kekuasaan  dan
kewenangan  oleh  pemermtah  dalam  pengelolaan  umsan
pemerintahan secara umum dan pembangunan ekonomi secara
khusus vang melibatkan pengaruh sektor negara dan sekior non
pemerintah dalam suam kegiatan kolekul™. Lebih lamut nted
Nations  Development  Programme  (UNDP)  mengarukan
“gsovemance”  atau  kepemerintahan  sebagar  pelaksanaan
kewenangan dalam hal polink, ekonomi dan admimstranl untuk
mengelola urusan-urusan bangsa. Tiga pilar dimaksud menurut
Lembaga Adminisirast Negara dimaknai sebagai berikut:
|. Feonomic governance mencakup proses  pembuatan
ke putusan vang mempengaruhi langsung atau tdak langsung
aktivitas ekonomi negara vang berhubungan dengan
ekonomi lainnva. Karenanva economic governance memiliki
pengaruh atau wmplikasi terhadap equity, powerty, dan
quality of fife.
2. Poltical governance menunjuk pada proses pembuatan
keputusan dan implementasi kebijakan suatu negara vang
legitnmate dan a utoria tf;

" Paulus Effendie Lotmlung, Thén Kepemerntnhan Yang Baik (Good
Governance) Dalim Korelasinpa Dengnn Hukum Administrasi, (Jakarta: Penerbit

Unwersitas Tnsakn, 2002), hhm 37.




3. Admumistrative  governance adalah  sistem  implementasi
kebyjakan vang melaksanakan sektor publik secara elisien,
elekul, udak memihak, akuntabel, dan terbuka®.

Good governance memiliki tiga tugas dasar dalam keterkaitannva
dengan penvelenggaraan kepentingan umum, vaitu:
1) Menjamin keamanan setiap orang dan masvarakat,
2) Mengelola suatu struktur vang elekul untuk sektor publik,
sektor swasta, dan masvarakat, dan
3) Memajukan sasaran ekonomi, sosial dan bidang lamnva
dengan kehendak rakvat’.

Good governance berhubungan sangat erat dengan hak-hak asasi.
Telaah hukum  admistrast  berkenaan  dengan  fungst  dan
pendekatan dalam hukum administrasi, jelaslah  menunjukkan
bahwa hukum adminstrast berfungst melindungt hak-hak asasi
manusia berkenaan dengan penggunaan kekuasaan memerintah dan
berkenaan dengan perilaku aparat dalam melaksanakan pelavanan
kepada masvarakat. Penggunaan kekuasaan pemerintah bertumpu
pada asas legalias (rechimatgeherd). Kepatutan perilaku aparat
dalam melaksanakan fungsi pelavanan kepada masvarakat diukur
dengan norma kepatutan perilaku aparat. Penlaku pelavanan aparat
vang tidak patut merupakan undakan maladministrasi.

Pemahaman terkait prinsip-prinsip ata kepemerintahan vang baik
(good  governmance principles)  sangatlah  beragam dan  luas
(muludisiplnen, akan  tetapt  keterkaitannva dalam  rangka

" Ihief, hlm 38.

" Philipus M.Hadjon, Hukum Administrasi Sebagai Instrumen Hukum
Untuk Mewyudkan Good Governance, (Jakarta: Penerbit Universitas Tnsakn,
2012), hlm 9.
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penvelengearaan pemernntahan guna mencegah maladministras: di
negara modern vang berdasar hukum (rule of law/rechistaa dan
konsep demokrasi menurut Henk Addink diklasilikasikan kedalam 6
(enam) prinsip, antara lain:

. Prinsip ketepatan/kesesuaian ( The Principle of Propemess);

2. Prinsip transparansi ( The Principle of Transparency);

3. Prinsip partisipasi ( The Principle of Participation);,

4. Prinsip efektvitas (The Principle of Eflectiveness);

5. Prinsip pertanggungjawaban ( The Principle of Accountabilin);

6. Prinsip hak asasi manusia ( 7he Prnciple of Human Rights)”.

Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan
A. Keputusan Tata Usaha Negara

Suam  prosedur Adminisirasi Pemerintahan  bertujuan  (produk
formal) berupa keputusan admimstrasi yvang memuat mengenai
ketentuan hak dan kewapban vang diperoleh oleh mdividu atau
anggota masvarakat lainnva dalam satu Administrasi Pemenntahan.
Keputusan tersebut dapat berupa Keputusan Tata Usaha Negara
(selamutnva disebut KTUN) sering juga disebut dengan istlah
Keputusan  Admimstrasi  Negara. KTUN  sebagai  keputusan
admimstrast merupakan suatu pengertian vang sangat umum vang
dalam prakuok bentuknva dapat beraneka ragam. Dalam bahasa
Belanda KTUN ini biasa disebut beschikking” vang berarti norma
hukum vang bersifat individual dan konkret sebagai keputusan
pejabat tata  usaha  negara  atau  adminisrasi  negara
(heschikkingsdaad van de admimistra te).

“ Henk Addink, Good Govermanee m Theorny and Practiee, disampaikan
dalam Paper Semmar Internasional di Universitas Airlangga, Surabava, pada tanggal
23 Desember 2017, hlm .

“lstilah bescfikkmeg masuk ke Indonesia melahu Prins. Lihat Djenal Hoesan
Koesoemahammadja, Pokok-Pokok Hukum Tam Usaha Negnra (Bandung: Citra
Adlitva Bakn, 1990), him 46.
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Setap keputisan atau tundakan vang dilakukan oleh kantor
pelavanan publik vang memiliki otoritas formal untuk mengatur satu
hal/konkret individual dalam wilayah hukum publik dan bersifat
mengikat. Cir-cin vang dimiliki oleh K'TUN adalah: keputusan atau
undakan, kantor/instanst Adminstrast Pemerintahan, mengatur, dan
hukum publik. KTUN merupakan modus spesilik  konkretisasi
admimstrast dan hukum posiul vang memiliki fungst memperjelas
dan stabilisasi. Fungsi 11 dapat dilihat dalam kasus, bahwa
keputusan administrasi publik memiliki kekuatan hukum  untuk
memaksa individu dan anggota masvarakat bila tenadi pelanggaran
ketentuan vang telah ditetapkan dan dapat dijadikan dasar mntutan
dan gugatan individu pada PTUN hila tejadi Maladmumustrasi.

Hubungan hukum antara individu dan negara atau pemerintah
dalam KTUN bersifat subordinasi antara "atasan" dan "bawahan'.
Hubungan hukum dalam KTUN 1 bersifat mengkat satu arah.
Keputusan vang dikeluarkan oleh pegawai atau pejabat mstansi
Administrasi  Pemermtahan  merupakan  produk  hukum  vang
dihasilkan sepihak oleh negara atau pemerintah. Sejauh semua
tahapan, prosedur, dan svarat-svarat admimstrasi vang ditetapkan
telah terpenuhi, maka tudak ada alasan dan dasar bagi mstansi
Administrast Pemernnt@han untuk tdak memenuhn permohonan
individu atau anggota masvarakat. Sebaliknva, jika prosedur dan
svarat vang diharuskan udak bisa dipenuhi atau ditunjukkan oleh
individu pemohon, maka instansi Administrasi Pemenntahan dapat
menolak permohonan tersebut. Dalam hubungan subordinasi i,
atas alasan kepentingan umum dan nasional, instanst pemermtah
juga dapat memaksa individu atau anggota masvarakat untuk
melakukan suatu perbuatan atau undak melakukan perbuatan

lertentu.
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.. Utrecht menvatakan “Penvelenggara Pemerintah dalam
melaksanakan fungsi pemerintahan menggunakan mstrumen vuridis
baik menurut hukum publik (bersegi satu atau bersegi dua) maupun
hukum perdata. Perbuatan hukum publik bersegi satu dilakukan
pemerintah berdasarkan kekuasaan isimewa (memaksa) disebut
“keputusan” (beschikking™".

KTUN dapat disampaikan secara tertulis, elektroms dan
disampaikan secara lisan. Meskipun demikian, bentuk formal
KTUN adalah bentuk tertulis (wrrtren forny. Bentuk tertulis KTUN
diharapkan membenkan perlindungan kepada individu dan
keputusan admimstras: vang ndak jelas dan odak memuliki dasar.
Tuman bentuk tertulis KI'UN dengan demikian adalah efektivitas
Administrast  Pemerintahan. KTUN  harus bertst juga  tanggal
dikeluarkannva keputusan tersebut, tanda tangan dan nama jelas
pegawai atau pejabal vang membuatnya. D1 samping itu, keputusan
Administrast Publik harus memuat alasar-alasan penenimaan atau
penolakan.

Menurut Pasal 1 avat 9 UU Peratn Keputusan Tata Usaha Negara
(K'TUN) adalah:

“suatu penetapan tertulis vang dikeliarkan oleh badan awu pejabat
tamm wsaha negarma vang berisi undakan hukum @ usaha negara
vang berdasarkan peramran perundang-undangan vang berfaku,
vang bersifat konkret, mdnidual, dan final yang memmbulkan
akibat hukum bagi seseorang atau badan hikum perdam”™.

" E. Urrecht, Pengantar... Op. Cit., him 68.




Ketentuan pada Pasal 1 angka 9 UU Peratun selanjutnva diperluas
dengan  ketentuan Pasal 3 mengenai keputusan fikul-negauf,
kemudian di persempit oleh Pasal 2 dan Pasal 49 UU Peratun.
Konstruks: tentang K'TUN pasca disahkannva UUAP dapat dilihat
dalam tiga pasal di dalam UUAP vakni; Pasal | angka 7, Pasal 38
dan Pasal 87 UUAP.

UUAP terdapat dua lingkungan kekuasaan vang berkaitan dengan
keputusan (matermal sphere) vaitu kepumsan menurut Pasal 1 angka
(7) dan keputusan menumt Pasal 87 UUAP. Keputusan menurut
Pasal 1 angka (7) diatur di dalam Ketentuan Umum, sedangkan
Keputusan di dalam Pasal 87 diatur di dalam Ketentan Peralihan.
Ketentuan Peralihan di dalam Pasal 87 UUAP memuat perubahan
secara terselubung terhadap ketentuan Pasal 1 angka (Y) Undang-
Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU

Peratun.

Perubahan secara terselubung tersebut, berkaitan dengan rumusan
Keputusan Tata Usaha Negara, vaitu terjadinya pengurangan unsur-
unsur vang terdapat di dalam keputusan, dengan mengurangt unsur
di dalam rumusan norma, maka wilavah keberlakuan norma
menjadi lebih luas, sebaliknva manakala unsur-unsur rumusan
norma ditambah, maka wilayvah keberlakuannva semakin sempit.
Dilihat dan  aspek  Hukum Pemindang-undangan, perubahan
terselubung di dalam ketentuan peralihan undak dibenarkan
sebagaimana dimaksud di dalam Lampiran II Undang-Undang No.
12 Tahun 2011 menentukan:

“Rumusan dalam Ketentuan Peralihan tidak memuat perubahan
terselubung di dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain.
Perubahan 1m hendaknva dilakukan dengan membuat batasan
pengertian baru di dalam Ketentuan Umum Peraturan Perundang-
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undangan atau dilakukan dengan membuat Peraturan Perundang-
undangan perubahan”.

Perubahan ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No. 51
Tahun 2009 sudah tepat sebagaimana dirumuskan di dalam
Ketentuan Umum Pasal 1 angka (7) UUAP vang memben sebagai
berikut:

“Keputusan Administrasi Pemermtahan adalah vang juga disebut
Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Admimstrasi Negara
vang selanmuinva disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis vang
dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam

penvelenggaraan pemermtahan”.

Sepanjang ketentuan di dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang
No. 51 Tahun 2009 belum dicabut berdasarkan suam undang-
undang, maka selama itu Pasal 1 angka (9) tersebut merupakan dead
letrer (aturan vang tidak diterapkan lagi, akan tetapi belum dicabut)”.
Dava laku penerapan vang tercantum di dalam Pasal 87 UUAP
bersifat sementara sepanjang ketentuan Pasal 1 Angka (9) Undang-
Undang No. 51 Tahun 2009 belum dicabut berdasarkan Undang-
[ndang. Bilamana suatu Undang-Undang mencabut ketentuan Pasal
I angka (9) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, maka konsep
Keputusan vang akan berlaku adalah konsep Keputusan vang
terdapat di dalam ketentuan Pasal 1 angka (7) UUAP.

Keputusan Administrast merupakan suatu pengertian vang sangat
umum dan abstrak, vang dalam prakok @ampak dalam bentuk
keputusan-keputusan  vang sangat berbeda. Namun demikian

keputusan-keputusan admimsirasi juga mengandung cin-cirt vang

Dani  FElpah, Pokok Pikimn dan Konsep Dasar Administrasi
Pemenntanhan, Sclavang Pandang (tanpa penerbit, 2014), hlm 35,




sama, karena akhirnva dalam teort hanva ada satu pengertian
keputusan administrasi. Penting untuk mempunvai pengertian vang
mendalam tentang pengertan keputusan administrasi, karena perlu
untuk dapat mengenal dalam prakuok keputusan-keputusan atau
iindakan-tindakan tertentu sebagai keputusan admimstrauf. Hal iu
diperlukan, karena hukum positif mengikatkan akibat-akibat hukum
tertentu  pada keputusan-keputusan  tersebut, misalnva suatu
penvelesaian hukum melalin hakim tertentu. Sifat norma hukum
keputusan adalah individual, konkret".
Dampak suatu  keputusan terhadap orang, vang kepadanva
keputusan 1tu dingukan, maka dapat dibuat pembagian sebagai
berikut:

l. Keputusan-keputusan dalam rangka ketentuan-ketentuan

larangan dan/atau perintah (gebod:

Keputusan-keputusan in1 merpakan keputusan vang paling

biasa. Kategori vang paling penting adalah perizinan.

Sistemnya  adalah  bahwa undang-undang melarang  suatu

tindakan tertentu atau tindakan-tindakan tertentu vang saling

berhubungan. Larangan i tdak dimaksudkan secara muilak,
namun untuk dapat bertindak dan mengendalikan masvarakat
dengan cara mengeluarkan 1zin. D1 samping itu, terdapat juga
bentuk-bentuk hukum dispensasi atau konsesi.

2. Keputusan-keputusan vang menvediakan sejumlah uang;

Bentuk-bentuk keputisan antara lain:

b. Keputusan tentang subsidi-subsidi  diberikan  karena
penguasa ingin melancarkan kegiatan-ke giatan masvarakat
terteniu.

¢. Keputusan bag orang-orang vang tdak dapat memenuli

kebutuhan-kebutuhan hidup mereka, memiliki hak atas

Philipus M.Hadjon, dkk, Pengnnmr Hukum Administmsi Indopesia

{(Yogvakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), hlm 124.
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suatu  pembavaran tunjangan  berdasarkan  Algemene
Bystandswet (Undang-Undang Bantuan Umum).

d. Keputusan tentang berbagai asuransi sosial dan asuransi
rakvat memberikan hak atas suvatu tungangan  dalam
keadaan tertentu

e. Keputusan tentang pemberian hak atas gant rugi dalam
hal tndakan penguasa vang didasarkan pada hukum, dIL”

3. Keputusan-keputusan vang membebankan suatu kewajiban
keuangan;

Contoh vang paling penting 1alah penetapan pajak.

4. Keputusan-keputusan vang memberikan suatu kedudukan;
Diartkan  keputusan-keputusan  vang menvebabkan dapat
diperlakukannva beberapa peraturan vang salin berkaitan bag
seseorang tertentu atau suatu denda tertentu.

5. Keputusan-keputusan untuk penvitaan;

Disebut kewenangan-kewenangan untuk penvitaan, apabila

suatu organ penguasa melalu jalan hukum  publik dapat

mengadakan penvitaan atas barang-barang dan para warga,
atau untuk digunakan demi kepentingan umum atau untuk

menariknya dan lalu hintas.

B. Tindakan Administrasi Pemerintahan
Pemaknaan mengenar Tindakan Administrast  Pemerintahan
menurut Pasal 1 angka 8 UUAP menvatakan “perbuatan pejabat
pemerintahan maupun penvelenggara negara vang lamnmnva guna
melakukan dan/atau ndak melakukan perbuatan nvata/’konkret
dalam penvelenggaraan pemerintahan”.

Tindakan nvata/fakwal adalah instrumen vang ditgukan pada
akibat fakta dar sebuah tndakan vang udak memiliki dampak

“Thid, hlm 124,
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terhadap status hukum dari warga negara (uindakan sederhana dan
pihak berwenang). Terdapat perbedaan antara tindakan nvata publik
vang berbentuk tundakan vang dapat dyelaskan (explanarory acts)
seperti penvediaan informasi, peringatan publik, laporan, rencana
atau pendapat ahh serta bentuk tindakan vang mempunvai fungsi
fakia (factal function) sepertt pembayaran sejumlah uang, patroli
polisi, atau pejalanan vang dilakukan oleh kendaraan dinas”.
Tindakan sederhana dari pihak berwenang haruslah sejalan dengan
undang-undang agar tndakan nvata tersebut memnjadi legal.
Konsekuens: dan sebuah tundakan nvaia vang ilegal udak begitu
penting karena Tindakan Nvata tndak memiliki dampak legal,
namun demikian sering kali menguburkan konsekuensi nvata.
Pertama, Peabat  Admmistrast  vang  berwenang  harus
menvampingkan atau memindahkan lakia-lakia vang dihasilkan oleh
sebuah tundakan nvata ilegal dan memuhbkannva pada status
sebelumnva sepanjang masih memungkinkan dan beralasan. Warga
negara vang terkena akibat dapat mengajukan klaim sebelum masuk
ke peradilan administrasi. Selain itu, masvarakat dapat mengajukan
klaim akan kompensasi atau kerusakan atas setiap kerugian vang
dideritanva akibat undakan nvata vang ilegal sebelum masuk ke
peradilan sipil™.

Mencermati beberapa pasal dalam UUAP nampak Kkonsepsi
Tindakan dalam Pasal 1 pom 8 dengan konsep Keputusan
berdasarkan Pasal 87. Nampak Keputusan selalu dihubungkan
dengan tundakan dengan menggunakan kata penghubung “dan/aau”
dalam konteks im bersifat kumulaul alternauf’ vang menandakan

" Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,
Naskah Akademik Rancangnn UbndangUndang teninng Adpunistrasi
Pemernmhan, (Setjen dan BK DPR RI, 2014), hlm 56,

" Thied, hlm 57.




adanva pemisahan antara konsepsi KTUN dengan Tindakan,
sehingga menurut hematnva konsepsi dan tindakan pemerinah atau
tindakan dalam UUAP tersebut mengarah kepada suatu undakan
lakwal pemermtah (fenelpke handelingen).

Penggunaan kata penghubung “dan/atau” dalam menghubungkan
konsepst “keputusan dan/atau tndakan” dalam UUAP dapat
dimaknai dalam 2 (dua) konsep vaitu pertama, “tindakan laktual
melebur dalam KTUN", vakm apabila mengacu kepada teon
melebur dimana KTUN sebagai alas hukum pelaksanaan suatu
tindakan fakwmal pemenntah. Konsep ini selaras dengan apa vang
dikemukakan oleh Indroharto bahwa antara keputusan TUN vang
berkaitan dengan tindakan-undakan maternl (tindakan faktual)
sebagar contoh keputusan (KTUN) untuk mengosongkan atau
menvegel bangunan, dll, dengan dan vang merupakan keputusan-
keputusan dalam bentuk undakan hukum TUN. Sedangkan konsep
kedua “undakan faktal pemerintah sebagai salah satu jems dan
objek  kompetenst PTUN (anpa mempermasalahkan adanva
KTUN" sebagaimana diatur dalam ketentan Pasal 85 UL AP.

G. Sengketa Administrasi

Sengketa dalam kepustakaan hukum administrasi disebut sebagai
sengketa admimstrasi. Terjadinva suatu sengketa karena adanva
objek vang disengketakan, artinva adanva pangkal tolak sengketa
vang timbul akibat adanva tindakan hukum pemenntah™. Objek
sengketa admimstrast adalah keputusan admimstrast (besclukking),

" Indroharto, Usnsha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan
Administrasi Pemennmban, Buku I, Beberapa Pengertinn Dasar Hukum Tam
Usabha Negara (Pusiaka Sinar Harapan, 1993), hlm 143,

“ H. Sadpjono, Hukum Administag, (Yogvakana: LaksBang Pressindo,
200 1), hlm 135




vaitu keputusan dan/atau undakan vang dikeluarkan oleh Badan
atau Pejabat adminstrasi.

Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara Pasal 1 angka 10 menvatakan bahwa;

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa vang umbul dalam
bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata
dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baikk di pusat
maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannva keputusan tata
usaha negara, tennasuk sengketa kepegawaian berdasarkan
peraturan perundang-undangan vang berlaku”.

Isulah “sengketa™ vang dimaksudkan di simt mempunvai arti kKhusus
sesual dengan fungst PIUN vaitu meniar perbedaan pendapat
mengenal penerapan hukum.
Berdasarkan Pasal 1 angka 10 tersebut, maka konstruks: Sengketa
Administrasi/Tata Usaha Negara setidaknya memiliki 3 elemen™:
. Adanva seseorang/orang atau Badan Hukum Perdata;
2. Pejabat Tata Usaha Negara, bailk di Pusat maupun di
daerah;
3. Adanva Kepuwmsan Tata Usaha Negara (Besclukking vang
dikeluarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selanjuinva 3 elemen tersebut akan dibahas sebagai berikut:

Pengertian seseorang atau badan hukum perdata dalam konteks
sengketa admimstras: adalah apabila seseorang atau badan hukum
perdata vang kepentingannva merasa dimgikan oleh suatu KTUN
dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan vang

“Sugitario. E. H., Tiramuha. T., Hukum Acam Peradilin Tam Usaba
Negara, (Surabava: Briliant Intematonal, 2012), him.16
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berwenang berist tunttan agar KTUN vang  disengketakan itu
dinvatakan batal atau ndak sah dengan atau tanpa disertai mntutan
ganti rugi dan/atau rehabilitasi (hhat Pasal 53 avat (1) Undang-
Undang No. 9 Tahun 2004 tentang PI'UN). Sehingga fega/ standing
dalam mengajukan gugatan ke PTUN harms memenuhi beberapa
svarat. Pertama, orang atau badan hukum perdata harus memiliki
legalitas hukum (Ahli Wans, Akta Notars dll). Kedua, orang atau
badan hukum perda@a tersebut hams memiliki hubungan hukum
dengan objek vang digugat. Kewga, orang atau barang hukum
perdata tersebut hams mengalami atau mampu menunjukkan
kerugian vang dialam secara nvata akibat terbitnva objek sengketa™
vang digugat. Kepentingan vang dimaksud adalah kepentingan vang
sifatnva materul (nvata), bukan mmmateril dan vang benar-benar
sudah terjadi.

Badan aiau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat
vang melaksanakan urusan pemenntahan berdasarkan peraturan
perundang-undangan vang berlaku™. Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara di st ukurannva ditentukan oleh fungsi vang dilaksanakan
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada saat indakan Hukum
Tata Usaha Negara itu dilakukan sehingga apabila vang diperbuat
iu  berdasarkan peraturan perundang-undangan vang berlaku
merupakan suam pelaksanaan dari unusan pemerintahan, maka apa
saja dan siapa saja vang melaksanakan hungs: demikian itu, saat itu
juga dapat dianggap sebagai suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara.

“ (Obhpek sengketa vang dimaksad adalah Keputusan Tata Usaha Negara
vang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

“ Lihat Ketentuan Pasal | angka 8 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua Atas UTJ No.o 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
17saha Negara.
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Urusan pemermntahan adalah segala macam urnisan mengenai
masvarakat bangsa dan negara vang bukan mempakan wgas
legislaul” ataupun vuadikatf. Dengan demikian apa dan siapa saja
tersebut tudak terbatas pada mstansi-instansi resmi vang berada
dalam lingkungan pemerintah saja, akan tetapt dimungkinkan
instanst vang berada dalam hngkungan kekuasaan legislaul maupun
vudikaul juga, bahkan dimungkinkan pihak swasta, dapat
dikategonkan sebagar Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
dalam konteks sebagai subjek di PT'UN.

Tidak semua KTUN masuk pada objek sengketa Taia Usaha
Negara, hal im dilihat pada sifat dan karakter dan KTUN.
Berdasarkan Pasal 2 UndangUndang No. 9 Tahun 2004 tentang
PTUN memben pengecualian beberapa KTUN vang udak masuk
pada katagori objek sengketa K'TUN, antara lain:

a. KTUN vang merupakan perbuatan hukum perdata;

b. KTUN vang merupakan pengaturan vang bersifat umums:

c. KTUN vang masih memerlukan perse tijuan;

d. KITUN vang dikeluarkan berdasarkan ketentan Kitab
[ndang-l ' ndang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana atau Peraturan Perundang-undangan
lain vang bersifat hukum pidana;

e. KTUN vang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan
badan peradilan berdasarkan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan vang berlaku;

[. KTUN mengenai taia usaha Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia;

g. Keputusan Pamtia Pemilihan, baik pusat maupun i daerah,
mengenal hasil pemilihan umum.

Pasal 49 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
[/saha Negara mengatur bahwa pengadilan tdak berwenang
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memeriksa, memutus dan menvelesaitkan sengketa (ata
usaha negarma tertentu dalam hal K'TUN vang disengketakan
it dikeluarkan:
- Dalam waktu perang, keadaan bahava, keadaan bencana alam
atau keadaan luvar biasa vang membahavakan berdasarkan
peraturan perundang-undangan vang berlaku.
- Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan  umum
berdasarkan peraturan perundang-undangan vang berlaku.

A. Gugatan dalam Peradilan Administrasi

Gugatan dalam hukum administrasi mensvaratkan adanva sengketa
vang disebut sengketa administrasi atau sengketa tata usaha negara.
Perbedaan mendasar antara prosedur gugatan dengan mekamsme
permohonan, sebagainana diketahu secara teon produk pengadilan
atas suam gugatan adalah putusan, sedangkan permohonan adalah
penetapan. “Pada gugatan ada suatm sengketa atau konflik vang
harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan, sedangkan dalam
permohonan tudak ada sengketa, hakim mengeluarkan suatu

penetapan”™ .

UUAP mengatur wansisi pengajuan gugatan agar tdak tegadi
kekosongan hukum (rechtsvacunm). Berdasarkan ketentuan Pasal
85, semua gugatan sengketa Administrasi Pemeriniahan vang sudah
terlamur didafiarkan ke pengadilan umum tetapt belum sempat
diperiksa, maka pemeriksaannva dialihkan ke Pengadilan Tata
Usaha Negara. Sebaliknva, jika sudah sempat diperiksa maka
perkara itu dilanjutkan pengadilan umum hingga @ahap putusan.

" Retmowulan Sutantio dan Iskandar Qeripkartawinata, Hokum Acaom
Perdam Dalam Teori dan Praktek, (Bandung: Mandar Maju, 1993), hlm 10.




Gugatan adalah permohonan vang bensi tuntutan terhadap badan
atau pejabat ata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk
mendapatkan putusan (Pasal 1 angka 11 UU No. 51 Tahun 2009).
Sehingga vang menjadi tergugat adalah badan atau pejabat tata
usaha negara vang mengeluarkan kepumisan berdasarkan wewenang
vang ada padanva atau vang dilimpahkan kepadanva vang digugat
oleh orang atau badan hukum perdata (Pasal 1 angka 12 UU No. 5l
Tahun 2009). Gugatan dapat diajukan hanva dalam tenggang waktu
90 hart terhitung sejak saat ditermmanva atau dmumumkannva
Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

B. Permohonan dalam Peradilan Administrasi

Penvelesaian sengketa melaln gugatan di PI'UN berbeda dengan
permohonan menurut UUAP. Permohonan kepada PI'UN menurut
UUAP ada 2 (dua) vaitu:

I. Permohonan kepada pengadilan guna menguji ada ataupun
tidak adanva unsur penvalahgunaan wewenang dalam suatu
Keputusan dan/atau Tindakan (Pasal 21 avat (2) UUAP).

2. Permohonan kepada pengadilan guna memperoleh putusan
penerimaan  permohonan dalam rangka mendapatkan
Keputusan dan/atau Tindakan dan Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan (Pasal 53 avat (1) UUAP).
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BAB II
RATIO LEGIS PRINSIP FIKTIF POSITIF DI BIDANG
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN YANG MASIH
MEMERLUKAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA

A. Prinsip Fiktif Positif di Bidang Administrasi Pemerintahan

Istilah “prinsip fikul posinf™ digunakan secara lormal pada putusan
Mahkamah Konsttusi perkara Nomor 77/PUU-XV/2017". Perkara
pengujian Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerntahan vang diajukan oleh Direktur Utama PI Nusantara
Ragawisata Richard Chnstoforus Massa. Perkara vang teregistrasi
clum.{aujmlmr perkara 77/PUU-XV/2017 mempermasalahkan
norma Pasal 53 ayat (5) UU 30 Tahun 2014 vang berbunyi, "(5)
Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dunaksud
pada avat (4) palng lama 21 (dua puluh satu) han kerna sejak
permohonan diajukan™.

Pemohon merasa hak konstiusionalnva telah mengalanun kerugian
dengan berlakunva ketentuan ogRruo- Hal tersebut bermula ketka
pemohon  vang Illt‘l'il])ﬂlx‘ﬂl Direktur Utama PI' Nusantara
Ragawisata sejak tahun 2003 telah menghadapi gugatan terkait aset
PT Nusantara Ragawisata, terutama aset lahan & wilavah Ungasan,

Provinst Bali. Namun, ketentuan a quo telah menutup hak pemohon

" Dalam, Putusan Mahkamah Konstiisi Nomor 77/PUU-XV/2017,
{Jakarta, Rabu 9 Me1 20 18), hilm 50,
" Thied, hlm 3.




1

ghagai Pihak Terkait atau Tergugat II Intervensi dalam
pemeriksaan  permohonan  Fikuf  Posiul  vang diajukan PT
Knightbright Luxury.

Menumut  pemohon, jika PITUN  Denpasar vang memeriksa
permohonan Fikul Positif a quo memberikan kesempatan pemohon
1luk didengar sebagai Tergugat II Intervensi, pemohon dapat
memberikan penjelasan terkait gRus hukum kedua lahan tersebut.
Selamn 1u, pemohon juga dapat mempertahankan harta benda vang
berada di bawaw(tkuasaannya dan hak mihk pnbadi. Pemohon
juga menila;, dengan PIUN  Denpasar tidak  memberikan
kesempatan menjach pihak dalam I‘ka:"a permohonan Fikof Posif
tersebut dengan alasan UU a quo ndak mengatur masuknva Pihak
Terkait dalam pemenksaan permohonan Fikul Posial™.

Pemohon IllL‘IlliI MK untuk Menvatakan Pasal 53 avat ()
Undang-Undang Administrasi Pemerintahan bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
karena itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepamang frasa
"Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud
pada avat (4) paling lama 21 (dua puluh sat) han kena sejak
permohonan diajukan' udak dimaknai sebagai "Pengadilan wajb
memutuskan permohonan sebagaimana dinaksud pada avat (4)
palng lama 21 (dua puluh saw) han kena sejak permohonan
diajukan, setelah mendengar keterangan pihak terkait™.

Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Perkara
Nomor 77/PUU-XV/2017 dalam Memaknai Prinsip Fiktif Positif

“ Theed, hlm 13,
" Ihied, hlm 16,
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Pertimbangan hukum pumsan MK pada perkara Nomor 77/PUU-
XV/2017 vang di dalamnva menyatakan bahwa “Prinsip Fikuf
Posiul™ diaku dalam Pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut:

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C avat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanmutnva disebut
UUD 1945), Pasal 10 avat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsttusi sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstutust (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5226, selamutnva disebut UU MK), dan Pasal 29 avat (1)
huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor “76), salah satu kewenangan konsutusional Mahkamah
adalah mengadili pada tngkat pertama dan terakhir vang
putusannva bersifat final untuk mengui Undang-Undang terhadap
UUndang-Undang Dasar;

Menmmbang bahwa karena vang dimohonkan oleh Pemohon adalah
pengujian  konstitusionalitas  Undang-Undang, in casu pengujian
konstitusionalitas Pasal 18 avat (3), Pasal 19, dan Pasal 53 avat (5)
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminmstras:
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601, selanjutnva disebut UU 30/2014) terhadap Pasal 1 avat
(3), Pasal 28D avat (1), Pasal 28G avat (1), dan Pasal 28H avat (4)
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UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a
quo,

Kedudukan hukum (/ega/ standing) Pemohon

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 avat (1) UU MK beserta
Penjelasannva, Pemohon dalam pengujian  Undang-Undang
terhadap Undang- Undang Dasar adalah mereka vang menganggap
hak dan/atau kewenangan konstitusionalnva vang diberikan oleh
UuD 1945 duiugikan  oleh  berlakunva UndanglUndang vang
dimohonkan pengupan, vaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok
orang vang mempunyai kepentingan sama);

b. kesatuan masvarakat hukum adat sepanjang masth hidup dan
sesual dengan perkembangan masvarakat dan pnnsip Negara
Kesaman Republik Indonesia vang diatur dalam Undang-
Undang;

C. badan hukum publik atau privat; atau

d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengupan Undang-Undang
terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membukukan terlebih
dahulu:

a. kedudukannva sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 avat UU MK;

b. kerugian hak dan/aau kewenangan konstitusional vang
diberikan oleh UUD 1945 vang diakibatkan oleh berlakunva

[Undang-l/ndang vang dimohonkan pengujian;

Memmbang pula bahwa mengenai kerugian hak dan/atau
kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51
avat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUL-
L11/2005, tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007,
tanggal 20 September 2007 serta putusan selanjutnva telah
berpendinan adanva 5 (luna) svarat vang hars dipenuhi, vaitu:




il

b.

ol

ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon vang
diberikan oleh UUD 1945;

hak dan/atau kewenangan konsttusional tersebut oleh
Pemohon dianggap duwugkan oleh berlakunva Undang
lUndang vang dimohonkan pengupan;

kermugian hak dan/atau kewenangan konstmsional tersebut
harus bersifat spesifik (khusus) dan akwmal a@au setdak-
tidaknva potensial vang menurut penalaran vang wajar dapat
dipasukan akan terjadi;

ada hubungan sebab akibat (causa/ verband) antara kerugian
hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan
berlakunva Undang-lndang vang dimohonkan pengujian;
adanva kemungkinan bahwa dengan dikabulkannva
permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan
konstitusional sepertt vang didalilkan ndak akan atau ndak

lag terjads;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas,

selanutnva  Mahkamah akan mempertmbangkan mengenai
kedudukan hukum @egal standing) Pemohon dalam permohonan a

quo sebagai berikut:

1.

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia atas
nama Richard Christoforus Massa vang dalam kapasitasnva
sebagai Direktur Utama PT. Nusantara Ragawisata (PT.NR)
sesual dengan Anggaran Dasar Perusahaan mewakili PI.NR
sebagai badan hukum privat (buku P-4, buku P-4.1). Richard
Christolorus Massa ditunjuk sebagai Direktur Utama PT. NR
sejak @ahun 2003 berdasarkan Keputusan RUPS PT.NR
tertanggal 19 Desember 2003 (buku P-5);

Pemohon dalam kedudukannva sebagai Direktur Utama PT.
NR telah menghadapi gugatan terkait asset PI'. NR berupa
lahan Serufikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor




74/Ungasan dan SHGB Nomor 72/Ungasan vang telah
dimenangkan nln PT. NR dengan beberapa putusan
pengadilan vang memutuskan bahwa lahan SHGB Nomor
74/Ungasan dan SHGB Nomor 72/Ungasan sebagai milik
PT.NR (bukn P-13, bukt P-15, dan bukn P-16);

Dalam Kkaitannva dengan lahan Sertufikat Hak Guna
Bangunan Nomor 72, PI. Knightsbridge Luxury
Development (P1. KLD) telah memohon kepada Kepala
BPN RI, Cq. Kakanwil BPN Provinsi Bal agar
membatalkan dan/atau  mencabut  Keputusan Nomor
0196/Pbt/BPN.51/2013, tanggal 29 Oktober 2013 dengan
alasan Cacat Prosedural dan/ataun Cacat Substansi, dan
mengembalikan catatan mutasi pada Buku Tanah maupun
SHGB Nomor 72/Ungasan atas nama P1". Mutiara Sulawesi.
Permohonan dan pihak PT. KLD mm adak mendapat
keputusan atau tundakan darnn BPN Provinsi Bal walau
sudah melewat batas waktu 10 (sepuluh) har, berdasarkan
Pasal 53 avat (2) dan avat (3) Undang- Undang a guo maka
permohonan dart PT. KLD tersebut dianggap dikabulkan
secara hukum;

Selanjuinva  P1. KLD telah mengajukan Permmohonan
kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar
berdasarkan Pasal 53 avat (4) Undang-Undang a quo,
dimana permohonan P1. KLD sebagai Pemohon Fikuf
Positif dalam Perkara Nomor 01/P/FP/2016/PTUN.DPS
telah dikabulkan oleh PI'UN-Denpasar;

Bahwa Pemeriksaan Permohonan Fikul Posiif berdasarkan
Pasal 53 avat (5) Undang-Undang a queo pada PTUN-
Denpasar menurut Pemohon tidak memberikan ruang
kepada Pemohon sebagai Direkiur Utama PTI. NR untuk
didengar sebagair Tergugat Il Intervenst agar PTUN
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mendapat pemjelasan terkait status hukum dan lahan SHGB
Nomor 72/Ungasan, karena sesungguhnva Pemohon
memiliki  kepentingan dengan objek  pemeriksaan  Fikol
Posiul a quo. Demikian juga ketentuan Pasal 18 avat (3) dan
Pasal 19 Undang-Undang a quo ndak membuka ruang bag
upava proses hukum luar biasa PK kepada Pemohon untuk
mempertahankan hak miliknva, sehingga Pemohon merasa
dirugikan hak konstutusionalnva dengan berlakunva Pasal 18
avat (3), Pasal 19, Pasal 53 avat (5) Undang-Undang a quo;
Bahwa berdasarkan uraian Pemohon tentang kerugian hak
konstitusionalnva vang dihubungkan dengan kasus konknt vang
dihadapi oleh Pemohon akibat dan diberlakukannva Pasal 18 avat
(3), Pasal 19, Pasal 53 avar (5) UU 30/2014 ltla{:ukup jelas dalam
pengertian bahwa Pemohon secara akwmal elah mengalami perisuwa
vang menumut  anggapan Pemohon  merugikan  hak-hak
konstitusionalnva dimaksud dan terdapat hubungan kausal antara
anggapan Pemohon perihal kerugian tersebut dengan norma undang-
undang vang dimohonkan pengujian sehingga apabila permohonan a
guo dikabulkan maka apa vang didalilkan sebagai kerugian hak
konsttusional Pemohon udak lagi tepadi, oleh karena 1
Mahkamah berpendapat Pemohon memilki kedudukan hukum

(legal standing) untuk mengajukan permohonan a qguo;

Menmnbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili
permohonan a guo dan Pemohon memiliki ke dudukan hukum (fega/
standmg) untuk mengajukan pemmohonan a gwo, selanjuinva
Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan
Menimbang bahwa Pemohon menganggap nonma Pasal 53 avat (),
Pasal 18 avat (3), Pasal 19 ULU 30/2014 bertentangan dengan Pasal 1
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avat (3), Pasal 28D avat (1), Pasal 28G avat (1), dan Pasal 28H avat
(4) UUD 1945 dengan alasan pada pokoknva sebagai berikut:

I. Bahwa Pemohon sangat dirugikan dengan berlakunva
ketentuan Pasal 53 avat (5) UU 30/2014 karena telah
menutup kesempatan Pemohon untuk didengar sebagai
Pihak Terkait atau Tergugat II Intervensi dalam
pemeriksaan Permohonan Fikuf Posinf vang diajukan oleh
PT. KLD kepada PI'UN-Denpasar, sehingga terhalangi hak
konstitusional Pemohon unwk mempertahankan “harta
benda” vang di bawah kekuasaannva dan “harta muhk
pribadi™;

2. Bahwa kerugian konstutusional Pemohon tmbul disebabkan
tidak diberikannva hak kepada Pemohon untuk mengajukan
pembelaan dirt dan bantahan terhadap dahl gugatan a quo
di PIUN Denpasar, sehingga Majelis Hakim PTUN
Denpasar vang memernksa gugatan a quo udak
mendapatkan  informasi  vang berimbang dari  pihak
Pemohon. Majehs Hakim PTUN Denpasar a quo
seharusnva secara benmbang mendengar keterangan dan
pihak Penggugal, Tergugal dan Tergugat II Intervens: sesuai

dengan prinsip audr et alteram partent,

3. Bahwa Pemohon tidak dapat mempertahankan hak milik
pribadi dan perusahaannva disebabkan udak dibuka akses
untuk menempuh upava hukum luar biasa terhadap putusan
PTUN-Denpasar Nomor 01/P/FP/2016/PTUN-DPS untuk
mempertahankan  “harta  benda vang i bawah
kekuasaannva” dan “hak milik pribadi” disebabkan adanva
tindakan dan/atau keputusan pejabat tata usaha Negara vang
sewenang-wenang dan bertentangan dengan undang-undang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 avat (3) dan Pasal 19
UL 30/2014;
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Menmmbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama
permohonan a quo dan bukt surat/tulisan vang diajukan Pemohon
(bukti P-1 sampai dengan bukt P-16), keterangan Presiden, ahl
Pemohon, dan ahli Presiden, kesimpulan tertulis Pemohon dan
Presiden, Mahkamah memperumbangkan sebagai benkut:

Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon,
Mahkamah perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berlakunva UU 30/2014 bertyjuan untuk mencptakan terub
penvelenggaraan admimstrasi pemerintahan, menciptakan kepastan
hukum, mencegah terjadinva penvalahgunaan wewenang, memamin
akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, memberikan
perhndungan  hukum  kepada masvarakat dan aparatur
pemerintahan, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan vang
Baik (AUPB) dan memberikan pelavanan vang sebaik-baiknva
kepada masvarakat;

Bahwa dalam memaknai Pasal 53 avat (5) UU 30/2014 perlu
mengaitkan dengan avat-avat lain, karena norma vang diatur dalam
Pasal 53 merupakan satu kesatuan vang ndak terpisahkan antara
satu avat dengan avat lainnva.

Bahwa norma vang diatur dalam Pasal 53 avat (1) dan avat (2) UU
30/2014 mengandung pengertian bahwa dalam setiap pengambilan
keputusan dan/atau tindakan harus selalu memperhatkan dan
terikat pada tenggang waktu untuk menetapkan dan/atau melakukan
Keputusan dan/atau tundakan vang dimohonkan oleh warga
masvarakat. Hakikat penentuan batas waktu sebagaimana dmraikan
di atas, bertyjuan agar Badan dan/atau Peabat Pemerintahan
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melavani  warga masvarakat dalam batas-batas waktu  vang
ditetapkan, atau dengan kata lan penentuan batas wakm im
bertjuan untuk mendorong penmgkatan budava melavani vang
wajib diyjunjung oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerntahan.

Bahwa Pasal 53 avat (3) UU 30/2014 menegaskan bahwa apabila
seorang Badan/Pejabat Pemerintahan ndak menetapkan dan/atau
melakukan undakan dalam batas waktu vang ditentukan, maka
permohonan dianggap serta menta dikabulkan secara hukum. Hal
demikian dikenal sebagai keputusan vang bersifat fiktf-posinf. Oleh
karena itu, pengakuan terhadap prinsip fiktif positif dalam UU
30/2014 adalah dalam rangka membangun budava melavam atau
memberikan pelavanan vang baik bagi warga masvarakat.

Bahwa eksistensi Pasal 53 avat (5) vang menvatakan, Pengadilan
wajib memutuskan permohonan paling lama 21 (dua puluh satu) har
kena sejak permohonan diajukan adalah demikian adanva, dan
merupakan kelanjutan tahapan dan proses avat sebelumnya, untuk
memperoleh keputusan dan/atau ketetapan dari pejabat tata usaha
negara.

Bahwa Fiktif Positif pada dasarnva mernipakan upava memperoleh
putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara vang merpakan
kebalikan dar Fikul Negaul dimana kewenangan mi ada pada
pengadilan @ queo untuk memeriksa dan memutus penerimaan
permohonan untuk selanjutnva pengadilan memerntahkan agar
badan atau pejabat tata usaha negara vang bersangkutan
menerbitkan  Keputusan dan/atau melakukan Tindakan Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan. Digunakannva kata “Fikaf” karena
merupakan permohonan vang diajukan dianggap atau seolah-olah
ada keputusan, sedangkan disebutkan “Positif” karena permohonan
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vang digjukan oleh Pemohon telah diterima dan diajukan
permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan putsan atas
penerimaan tersebut. Selanjutnva Pengadilan akan memeriksa
apakah permohonan vang digjukan tersebut beralasan hukum untuk
dikabulkan atau ditolak atan tdak dapat diterima. Apabila
dikabulkan, maka Pengadilan memerntahkan kepada badan
dan/atau pejabat pemenntahan untuk menerbitkan kepumsan atau
tindakan terkait permohonan vang dimaksud.

Menimbang bahwa masalah vang dipersoalkan Pemohon adalah
keberadaan l’au 53 avat (b)) UU 30/2014 vang menurut Pemohon
menvebabkan terlanggarnva hak konstitusional Pemohon vang
dyamin dan dilindungt oleh UUD 1945, Sehubungan dengan
masalah konstitusional nomma a quo, persoalan vang harus dyawab
lebih jauh adalah apakah keberadaan Pasal 53 avat (5) UL 30/2014
telah menvebabkan hak Pemohon untuk menjadi  Pihak
Terkait/Tergugat Intervensi dalam beracara pada PTUN
bertentangan dengan Pasal 1 avat (3), Pasal 28D avat (1), Pasal 238G
avat (1), dan Pasal 28H avat (4) UUD 1945;

Terhadap persoalan tersebut, Mahkamah mempertmbangkan
sebagai benkut:

Bahwa pemenksaan dengan acara fikuf posinf vang diatur dalam
Pasal 53 avat (5) UU a quo merupakan acara pemenksaan khusus
vang diatur dalam UU 30/2014 diberlakukan di Peradilan Tata
Usaha Negara (Peratun) dan untuk iu Mahkamah Agung telah
mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5
Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh
Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan
Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintah:
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Bahwa selain Pemeriksaan dengan acara Fikul Posiif i i
Peradilan Tata Usaha Negara dikenal 2 (dua) acara Pemeriksaan,
vaiu: (1) Pemeriksaan dengan Acara Biasa [vide] Pasal 68 sampai
dengan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5l
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun),
dan (2) Pemeriksaan Dengan Acara Singkat dilakukan dengan hakim
tunggal dalam wakiu paling lama 14 han (vide Pasal 98 sampai
dengan Pasal 99 UU Peratun);

Bahwa Pasal 83 avat (1) UU Peramn juga membert kesempatan
kepada phak ketiga (Intervens)) untuk masuk sebagai pihak dalam
proses pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa kasus konkrit vang dihadapi dan dikemukakan Pemohon
sehubungan dengan adanva putusan Fikul Posiul PI'UN-Denpasar
terkait pembatalan atau pencabutan “Keputusan Kepala Kantor
Wilavah BPN Provinsi Bali Nomor 0196/Pbt/BPN.51/2013, tanggal
29 Oktober 2013, tentang Pembatalan Pendaftaran Peralihan Hak
Terhadap Sertifikat Tanah atas Tanah Hak Guna Bangunan” vang
didalilkan telah merugikan Pemohon karena PTUN-Denpasar ndak
mtmbtrikaktsvrmpalan kepada Pemohon untuk memadi Pihak
Intervensi, menurut Mahkamah tanpa bermmaksud menilai kasus
konkrit vang dialami Pemohon, hal tersebut bukanlah dikarenakan
keberadaan Pasal 53 avat (5) UU 30/2014 vang bertentangan dengan
UUD 1945, melainkan merpakan penerapan hukum acara dalam
pemeriksaan permohonan Fikul Positif dalam peradilan TTUN;

Berdasarkan pertmbangan di aias bahwa persoalan kerugian vang
didalilkan  oleh  Pemohon bukanlah  persoalan  kemgian
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konstitusional karena dalil pokok kerugian Kkonstitusional vang
diraikan oleh Pemohon, vang terletak pada ndak diberikannva
kesempatan kepada Pemohon untuk memadi Pihak Terkait atau
“Tergugat II Intervensi” dalam perkara di PI'UN-Denpasar dengan
adanva penolakan majelis hakim PTUN-Denpasar, sehingga ndak
ada hubungan sebab akibat (cawsal/ verband dengan berlakunva
norma vang duji. Pokok kerugian tersebut lebih kepada persoalan
implementasi bagaimana hukum acara peradilan tata usaha negara
dalam penvelesaian sengketa tata usaha negara m casu perkara
Pemohon di PTUN-Denpasar;

Menimbang bahwa selanjummva Pemohon mendalilkan bahwa
berlakunva norma Pasal 18 avat (3) dan Pasal 19 UU 30/2014
khususnyva frasa “Putusan Pengadilan vang berkekuatan hukum
tetap” telah menvebabkan terhalangnva hak Pemohon untuk
mengajukan pengujian terhadap Keputusan dan/atau Tindakan
Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan adanva putusan pengadilan
pada tungkat pemeriksaan Penimjauan Kembali (PK).

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah mempertmbangkan
sebagai benkut:

Bahwa penvusunan norma Pasal I8 avat (3) dan Pasal 19 UU
30/2014 merupakan norma vang terdapat di dalam *Bagan
Kenyuh” terkait dengan “larangan Penvalahgunaan Wewenang”
pada Bab tentang “Kewenangan Pemenntahan”. Dalam hal ihwal,
khusus untuk Bagian Larangan Penvalahgunaan Wewenang,
terdapat lima Pasal (vaitu Pasal 17 sampai dengan Pasal 21) vang
pada pokoknva mengatur empat hal, vaitu (1) tindakan vang dilarang
beserta uraiannva; (2) konsekuensi atau akibat hukum pelanggaraan
terhadap larangan; (3) pengawasan terhadap penvalahgunaan
wewenang: dan (4) upava hukum vang dapat dilakukan terhadap
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penvalahgunaan wewenang. Dengan demikian lumslruk hukum
vang dibangun dalam norma vang termuat dalam Bagian Larangan
Penvalahgunaan Wewenang tersebut adalah berkenaan dengan
pembatasan terhadap penggunaan wewenang oleh badan dan/atau
pejabat pemenntahan beserta konsekuens: atau akibat hukum vang

ditimbulkannva;

Bahwa Pasal I8 avat (3) UU 30/2014 vang menjadi objek
permohonan dalam perkara a quo merupakan bagian norma vang
mengatur uraian tentang tindakan melampau wewenang. Dalam hal
ini, Pasal 18 avar (3) UU 30/2014 merupakan penguraian terhadap
larangan bagi badan atau pejabat pemerntahan untuk bertindak
sewenang-wenang. i mana, bentuk darn tindakan sewenang- wenang
tersebut adalah mengeluarkan keputusan atau undakan tanpa dasar
kewenangan dan/atau bertentangan dengan putusan pengadilan vang
berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, Pasal 18 avat (3) UU
30/2014 hanvalah norma vang mengatur rincian atau detail
mengenal bentuk dan undakan sewenang-wenang vang diatur dalam
Pasal 17 avat (2) huruf ¢ UU 30/2014. Dengan keberadaan Pasal 18
avat (3) UU 30/2014 tersebut, lingkup tindakan sewenang-wenang
menjadi jelas dan terukur;

Bahwa adapun Pasal 19 UU 30/2014 memuat norma terkai
konsekuensi  pelanggaran terhadap larangan penvalahgunaan
wewenang oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Dalam pasal
a guo diatur dua konsekuensi hukum vang berbeda. Permma,
pelanggaran terhadap “larangan melampau wewenang” dan
“larangan bertindak sewenang-wenang”. Terhadap kedua larangan
itu akan menmmbulkan akibat hukum berupa tidak sahnva keputusan
dan/atau tindakan setelah melalui pengujian dan telah ada putusan
pengadilan  vang  berkekuatan  hukum  tetap.  Artinva,
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keputusan/indakan vang melampau wewenang dan sewenang-
wenang tersebut akan dinvatakan udak sah setelah terbukuo
bertentangan dengan putusan pengadilan vang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap. Aedua, pelanggarannyva akan menimbulkan
akibat hukum berupa keputusan tersebut dapat dibatalkan setelah
dji dan telah ada putusan pengadilan vang berkekuatan hukum
tetap;
Bahwa vang dimaksud dengan “putusan pengadilan vang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap™ adalah:
1. putusan pengadilan tingkat pertama vang tdak diajukan
banding atau kasasi dalam waktu vang ditentukan oleh
Undang-U/ndang;
2 putusan pengadilan tingkat banding vang tidak diajukan
kasasi dalam waktu vang ditentukan oleh Undang-Undang;
3. putusan kasasi.
Bagaimana jika putusan vang telah memiliki kekuatan
hukum tetap kemudian diajukan penimauan kembali (PK)?
Apakah puwmsan tersebut belum mempunvar kekuatan
hukum tetap?
Bahwa selama putusan belum mempunvair kekuatan hukum tetap,
upava peninjauan kembali udak dapat dipergunakan. Terhadap
putusan vang demikian hanva dapat ditempuh upava hukum biasa
berupa banding atau kasasi. Upava hukum penimauan kembali bar
terbuka setelah upava hukum biasa (berupa banding dan kasasi)
tidak tersedia lagi atan apabila vang bersangkutan tdak
menggunakan hak untuk itu;

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa putusan vang
digjukan  pemimauan  kembali haruslah  putusan  vang telah
mempunval kekuatan hukum tetap. Permintaan untuk dilakukan
pemnjauan kembali sebagai upava hukum luar biasa justru karena
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putusan telah mempunvair kekuatan hukum tetap dan sudah udak
dapat lagi dilakukan upava hukum biasa berupa banding atau kasasi
termasuk jika vang bersangkutan tidak menggunakan hak untuk
mengajukan upava hukum biasa. Bahkan, permmtaan peninjauan
kembali atas suatu putusan vang telah mempunvai kekuatan hukum
tetap tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dar

putusan tersebut;

Bahwa terlepas dan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas,
perlu ditegaskan kembali bahwa Pasal 18 dan Pasal 19 UL 30/2014
sama sekali ndak mengatur dan berhubungan dengan upava hukum.
Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-Undang a que hanva mengatur
tentang konsekuenst hukum dan  keputusan badan/pejabat
pemerintahan vang dikeluarkan atau dilakukan secara bertentangan
dengan putusan pengadilan vang telah berkekuatan hukum tetap.
Mengenai apakah terhadap putusan tersebut kemudian oleh pihak-
pihak diajukan upava hukum luar biasa berupa peninjauan kembali,
hal itu sama sekali ndak mempenganihi maksud vang terkandung
dalam Pasal 18 avat (3) dan Pasal 19 UU 30/2014. l’nman
pengadilan vang telah berkekuatan hukum tetap sudah cukup
sebagar dasar penilaian apakah keputisan/tindakan pejabat
pemerintahan dilakukan secara sewenang-wenang dinvatakan sah
atau dinvatakan dicabut;

Menimbang bahwa oleh karena Pasal 53 avat (5), Pasal 18 avat (3),
dan Pasal 19 UU 30/2014 sama sekal undak berhubungan dengan
masalah upava hukum luar biasa dan juga udak berhubungan
dengan pembatasan orang vang berkepentingan untuk menjadi pihak
dalam pemeriksaan permohonan Fiktf Positf sesuai Pasal 53 UU
30/2014 pada Pengadilan Tata Usaha Negara, maka dalil
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scbagamana dikemukakan Pemohon sama sekali ndak relevan
sehingga hanis dinvatakan udak beralasan menurut hukum;

Bahwa seandainvapun, misalnva, norma tersebut tetap hendak
dikaitkan dengan upava hukum luar biasa dan kesempatan untuk
menjadi  pthak dalam pemeriksaan permohonan Fikul Posiaf,
norma-nomna a guo sama sekali tdak menghalang hak pihak-pihak
berkepentingan untuk masuk sebagai Pihak Terkait atau Tergugat
Intervensi atau untuk menempuh upava hukum luar biasa. Oleh
karena itu, dalil Pemohon agar norma a quo dinvatakan
bertentangan atau bertentangan secara bersvarat dengan UUD 1945
tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di

atas telah ternvata bahwa dalil Pemohon tdak beralasan menurut
hukum;

KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana dwraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a guo;

2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untmuk mengajukan

permohonan a quo;

3. Pokok permohonan ndak beralasan menurut hukum.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana ltlalnliuhah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitus
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70,
Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5226),
serta Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
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Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia
Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

Mengadil,

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnva

Demikian diputus dalam Rapat Permusyvawaratan Hakim oleh
sembilan Hakim Konsttust vaitn Anwar Usman, selaku Ketua
merangkap Anggota, Aswanto, Manahan MP. Sitompul, Suhartovo,
Anel Hidavat, Wahiduddin Adams, Mana Fanda Indrau, I Dewa
Gede Palguna, dan Saldi Isra masing-masing sebagai Anggota, pada
hari Kamis, tanggal tiga, bulan Mei, tahun dua ribu delapan belas,
dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konsttus: terbuka
untuk umum pada hari Rabu, tanggal sembilan, bulan Mei, tahun
dua ribu delapan belas, selesai diucapkan pukul 10.01 WIB, oleh
sembilan Hakim Konstutust vaitu Anwar Usman, selaku Ketua
merangkap Anggota, Aswanto, Manahan MP. Sitompul, Suhartovo,
Anef Hidavat, Wahiduddin Adams, Mana Farida Indran, I Dewa
Gede Palguna, dan Saldi Isra masing-masing sebagai Anggota,
dengan didampmngi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera
Pengganti, serta dihadinn oleh Pemohon atau kuasanva, Pemerintah
atau vang mewakil, dan Dewan Perwakilan Rakvat atau vang
mewakili.

Berdasarkan pertimbangan hukum putusan MK Nomor 77/PULU-
XV/2017 di atas dapat disumpulkan bahwa “pengakuan terhadap
prinsip fiktif positif dalam UU 30/2014 adalah dalam rangka
membangun budava melavam atau memberikan pelavanan vang
baik bagi warga masvarakar”.
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1

Eﬂhwa Fiktif Positif pada dasarnva merupakan “upava memperoleh
putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara vang mermpakan
kebalikan dar Fikul Negaul dimana kewenangan mi ada pada
pengadilan @ quo untuk memeriksa dan memutus penerimaan
permohonan untuk selanutnva pengadilan memermtahkan agar
badan atau pejabat tata usaha negara vang bersangkutan
menerbitkan  Keputusan  dan/atau melakukan Tindakan Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Digunakannva kata “Fiktif” karena mempakan permohonan vang
digjukan dianggap atau seolah-olah ada keputusan, sedangkan
disebutkan “Positif” karena permohonan vang diajukan oleh
Pemohon telah diterima dan diajukan permohonan ke Pengadilan
untuk mendapatkan putusan atas penenmaan tersebut. Selanjutnva
Pengadilan akan memeriksa apakah permohonan vang digjukan
tersebut beralasan hukum unwmk dikabulkan atau ditolak atau udak
dapat  diterima. Apabila  dikabulkan, maka  Pengadilan
memenntahkan kepada badan dan/atau pejabat pemenntahan untuk
menerbitkan keputusan atau tundakan terkait permohonan vang
dimaksud.

Korelasi Prinsip Fiktif Positif Terhadap AUPB dan Prinsip Tata
Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance)

Hukum administrasi dalam perkembangannva menurut Van Wik
Konynenbelt memiliki unsur-unsur pokok sebagai berikut:
I. Sebagai  sarana-sarana  bagi  penguasa untuk mengatur/
mengendalikan (hesturen) rakvat;
2. Cara-cara partisipasi rakvat;

3. Perlindungan hukum (recfithescherming) preventit/represif;
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4. Penormaan asas-asas umum pemenntahan  vang  bak

(algemene begmselen van befioorlk bestuun™.

Terdapat ga pendekatan dalam hukum administrasi vang kemudian
akan berkorelasi dengan adminisirasi pemenntahan dalam kaitannva
antara asas-asas umum pemenntahan vang baik dan prinsip tata
kepemenntahan vang baik. Korelasi dimaksud diantaranva sebagai
berikut:
. Pendekatan terhadap kekuasaan pemenntah;
Hukum  admimstrasi  Inggris  sangat  popular  dengan
pendekatan wftra vires. Hukum administrast Belanda sangat
menekankan segi-segt rechunatigeheid vang pada dasarnva
berkaitan dengan rechimativehedscontrofe.  Pendekatan-
pendekatan dimaksud merefleksikan kekuasaan
pemerintahan sebaga fokus hukum administrasi.
2. Pendekatan hak asasi:
Right based approach merupakan pendekatan baru dalam
hukum administrasi Inggris. Fokus utama pendekatan baru m
pada dua hal, vaim perlindungan hak-hak asasi dan asas-asas
umum pemerintahan vang baik.
3. Pendekatan fungsionans;
Pendekatan 11 todak menggusur pendekatan  sebelumnva,
tetapi melengkapt pendekatan vang ada dengan uuk pijak
bahwa vang melaksanakan kekuasaan pemermitahan adalah
pejabat (orang). Oleh karena itu hukum admimstrasi hanis
membert perhatian pada penlaku aparat. Dengan pendekatan
ini, norma hukum administrasi tidak hanva meliputi norma
pemerintahan  saja, tetapi juga norma perilaku aparatl
(overherdsgedrag). Norma perlaku dikur dengan konsep

maladminisirasi .

" Paulus Effendie Lomlung, Tam Kepemennmban ...Op. Git, him 12.
" Philipus M.Hadjon, Loc. Cit
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Sistem  penvelenggaraan  pemerintahan negara mermpakan unsur
penting dalam suatu negara. Oleh karena itu, maka tidak berlebihan
apabila salah satu faktor penentn knsis nasional dan berbaga
persoalan vang melanda bangsa Indonesia bersumber dan kelemahan
di bidang managemen pemermtahan, terutama birokrasi, vang tudak
mengindahkan prinsip-prinsip tata pemerintahan vang baik (good
governance). Memasuki era reformasi, hal tersebut diaku, selungga
melalui TAP MPR RI No. XI/MPR/1999 tentang Penvelenggara
Negara Yang Bersth Dan Bebas KKN, dan Undang-undang Nomor
28 Tahun 1999 tentang Penvelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Bangsa Indonesia menegaskan tekad
untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewwudkan penvelenggaraan
pemerintahan negara dan pembangunan vang didasarkan pada

prinsip-prinsip good governance.

Konsep good govermance sebagaimana domam dan admimstrasi
publik merupakan mekanisme penvelenggaraan kekuasaan dan
kewenangan oleh  pemermntah  dalam  pengelolaan  urmsan
pemerintahan secara umum dan pembangunan ekonomi secara
khusus vang mehbatkan pengaruh sektor negara dan sektor non
pemerintah dalam suam kegiatan kolekul™ Lebih lamut Onired
Nations  Development  Programme  (UNDP)  mengartikan
“govermmance”  atau  kepemerintahan  sebagar  pelaksanaan
kewenangan dalam hal polhuk, ekonom dan admuustranl untuk
mengelola urusan-urusan bangsa. Tiga pilar dimaksud menurut
Lembaga Administrast Negara dimaknai sebagai berikut:
|. Feonomic governance mencakup proses pembuatan
keputusan vang mempengaruhi langsung atau udak langsung
aktivitas  ekonomi  negara vang berhubungan dengan

" Paulus Effendie Lotulung, Loc Gt
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3.

¢konomi lainnva. Karenanva economic governance memiliki
pengaruh atau implikasi terhadap equity, powerty, dan
quality of fife.

Poliucal governance menunjuk pada proses pembuatan
keputusan dan implementasi kebyakan suatu negara vang
legitima te dan a utoria tif;

Admunistrative  governance adalah  sistem  implementasi
kebyakan vang melaksanakan sektor publik secara elisien,
elekul, ndak memihak, akuntabel, dan terbuka”.

Good governance memiliki tiga tigas dasar dalam keterkaitannva

dengan penvelenggaraan kepentingan umum, vaitu:

1)
2)

3)

Menjamin keamanan setiap orang dan masvarakat,
Mengelola suatu struktur vang efekul untuk sektor publik,
sektor swasta, dan masvarakat, dan

Memajukan sasaran ekonomi, sosial dan bidang lainnva
dengan kehendak rakvat .

Good governance berhubungan sangat erat dengan hak-hak asasi.

Telaah

hukum  admimstrast  berkenaan  dengan  fungst  dan

pendekatan dalam hukum  administrasi, jelaslah  menunjukkan

bahwa

hukum admimstrast berfungst melindung: hak-hak asasi

manusia berkenaan dengan penggunaan kekuasaan memenntah dan

berkenaan dengan penlaku aparat dalam melaksanakan pelavanan
kepada masvarakat. Penggunaan kekuasaan pemerintah bertumpu

pada asas legalias (rechumaugeherd). Kepatutan perilaku aparat
dalam melaksanakan fungsi pelavanan kepada masvarakat diukur

dengan norma kepatutan perilaku aparat. Penlaku pelavanan aparat
vang tidak patut merupakan tindakan maladministrasi.

" Thied, hlm 38.
' Philipus M.Hadjon, Hukum Administrasi...Op. Cit, him 9.
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Pemahaman terkait prinsip-prinsip (ata kepemerintahan vang baik
(good  govermance primciples) sangatlah  beragam dan  luas
(multudisiplinen, akan tetapt  keterkaitannva dalam rangka
penvelengearaan pemerntahan guna mencegah maladministras: di
negara modern vang berdasar hukum (rufe of law/rechisman dan
konsep demokrasi menurut Henk Addink diklasilikasikan kedalam 6
(enam) prinsip, antara lam:
1. Prinsip ketepatan/kesesuaian ( The Principle of Propemess);
2. Prinsip transparansi ( The Principle of Transparency);
3. Prinsip partisipasi ( The Principle of Participation);
4. Prinsip efekuvitas (7he Principle of Efiectiveness);
5. Prinsip pertanggungjawaban ( The Principle of Accountabilin);

6. Prinsip hak asasi manusia ( 7he Principle of Human Rights)”.

Pemahaman terkait asas-asas umum pemerintahan vang baik dalam
rumpun hukum administrasy, berdasarkan sejarahnva i Indonesia
merupakan hasil dari kumpulan putisan-putusan  (vurisprudensi).
Pada perkembangannva asas-asas tersebut diklasifikasikan kedalam
13 kntera sebagammana disampaikan oleh R. Prince Le Rov,
diantaranva:

. Asas kepastan hukum (principle of legal securin;

o

Asas keseimbangan (principle of proportionaling;
Asas kesamaan (principle of equalin?);

Asas bertindak cermat (principle of carefilness):

- - -
e B
. . .

Asas motvasi (principle of motivation);
6. Asas larangan penvalahgunaan kewenangan (principle of non

misuse of competence);

=]

. Asas permainan vang lavak (principle of famrpla);

" Henk Addink, Loc. Cit
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9.

Asas keadilan atau kewajaran (principle of reasonableness or
prohibition of arbitrariness);
Asas menanggapl pengharapan vang wajar (principle of

meeting raised expectation);

0. Asas memadakan akibat-akibat suatu keputusan vang batal

(principle  of undoing the consequences ol an  annulled

decision):

1 1.Asas perlindungan atas pandangan hidup (cara lndup) pribadi

(principle of protecting the personal way of life);

12.Asas kebyjaksanaan (saprentia);

13.Asas penvelenggaraan kepentingan umum (principle of public

service)”.

Perkembangan selamumva terkait asas-asas umum penvelenggaraan

negara telah dinormakan secara tegas dalam Pasal 3 UlU No 28
Tahun 1999 tentang Penvelenggaraan Negara Yang bersih darnn KKN

vang isinva hampir sama dengan asas-asas umum pemerintahan vang

baik sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 53 avat 2 huruf (b)
UU No 9 Tahun 2004 tentang PI'UN, antara lain:

l.
2.
3.

Asas Kepastian Hukum;

Asas Tertub Penvelenggaraan Negara;

Asas Kepentingan Umum (AUPB dalam UU 9 Tahun 2004
tidak dimasukkan):

. Asas Keterbukaan:

Asas Proporsionalitas;

. Asas Prolesionalitas:
. Asas Akuntabilitas.

Sementara itu dalam perkembangannva AUPB dinormakan secara
jelas dan tegas dalam Pasal 10 UUAP, antara lamn:

" Paulus Effendie Lomlung, Tam Kepemennmban...Op. Cit, hlm 13.
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. Asas Kepastian Hukum;

| S ]

. Asas Kemanlaatan:
Asas Ketidakberpihakan;

Asas Kecermatan:

- - -
L B
B s M

Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;
0. Asas Keterbukaan

. Asas Kepentingan Umum;

20 =]

. Asas Pelavanan Yang Baik

Pendekaan prinsip dan asas tersebut memadikan segala tindakan
dan/atau keputisan pemerintah haruslah mendasart pada norma
wewenang ( bevogherd), dasar hukum (legalias; rechinatgeherd) dan
perlindungan hak-hak dasar (consttusional rights) terhadap warga
masvarakat termasuk di dalamnva adalah mendapatkan pelavanan
vang baik, hal im merupakan implementasi dan pnnsip hak asasi
manusia dalam good govemance princples. Kelalaian atau
pengabaian melaksanakan kewapban dalam penvelenggaraan
pelavanan publik adalah perilaku maladmimstrasi.

Zudan Arif Fakmillah® berpendapat bahwa, salah sat keinginan
dasar dan arah kebgakan hukum dalam UUAP adalah
meningkatya kualitas penvelenggaraan pemeriniahan. Kualitas
pelavanan merupakan elemen penting dalam penvediaan lavanan
publik di Indonesia. Buruknva pelavanan publik memadikan stigma
vang melekat pada organ/lembaga pemerintahan di Indonesia.
Selama 1 pelavanan publik selalu identuk dengan kelambanan,
ketidakadilan, dan iava tingg”. Belum lagi dalam hal etka

" Zudan Anf Faknlloh, Tindakan Hukum Bagi Aparatur Penyelenggara
Pemerinmhban, (Seminar Nasional IKAHI ke 62, Jakarta 26 Maret 201.5), hlm 6.

" Tn Cahva Indra Permana, Comtnn Kntis Terhadap Perluasan
Kewenangan Mengudili Peradilan Thin Usaba Negara, (Yogvakarta: Genta Press,
20016), hlm 18,
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pelavanan dimana perilaka aparat penvedia lavanan vang udak
ekspresil’ mencerminkan jiva pelavanan vang tudak optimal. Menurut
kesimpulan  World Development Report 2004 dan  hasil niset
Governance and Decentralization Survey 2002 menvatakan bahwa
pelavanan publik di Indonesia masih sangat rendah™.

Berkaitan dengan penerapan pnnsip fikaf posiufl dalam Pasal 53
UUAP secara utuh menvatakan:
(1) Batas waktu kewapban untuk menetapkan dan/atau

mekikukan Keputusan dansatan Tindakan sesuai dengan
ketentuan perdinain m:’fmnkf.*w—rmrk{m.ﬂn.

(&) Jika ketenman perannan  perundang-undangan  udak
menentukan baws wakiu kenwajpban sebagammana dima ksud
pada avat (1), maka Badan danarau Peaabat Pemerinahan
wajph — menctapkan  dan/aau  melakukan  Keputusan
danamu Tindakan dalam wakw paling lama 10 (sepuluf)
hari kerqa setelah permohonan dierima secara lengkap ofeh
Badan danarau Peabar Pemerintahan.

(N Apabila dalam bams wakiu sehagaimana dimaksud pada
awat (), Badan danarau Pejabat Pemermahan tidak
meneapkan danamu melakukan Keputusan dan/aau
lindakan, maka permohonan tersebut dianggap
dikabulkan secara hukum.

(4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan
untuk  memperoleh  putusan  penerimaan  permohonain

sebagaimana dimaksud pada avar (5).

" Subur M5 dkk, Bungna Rampai Peradilin Administasi Kontemporer,

{(Yogvakarta: Genta Press, 2004), hlm 153,
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(2) Pengadilan waph memutiskan permohonan sebagainana
dimaksud pada awvar (4) paling lama 21 (dua puluh satu)
hari kerja seja k permohonan dajukan.

(6) Badan danawu Peabar Pemermnahan waph meneapkan

Keputusan  uniuk  melaksanakan  pumsan  Pengadilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 5 (lima)
hari kerja seja k putusa n Penga difan ditetapkan.

Tahapan penetapan Keputusan Badan dan/atau  Pejabat
Pemerntahan atas suatu Permohonan Pemohon diatur pada Pasal
50 sampai dengan Pasal 61 UUAP, sebagai berikut:

I. Pemohon mengajukan permohonan kepada Badan dan/atau
Pejabat Pemenntahan vang berwenang untuk menetapkan
suatu keputusan.

2. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan harus memeriksa
dokumen dan kelengkapan adminmstrasi pemerintahan dan
pemohon, (Pasal 50 avat (I)) menentukan sifat, ruang
lingkup pemernksaan, pihak vang berkepenungan, dan
dokumen vang dibutuhkan untuk mendukung penetapan
keputusan (Pasal 50 avat (2)).

3. Paling lama 5 (lima) han kerja sejak Permohonan Keputusan
diajukan dan telah memenuli persvaraian, Badan dan/atau

Pejabat  Pemenntahan  wapb  memberntahukan kepada
pemohon, permohonan diterima (Pasal 50 avat (3)).

Paling lama 5 (lima) han kepja sgak Permohonan Keputusan
diajukan dan ndak memenuhi persvaratan, Badan dan/atau

Pejabat  Pemerintahan  wajb  membertahukan  kepada
pemohon, permohonan ditolak (Pasal 50 avat (4)).
4. Terhadap permohonan diterima (memenuhi persvaratan

dan diberitahukan kepada pemohon), Badan dan/atau
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Pejabat Pemerintahan memndaklanmuti dengan menetapkan

ke putusan vang dimohon sesuai :

- Svarat sahnva keputusan meliputi: (Pasal 52 UUAP)
a. ditetapkan oleh pejabat vang berwenang;
b. dibuat sesuai prosedur; dan
c. substansi vang sesuai dengan objek keputusan.
Didasarkan pada Peramran Perundang-undangan dan Asas-asas
Umum Pemerntahan vang Baik vang selanjutnva disingkat AUPB.
- Batas wakiu kewajiban menetapkan keputusan: (Pasal 53 avat (1)
dan (2))
a. sesual ketentuan peraturan dasarnva;
b. jika wndak datur dalam ketentuan dasarnva, batas waktu
palng lama 10 (sepuluh) han kena setelah pernmohonan
diterima secara lengkap.

- Mengacu ketentuan Pasal 54 sampai dengan Pasal 56 terkait
jenis, alasan pertimbangan, dan Pasal 57 sampai dengan Pasal 60
mengenal berlaku dan mengikainva keputusan.

5. Badan dan/atau Pejabat Pemenntahan wajb menvampaikan

keputusan kepada pihak-pihak vang disebut (Pasal 61).

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan vang melanggar ketentuan
batas waktu pada poin 4 di atas, maka berlaku ketentuan Pasal 53
avat (3) UUAP, vainu:
“Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada avat (2),
Badan dan/atau Pejabat Pemernntahan udak menetapkan dan/atau
melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan
tersebut dianggap dikabulkan secara hukum”.

Kritena/persvaratan  “permohonan {iiﬂllj.{f.{ﬂ » dikabulkan secara
I h I I
hukum”, adalah:
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1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan undak menetapkan
keputusan, setelah lewat batas waki kewajiban menetapkan
ke putusan, menurut Pasal 53 avat (1) dan (2) vaitu:

4. sesual ketentuan peraturan dasarnva;

b. jika ndak ciatur dalam ketentuan dasarnva, batas wakiu
paling lama 10 (sepuluh) han keya setelah permohonan
diterima secara lengkap .

2) Mengonkretkan “Permohonan dianggap dikabulkan secara

hukum”  Pemohon mengajukan permohonan  kepada
Pengadilan guna memperoleh  putusan  penerimaan
permohonan, hingga pada akhirnva Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan menetapkan keputusan (Pasal 53 avat (4), (5),
dan (6)).

Tahapan “permohonan dianggap dikabulkan secara hukum”, dapat
disimpulkan sebagai berikut:

l. Pemohon mengajukan Permohonan;

2. Memenuli  persvaratan, Badan dan/aiau  Pejabat
Pemermtahan  memberitahukan  permohonan  diterima
secara lengkap;

3. Lewat 10 (sepuluh) har kema atau ditentukan lain oleh
peraturan terkait sejak permohonan diterima secara lengkap,
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ndak menetapkan
ke putusan;

4. Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan untuk

memperoleh Putusan Penerimaan Permohonan;

" Permohonan diterima secara lengkap sebagammana diatur Pasal 50 avat (3)
UUAP saat Badan dan/atan Pejabat Pemermtah  membertahukan bahwa
permohonan ditenma paling lama 5 (lima) hari kega sejak permohonan keputusan
dan memenuhi persyaratan, vang berart telah dilakukan pemeriksaan dokumen dan
kelengkapan administrant.
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5. Putsan PTUN mewapbkan Badan dan/atau  Pejabat
Pemerintahan untuk menetapkan keputusan; dan

6. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajb menetapkan

keputusan serta menvampaikannva kepada pihak-pihak vang

disebut.

Menurut Ennco Simanjuntak “secara sederhana dapat dikatakan
bahwa prinsip atau konsepsi Lex Silencio Positivo adalah sebuah
aturan  hukum vang mensvaratkan otoritas administrasi  untuk
menanggapl at@au mengeluarkan permohonan keputusan/tindakan
vang diajukan kepadanva dalam limit wakiu sebagaimana vang
ditentukan peraturan dasamva dan apabila prasvarat 1mm odak
terpenuhi, otoritas admimstrasi dengan sendinnva dianggap telah
mengabulkan permohonan penerbitan keputusan/indakan ™.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa makna prinsip
Ikl posinf vaitu;

I. Makna kata: “Fikul™ vaiu dianggap atau seolah-olah ada
ke putusan, sedangkan “Posinf” vaitu telah diterima. Jadi iktif
positif adalah permohonan vang diajukan dianggap/seolah-
olah ada keputusan penerimaan.

2. Makna fungsional: Fikal Posiuf sebagai upava hukum untuk
memperoleh putusan PTUN.

3. Makna hakikat: prinsip fikuf posinf dalam UUAP adalah
dalam rangka membangun budava melavam atau
memberikan pelavanan vang baik bagi warga masvarakat.

Prinsip fikaf posiif merupakan embrio dan paradigma pelavanan
publik vang mengharuskan badan atau pejabat pemerntah lebih
responsif  terhadap permohonan masvarakat. Dalam rangka
perwujudan pemerintahan vang baik (good Bestuur), berlandaskan

" Ennco Simanjuntak, Lok Cit
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asas-asas umum pemenntahan vang bak (aleemene beginselen van
behoorlgk bestuun dan prinsip tala kepemerintahan vang baik (good

Ldovet Hﬂ”f'f_’) .

B. Ratio Legis Pengaturan Pasal 53 UUAP dalam Penerapan
Prinsip Fiktif Positif

Pokok-pokok pikiran dalam suatm peraturan perundang-undangan
berisi tentang latar belakang apa dan mengapa sampai pada
pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Mana Fanda
Indrati, mengemukakan pokok-pokok pikiran merupakan konstatasi
fakta-lakta atau wurgensi secara singkat vang menggerakkan
pembentuk peraturan perundang-undangan untuk  membentuk

peraturan pm'muialm-umialman”.

Latar belakang pokok-pokok pikiran dalam suatu peraturan
perundang-undangan meliputi, pertama pokok pikiran secara
flosofis, kedua pokok pikiran secara sosiologis, dan ketiga pokok
pikiran secara vuridis. Pokok pikiran secara filosolis, sosiologis dan
vuridis haruslah tergambar secara jelas di dalam konsiderans dan

penjelasan umum.

Uraian pokok pikiran vang melatar belakang dibentuknva Undang-
Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Admimstrast Pemernntahan
adalah meliputi:
1. Aspek Filosofis
Secara lilosolis vang melatar belakang: dibentuknva Undang-
Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Admimsiras:

Pemerintahan menguraikan  prinsip-prinsip  dalam  sistem

Maria Fanda Indran, fmu Penmdong-Undangnn, cetakan ke 3,

{(Yogvakarta: kanisius, 20000, hlm 25.
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penvelenggaraan pemerintahan Negara Republik Indonesia
vang didasarkan atas:

el.

b.

d.

.

Prinsip kedaulatan rakvat dan pnnsip negara hukum
(rechssiaan, berdasarkan kedua prinsip tersebut maka,
segala bentuk keputusan dan/atau tndakan Admimstrasi
Pemenntahan harus berdasarkan atas kedaulatan rakvat
dan hukum vang merupakan reflekss dar Pancasila
sebagal ideologt negara. Dengan demikian segala bentuk
keputusan dan/atau tindakan udak berdasarkan kepada
kekuasaan vang melekat pada kedudukan
penvelenggaraan pemenntahan ( machissiaai)

Keputusan dan/alau tindakan terhadap warga masvarakat
oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan harus sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
asas-asas umum pemerintahan vang baik (rechtmatigheid
va i bestinn.

Pengawasan terhadap kepumsan dan/atan  tndakan
merupakan pengujian terhadap perlakuan kepada
masvarakat vang terlibat telah diperlakukan sesuai
dengan hukum dapat dilakukan oleh lembaga negara dan
PTUN.

Jamman terhadap hak-hak dasar warga masvarakat.

Undang-Undang Adminmstrast Pemerintahan menjamin
hak-hak dasar dan memberikan perlindungan kepada
warga masvarakat dan memamin penvelenggaraan tugas-
ugas negdrd.

Undang-Undang im1 memungkinkan warga masvarakat
untuk mengajukan keberatan dan banding terhadap
keputusan dan/atau tindakan kepada badan dan/atau
pejabat  pemermtahan  atau atasan  pejabat  vang
bersangkutan. Warga masvarakat juga dapat mengajukan
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gugatan terhadap keputusan dan/atau tindakan badan
dan/atau pejabat pemerintahan kepada PTTUN.

Pokok pikiran tersebut memberi pedoman penvelesaian
sengketa administrast pemermtahan diselesaikan terlebih
dahulu melalwm tahapan upava administrasi dan baru
kemudian ke lembaga peradilan setelah upava
administrasi terselesaikan semua.

Memperhatikan pokok pikiran secara sosiologis tersebut,
maka meskipun di dalam Undang-l'ndang No. 30 Tahun
2014 tentang Admimstras: Pemenntahan Pasal 75 avat (1)
menggunakan terminolog “dapat mengajukan upava
administrast” sevogianva diberi makna bukan sebagai
suatu pilihan tapi mermpakan suatu keharusan.

[. Ruang lingkup pengaturan keputusan dan/atau tindakan
vang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau
pejabat pemermtahan atau penvelenggara negara lainnya
vang meliputt  lembaga-lembaga i luar  eksekuuf,
vudikaul, legislaul  vang menvelenggarakan  fungsi
pemerintahan  vang memungkinkan untuk  diup i
Pengadilan™.

2. Aspek Sosiologis

Uraian sistemats aspek sosiologis vang melatar belakangi

dikeluarkannva Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi  Pemerintahan menguraikkan  prinsip  dalam

sistem  penvelenggaraan  pemerintahan Negara Republik

Indonesia di dasarkan atas:

" Pemelasan Umum alinea ke 1-6 Undang-1ndang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrast Pemermtahan vang dinndangkan pada tanggal 17 Okiober
2004 (LN RI Tahun 2014 Na.292),
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a. Memberikan jaminan kepada warga masvarakat vang
semula sebagai objek menjadi subjek dalam sebuah
negara hukum.

b. Memberikan jaminan kepada warga masvarakat bahwa
keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat
pemerintahan terhadap warga masvarakat udak dapat
dilakukan secara semena-mena’’,

3. Aspek Yuridis

Uraian sistematis aspek wvuridis vang melatar belakangi

dikeluarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi  Pemerintahan menguraikkan  prinsip  dalam

sistem  penvelenggaraan  pemerintahan Negara Republik

Indonesia didasarkan atas:

a. Melakukan transformasi dan penormaan AUPB vang
telah diprakukkan selama ini, AUPB terus berkembang
sesual  dengan dmanuka masvarakat dalam sebuah
negara hukum.

b. Memadi dasar dalam penvelenggaraan pemermtahan di
dalam rangka meningkatkan ke pemerintahan vang baik
dan sebagai upava mencegah prakuk kompsi, kolusi, dan
nepotisme (KKN).

c. Upava untuk membangun prinsip-prinsip pokok, pola
pikir, sikap perilaku, budava dan tindakan admimstrasi
vang demokrats, objekuf, dan profesional dalam rangka
menciptakan keadilan dan kepastian hukum.

d. Upava keseluruhan untuk mengatur kembali keputusan
dan/atau undakan badan dan/atau pejabat pemenntahan

" Pemelasan Umum alinea ke 7-8 Undang-1ndang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrast Pemermtahan vang dinndangkan pada tanggal 17 Okiober
2004 (LN RI Tahun 2014 Na.292),
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berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
dan AUPB.

e. Tidak  hanva  sebagar  pavung  hukum  bag
penvelenggaraan pemerintahan, tetap juga sebagai
mstrumen  untuk  memngkatkan  kualtas pelavanan
pemerintah kepada masvarakat sehingga undang-undang
i benar-benar mewwudkan pemerintahan vang baik
bagi semua badan dan/atau pejabat pemerintahan di
pusat dan daerah™.

4. Aspek Histons

Indonesia sebagar negara hukum berdasarkan Undang-

Undang Dasar 1945 memerlukan berbagai Undang-Undang

untuk melaksanakan wmgas pemerintahannva sehan-har.

Tugas-mgas pemernntahan tersebut di dalam prakoknva

dilaksanakan oleh kekuasaan eksekuul dalam hal i,

Pemerntah i bawah punpman Presiden bersama para

Administrator Negara vang ada dan bekerma di seluruh

wilavah kedaulatan Negara Indonesia.

Salah satu dari berbagai Undang-Undang vang dibutuhkan tersebut
adalah Undang-Undang tentang Admimstrast Negara™. Undang-
Undang tersebut dibutuhkan untk memberikan dasar hukum
terhadap segala undakan, perilaku, kewenangan, hak dan kewajiban
dan setap admmistrator negara dalam menjalankan tugasnva sehan-
har melayani masvarakat. Karena selama 1 hal-hal tersebut belum
diatur secara lengkap dalam suam UndangUndang vang Khusus

" Pemelasan Umum alnea ke 8-12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrast Pemermtahan vang dinndangkan pada tanggal 17 Oktober
2004 (LN RI Tahun 2014 Na.292),

" Undang-Undang No. 30 Tahun 20014 tentang Administrasi Pemerintahan
vang diundangkan pada tangeal 17 Oktober 20014 (LN RI Tahun 2014 No.292).
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diadakan untuk itu. Sedangkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986
tentang PTUN sebagaimana diubah dengan UndangUndang No. 9
Tahun 2004, dan diubah lagt dengan Undang-Undang No. 51 Tahun
2009 hanya mengatur hukum acara (hukum formil) apabila tengad
sengketa antara orang atau badan hukum perdata dengan pejabat
administrast negara. Dalam praktiknva di PTTUN sering kali ditermu
hakim mengalami kesulitan apabila berhadapan dengan perkara
vang hukum materilnva udak dianr dalam Undang-Undang PTTUN,
sehingga jalan keluar vang kerap diambil adalah hakim
mendasarkan pada pendapat para ahli (dokirin) atau vurisprudensi™.

Merupakan tanggung jawab negara dan pemermtah untuk menjamin
penvediaan Admimstrast Pemerntahan vang cepat, nvaman dan
murah. Jaminan kepastian penvediaan Admimstrasi Pemerintahan
harus diatur di dalam produk hukum Undang-Undang. Hal im dapat
terchri dart samn Undang-Undang pokok vang mengatr ketentuan
umum tentang Administrast Pemerintahan dan undang-undang lain
vang mengatur secara detail hal-hal vang udak diatur dalam undang-
undang tersebut. Undang-undang mi tudak mengamr hal-hal teknis
manajerial dalam penvediaan Administrass Pemerintahan, tetapi
hanva memuat aturan-aturan umum antara lain berkenaan dengan
prosedur, bantuan hukum, batas wakw, akta administrasi dan
kontrak adminstrast dalam Adminstrast Pemerintahan. Undang-
Undang Administrasi Pemermntahan dengan demikian bensi kaidah-
kaidah hubungan antara instansi pemerintah sebagai penvelenggara
administrast publik dan individu atau masvarakat penerima lavanan
publik.

" Wicipto, Pokok-pokok Pikiran Terhadap Naskah Akademik Rancangan
Undang-Undang Administrasi Pemerintuhan, Makalah Seminar Naskah Akademik

RUTT Admmistrast Pemenntahan, Kantor kementrian PAN, 16 Desember 2004,
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Undang-Undang tentang Administrast Negara dibutuhkan  oleh
Indonesia pada saat in1 atas dasar beberapa alasan di bawah 1™,
Pertama, tugas-lugas pemermtahan dewasa i menjadi semakin
kompleks, baik mengenai sifat pekerjaannya, jenis tugasnva maupun
mengenal orang-orang vang melaksanakannva.

Kedua, selama 11 para penvelenggara administrasi negara
menjalankan mgas dan kewenangannva dengan standar vang belum
sama selingga sering kali tenjadi perselisthan dan tumpang undih
kewenangan di antara mereka.

Ketiga, hubungan hukum antara penvelenggara admustras: negara
dan masvarakat perlu diatur dengan tegas sehingga masing-masing
pithak mengetahui hak dan kewajban masing-masing dalam
melakukan mteraksi: di antara mereka.

Keempat, adanva kebutuhan untuk menetapkan standar lavanan
minmimal dalam penvelenggaraan administras negara sehar-han dan
kebutuhan untuk memberkan perlindungan hukum terhadap
masvarakat sebagai pengguna lavanan vang diberikan oleh pelaksana
administrasi negara.

Kelma, kemauan ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  telah
mempengaruhi  cara  berpikir dan tal@a kerja penvelenggara
administrast negara di banvak negara, termasuk Indonesia.

Keenam, untuk menciptakan  kepashan  hukum  terhadap
pelaksanaan tugas sehar-han para penvelenggara admimstrasi
negara.

Secara flosohis kebutuhan tersebut merupakan bagian dari sistem
vang menempatkan adminstrasi negara sebagair hak masvarakat
sebagaimana termaktub dalam Pasal 41  The Charer of
Fundamenwal! Rights of the Umon vang meliput hak: Untuk

" Kementenan Pendavagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,

Naskah Akademik ... Op. Cit, him 5.
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memperoleh penanganan urmisan-urusannva secara tidak memihak,
adil dan waki vang wajar; untuk didengar sebelum undakan
individual apa pun vang akan diterapkan pada dinnva; Atas akses
untuk  memperoleh  berkas muhki  pribadi  dengan tetap
memperhatkan kepentingannva vang sah atas kerahasiaan dan atas
kerahasiaan profesional; Kewajiban pihak-pithak admimstrasi Negara
untuk memberikan alasan-alasan mendasan keputusannva, dan
untuk memperoleh ganti g vang dinmbulkan oleh lembaga atau
aparatur pemerintah dalam menjalankan gasnya™.

Hak masvarakat tersebut secara filosolis sekaligus mermpakan
kewajiban pemerintah untuk memberikan pelavanan pemerintahan
kepada masvarakat sebaik-bakknva. Dengan demkian, fungs
administrast pemenntahan tidak lain adalah tugas pemermtah dan
negara untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakvat Indonesia
secbagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Fungsi pemerintahan
vang efisien dan efekul sesungguhnva telah dianr dalam Undang-
UIndang No. 28 Tahun 1999 tentang Penvelenggaraan Negara vang
Bebas dan Bersih dan Korupsi, Kolust dan Nepotisme vaitu berdasar
atas asas kepastnan hukum, asas tertib penvelenggaraan negara, asas
kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas
profesionalisme dan asas akuntabilitas.

Prinsip penting dalam penvelenggaraan administrasi pemerintahan

menurut Philipus M. Hadjon dkk™ adalah:
1) berbasis pada kedaulatan rakvat, di mana terdapat ruang bag
rakvat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan

ke byjakan publik.

" T, hlm 6.
" Philipus M.Hadjon dkk, Pengantar..., Op. Git, hlm 27-31.
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2) pembentukan kelembagaan vang sesuai dengan kebutuhan,
potensi objekul dan karakter sosial ekonomi dan budava
rakvat.

3) pernimbangan kekuasaan dalam hubungan antar lembaga vang
dapat memadi check dan balance.

4) pembagian kewenangan vang jelas di antara bidang-bidang
pemerintahan  sesuai  dengan  tugas dan  fungsinva  vang
memiliki sinergi satu sama lainnva.

5) fungst manajemen pemerintahan  vang berdasarkan  pada
rasionalitas, objektivitas, elisiensi dan transparansi.

6) lembaga legislanl’ vang dapat meningkatkan kemampuannya
dalam melakukan fungsi kontrol, legislasi dan penumusan
ke bijakan pemerintah.

7) penerapan prinsip akuntabilitas  dalam  penvelenggaraan
pemerintahan.

8) prinsip-prinsip penetapan visi, misi dan tujuan vang jelas
dalam menetapkan strategi kebyjakan vang responsif terthadap

ke butuhan rakvat.

Penvusunan sebuah RULU harus didasarkan pada aspek sosiologis
vang mendorong dibutubkannva undang-undang dimaksud. Dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara, maka sistem penvelenggaraan
pemerintahan merupakan faktor vang menentukan. Krisis nasional
berkepamangan vang melanda Indonesia  mengindikasikan
kelemahan di bidang administrasi pemerintahan, terutama birokrasi
vang tidak mengindahkan prinsip-prinsip tata pemermtahan vang
baik. Teradinva korpsi, kolusi dan nepotisme lebih banvak
disecbabkan oleh rentannva birokrasi sebagai unsur pelavan
masvarakat. Karena iwlah, TAP MPR Rl No.XI/1998 tentang
penvelengearaan Negara vang bersth dan bebas KKN, vang
kemudian dukutt dengan diundangkannva Undang-Undang No. 28
Tahun 1999 tentang Penvelenggaraan Negara vang Bersih dan Bebas
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dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-lUndang No. 31 Tahun
1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi vang
selanjutnva diubah memjadi Undang-l'ndang No. 20 Tahun 2001
dan Undang-Undang No. 30 Talun 2002 tentang Komis
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK) menegaskan
kembali tekad untuk bersungguh-sungguh mewujudkan
penvelengearaan pemerintahan negara dan pembangunan vang
didasarkan pada prinsip-pnnsip  good governance”. Hal i
menghendaki  penataan  administrast  pemerintahan  vang  dapat
meliputi pembangunan sikap kebersamaan untuk menvatukan irama
dan langkah guna teraptanva aparatur negara vang handal dan
profesional. D1 samping 1tu perlu dilakukan peningkatan kapasitas
dan profesional aparatur negara.

Aspek wvundis sebagai upava meningkatkan fungsi administrasi
pemerintahan, pemerintah telah mengeluarkan beberapa peratran
vang sebenarnva masih sangat terbatas atau belum cukup untuk
menjadi landasan hukum pelaksanaan fungsi pemenntahan vang
efekul’ dan elisien, akuntabel dan transparan. Sampai saat
Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara telah direvist melalui Undang-Undang No. 9 Tahun 2004
dan direvisi untuk vang kedua melalm UndangUndang No. 51
Tahun 2009, juga Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang
Penvelenggara Negara vang Bebas dan Bersih dan KKN.

Meskipun demikian, peraturan-peraturan tersebut belum cukup

memadai sebagai landasan untuk terciptanva suatu penvelenggaraan

Prnsip-prinsip  Good Govermance oleh LAN: Parosipasi, Penegakan
Hukum, Transparansi, Dava Tanggap, Consensus orrenta ion, Keadilan, Flekal dan
Efisiensi, Akuntabilitas, Visi Strategi. Dalam, Sadjjono, Hukum Administrasi,
(Yogvakarta, Lakshang Pressindo, 2001), hlm 141.
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pemerintahan vang mencerminkan asas-asas pemenntahan vang

baik.

5. Aspek Politik Hukum

Jika dibaca secara cermat Penjelasan Umum dyelaskan, bahwa dasar
konstitusional mengacu kepada ketentuan Pasal 1 avat (2) Undang-
[Indang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kedaulatan
berada ditangan rakvat dan dilaksanakan menumt Undang-Undang
Dasar. Menurut ketentuan Pasal 1 avat (3) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Indonesia
merupakan negara hukum. Hal in1 berart  bahwa sistem
penvelengearaan pemerintahan Negara Republik Indonesia harus
berdasarkan atas prnsip kedaulatan rakvat dan pnnsip negara

hukum™.

Konsekuens:t logis, berdasarkan prinsip-prinsip  tersebut, segala
bentuk Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan
harus berdasarkan atas kedaulatan rakvat dan hukum vang
merupakan refleksi dar Pancasila sebagai ideologi negara. Hal i
maknanva merupakan tindakan admimstrasi pemenntahan udak
berdasarkan kekuasaan vang melekat pada kedudukan negara
terhadap warga masvarakat bukanlah tanpa persvaratan. Warga
masvarakat tdak dapat diperlakukan secara sewenang-wenang
sebagai objek.

Timbul  pertanvaan dengan dasar apa undakan admimstras:
pemerintahan terhadap warga masvarakat? Artinva keputusan
dan/atau tundakan terhadap warga masvarakat harus sesuai dengan

" Pengelasan Umum alinea ke | Undang-1ndang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrast Pemermtahan vang dinndangkan pada tanggal 17 Okiober
2004 (LN RI Tahun 2014 Na.292),
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ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Atas dasar itu
perlu adanva pengawasan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan
merupakan pengujian terhadap perlakuan kepada warga masvarakat
vang terlibat telah diperlakukan sesuar dengan hukum dan
memperhatkan prinsip-prinsip perlindungan hukum vang secara
efekul dapat dilakukan oleh lembaga negara dan PI'UN vang bebas
dan mandin. Sistem  dan  prosedur penvelenggaraan  wmgas
pemerintahan dan pembangunan harus diamr dalam undang-
undang.

Pandangan di atas, selaras dengan cara pandang vang didasarkan,
bahwa tgas pemenntahan adalah untuk mewnjudkan tyuan
negara sebagaimana diumuskan dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tugas
tersebut merupakan tugas vang sangat luas. Dengan demikian
cakupan sangat luas, oleh karenma i diperlukan peraturan vang
dapat mengarahkan penvelenggaraan Pemenntahan menjadi lebih
sesual dengan harapan dan kebutihan masvarakat (cizzen friendh),
guna memberikan landasan dan pedoman bag Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan dalam menjalankan tugas penvelenggaraan
pemerintahan. Atas dasar i1tu, maka Kketentuan penvelenggaraan
Pemermntahan tersebut diatur dalam sebuah Undang-Undang vang
dise but Undang-Undang Administrast Pemermtahan.

Timbul pertanvaan apa jaminan keberadaan Undang-Undang No.
30 Tahun 20147 Undang-Undang Adnmunistrast Pemerintahan i
menjamin hak-hak dasar dan memberkan perhndungan kepada

Twuan Negara Republik Indonesia: “Melndung  segenap  bangsa
Indonesia dan seluruh tmmpah darah Indonesia, Memajukan kesejahteraan umuam,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan tkw melaksanakan keteniban dunia vang
berdasarkan kemerdekaan™.

101




warga masvarakat serta menjamin penvelenggaraan tugas-mgas
negara sebagaimana dituntut oleh negara hukum™. Konsekuensi
hukumnva warga masvarakat udak menjadi objek, melainkan subjek
vang akul terlibat dalam penvelenggaraan pemenntahan. Dalam
rangka membenkan perlindungan kepada setap warga masvarakat,
maka undang-undang 1m  memungkinkan warga masvarakat
mengajukan keberatan dan banding terthadap Kepumsan dan/atau
Tindakan, kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau
Atasan Pejabat vang bersangkutan.

UUndang-Undang No. 30 Tahun 2014 mempakan hukum materil
darn Hukum Tarta Usaha Negara. Artinva warga masvarakat juga
dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada PTUN, karena
[Undang-undang in1 merupakan hukum materul dan sistem PTTUN.
Secara konsttusional keberadaan Undang-Undang Administrasi
Pemermtahan im merupakan akmalisasi secara khusus norma
konstitust hubungan antara negara dan warga masvarakat.

Dilihat dart sisi hukum Administrasi Negara, maka pengaturan
Administrasi Pemerintahan dalam undang-undang i merpakan
instrumen penting dart negara hukum vang demokrats, dimana
Keputusan dan/atau Tindakan vang ditetapkan dan/atau dilakukan
oleh Badan dan/atau Pejabat Pemernntahan at@au penvelenggara
negara lainnva vang meliputi lembaga-lembaga di luar eksekuuf,
vudikauf, dan legislatil vang menvelenggarakan fungsi pemerintahan
vang memungkinkan untuk digi melalu pengadilan.

" Pasal 27 avat (1), Pasal 28 huruf D avat (3), Pasal 28 huruf F dan Pasal 28
hurat T avat (2) Undang-1ndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
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Keberadaan Undang-lUndang No. 30 Tahun 2014 hakikamva
adalah: mermipakan implementasi nilar-nilai ideal dari sebuah negara
hukum. Artinva penvelenggaraan kekuasaan negara harus berpihak
kepada warganva dan bukan sebaliknva, karena undang-undang i
diperlukan dalam rangka memberikan jaminan kepada warga
masvarakat vang semula memadi sebagai objek memadi subjek
dalam sebuah negara hukum vang merupakan bagian dan
perwujudan kedaulatan rakvat.

Kedaulatan warga masvarakat dalam sebuah negara tdak dengan
sendirinva baik secara keseluruhan maupun sebagian dapat terwuud.
Pengatran Admimistast Pemermntahan dalam undang-undang i
menjamin bahwa Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau
Pejabat Pemenntahan terhadap warga masvarakat udak dapat
dilakukan dengan semena-mena.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 merupakan transformasi
AUPB vang telah diprakukkan selama berpuluh-puluh tahun dalam
penvelenggaraan Pemerintahan, vang dikonkretkan ke dalam norma
hukum vang mengikat. AUPB akan terus berkembang, sesuai dengan
perkembangan dan dinamika masvarakat dalam sebuah negara
hukum. Karena itu penormaan asas ke dalam undang-undang
berpyak pada asas vang berkembang dan telah memjadi dasar dalam

penvelenggaraan pemerintahan di Indonesia selama .

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 memadi dasar hukum dalam
penvelenggaraan pemerintahan i dalam upava memngkatkan ke
pemerintahan vang baik (good governance) dan sebagai upava untuk

mencegah prakuk korupsi, kolusi, dan nepotisme.
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Keberadaan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 dimaksudkan
tidak hanva sebagai pavung hukum bag  penvelenggaraan
pemerintahan, tetapi juga sebagai mstrumen untuk memngkatkan
kualitas pelavanan pemerintah  kepada masvarakat sehingga
keberadaan undang-undang 11 benar-benar dapat mewujudkan
pemerintahan  vang baik bagi semua Badan atau Peabat
Pemerintahan di Pusat dan Daerah.
Dasar perimbangan hukum dikeluarkan Undang-I'ndang No. 30
Tahun 2014 ada tiga™ vakni:
I. Bahwa dalam  rangka  memngkatkan  kualitas
penvelenggaraan pemerntahan, badan dan/atau pejabat
pemerintahan  dalam  menggunakan wewenang harus
mengacu pada asas-asas umum pemerintahan vang baik dan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa untuk menvelesalkan permasalahan dalam
penvelenggaraan  pemenntahan, pengaturan mengenai
administrast pemerintahan diharapkan dapat memadi solusi
dalam memberikan perlindungan hukum, baik bagi warga
masvarakat maupun pejabat pemerintahan.
3. Bahwa untuk mewuudkan pemerintahan vang baik,
khususnva bagi  pejabat  pemenntahan, undang-undang
tentang administrasi pemerintahan menjadi landasan hukum
vang dibutuhkan guna mendasan keputusan dan/atau
tindakan pejabat pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan
hukum masvarakat dalam penvelenggaraan pemerintahan.

Prinsip legalitas™ dalam administrasi negara mengikat keputusan-
keputusan admimstras: terhadap kekuasaan legislaul dan memadi

" Ronsideran Menmmbang UndangsUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan vang diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2004 (LN
RI Tahun 2014 No.209),
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subjek pengawasan dan kekuasaan vudikaul™. Hal imi berart, bahwa
idak ada keputusan administrasi @anpa landasan hukum dan
legislaul’ dan tanpa pengawasan hukum dar vudikaof, Prinsip i
memiliki dua elemen. Keputusan adminisirast harus mengikun
permtah  Undang-lndang dan ndak dibenarkan melawan atau
melanggar Undang-Undang. Semua akovias administrasi negara
pada dasarnva berasal dan Undang-Undang vang memberikan
otorisasi. Pemerintah udak dapat mewajibkan atau melarang
masvarakat kecual dengan perintah Undang-Undang. Meskipun
demikian, harus terdapat ruang diskresi bagi pemermtah untuk
melaksanakan pelavanan publik. UndangUndang hanva memuat
ketentuan umum vang harus dygabarkan dalam  Peraturan
Perundang-undangan vang lebih rendah. Dalam kaitan inilah
pemerintah dapat menggunakan kekuasaan diskresi (discreationary
power) dalam batas-batas hukum vang ada. Kekuasaan diskres: ndak
boleh lepas dan kerangka dasar hukum sehingga dapat mengarah
kepada penvalahgunaan kewenangan dan kekuasaan.

Hal fundamental lainnva adalah prinsip supremasi, dimana baik
pemerintah  sebagai  pelaksana administrasi  negara maupun
kekuasaan vudikaul harus tunduk pada kekuasaan legislanf.
Pemerntah udak dibenarkan melakukan penvimpangan terhadap
Undang-Undang sekalipun hal iu tidak menvebabkan terlukanva
hak-hak rakvat. Hukum ndak hanva menjadi kerangka pemenntah,
tetapi juga sebagai batas tindakan pemenntah. Elemen kedua dan
prinsip legalitas adalah bahwa semua undakan pemerntah harus

Pasal 5 UndangsUndang No. 30 Tahun 20104 tentang  Admimustras:
Pemenntahan menvatakan “Penvelenggaraan Pemenntahan berdasarkan: a. asas
legalitas, b, asas perindungan terhadap hak asasi manusia, . AUPB™.

" Kementenan Pendavagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,

Naskah Akademik ... Op. Cit, hlm 1 3.
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dilakukan dengan sebuah dasar hukum, baik itu berbentuk peraturan
pemerintah, keputusan presiden atau kepala daerah, maupun
keputusan pejabat pemerintah. Llemen im menuntut dibuatnva
keputusan pemermtah dalam benwk vang lormal vang memiliki
kekuatan hukum mengkat'™.

Tindakan pemerintah pada dasarnva dapat diklasifikasi dalam dua
kategor. Pertama apa vang disebut dengan fakia-fakta dan kasus
(facts of the case) dan konsekuenst hukum (/fegal consequences). Jika
fakia-fakia dari kasus sudah terpenuhi, maka konsekuensi legal
dapat tenadi. Hal im memberikan penjelasan, bahwa tindakan
pemerintah disebut sebagai undakan administraul jika hal tersebut
berkaitan dengan lakta-fakta vang ada dan kasus. Sedangkan jika hal
tersebut berkaitan dengan konsekuenst hukum maka tindakan
pemerintah dapat dikategorikan sebagai undakan diskresi. Pengujian
terhadap undakan pemerintah oleh vudikaul hanva dapat dilakukan
terhadap kesesuaian hukum, bukan terhadap kesesuaian tujuan’™,
Tupuan pembenmkan UUAP™, vaitu:
a. Menaptakan tertib penvelenggaraan Admimstrasi
Pemerintahan:
b. Menaptakan kepastian hukum;
c. Mencegah terjadinva penvalahgunaan wewenang;
d. Memjamin akun@bilitas Badan  dan/atau Pejabat
Pemermntahan:
e. Memberkan perlindungan hukum kepada warga masvarakat
dan aparanr pemerintahan;

" e

" e, hlm 14,

" Pasal 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 20014 tentang Administrasi
Pemenntahan.
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[. Melaksanakan ketentuan peranmran perundangundangan
dan menerapkan AUPB:

g. Memberikan pelavanan sebaik-baitknva kepada warga
masvarakalt.

Berkaian dengan penerapan pnnsip kol posiaf, perlu untuk
menggali apa vang memadi pertmbangan hukum (rawo legis) dan
pembentukan Pasal 53 UUAP vang merupakan pengakuan terhadap
prinsip hikuf posiif. Ketika membahas bagian Svarat-svarat Sahnva
Keputusan, baik di lingkungan eksekutif maupun legislanf udak
banvak perdebatan vang teradi. Pada Rapat Konsinvering Tim
Perumus dan Tim Sinkromisasi UU Adminmistrast Pemerintahan
(Komusi 1) dengan Kementerian PAN-RB pada 3 September 2014,
DPR bahkan langsung memberkan persetuyjuan. Ketua sidang
(Agum) mengatakan:

“ ... Lalu Bab IX Keputusan Pemerintahan, oke? Bagian ke 1.
Svarat-svarat sahnva keputusan, i baru betul. Svarat-svarat sahnva
keputusan itu, a, b, . Kalau avat (2) clear. Pasal 53 nva bersih, Pasal
54 oke sudah berubah posisi, konsutnl jadi naik memadi
deklaraaf™".

Konsinenng Rapat Timus/ Timsin RUTT Admmisirasi Permmmermtahan
Komist IT Dengan Kementenan PAN RB Rabu, 3 September 20014 Pukul 09.00
WIB Ih kopo.
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Tabel 2:

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Administrasi

P stahan'™
R FRAKSI | _ 00N | KETERANGAN
O PERUBAHAN

TAH
34 Bagian F-PD TLETAP
4. Kesat F-PG TETAP
Svarat- F-PDIP TETAP
Svaral F-PKS Dirumuskan
Sahnva ulang
Kl:pul usan F-PAN TETAP
F-PPP TLETAP
F-PKB TETAP
GLERIN | Perlu penjelasan
DA dan siap
mendiskusikan
HANU TETAP
RA
34 | USULAN PENAMBAHA Pasal 51
A. BARU N SUBSTANSI | (1) Memenuhi
F-PDI BARL: ketentuan
* Perubahan Standar
norma Pasal 51 | Operasional
avat (1). Prosedur
Sebagaimana

*“ Dewan Perwakilan Rakvat Republik Indonesia, Daffor Inventarsas
Masalnh (DIM) RUU Administrasi Pemerininhan, (Setjen dan BK DPR RI Bidang
Arsip Dan Museum, per 3 Juli 20014), him 163,
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dimaksud pada

Pasal 48.
34 Pasal 51 F-PD TETAP
6. | (1) Batas F-PG TETAP
wakiu F-PDIP | PERUBAHAN Pasal 51
kewajiban PENOMERAN | (2) Baas waktu
untuk AYAT: kewapban untuk
membuat Avat (1) memadi | membuat
keputusan avat (2) keputusan
dan/atau dan/atau
tindakan tindakan
pemerintah pemerintahan
an sesual sesual dengan
dengan peraturan
peraturan perundang-
p::rumiang- umialu.{all
undangan F-PKS Dirumuskan
ulang
F-PAN TETAP
E-PPP TETAP
F-PKB TETAP
GERIN | Perlu penjelasan
DA dan siap
mendiskusikan
HANU TETAP
RA
34 | (2) Jika F-PD TETAP
7. | peramran F-PG | Mohon
perundang- pemjelasan
umian,af,au mengapa
selambat-
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tidak
menentukan
batas waktu
kewajiban
sebagaiman
a dimaksud
pada avat
(1), maka
Badan
dan/atau
Pejabat
Pemerintah
an wajb
membuat
keputusan
dan/atau
tindakan
pemerintah
an dalam
wakiu
selambat-
lambatnva
17 (twuh
belas) hari
kerja setelah
permohona
n diterima
secara
lengkap
oleh Badan
dan/atau

lambatnva 17
hart kenja?

F-PDIP | PERUBAHAN (3) Jika peraturan
PENOMERAN | perundang-
AYAT DAN undangan ndak
PENYEMPUR | menentukan
NAAN batas waku
REDAKSI: kewapban
* Avat (2) sebagaimana
menjadi avat (3). | dimaksud pada
* Kalmat "pada | avat (2), maka
avat (1)” diubah | Badan dan/atau
menjadi [rasa Pejabat
'pada avat (2)”. | Pemerintahan
« Kalimat “17 wajib membuat
(yuh belas) han | keputusan
kerja" diubah dan/atau
menjadi [rasa tindakan
*10 (sepuluh) pemerintahan
hari kerja". dalam waktu

selambal-
lambatnya 10
(sepuluh har)
har kena setelah
permohonan
diterima secara
lengkap oleh
Badan dan/atau
Pejabat
Pemerintahan.
I-PKS Dirumuskan
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Pejabat
Pemerntah

dr

ulang

F-PAN TETAP
F-PPP TETAP
F-PKB TETAP
GERIN | Perlu penjelasan

DA dan siap

mendiskusikan

HANU | Mengegani Jumlah hitungan

RA Jqumlah wakt har waktu

dari 17 (tujuh
belas) memadi

10 (sepuluh hari)

(2) hka
peraran
perundang-
undangan udak
menentukan
batas wakiu
kewajban
sebagaimana
dimaksud pada
avat (1), maka
Badan dan/atau
Pejabat
Pemermtahan
wajib membuat
keputusan
dan/atau
tindakan

pemerintahan

keputusan
disesuaikan
dengan waktu
sosialasasi dan
avat (3) pasal 49
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dalam wakitu
selambat-
lambatnva 17
(tujuh belas) hari
kenja setelah
permohonan
diterima secara
lengkap oleh
Badan dan/atau
Pejabat

Pemenntahan.
34 | (3) Apabila F-PD TLETAP
8. | dalam batas F-PG Perbaikan Apabila dalam
wakru Redaksi. batas waktu

sebagaiman
a dimaksud
pada avat
(2), Badan
dan/atau
Pejabat
Admimstrasi
Pemenntah
an tudak
membuat
keputusan
dan/atau
tindakan
pemerintah
an maka

permohona

n tersebut

sebagaimana
dimaksud pada
avat (2), Badan/
Lembaga/Kemen
terian dan/atau
Pejabat
Administras
Pemerintahan
tidak membuat
keputusan
dan/atau
undakan
pemerintahan
maka
permohonan
tersebut dianggap

diterima secara
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dianggap
diterima
secara

hukum.

hukum.

F-PDIP | PERUBAHAN (4) Apabila
PENOMIERAN | dalam batas
AYAT DAN wakiu
PENYEMPUR | sebagaimana
NAAN dimaksud pada
REDAKSI: avat (), Badan
* Avat (3) dan/atau Pejabat
menjadi avat Administras
(4). Pemerintahan
» Kalimat "pada | idak membuat
avat (2)” diubah | keputusan
menjad [rasa dan/atau
'pada avat (3)”. | undakan
pemerintahan
maka
permohonan
tersebut dianggap
diterima secara
hukum.
I-PKS Dirumuskan
ulang
F-PAN TETAP
F-PPP TETAP FPPP meminta

Penjelasan
terhadap Avat im
kaitannva dengan

Jaminan

Pelaksanaan atas
Keputusan

Administrasi
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Pemerintahan

setelah 17 han.

F-PKB TETAP
GERIN | Perlu penjelasan
DA dan siap
mendiskusikan
HANU TETAP
RA
a4 | (4) F-PD TETAP
9. | Pemohon F-PG TETAP
mengajukan | F-PDIP | PERUBAHAN | (5 Pemohon
permohona PENOMERAN mengajukan
n kepada AYAT DAN permohonan
pengadilan PENYEMPUR | kepada
Tata Usaha NAAN pengadilan Tata
Negara REDAKSI: UUsaha Negara
untuk « Avat (4) untuk
memperole mL.I;_iadi avat (5). | memperoleh
h putusan * Kalimat "pada | putusan
penerimaan avat (3)” diubah | penerimaan
permohona menjadi frasa permohonan
1n '‘nada avat (4)”. | sebagaimana
sebagaiman dimaksud pada
a dimaksud avat (4).
pada ayat F-PKS Dirumuskan
(3). ulang
F-PAN TETAP
F-PPP TIETAP
F-PKB TETAP
GLERIN | Perlu penjelasan
DA dan siap
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mendiskusikan

HANTU TETAP
RA
35 | () F-PD TLETAP
0. | Pengadilan F-PG TLETAP
Tata Usaha | F-PDIP | PERUBAHAN (6) Pengadilan
Negara PENOMERAN | Tata Usaha
wajib AYAT DAN Negara wajib
memutuska PENYEMPUR | memutuskan
n NAAN permohonan
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mendiskusikan
HANU TETAP
RA

Berdasarkan DIM No. 344 - 351 vang membahas mengenai bagian
ini, terdapat beberapa penambahan substansi baru, di antaranva
perubahan norma Pasal 51 (vang kemudian menjadi Pasal 53) avat
(1), dimana pihak Fraksi PDIP mengusulkan adanva penambahan
avat sebagair berikut: “memenuhn ketentuan Standar Operasional
Prosedur sebagaimana dimaksud pada Pasal 48”. Penambahan avat
ini kemudian disetupn oleh pihak pemermtah vang melihat bahwa
penambahan avat tersebut dapat diterima karena dapat memperkuat
svarat-svarat sahnva keputusan. Dengan adanva penambahan aval
tersebut, maka avat (1) dan dral awal di Pasal 51 (vang kemudian
menjadi Pasal 53) kemudian berubah memnjadi avat (2) vang
berbunvi: “Batas wakwmu kewapban untuk membuat keputusan
dan/aau  undakan pemermtahan sesuai  dengan peraturan
perundang-undangan”.

Perubahan lainnva terkait dengan batas waki pembua@an suatu
keputusan apabila peraturan perundang-undangan vang terkait udak
menentukan batas waktu secara deliminf vang dhatur dalam Pasal 53
avat (2). Pada dral awal disebutkan “jika peratran perundang-
undangan tudak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana
dimaksud pada avat (1), maka Badan dan/atau Pejabat
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Pemerintahan  wajib  membuat  keputusan dan/atau  undakan
Pemermntahan dalam wakiu selambat-lambatnva 17 (tjuh belas) har
kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan”, namun pihak dewan terutama dan
Fraks: Partai Golkar meminta penjelasan mengapa harus 17 han
kerja dan Frakst PDIP kemudian juga meminta agar batas waktu 17
harn kerja diganti memjadi 10 han kerna. Hal vang sama juga
disampaikan oleh Fraksi Partai Hanura vang menvatakan bahwa
jumlah hitungan harnn wakiu keputusan disesnaikan dengan wakiu
sosialisast vang tersebut di Pasal 49 avat (3) vakm 10 han kerja vang
kemudian diubah memjadi Pasal 50 avat (3) dan (4) dengan
ketentuan memnjacdi 5 han kenja.

Tanggapan pemenntah mengenai perubahan batas waktu tersebut
adalah bahwa meskipun pengambilan keputusan dan/atau tundakan
pemerintah memang perlu dilakukan dengan sesegera mungkin,
namun jangka waktu 17 hari kerja dianggap sebagai wakiu maksimal
untuk membenkan waktu vang cukup bagi pejabat dalam melakukan
analisa dan penelaahan sebelum mengambil keputusan. Pada
akhinva, dalam dral RUU AP tertanggal 25 September 2014
diputuskan bahwa batas waktu pengambilan keputusan dan/atau
tindakan pemerintah adalah 10 harn kerja, sehingga masukan dan
dewan dapat diakomodasi.

Perubahan lamnva dan Pasal 53 im lebih banvak terkait dengan
penvesuaian nomor avat dan bukan kepada substansi, termasuk
dalam hal adanva perubahan dar vang umumnva [kul negaul

menjadi fikul posiuf vang ada di avat 3 vang menvatakan “Apabila
dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada avat (2), Badan

dan/atau Pejabat  Pemenntahan tdak menetapkan dan/atau
melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan
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tersebut diangegap dikabulkan secara hukum”. Pernvataan bahwa
permohonan akan dianggap dikabulkan atau diterima secara hukum
apabila dalam batas wakuu tersebut pemermtah tudak menetapkan
atau melakukan keputusan dan/atau tindakan merupakan bentuk
dan hkal posinf, dan hal 1 sangat berbeda dengan ketentuan
sebelumnva vang mengambil bentuk fikul' negauf, dimana jka
pemerintah tdak mengambil keputusan dan/atan tindakan, maka
permohonan tersebut dianggap diolak.

Guntur Hamzah mengemukakan bahwa adanva perubahan dan
hikul negaul menjadi hikuf posiaf lebih dikarenakan untuk mendesak
pemerintah agar dapat lebih cepat dalam memproses suatu
permohonan seluingga masvarakat atau pihak vang mengajukan
permohonan tersebut akan mendapatkan kepastian hasil keputusan
lebih cepat dan tidak terbelit-belit. Hal ini tentunva sejalan dengan
proses relormmasi birokrasi, temtama dalam hal peningkatan
pelavanan publik ™,

Mengacu pendapat di atas bahwa perubahan hkuf negatil memadi
hikul posinf” agar pemerintah dapat lebih cepat dalam memproses
suatui permohonan agar mendapat kepastian hukum masih perlu
dikaji lebih jauh. Hal itu disebabkan ketentian Pasal 53 UUAP pada
avat (4) masih melbatkan putsan pengadilan. Kondisi demikian
tidak berbeda secara substanst maupun prosedur dengan penerapan
prinsip fikal neganf. Konsekuensinva masih terbuka peluang para
Aparatur Pemerintahan vang berwenang dapat bertindak sewenang-
wenang, dengan membiarkan permohonan warga masvarakat
sekalipun telah dinvatakan diterima secara lengkap. Melalm atau
berlindung atas prosedur lanjutan di pengadilan vang bisa saja

" Muhammad Yasin dkk., Anotasi...Op. Git, hlm 201.
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membenkan putusan akhir berupa permohonan di tolak hal
demikian karena lembaga peradilan melaksanakan kekuasaan
kehakiman vang bebas dan mandin (ndependent and impartal

Judician.

Raao legis pembentuik Pasal 53 UUAP vang melibatkan putusan
PTUN terhadap penmohonan setelah wakiu tertentu atau paling
lama 10 (sepuluh) han kena setelah permohonan diterima secara
lengkap oleh aparatur pemerintahan merupakan kriteria prinsip hikaf
positif, hanva sebagai kebalikan dari prinsip fiktif negatif’ dengan
prosedur vang sama melibatkan putusan PTUN. Fikul posiuf sebagai
upava hukum untuk memperoleh putusan PTUN agar mendapat
kepastan hukum dan menghindan penvalahgunaan wewenang
aparatur pemenntahan.

C. Urgensi Keterlibatan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam
Memutus Permohonan Keputusan Fiktif Positif

Tujuan dan Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara

Tupan pembentukan suatu Peradilan Admmistrasi selalu terkait
dengan lalsalah negara vang dianumva™. Negara vang menganut
paham demokrasi lberal, maka wjuan pembentukan Peradilan
Administrast mengikuti falsafah liberalnva, vaiu dalam rangka
perlindungan hukum kepada rakvat dengan memitikberatkan pada
kepenungan indimvidu dalam suatu masvarakat. Berbeda dengan
Negara Hukum Pancasila (demokrasi Pancasila) vang memberikan
porsi vang seimbang antara kepentingan individu di satm sist dan
kepentingan bersama dalam masvarakat di sist vang lain. Twuan

© SF Marbun, Peradilan Administmsi don Upayn Administratf di
Indonesia, (Yogvakarta: Liberty, 1997}, hlm 20.
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pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara menunit keterangan
pemerintah pada saat pembahasan RUU PTUN adalah:

a. “memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakvat vang
bersumber dari hak-hak individu;

b. memberikan perlindungan terhadap hak-hak masvarakat vang
didasarkan kepada kepentingan bersama dan mdividu vang hidup
dalam masvarakat tersebut™”.

Menurt Sjahran Basjah, tyuan peradilan administrast adalah untuk
memberikan pengavoman hukum dan kepastian hukum, baik bag
rakvat maupun bag admimistrasi negara dalam art tenaganva
keseimbangan kepentngan masvarakat dan kepentingan idmidu™.
Dari sudut pandang vang berbeda, SF Marbun menvoroti tujuan
peradilan admimstrasi secara preventf dan secara represif. Twuan
Peradilan Admimstrasi negara secara preventl adalah mencegah
tindakan-undakan badan/pejabat tata usaha negara vang melawan
hukum atau merugikan rakvat, sedangkan secara represil’ dituyjukan
terhadap tindakan-tindakan badan/pejabat tata usaha negara vang
melawan hukum dan merugikan rakvat, perlu dan harus dyamhi
sanksi ™.

Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai sarana untuk
menvelesatkan  konflik  vang  umbul  antara  pemerintah
(Badan/Pejabat T'UN) dengan rakvat (orang per orang/badan hukum

" Reterangan pemerintah pada Sidang Panpurna DPR RI mengenan RUU
PTUN tanggal 29 Apnl 1986,

* Sjahran Basjah, Eksistensr dan Tolok Ukur Peradilin Administrasi di
Indonesia (Bandung: UNPAD (Disertast), 1984), hlm 154,

' SF Marbun, Op. Git,, hlm 20,
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perdata). Konflik di sim adalah sengketa tata usaha negara akibat
dikeluarkannva Keputusan Tata Usaha Negara.

Urgenst eksistenst Peradilan Tata Usaha Negara dilihat dari mjuan
dan fungsinva dapat dilihat dan beberapa pendekatan, vaitu seg
hlsafat, segi teort, segi historis dan seg sistem terhadap peradilan
admimstras1™.

1. Seg1 Filsalat

Menurmt Riawan Tiandra, Eksistens: Peradilan Admimistras: bertink
tolak dan kebutuhan untuk mengawasi secara vuridis perbuatan
pemerintah agar tetap sesuai dengan fungsinva untuk mewujudkan
kesejahteraan rakvat (bonnum commune) seluas-luasnva. Alat-alat
negara (pemerntah dalam art luas) dalam menjalankan fungsinva,
harus mempertanggungjawabkan perbuatannva i hadapan hukum
dan rakvat (kedaulatan hukum dan kedaulatan rakvar) ™.

Pengujian vang dilaksanakan oleh peradilan admimisiras: terhadap
keputusan @ata usaha negara dityukan agar terwujud kesaman vang
harmonis antara norma umum abstrak vang terkandung dalam
peraturan dasar suatu keputsan tata usaha negara. Menurut Hans
Kelsen, hukum berlaku karena semua hukum berakar pada satu
norma dasar (grundnonn). Keputusan Tata Usaha Negara vang
disengketakan merupakan bagian dan hukum posiuf vang harus
sesual dengan tertib hukum (rechusorde) vang berlaku™.

Judicial review terhadap produk hukum pemenntah telah dilakukan
secara bertingkat melalm Mahkamah Konstutusi vang berwenang

“ Riawan Tiandra, Hukum Acara Peradion Thtm Usaha Negar,
(Yogyvakarta: Unwersitas Auna Java, 2005), hlm 2.

" T,

' Thid.
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menguji Undang-undang  terhadap UUD, Mahkamah Agung
berwenang mengui Peraturan Perundang-undangan di bawah UU
terhadap UU dan Peradilan Tata Usaha Negara vang berwenang
mengui Keputusan Tata Usaha Negara. Up materul tersebut
diharapkan dapat tersusun suatu bentangan norma hukum vang
sesual  (sinkron) dan  berhierarki  sebagaimana teort  lherarki
peraturan  perundang-undangan dan oleh karenanva semua
peraturan hukum vang ada adalah bentuk darn penormaan cita
hukum dan  cta sosial sebagaimana norma dasar negara
(Guncnorm).
2. Seg1 Teort
Eksistens: suatu negara hukum tdak pernah akan terlepas dan
unsur-unsur Kecfitsstaar dalam art klasik. Menurut F,J. Stahl dalam
bukunya “Philosohie des Reclnw (1878), dintrodusir bahwa suatu
negara hukum harus memenuhi empat unsur penting, vaitu :

a. “adanva perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia;

b. adanva pembagian kekuasaan dalam negara;

c. seunap tndakan pemermtah hams  didasarkan  pada

peraturan perundang-undangan vang berlaku;
d. adanva  Peradilan Tata Usaha  Negara/Peradilan
Administrast Negara™".

Konsep negara hukum versi F.J. Stahl imi kemudian berkembang di
LFropa Barat (Eropa Kontinental) vang bertradisi hukum il law:
Tupuh tahun setelah konsep Rechismar dikenalkan, muncul varan
negara hukum baru vaitu Rule of Law, vang dikenalkan oleh Albert
Venn Dicev dalam bukunva Intoduction to the law of the
constitution (1885). Negara hukum verst Albert Venn Dicev i1
berkembang di negara-negara Anglo Saxon vang bertradisikan

“ Maratah dan Hery Abduh S, Buku Apr Hukum Acara PTUN, (tanpa

penerbit), hlim 3.
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comimon faw svtem (termasuk jajahan-ajahan Inggris). Konsep Kule
of Law menghendaki bahwa setap negara hukum harus memiliki
UNSUr-Unsur :
a. “adanva supremasi hukum (Supremacy of Law)
b. persamaan kedudukan di depan hukum (Lguality Betfore the
Law)
c. adanva jamman terhadap hak-hak asasi manusia
( Constitrirons Based on Individual Righd™".

Unsur-unsur vang terdapat dalam kedua macam negara hukum
tersebut mempunvai persamaan dan perbedaan. Persamaannva
adalah, antara Konsep Rule of Law dan Reclusstaatr sama-sama
menghendaki adanva jaminan dan perlindungan Hak Asasi Manusia
terhadap warga negaranva. Di samping itu pula dapat terlihat adanva
persamaan unsur vang mensvaratkan agar pemerintah dyjalankan
berdasarkan atas hukum, bukan oleh manusia ataupun atas
kekuasaan belaka (Maclusiaai).

Perbedaan pokok antara kedua konsep Negara hukum tersebut
adalah keharusan adanva Peradilan Administrast guna melindungi
rakvat dan tundak/perbuatan pemerintah vang melanggar Hak Asasi
atau palng ndak dapat memmbulkan kerugian bag warganva.
Negara-negara vang menganul konsepsi negara hukum Rechtstaat,
menganggap bahwa kehadiran peradilan administrasi negara adalah
penting adanva guna memberikan perlindungan hukum bagi warga
negara atas undakan/perbuatan pemermntah vang melanggar Hak
Asast warganva dalam lapangan hukum administrasi, termasuk juga
memberikan perlindungan bagi Pejabat Administrasi Negara vang
telah bertindak benar (sesuai aturan hukum). Dalam negara hukum

" Thrdd,
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harus diberikan perlindungan hukum vang sama kepada warga dan
pejabat administrasi negara™. Keberadaan peradilan admimstrasi
adalah salah satn unsur mutlak vang hams dipenuhi oleh suatu
negara, jika ngin dikatakan sebagai negara hukum dalam konsepsi
Rechtstaat.

Negara-negara vang menganut konsepsi Rule of Law, menganggap
bahwa keberadaan peradilan adminsirasi negara  bukanlah
keharusan. Prinsip Equalitv Belore the Law (persamaan kedudukan
di depan hukum) lebih ditonjolkan. Prinsip im menghendaki agar
prinsip persamaan antara rakvat dengan pejabat administrasi negara
tercermin pula dalam lapangan peradilan™. Artinva dalam rangka
melindungi rakvat dan undakan pemenntah, tdak diperlukan badan
peradilan khusus (peradilan administrasy) vang berwenang mengadili
sengketa tata usaha negara. Meskipun dalam unsur negara hukum
verst Kule of Law ndak ditegaskan adanva kehamisan membentuk
secara khusus insttusi peradilan admimstrasi negara, tapi fungsi
penvelesaian sengketa adminsirasi negara ternvata tetap ada. Hal i
dapat kita hhat dan proses pengadmimstrasian perkaranva vang
mengklasifikasikan secara khusus administra tf dispute sebagaimana

pengadministrasian berbagai jenis perkara lain™.

Kebutuhan akan Peradilan Admimstrast semakin urgen setelah
konsepsi negara hukum formal (lega/ swate/pelaksana undang-
undang) mendapat koreksi dari teort negara hukum matenil
(Welfare Smrenegara hukum  kesejahteraan). Dalam  konsepsi
negara hukum maternl, negara (pemenntah) memiliki tugas vang
amat luas, udak hanva terbatas sebagai pelaksana undangundang

8. F Marbun, Op. Ci, hlm 8.
" Ihid.

" Riawan Tjandra, Op. Git, hlm 3.
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saja, akan tetapi negara (pemerintah) adalah sebagai penvelengzara
kesejahteraan umum atau Bestuurszorg (imeminjam istilah Lamaire).
Kewenangan vang luas tersebut, maka pemernntah diberikan
wewenang unuk mengambil undakan guna menvelesaikan masalah-
masalah penting dan mendesak vang datangnva secara tba-tuba
dimana peraturan belum ada (kewenangan tersebut dikenal dengan
istilah Freres Ermessen atau Discretionaire). Adanva Freies Frmessen
tersebut memmbulkan banvak implikasi dalam berbagai bhidang,
misalnva ekonomi, sosial, budava, hukum/peraturan perundang
undangan dan lam sebagamva. Menurut Utrecht, adanva Freres
Ermessen memiliki beberapa implikasi dalam bidang peratran
perundang-undangan, antara lain :

1) Kewenangan atas immsiatl  sendiri  (kewenangan  untuk
membuat  peraturan  perundang-undangan  vang  setingkat
dengan UL, vaitu PERPPLU,

2) Kewenangan atas delegasi perundang-undangan dari UUD,
vailu  kewenangan untuk membuat peraturan  perundang-
undangan di bawah UL, dan

3) Drot Functions, vaitu kewenangan untuk menafsirkan sendin

mengenal ketentuan-ketentan vang masih bersifat enusianf™.

Freies Lirmessen i dalam berbagai hal membenkan peluang bag
tenjadinva de tournement de pouvior (penvalahgunaan wewenang)
dan willekeur (perbuatan sewenang-wenang) dan  pemenntah
terhadap rakvat. Menurut S.F Marbun, Freies Ermessen atau
Discreionamre 1 telah  menjadi  salah  satu sumber vang
menvebabkan banvaknva tumbul sengketa antara pejabat tata usaha
negara dengan warga lerutama dalam hal dikeluarkannva suatu
keputusan ( Beschikking)™.

" Martitah dan Hery Abduh S, Op. Cit,, him 5.
5. F Marbun, Op. Git, hlm 10.
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3. Seg1 Sejarah

Pada masa Hindia Belanda belum ada peradilan vang secara khusus
berkompeten mengadili sengketa admimstras: negara. Namun begitu
setidaknva terdapat beberapa peraturan vang secara historis dapat
dikatakan sebagai awal pemikiran perlunva peradilan admimstras:
negara. Peraturan tersebut adalah :

1) Pasal 134 avat (1) dan Pasal 138 IS (Indische Staatsregeling

2) Pasal 2 RO (Reglement op de Rechterlpk Organisate en Het
Belerd der Justitie in Indonesie),

3) Ordonansi Staatsblad 1915 No. 707 vang diatur lebih lanjut
dengan Ordonanst Staatsblad 1927 No. 29 Tentang
Peraturan Perbandmgan dalam Perkara Pajak (mengatur
Peradilan Tata Usaha Istimewa atau Kaad van Beroep voor
Belastingzaken) dan

4) Pasal 59 ICW (Undische Comprabiliteits Wed Tahun 1925
Staatsblad 1924 No. 448 dibentmk peradilan khusus bag
bendaharawan (Compia bel recluspraak)”.

Pasal 134 avat (1) IS dan Pasal 2 RO menentukan bahwa: 1)
Perselisthan perdata diputus oleh hakim biasa menurut Undang-
undang, 2) Pemeriksaan serta penvelesaian perkara admimistrasi
menjadi wewenang lembaga admimstras: 1tu sendirn. Perselisthan
perdata antara rakvat pencan keadilan (maaudpk persoon atau
rechispersoon) dengan pemerintah diselesaitkan melalm peradilan
perdata, sedangkan penvelesaian sengketa admimsirasi negara
dilakukan melalw Admiansaanetheroep™.

" Martitah dan Hery Abduh S, Op. Cit, him 6.

" Penvelesalan sengheta mtemal melaln admimistrasi negara itu sendirn
dimana dilakukan oleh instanst vang secara hierarkis lebih tinggi atan oleh instansi
lain di luar mstansi vang memberikan keputusan, sl
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Usaha untuk merints keberadaan Peradilan Admimstoast di
Indonesia telah dilakukan sejak lama. Pada tahun 1948, Wirjono
Projodikoro atas perintah Mentenn Kehakiman wakwm itu, pernah
menvusun Rancangan Undang-Undang tentang acara perdata dalam
soal tata usaha negara. Berdasarkan Ketetapan MPR Nomor II/
MPR/1960, diperintahkan agar segera diadakan peradilan
administrasi, maka oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional
(LPHN) pada tahun 1960 disusun suatu konsep rancangan undang-
undang tentang Peradilan Adminmstrast Negara. Pada tahun 1964
dikeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dimana dalam
Pasal 7 avat (1) terdapat ketenman bahwa Peradilan Admimstrasi
adalah bagian dan lingkungan peradilan di Indonesia. Untuk
merealisasikan hal tersebut, maka berdasarkan Surat Keputusan
Mentert Kehakiman No. J.S.8/ 12/ 17 Tanggal 16 Februarn 1965,
dibentuklah pamta kerja penvusun Rancangan Undang-Undang
Peradilan Administrasi dan pada tanggal 10 Januan 1966 dalam
sidang pleno ke-VI LPHN, disahkan rancangan undangundang
tersebut, namun rancangan undang-undang tersebut tdak diajukan
pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakvat Gotong Rovong
(DPRGR). Pada tahun 1967 DPRGR memjadikan Rancangan
[ndang-l'ndang Peradilan Administras: tersebut sebagai usul imsiatf
untuk dilakukan pembahasan, namun akhwnva usaha itu pun
kandas karena terjaci perubahan Pemermtahan dan Orde Lama ke
Orde Baru.

Pada masa Orde Baru diundangkan Undang-Undang No. 14 Tahun
1970 tentang Ketentuan-Ketentwan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
Dalam Pasal 10 Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa
kekuasaan kehakmman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan
Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan
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Tata Usaha Negara. Tiuk terang hadimva Peradilan Adminisirasi
Negara semakin jelas dengan dyamin eksistensinva dalam Ketetapan
MPR Nomor: IV/MPR/1978 tentang Gans-Garis Besar Haluan
Negara. Pada tanggal 16 Apnl 1986, pemermiah dengan Surat
Presiden No. R. 04/ PU/ IV/ 1986 mengajukan kembali Rancangan
Undang-Undang Peradilan  Admimstrast  kepada DPR  untuk
dilakukan pembahasan. Akhirnva pada tanggal 20 Desember 1986
DPR menvetrjui Rancangan Undang-I'ndang tersebut dan pada
tangeal 28 Desember 1986, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara diundangkan. Lima tahun
setelah  undang-undang  tersebut  dmndangkan barulah undang-
undang ini belaku efekuf, vaitu setelah diundangkannva PP Nomor 7
Tahun 1991 tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986, vang sebelumnya telah didahulmn dengan diundangkannva
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pembentukan
Pengadilan Tingg Tata Usaha Negara Jakarta, Medan dan Uping
Pandang dan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1990 tentang
Pembenwmkan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Medan,
Palembang, Surabava, Ujung Pandang.

Pada tahun 2004, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara mengalami perubahan vaitu dengan
diindangkannva Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara. Perubahan i udak lepas dan
dilakukannva amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 sebanvak empat kali oleh Majelis
Permusvawaratan Rakvat, Pada Tahun 2009 dwbah lagi melalu
[ndang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
Atas UL Peratun.
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4. Seg1 Sistem

Sistem norma di Indonesia menganut asas hierarki peraturan
perundang-undangan, vaitu pememjangan setiap jenis peraturan
perundang-undangan dimana peraturan-perundangan vang lebih
rendah ndak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan vang lebih ungg™. Menunit Hans Kelsen, norma
merupakan kesatuan dengan struktur piramida, dimular dan vang
tertinggi vailu nomma dasar (Grundnorm), nonma-nonma  umum
(Generalnonn), dan  dimplementasikan  menjadi  norma-norma
konkret (Concrete norm). Sistem hukum merpakan suam proses
vang terus menerus, mulai dan vang abstrak memadi vang posial dan
selanjutnva sampai menjadi vang nvata/konkret ™.

Guna memjaga guna menjaga konsistenst  vertikal peramran
perundang-undangan RI (temmasuk Keputusan) diperlukan mstrumen
pengujian maternl (udicial review) terhadap perundang-undangan™.
Judicial review (up maternl) terhadap produk hukum pemerintah
dilakukan secara bertingkat melallm Mahkamah Konsutus: vang
berwenang menguji Undang-undang terhadap UUD, Mahkamah
Agung berwenang menguj Peraturan Perundang-undangan di bawah
ULl terhadap UU dan Peradilan Tata Usaha Negara vang
berwenang menguj Keputusan Tata Usaha Negara akibat adanva
Sengketa Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara
melakukan  pengupan  maternl  secara  terbatas  menvangkut
konsistensi vertikal suatu KTUN terhadap peramran perundang-
undangan vang menjadi dasarnva. Dikatakan terbatas karena

" Lihat ketentman normatifnva dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Permindang-1ndangan.
" Riawan Tjandra, Op. (i, him 7.
" I, hlm 8.
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kewenangan pengujian KTUN hanva terbatas pada segi hukumnva
saja (rechumatige).

Analisis Keterlibatan Pengadilan Tata TUsaha Negara dalam
Memutus Permohonan Keputusan Fiktif Positif

Peradilan admmstras:  sesungguhnva  juga mermpakan  genus
peradilan™. Montesquien dan Kant vang mempertahankan
pandangan klasik berpendinan bahwa undang-undang adalah satu-
satunva sumber hukum posiaf. Hakim hams mengadilh menurut
undang-undang dan udak boleh menilai mo atau keadilan dan
undang-undang”. Sementara undang-undang selalu ndak sempurna
karena pembuatnva udak dapat memprediks: segala sesuatu vang
akan terjadi di kemudian hari.

Putusan adalah hakikat peradilan, mti dan tuyuan dan segala
kegiatan atau proses peradilan, memuat penvelesaian perkara vang
sejak proses bermula telah membebani pihak-pihak. Rangkaian
proses peradilan ndak satupun di luar putusan peradilan vang dapat
menentukan hak suat pihak dan beban kewajiban pada pihak lain,
sah tudaknva suatn tndakan menurut hukum dan meletakkan
kewapban untuk dilaksanakan oleh pihak vang diwajbkan dalam
perkara. 11 antara proses peradilan hanva putusan  vang
menimbulkan konsekuensi krusial kepada para pihak™.

Peradilan adminstras: negara pada umumnvyva bertujuan memamin

persamaan kedudukan warga masvarakat dalam hukum. Secara

“ TIrfan Fachruddin, Pengawasan Pemdilan Admimistrasi Terhadap
Tindukan Pemernfh, (Bandung: P.T. Alumni, 2004), hlm 209,

" e, hlm 212,

" Thidd, hlm 227,
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khusus bertjuan memamin terpeliharanva hubungan vang serasi,
seimbang serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara
dengan para warga masvarakat. Salah satu permasalahan pokok
dalam studi tentang dasar-dasar hukum admimstras:  adalah
pelajaran tentang adanva atau dikenalnva berbagar macam kontrol
atau pengawasan vang dapat dilakukan terhadap pemenntah.
Pelaksanaan penvelenggaraan pemerint@ahan untuk kesejahteraan
umum dan pelavanan kepentingan umum, maka terhadap
pemerintah  selaku organ admimstrasi negara dapat dikenakan
bermacam-macam bentuk kontrol atau pengawasan'”.

Sebelum berlakunva Pasal 53 UUAP, di dalam UU Peratun telah
mengatur penvelesaian sengketa TUN dimana Badan atau Pejabat
TUN vang wdak mengeluarkan keputusan vang memnjadi
kewajbannva, disamakan dengan K'TUN sebagai objek gugatan atau
dianggap keputusan (likuf) penolakan (negauf).

Aspek vundis Pasal 53 UUAP berkaitan erat dengan Pasal 3 UL
Peratun, dalam hal im mengatur isu hukum vang sama berkenaan
dengan sikap diam Badan atau Peabat TUN (Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan versi UUAP) namun dengan ketenman vang
berbeda, dapat diperbandingkan UU Peratun dengan UUAP Pasal
53, sebagai berkut:

1. Pasal 3 UU Peratun, Badan atau Pejabat TUN setelah lewat
batas wakiu udak mengeluarkan Keputusan vang menjadi
kewenangannva dianggap telah mengeluarkan keputusan
penolakan (fikil negauf) sehingga dapat memadi objek
sengketa TUN. Dalam UU AP Pasal 53 Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan  setelah lewat batas waktu ndak

" Paulus E.Lowlung, Beberapa Sistem tentang Kontrol Seg Hukum
Terhadap Pemenntah, (Jakarta: P'T. Bhuana Ilmu Populer, 1986), hlm v,
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menetapkan  dan/atau melakukan Keputusan dan/atau
Tindakan maka permohonan dianggap dikabulkan secara
hukum, pemohon mengajukan permohonan ke PIUN untuk

memperoleh putusan penerimaan atas permohonan.

. Penggunaan istilalykonsep vang berbeda, UU  Peratun

menggunakan istilah Sengketa, Upava admimstranl (jika
ada), Gugatan, Penggugat, Tergugat maupun Putusan
Pengadilan, kalaupun ada isulah permohonan dengan
produk pengadilan berupa penetapan iu dalam rangka
memperlancar  proses  persidangan. Dalam  UUAP
menggunakan isulah Pemmohonan, Tidak ada upava
admimsuanlf, Pemohon, Termohon seta  Putusan

Pengadilan.

3. Batas wakw, telah lewat sesuair ketentuan perundang-

undangan atau setelah lewat 4 (empat) bulan jika ndak ada
perundang-undangan vang mengatur batasan waktu. Dalam
UUAP batas waktunva 10 (sepuluh) hari kena setelah
permohonan diterima  secara lengkap atau berdasarkan
ketentuan perundang-undangan terkait vang menetapkan
batasan wakiu.

. Jangka waktu PTUN memeriksa dan memutus sengketa

TUN dengan acara biasa diatur mular Pasal 68 udak
melebiln waktn 6 (enam) bulan sejak registrast sengketa,
sedangkan acara cepat diatur Pasal 98-99 pendafiaran
gugatan sampai dengan pembuktan selesai selama 35 (uga
puluh lima han). Dalam UUAP PTUN wajub membuat
putusan penenmaan permohonan paling lama 21 (dua puluh
satu) han kerja sejak permohonan diajukan, putusan PTUN
dalam hal in1 bersifat final dan mengikat.

Kewajiban pelaksanaan putusan Pengadilan UU Peratun
paling lama 90 (sembilan puluh) han kenpa. Dalam UUAP
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Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajb menetapkan
Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan paling
lama 5 (lima) han kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan.
Ketentuan sanksit UU Peraun Pasal 116 vaiu upava paksa
berupa pembavaran uang paksa dan/atau  sanksi
administranif, jika tetap ndak melaksanakan pumsan maka
diumumkan pada media massa cetak setempat. Dalam
UUAP Pengaturan mengenai sankst admimstratf berupa
sanksi administratil sedang, vang diatur Pasal 80 avat (2) jo.
Pasal 81 avat (2) UU AP terhadap pelanggaran Pasal 53 avat
(2) dan (6).

. UUAP udak ada menegaskan pemaknaan terhadap UU

Peratun Pasal 3 setelah ada UUAP Pasal 53, hal im berbeda

dengan UUAP Pasal 87 telah secara tegas menvebutkan

perluasan makna K'TUN vang di atur dalam UU Peratun.
Tabel 3:

Perbandingan Prinsip Fiktif Negatif dengan Prinsip Fiktif Positif

No. Kategori Prinsip Prinsip
Fiktf Negatf Fiktif Positif
L. Dasar Pasal 3 UU - Pasal 53 (3) UUAP,
Hukum Peraiun Perma No. 5 Tahun 2015.
2. Upava Jika tersedia, - Tidak melalu Upava
Administraul | berupa Keberatan | Admmistranl
dan Banding - Pada Upava
Administratf Administratl bahkan bisa
lahir Keputusan Fikuf-
Posital
3. Upava ke Pengajuan Pengajuan Permohonan
Pengadilan | Gugatan TUN ke | guna memperoleh
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PTUN

Puitusan Penerimaan ke

PTUN

4. Objek Dianggap Dianggap mengeluarkan

Hukum mengeluarkan keputusan penerimaan
Keputusan
Penolakan

5. Subjek Pengeugat: Orang | Pemohon: Pihak vang

Hukum atau Badan permohonannva dianggap
Hukum Perdata. dikabulkan secara hukum.
1ereugar Badan 1ermohon: Badan
atau Pejabat Tata | dan/atau Pejabat
[/saha Negara. pemerintahan.

6. Tenggang Maksiumal 90 Jika ketentuan dasarnva
Wakiu (sembilan puluh) tidak menentukan baias
Pengajuan hari: waktu, maka permohonan
Upava Ke a. setelah lewat guna memperoleh
Pengadilan | wakiu sesuai putusan penerimaarn

aturan dasamva, | dapat diajukan ke PTUN
b. jika udak setelah 10 (sepuluh) han
diatur, maka kena sejak permohonan
setelah lewat 4 dinvatakan lengkap oleh
(empat) bulan. Badan dan/atau Pejabat
pemerintahan.

7. | Jangka Acara biasa: ndak | Paling lama 21 (dua puluh
waktu melebihi wakiu 6 | saw) han kenja.
Pengadilan (enam) bulan.
memeriksa | Acara cepat:
dan paling lama 35
mermnuius (tiga puluh ma
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hari).

3. Kewajiban
pelaksanaan
putusan

Pengadilan

Paling lama 90
(sembilan puluh)

hari kerja.

Paling lama 5 (lma) han
kerja.

9. Sanksi

Sanksi terdirt dan:

a. upava paksa
(uang paksa dan
atau sanksi
adminstranl),

b. dinmumkan di

media massa

Sanksi admimstratf
sedang:

a. uang paksa dan atau
gantl rugl;

b. pemberhentan

sementara dibert hak-hak

jabatan; atau

setempat ¢. pemberhentian
sementara tanpa hak-hak
jabatan.
10. | Penegasan UUAP Pasal 87 UUAP (Pasal 53) ndak

pemaknaan
pasca
UUAP

telah secara tegas
menvebutkan

perluasan makna

KTUN dalam UL

Peratun

menjelaskan kedudukan
Pasal 3 Ul Peramn pasca
diundangkannva UL AP

Pengaturan khusus pedoman beracara permohonan berkaitan Pasal
53 UUAP PERMA Nomor 8 2017
memunculkan persoalan:

a. Pasal 11 avat (4) PERMA Nomor 8 Tahun 2017 menvatakan

diatur  dalam Tahun

“Permohonan  guna mendapatkan keputusan dan/atau
tindakan badan dan/aau pejabat  pemerintahan  tdak
dimungkinkan masuknva pihak ketga sebagai pihak

berperkara atau pihak Intervensi”. Padahal Pasal 83 UU
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Peratun memberikan kesempatan kepada pihak ketiga
(intervensi).

b. Pasal 18 PERMA Nomor 8 Tahun 2017 menvatakan
“Putusan Pengadilan atas penennmaan Permohonan bersifat
final dan mengikat”. Mengapa tidak dibert ruang melakukan
upava hukum biasa hanva dimungkinkan upava hukum luar
biasa?

c. Bagaimana jka suatu permohonan mendapat putusan
penolakan atau dinvatakan undak dapat ditenma  oleh
Pengadilan, apakah Pemohon dapat mengulang dengan
memperbaiki permohonannva ke Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan, bagaimana jika pejabat menolak atas dasar
ada putusan pengadilan terhadap permohonan tersebut?

d. Keputusan vang ditetapkan sebagar pelaksanaan putusan
PTUN apakah masih bisa dilakukan perubahan,
pencabutan, penundaan, dan pembatalan. Adapun Pasal 2
huruf e UU Peramin menvatakan bahwa KTUN hasil
pemeriksaan badan peradilan dikecualkan sebagai objek
sengketa.

Persvaratan permohonan dianggap dikabulkan secara hukum ada
pada Pasal 53 avat (2) UUAP, vaitu:

a. Permohonan telah diterima secara lengkap oleh pihak vang
berwenang;

b. Batas waktu tertentu atau 10 han kerja terlampaui ndak i
penuln permohonan.

Int persoalan penerapan Prinsip Fikul Positif adalah terdampaumyva
batas wakm kewapiban memenuhi  permohonan vang telah
dinvatakan lengkap.

Pasal 53 avat (4), (5) dan (6) UUAP memberikan kewenangan
kepada PTUN. Apa wrgensi PI'UN dilibatkan untuk mengadili
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persoalan batas wak? sejatinva hanva memerlukan instrumen dava
paksa? Demi kepastian hukum terhadap permohonan vang telah
diterima secara lengkap (materul dan formal) harus diperkuat norma

jamman pemenuhan permohonan oleh aparatur pemerintahan.

Perlu ditegaskan kembali bahwa secara empirik dalam proses
pengajuan oleh warga masvarakat dan/atau  pemohon untuk
mendapat keputusan dan Badan dan/atau Pejabat Pemenntahan,
selalu  didahului  dengan  proses  admimstranf, vaitu  vahdas:
kelengkapan persvaratan administratl dan Pemohon. Kelengkapan
persvaratan administratl dimaksud untuk diterima sebagai dokumen
vang dapat dinvatakan lengkap sebagaimana dipersvaratkan secara
standar untuk pelavanan masvarakat, haruslah memenuhln svarat
format dan materul mengenar objek vang akan diajukan

pL'l'nm}mnan secara transparan.

Saat i, untuk akuntabilitas pelavanan dan persvaratan penmohonan
pelavanan svaratsvarat pelavanan secara umum dapat diakses
melalul media elektronik dan sejenisnva secara terbuka oleh semua
pihak, termasuk Pemohon. Apabila persvaratan administratif
tersebut  terpenuhi  secara lengkap, Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan dapat melanjutkan  fungsinva melakukan tahapan
selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan vang berlaku dan
atau sesual dengan asas-asas pemermtahan vang baik, dengan
penerimaan svarat administranf dalam kode kategon lengkap adalah
dapat dipertanggungiawabkan sesuai Pasal 53 avat (2) Undang-
[Indang Nomor 30 Tahun 2014. Pasal 53 avat (2), berbunw:

“Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan
batas waktu kewajban sebagaimana dimaksud pada avat (1), maka
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau
melakukan putusan dan/atau tindakan dalam wakwu paling lama 10
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(sepuluh) han kepa setelah permohonan diterima secara lengkap
oleh Badan dan/atau Pejabat Pemenntahan”.

Persvaratan administratl” vang dinvatakan lengkap, dalam prakuk
administrast  pemerintahan  selama 11 kata ‘Lengkap’ adalah
terpenuhi semua persvaratan dan udak bermasalah dar persvaratan-
persvaratan dimaksud. Dengan kata lain, persvaratan dmvatakan
lengkap berari persvaratan vang ada, tidak ada lag kaitan dengan
pihak lain secara hukum'™.

Apabila terdapat persvaraian untuk mendapatkan pelavanan darn
Badan dan/atau Pejabat Pemerntahan tentang status kepemilikan
tanah musalnva, maka bukt hak atas tanah tersebut harus
dilampirkan dan ndak dalam keadaan “bermasalah”. Demikian pula
dengan persvaratan admimstranfl lainva. Apabila dalam proses
pemeriksaan dan/atau validast formal dan matenl ditemukan
terdapat ketidaksesuaian atau kategon tidak bersih, maka sudah
tentu Badan udak dapat dilamutkan.

Kelengkapan persvaratan vang telah dinvatakan lengkap oleh Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana ditegaskan pada Pasal
53 avat (2) dan avat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.
Setelah waktu tertentu atau 10 (sepuluh) har kepga memenuhi kritena
prinsip fikuf posiuf, ketika diperiksa PTUN sebagai lembaga
peradilan vang bebas dan mandin bisa saja PI'UN memberikan
putusan penolakan.

" Murtir Jeddawi sebagai ahli pemenntah dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 77/PUU-XV/2017. (Jakarta, Rabu 9 Mei1 2018), hlm 41.
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Keterlibatan PITUN dalam memutus permohonan keputusan hkaf
positil’ justru tdak memamin kepastan hukum bagi permohonan
vang telah dinvatakan lengkap sebab pengadilan dapat memberikan
putusan penolakan permohonan. Pengadilan tidak boleh mengambil
alih fungsi penvelenggaraan pemerintahan™. Fungst PTUN adalah
menvelesaikan konflik antara pemerintah dengan masvarakat akibat
KTUN. Konsep vang digunakan Pasal 53 avat (4) UUAP adalah
Permohonan sedangkan fungsi PI'UN menvelesaikan konflik melahn
Gugatan. Pelibatan pumsan PTUN dalam penerapan prinsip kol
positil tdak membenkan pembeda dengan prinsip hikaf negauf.

" Hakim sebagai suatu perwakilan dan lembaga lain, maka vang dapat
diperiksa atau ditelii hanva segi rechtmatighend saja, dalam 5.F. Marbun, Permadilan
Tam Lsaba Negara, (Yogvakara: Penerbit Liberty, 1988), hlm 7.
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BAB IV
IMPLIKASI HUKUM PENERAPAN PRINSIP FIKTIF POSITIF
YANG MASIH MEMERLUKAN PUTUSAN PENGADILAN
TATA USAHA NEGARA

A. Inkonsistensi Pembagian Kewenangan antara Organ
Pemerintahan dengan Lembaga Peradilan

Pembagian Kekuasaan Negara

Montesquieu dalam bukunva ['Fsprit des Lois, membag kekuasaan
Negara dalam utga kekuasaan, vaitu legislanf, eksekuunl, dan
vudikatl. Legislatif bertugas membuat undang-undang, eksekutl
schagai pelaksanaannva, dan vudikaol sebagar lembaga vang
menegakkan perundang-undangan ketka terjadi pelanggaran™.
Ajaran Montesquieu vang populer dengan istilah trias polizca dalam
ari “separation ol power™”, berlujuan agar masing-masing
kekuasaan tidak bertindak sewenang-wenang karena kekuasaan vang
satu dengan vang lainnva saling mengawasi.

Negara Republik Indonesia oleh para ahl hukum dinvatakan tudak
menganut ajaran (nas polica secara utuh, dalam a1 *separaon of
power”. Soepomo, selaku salah seorang perancang Undang-1ndang
Dasar Negara Republik Indonesia 1945 vang selamjumva disebut
UUD NRI 1945 menvatakan bahwa UUD NRI 1945 memuliki sistem
tersendin vaitu berdasarkan pembagian kekuasaan (dstzbution of

powen sehingga dimungkinkan adanva kena sama antara lembaga-

" Loekman Wiradinata, Kemandimin Kekimsaan Kehakiman, (Jakara:
Yavasan LBH Indonesia, 1989}, hlm 67.

" Timly Asshnddiqie, Perkembangan & Konsolidasi Lembagn Negam Pasca
Reformasi, Cetakan Keduva, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 30.
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lembaga negara. Ini sejalan dengan pernvataan vang dikemukakan
oleh Bagir Manan, bahwa sistemm UUD NRI 1945 vang berlaku
merupakan pembagian kekuasaan (meclhtenverdelling”. Hal
nampak dalam kewenangan pembentukan undang-undang vang
tidak hanva dimonopoh oleh DPR (legislatnl) tetapi harus mendapat

persetuan bersama presiden (eksekunf).

Negara Republik Indonesia sekalipun tdak menganut prinsip arias
politrca, dalam hal wadikanl dianut prinsip kekuasaan kehakiman
vang merdeka, bebas dari campur tangan kekuasaan vang lan.
Bahkan prinsip im menjadi salah sat a1 khas dan prinsip paling
penting dari Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum dan
telah ditegaskan dalam UUD NRI 1945. Kekuasaan kehakiman
vang merdeka, bebas dan campur tangan kekuasaan lamn akan dapat
mewwjudkan cita hukum vang di dalamnva terkandung tga mlai
vakm keadilan (gerechttigheid), kemanlaatan (doelmatgherd), dan
kepastian hukum (rechiszekerherd) seperti vang digambarkan oleh
Gustav Radbruch™.

Kehidupan dalam bermasvarakat agar dapat berjalan dengan terub
dan lancar, maka fungsi hukum sangat diperlukan vaitu mengatur
hubungan antara negara atau masvarakat dengan warganva. Hal
mengakibatkan bahwa tugas hukum adalah mencapair kepastan
hukum dan keadilan dalam masvarakat.

Kepastian hukum mengharmiskan diciptakannva peraturan umum
atau kaidah hukum vang berlaku umum. Prinsip equality before the

Ahmad Mujahidin, Peradihn Satu Amp di Indonesia, (Bandung:
PT.Refika Aditama, 2007), hlm 60,
" Budi Parmono, Penyalibhgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Di
Indonesia; Disertnsi, (Malang Fakulias Hukum UB, 201 1), hlm 60,
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Jaw hanis dikedepankan. Untuk mendapatkan masvarakat vang
hidup aman dan tenteram, maka kaidah hukum harus ditegakkan
dan dilaksanakan. Untuk kepentingan itu, maka kaidah hukum
tersebut harus diketahu sebelumnva dengan past (asas Legalitas)
dan penegakan hukumnva harus dilakukan secara mandm dan
merdeka, bebas dart campur tangan siapa pun juga.

Isulah pemisahan kekuasaan (separaton of powers dan pembagian
kekuasaan (divisions of powen) merupakan dua isulah vang memiliki
pengertian berbeda satu sama lainnva™.

Pemisahan kekuasaan berart kekuasaan negara itu terpisah-pisah
dalam beberapa bagian, baik mengenai organnva maupun fungsinva.
Dengan kata lain, lembaga pemegang kekuasaan negara vang
meliputt lembaga legislatf, eksekutuf dan wvudikaul mermpakan
lembaga vang terpisah satu sama lainva, berdinn sendin tanpa
memerlukan koordnasi dan kerja sama. Setiap lembaga memnjalan
fungsinya masing-masing. Contoh negara vang menganut mekamsme

pemisahan kekuasaan adalah Amerika Serikat.

Berbeda dengan mekanisme pemisahan kekuasaan, di dalam
mekamsme pembagian kekuasaan, kekuasaan negara itu memang
dibagi-bagi dalam beberapa bagian (legislauf, eksekunf dan
vudikauf), etapi udak dipisahkan. Hal i membawa konsekuensi
bahwa di antara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi
atau kenja sama. Mekamsme pembagian um banvak sekali dilakukan
oleh banvak negara di duma, termasuk Indonesia™.

" Mohammad Kusnardi dan Hemmaily Thrahim, Pengunotnr Hukum Tam
Negara Indonesia, (Jakarta: PSHTN FFH UI dan Smar Baku, 1983), hlm 140,
" Thid
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Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di
dalam UUD NRI Tahun 1945. Penerapan pembagian kekuasaan di
Indonesia terdi atas dua bagian, vaitu pembagian kekuasaan secara
horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal™.

. Pembagan kekuasaan secara horizontal

Pembagian kekuasaan secara horizontal vaitu pembagian kekuasaan
menurut fungst lembaga-lembaga tertentu (legislaul, eksekuul dan
vudikauf). Berdasarkan UUD NRI 1945, secara horizomal
pembagian  kekuasaan negara di  lakukan pada ungkatan
pemerintahan pusat dan pemenntahan daerah.

Pembagian kekuasaan pada ungkatan pemermtahan pusat
berlangsung antara lembaga-lemmbaga negara vang sederajat.
Pembagian kekuasaan pada ungkat pemenntahan pusat mengalam
pergeseran  setelah  tepjadinva  perubahan UUD  NRI 1945,
Pergeseran vang dimaksud adalah pergeseran klasifikast kekuasaan
negara vang umumnva terdin atas uga jems kekuasaan (legislauf,
eksekutil' dan vudikaul) menjadi enam kekuasaan negara™, vaitu:

I. Kekuasaan konstitutif, vaitu kekuasaan untuk mengubah dan
menetapkan  Undang-Undang  Dasar.  Kekuasaan 1
dijalankan oleh Majelis Permusvawaratan Rakvat sebagaimana
ditegaskan dalam Pasal 3 avat (1) UUD NRI 1945 vang
menvatakan — bahwa  Maelis  Permusvawaratan  Rakvat
berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang
Dasar.

2. Kekuasaan eksekutf, vaitu kekuasaan untuk memalankan
undang-undang dan penvelenggaraan pemenntahan Negara.

Kekuasaan  im  dipegang  oleh  Presiden  sebagaimana

" Teuku Saiful Bahri Johan, Hukum Tam Nemm don Hukum
Administrasi Negum Dalim Tammn Reformasi Ketntanegaman Indonesia,
(Yogvakarta: Deepublish-C'V Budi Utama, 2018), hlm 274.

" Thedd, hlm 275-276.
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J.

0.

ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945 vang
menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang
ke kuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
Kekuasaan legislauf, vaitu kekuasaan untuk membentk
undang-undang. Kekuasaan in1 dipegang oleh  Dewan
Perwakilan Rakvat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20
avat (1) UUD NRI 1945 vang menvatakan bahwa Dewan
Perwakilan  Rakvat  memegang kekuasaan  membentuk
undang-undang.

Kekuasaan vudikauf atau disebut kekuasaan kehakiman, vaitu
kekuasaan — untuk  menvelenggarakan  peradilan  guna
menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan im dipegang
oleh  Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 avat (2) UUD NRI
1945 vang menvatakan  bahwa Kekuasaan  kehakiman
dilakukan oleh sebuah  Mahkamah Agung dan  badan
peradilan  vang berada di bawahnva dalam hngkungan
peradilan umum, lingkungan peradilan agama, hngkungan
peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan
oleh sebuah Mahkamah Konsttusi.

Kekuasaan  eksaminaul/inspekaf, vain  kekuasaan vang
berhubungan dengan penvelenggaraan pemenksaan atas
pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara.
Kekuasaan 1mm dyalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 I avat (1) UUD NRI
1945 vang menvatakan bahwa untuk memenksa pengelolaan
dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu
Badan Pemeriksa Keuangan vang bebas dan mandin.
Kekuasaan moneter, vaitu kekuasaan untuk menetapkan dan
melaksanakan kebpakan moneter, mengatur dan menjaga
kelancaran sistem pembavaran, serta memelihara kestabilan
nilai mupiah. Kekuasaan i dyalankan oleh Bank Indonesia

selaku bank sentral di Indonesia sebagaimana ditegaskan
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dalam Pasal 25D UUD NRI 1945 vang menvatakan bahwa
negara memiliki suatu bank sentral vang susunan, kedudukan,
kewenangan, tanggung jawab, dan mdepedensinva diatur
dalam undang-undang.
Pembagian kekuasaan secara hornzontal pada tngkatan
pemerintahan daerah berlangsung antara lembaga-lembaga
daerah vang sederajat, vaim antara Pemenntah Daerah
(Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah) dan  Dewan
Perwakilan Rakvat Daerah (DPRD). Pada ungkat provinsi,
pembagian  kekuasaan berlangsung antara  Pemenntah
provinsi (Gubernur/wakil Gubernur) dan DPRD provinsi.
Sedangkan pada ungkat kabupaten/kota, pembagan
kekuasaan berlangsung antara Pemerintah Kabupaten/Kota
(Bupatywakil Bupatu atau Walikota/wakil Walikota) dan
DPRD kabupaten/kota.
2. Pembagian kekuasaan secara vertikal
Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagan
kekuasaan menumt tingkatnva, vaitu pembagian kekuasaan antara
beberapa tingkatan pemerintahan™. Pasal 18 avat (I) UUD NRI
1945 menvatakan bahwa Negara Kesatuan Republk Indonesia
dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provins: itu dibag
atas kabupaten dan kota, vang tap-tiap provinsi, kabupaten, dan
kota itu mempunvai pemerintahan daerah, vang diatur dengan

undang-undang.

Pembagian kekuasaan secara vertkal di negara Indonesia
berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah
(pemenntahan provinsi dan pemermntahan kabupaten/kota). Pada
pemerintahan daerah berlangsung pula pembagian kekuasaan secara

Y Thied, hlm 276,
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vertikal vang ditentukan oleh pemerntahan pusat. Hubungan antara
pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota terjalin
dengan koordinasi, pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintahan
Pusat dalam bidang administrasi dan kewilavahan.

Pembagan kekuasaan secara vertikal muncul sebagar konsekuensi
dan diterapkannva asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Dengan asas tersebut, Pemerintah Pusat menverahkan
wewenang pemerintahan  kepada pemerintah  daerah  otonom
(provinsi dan kabupaten/kota) untuk mengurus dan mengawr sendir
urusan pemerintahan i daerahnya, kecuali urusan pemerintahan
vang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, vaitu kewenangan vang
berkaitan dengan politk luar negen, pertahanan, keamanan, vustisi,
agama, moneter dan fiskal. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 18
avat (5) UUD NRI 1945 vang menvatakan Pemermtah daerah
menjalankan otonom seluas-luasnva, kecuali urusan pemerintahan
vang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemenntah
Pusat.

Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai Pelaksana Kekuasaan
Kehakiman

Kekuasaan Kehakiman di Indonesia diatur dalam UUD NRI 1945
vaitu Pasal 24 A, Pasal 24 B, Pasal 24 C, Pasal 25. Kekuasaan
Kehakiman dalam Pasal 24 UUD NRI 1945 dinvatakan sebagai
kekuasaan vang merdeka untuk menvelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan, vang pelaksanaannva dilakukan
oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan vang berada di
bawahnva vang terdin dan 4 (empat) hingkungan peradilan, vaitu
hngkungan  peradilan  uwmum, lingkungan peradilan agama,
hingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha
Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Penggunaan istilah
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peradilan menurut Sjachran Basah™, menunjuk kepada proses untuk
membertkan  keadilan  dalam  rangka menegakkan hukum,
sedangkan badan atau wadah vang memberikan peradilan disebut

dengan 1stulah pengadilan.

Perubahan UUD NRI 1945 memang membawa perubahan dalam
kehidupan ketatanegaraan Indonesia, selam penegasan bahwa
Indonesia adalah negara hukum, khusus dalam pelaksanaan
kekuasaan kehakiman ditegaskan pula bahwa kekuasaan kehakiman
dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan
vang berada di bawahnva dalam lingkungan peradilan umum,
lingkungan peradilan agama, lngkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah

Konstusi.

Ada 2 (dua) hal penting dalam muatan Pasal 24 avat (2) UUD NRI
1945, pertama, mengenai pelaku kekuasaan kehakiman, vang secara
tegas dinvatakan dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
sebuah Mahkamah Konstutsi. Aedua, khusus untuk pelaksanaan
kekuasaan kehakiman vang dilakukan oleh Mahkamah Agung,
secara legas dinvatakan dilaksanakan pula oleh badan peradilan
vang berada di bawahnva vang dibagi memadi 4 (empat) lingkungan
peradilan, vang oleh Ahmad Mujahidin™, disebut dengan sistem
peradilan satu atap mult vurisdikst (ene roof” mult jurisdiction

systern).

Kekuasaan kehakiman sebelum amandemen hanva dilakukan oleh
sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut
undang-undang, vang susunan dan kekuasaan badan-badan

" Sjahran Basjah, Eksistensi dan Tolok Ukur....Op. Git., him 25-26.
" Ahmad Mujahidin, Peradilin Satie..Op. Cit, hlm 1.
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kehakiman i diatur dengan undang-undang. Artinva UUD NRI
1945 sebelum di amandemen tdak menentukan secara tegas berapa
jumlah badan kehakiman (peradilan) di Indonesia. Berbeda dengan
UUD NRI 1945 vang telah di amandemen, kekuasaan kehakiman
jelas diatur dalam Pasal 24 UUD NRI 1945.

Penegasan mengenai keberadaan empat lingkungan peradilan di
bawah Mahkamah Agung kembal ditegaskan dalam Undang-
Undang Kekuasaan Kehakiman vang terbaru, vaim Undang-Undang
No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahkan disertai
dengan uraian kewenangan absolut dart masing-masing lingkungan
peradilan tersebut. Pasal 25 Undang-Undang No. 48 Tahun 20009,
menvatakan badan peradilan vang berada di bawah Mahkamah
Agung meliputt badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum,
peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

Peradilan  umum  dibennkan  kewenangan untuk memenksa,
mengadili, dan memutuskan perkara pidana dan perdata. Sementara
iu, kewenangan untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan
menvelesalkan perkara antara orang-orang vang beragama Islam
diberikan kepada peradilan agama. Sedangkan Peradilan Militer
dinvatakan berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus
perkara undak pidana militer, dan vang terakhir, PI'UN diberikan
wewenang  untuk  memerksa,  mengadili,  memuwms, dan
menvelesailkan sengketa TUN. Semua kewenangan vang diberikan
kepada masing-masing lingkungan peradilan vang berada di bawah
Mahkamah Agung dilakukan sesuair dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan™.

Lihat ketenman Pasal 25 avat {(2) sampai dengan avat (5) Undang-1ndang
No. 48 Tahun 2009 tentang Keknasaan Kehakiman.
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Kewenangan 4 (empat) lingkungan peradilan vang berada di bawah
Mahkamah Agung dengan kekuasaan wvurisdiksi  menerima,
memenksa, memutus, dan menvelesaikan suatu perkara vang
digjqukan kepadanva lazim dikenal dengan sebutan kompetensi
(kewenangan mengadih)™. Kompetensi berasal darn bahasa latin,
competentia vang berarti apa vang menjadi wewenang seseorang™,
atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan competentie vang
kadang diterjemahkan  dengan  kewenangan dan  kekuasaan™.
Menurmut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi onfine,
kompetensi  diartkan sebagai kewenangan (kekuasaan) untuk

menentukan (memutuskan sesuatu)™.

Kompetenst peradilan dibagt memadi 2 (dua) macam, vaitu
kompetensi relaul’ dan kompetenst absolut. Menurut  Sudikno
Mertokusumo™, kompetensi relauf adalah pembagian kekuasaan
kehakiman (distribusit kekuasaan kehakiman) atau wewenang nisbi
hakim vang berkaitan dengan wilavah hukum suam pengadilan.
Kompetenst absolut adalah wewenang badan pengadilan dalam
memenksa jems perkara tertentu vang secara mutlak ndak dapat
diperiksa oleh badan pengadilan lain, baik dalam lingkungan
peradilan vang sama (pengadilan negeri, pengadilan tinggl)) maupun
dalam peradilan lamn.

" 2. Sangadj, Kompetensi Badnn Perudilan Umum dan Peradilhn Tam
Usaba Negam Dakim Gugninn Pembambin Sertifikat Tanah (Bandung: PT.
Citra Aditva Bakn, 2003), hlm 3.

" Sjahran Basjah, Eksistensi dan Tolak...Op. Cit, hln 65,

" H.A.Basiq Jalil, Pemdilan Isdam, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm 202,

" Konmus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, Kamus versi online,
kbbweb.ad/kompetens diunduh 25/10/2018, pukul 17.00 WIB

* Sudikno Menokusumo, Hukum Acara Perdata Indomesia, (Yogyvakarta:

Liberty, 1988), hlm 57-535.
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S.F. Marbun™ lebih sederhana mendefinisikan kompetensi relanf
sebagar kompetensi pengadilan ditenukan berdasarkan wilavah
hukum vang memadi wilavah kewenangannva. Kompetensi absolut
dihubungkan dengan kompetensi suatu  pengadilan untuk satu
sengketa menurut objek ataun matert atau pokok sengketa. Berbeda
lagi dengan apa vang disampaikan oleh Eko Sugitario dan Tjondro
Tirtamulia” vang membag kewenangan mengadili dalam:
|. Kekuasaan kehakiman awbust (aaibutge van  rechi-

smach),

Kekuasaan mutlak atau kompetens: absolut sebagai

kewenangan badan pengadilan untuk memenksa jems

perkara tertentu vang secara mutlak undak dapat

diperiksa oleh pengadilan lain.

2. Kekuasaan kehakiman distribust (dseribuge van rechi-

smachy,

Kewenangan msbi atau kompetensi relaul  sebagai

kewenangan badan pengadilan untuk memeriksa sesuai

dsds dcolor .‘.'vr;mui'm' forum  rei (vang berwenang

pengadilan tempat kedudukan tergugat).
Kompetenst relaul’ secara sederhana dapat dinvatakan bahwa
kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara berdasarkan
wilavah hukumnva. Sedangkan kompetensi absolut merupakan
kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut
objek, maten atau pokok perkaranva.

Kompetensi  Absolut, vang juga dinamakan dengan Awibusi
Kekuasaan vaitu semua kewenangan mengadili suatu  perkara
menurut - objek  atau  matert atau  pokok sengketa, biasanva

“ 8.F. Marbun, Peradifan Administrast,.., Op.Cit., him 217.
" Fko Sugitario, Tjondro Titamulia, Hukum Acam Peradilin Tam Usaba
Negara, (Surabava: Brilian International, 2012}, hlm 13,
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ditvangkan dalam suatn  undang-undang, sedangkan isulah
Kompetensi  Relaual, vang juga dinamakan dengan Distribusi
Kekuasaan vaitu semua ketentuan tentang pembagian kekuasaan
antara badan-badan pengadilan dan tnap-tiap jenis pengadilan, atau
berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu
perkara menurut wilavah hukumnva™.

Pengetahuan tentang kompetensi im (absolut dan relauf) di bidang
Peradilan memegang peranan vang amat penting dan sangat
menentukan sekali, akibat ketdakmengertian seseorang dalam hal
objek dan maten vang harus dipenuhi untuk mengajukan gugatan,
maka berakibat gugatannva dinvatakan ndak dapat diterima oleh
pengadilan, karena terdapat kesalahan-kesalahan tersebut, untuk itu
perlu  diketahu hal-hal apakah vang merupakan wewenang
(kompetensi) dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

1. Kompetensi Absolut PI'UN

Pasal | buur 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 memberikan
batasan tentang kompetensi absolut sebagai benkut: sengketa tata
usaha negara adalah sengketa vang umbul dalam bidang tata usaha
negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau
pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai
akibat dikeluarkannva KTUN, termasuk sengketa kepegawaian
berdasarkan peraturan perundang-undangan vang berlaku.

Menurnut ketentuan tersebut di atas, nampak bahwa vang memadi
pokok sengketa i peradilan tata usaha negara adalah akibat
dikeluarkannva KTUN, sedangkan vang dimaksud dengan KTUN
dapat dilihat pada Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 5 Tahun
1986 vakni, KTUN adalah suatu penetapan tertulis vang dikeluarkan
oleh badan atau pejabat tata usaha negara vang bersi tindakan

" S.F. Marbun, Peradilan Administrasi..., Op. Cit, hlm 217,
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hukum tata usaha negara vang berdasarkan peraturan perundang-
undangan vang berlaku, vang bersifat konkret, ndividual dan final
vang menimbulkan akibat hukum bag seseorang atau badan hukum
perdata.
2. Flemen-Elemen Kompetenst Absolut PI'UN
KTUN merupakan kompetenst absolut  PTUN. Untuk
memahami kompetenst absolut PIUN perlu kiranva memahami
elemen-elemen atau unsur-unsur pokok dar suatm kompetensi
pengadilan, vang dapat dilihat dan rumusan undang-undang. Adapun
elemen-elemen kompetens: absolut PIUN adalah:
1) Penetapan Tertulis
Menurut penjelasan Pasal 1 angka 3. iwsulah penetapan
tertulis tidak menunuk kepada benmk penetapan tersebut,
melainkan lebih menitikberatkan kepada 1s1.
Pengertian  tertulis  sebenarmmva  memilki  amti untuk
memudahkan dalam hal pembuktian di pengadilan saja,
oleh karena itu sebuah memo atau nota sam, apabila
dipandang sudah memenuhi persvaratan tertulis tersebut,
artinva sudah jelas badan atau pejabat tata usaha negara
mana vang mengeluarkannva, maksud serta mengenai hal
apa 1si tubsan 1tu dibuat serta kepada siapa tuhisan tersebut
dityjukan dan apa vang ditetapkan i dalamnva, maka sudah
dianggap sebagai keputusan tertulis.
2) Keputusan Tata Usaha Negara harus dibuat oleh Pejabat
Tata Usaha Negara vang berwenang
Suatu keputusan vang dibuat oleh vang udak mempunvai
kewenangan dapat mengakibatkan keputusan  tersebut
menjac batal.
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Menurut P.M. Hadjon™, udak berwenangnva seseorang

(onbevoegherd) dalam lingkup kompetens: jabatan dapat

berupa:
- Tidak berwenang vang bersifat materul vaitu seorang pejabat vang
mengeluarkan keputusan tentang suatu materi vang sebenarnva
mater: tersebut bukan merupakan wewenang dart pejabat vang
bersangkutan.
- Tidak berwenang vang ditinjau dari segi wilavah atau tempat
dimana  wewenang 1tlu  seharusnva  dapat  diperlakukan
(onbevoegdherd ratione focus).
- Tidak berwenang dittmjau dan segt wakiu (onbevoegdherd ratione
temporis), vaitu berlakunya atau dikeluarkannva suatm keputusan
vang menvimpang dari wakiu vang seharusnya diperhankan.
Akibat dikeluarkan suatu keputusan vang udak didasarkan alas
wewenang vang svah merupakan suatu hal vang sangat fatal sekal,
kecual apabila sebelumnva memang sudah ada pendelegasian
wewenang. Unsur illegalitas suam keputusan atas dasar udak adanva
wewenang dapat dipergunakan oleh hakim admimstrasi untuk
dibatalkan karena jabatannva, artinva sekalipun para pihak vang
berperkara 1tu tdak mengaukan atau udak mengemukakannva
dalam permohonannva sebagai salah satu alasan pembatalan,
namun apabila dar hasil pemeriksaan diperoleh kenvataan bahwa
keputusan vang bersangkutan dikeluarkan tanpa dasar wewenang
vang sah, maka hakim admimsuasi dapat membatalkannva atas
misiatif sendm tanpa diminta.

3) Penetapan bensi tindakan hukum dalam bidang Tata Usaha
Negara
Maksud dan mjuan dikeluarkannva keputisan adalah untuk
mengadakan perubahan di bidang hukum  adminstras

" Philipus M.Hadjon, Op. Cit, hlm 132.
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negara. Dar segi akibat hukum vang ditmbulkan oleh
adanva keputusan dapat bersifat posiuf, dan dapat pula
bersilat negaul.

1) Keputusan tersebut harus berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan vang berlaku.

5) Keputusan tersebut harus bersifat konkret, individual dan
final.

6) Keputusan tersebut menimbulkan akibat hukum bag
seseorang atau badan hukum perdata.

3. Pembatasan Terhadap Kompetensi Absolut PTTN

Tidak semua heschikking vang telah memenuhi unsur-unsur sebagai
tersebut di atas sudah dapat digjukan kepada Pengadilan Tata
Usaha Negara untuk dimmtakan pembatalannya karena dianggap
telah merugikan seseorang atau badan hukum perdata, karena
terdapat keputusan-keputsan tertentu vang tdak dapat digugat
melalu Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dalam Undang-Undang PTUN dikenal beberapa pembatasan
terhadap kompetens: PI'UN vang dapat diyelaskan sebagai berikut:

1) Langsung

Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang No. 5 Tahun
1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004. Keputusan vang tudak
termasuk wewenang PT'UN, Yaiu:

- KTUN vang merupakan perbuatan hukum perdata.

- KTUN vang merupakan pengaturan vang bersifat umum.

- KTUN vang masih memerlukan persetujuan.

- KTUN vang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana.

155




- KTUN vang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan

peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

vang berlaku.

- KTUN mengenai tata usaha 'T'NL

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di

daerah mengenai hasil pemilihan umum.

Demikian juga menurut Pasal 49, pengadilan odak berwenang

memernksa, memutus dan menvelesaikan sengketa tata usaha negara

tertentu dalam hal KT'UN vang disengketakan itu dikeluarkan:

- Dalam waktu perang, keadaan bahava, keadaan bencana alam

atau keadaan luvar biasa vang membahavakan berdasarkan

peraturan perundang-undangan vang berlaku.

- Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan  umum

berdasarkan peraturan perundang-undangan vang berlaku.

2) Pembatasan Langsung vang Bersifat Sementara

Pembatasan langsung vang bersilat sementara im berlaku bag

sengketa tata usaha negara vang sedang diadili oleh Peradilan Umum

pada saat berlakunva PTUN menurut Pasal 142 avat (1) vang secara

langsung mengatur masalah sengketa tata usaha negara vang pada

saal terbentuknva pengadilan menurut UL im belum diputus oleh

pengadilan di lingkungan Pengadilan Umum tetap diperiksa dan

diputus oleh Pengadilan Umum. Dalam hal ini udak terbuka sama

sekali PTUN untuk memenksa perkara vang masih dalam

penanganan Peradilan Umum.

3) Pembatasan Tidak Langsung

Pengadilan Tata Usaha Tingkat banding untuk memeriksa dan

memutus sengketa adminmstrasi, dengan ketentuan bahwa seluruh

upava admimstrasi vang tersedia untuk itu telah ditempubh.

Pasal 48 UndangUndang No. 5 Tahun 1986 menvebutkan:

- Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diben
wewenang oleh atau berdasarkan  peraturan  perundang-
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undangan untuk menvelesaikan secara admmistanl sengketa
fata usaha negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara
tersebut harus diselesatkan melaln upava adminstrasi vang
tersedia.

- Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diben
wewenang  oleh  atau  berdasarkan  peraturan  perundang-
undangan untuk menvelesaikan secara administrasi sengketa tata
usaha negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut
harus diselesaikan melalui upava administraul vang tersedia.

- Pengadilan  baru  berwenang memeriksa, memutus, dan

menvelesailkan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud

dalam avat (1) jika seluruh upayva adminstrauf vang bersangkutan
telah digunakan.

Peradilan Tata Usaha Negara vang selamumva disebut PTUN
dikenal juga sebagai Peradilan Administrasi Negara dipandang
sebagai peradilan khusus™, dalam arti peradilan vang hanva diberi
kewenangan untuk menvelesaikan sengketa vang muncul dibidang
TUN atau admimstrast pemernntahan dan  kepegawaian atau
sengketa vang terjadi antara pejabat admmistrast dengan seseorang
atau badan hukum perdata sebagar akibat dikeluarkannva
keputusan.

PTUN diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang
PTUN (LNRI Tahun 1986 No. 77) sebagaimana telah beberapa kali
diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang
Perubahan atas Undang-l ndang No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN
(LNRI Tahun 2004 No. 35) dan Undang-Undang No. 51 Tahun
2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun

" Lihat ketentuan Pasal 144 UndangsUndang PTUN
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1986 tentang PTUN (LNRI Tahun 2009 No. 160). Dalam undang-
undang i diatur susunan, kekuasaan, hukum acara, dan kedudukan
hakim serta tata kerja administrasi pada Pengadilan Tata Usaha
Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Kekuasaan
kehakiman di lingkungan PTUN dilaksanakan oleh™:

- Pengadilan Tata Usaha Negara

- Pengadilan Tingg Tata Usaha Negara

Pengadilan Tata Usaha Negara mempakan Pengadilan Tingkat
Pertama dan Pengadilan Tinggr Tata Usaha Negara merpakan
Pengadilan Tingkat Banding. PTUN sebagai pelaksana kekuasaan
kehakiman berpuncak ke Mahkamah Agung. Pengadilan Tata
[saha Negara berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah
hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan Tingg Tata
UUsaha Negara berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah
hukumnva meliputi wilavah provinsi”™. Pembentukan Pengadilan
Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinger Tata Usaha Negara
dilaksanakan secara benahap dengan memperhatkan dan
mempertimbangkan berbagai faktor baik vang bersifat teknis

maupun non teknis.

Kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah
memenksa, memutus, dan menvelesaikan sengketa Tata Usaha
Negara di tingkat pertama bagi rakvat pencari keadilan™. Sengketa
Tata Usaha Negara adalah suatu sengketa vang tmbul dalam hidang
Tata Usaha Negara antara orang-orang atau badan hukum perdata
dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat

" Fko Sugitario, Tjondro Titamulia, Hukum Acam Pemdilan...Op. Cit.
hlm 1.5.

" Lihat ketentuan Pasal 6 angka (1), (2) Undang-Undang No. 9 Tahun
FEN

" Lihat Ketentuan Pasal 4 UNdangUndang No. 9 Tahun 2004, Pasal 5
IUndang-1ndang Nao. 5 Tahuan 1986,
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maupun i daerah, sebagai akibat dikeluarkannva KTUN termasuk
sengketa  kepegawaian  berdasarkan  peraturan  perundang-
undangan™. Sedangkan vang dimaksud dengan K'TUN berdasarkan
ketentuan dalam undang-undang vang sama, vaitu:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis vang
dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara vang berisi
tindakan hukum Tata Usaha Negara vang berdasarkan peratran
perundang-undangan vang berlaku, vang bersifat konkret, individual,
dan [inal, vang memmbulkan akibat hukum bagi seseorang atau
badan hukum perdata™".

Pengertan KTUN dalam Undang-Undang PTUN 1m kemudian
mengalami pergeseran makna sememak lalimva Undang-Undang
No. 30 Tahun 2014 tentang Administrass Pemermtahan (LNRI
Tahun 2014 No. 292) dimana berdasarkan Pasal 87 Undang-
Undang No. 30 Tahun 2014, KTUN dimaknai sebagai:
a. Penetapan tertulis vang juga mencakup tindakan fakual
b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat TUN  dilingkungan
eksekuuf, legislauf, vudikaul, dan penvelenggara negara
lainnva.
c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB
d. Bersifat final dalam aru lebih luas (mencakup keputusan
vang diambil alih oleh atasan pejabat vang berwenang).
e. Keputusan vang berpotensi memmbulkan akibat hukum
dan/atau
[. Keputusan vang berlaku bagi warga masvarakat™.

" Lihat ketentuan Pasal | angka 4 Undang1ndang No. 5 Tahun 1986,
" Lihat Ketentuan Pasal | angka (3) Undang-1Tndang No. 5 Tahun 1986,
" Lihat ketentuan Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014.
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Khusus untuk sengketa kepegawaian, udak bisa langsung ditangan
oleh PI'UN karena terdapat suatu proses vang harus dilaln sebelum
sengketa kepegawaian diperiksa dan diputus oleh PTUN vang
prosesnva mirip dengan proses peradilan namun dilakukan oleh
suatu im atau oleh seorang pejabat vang disebut peradilan semu
(quasirechtspraak)”. Peradilan kepegawaian di sini merupakan
serentetan prosedur adminstrasi vang dapat ditempuh oleh pegawai
negeri, apabila vang bersangkutan merasa udak puas atau keberatan
atas suatu tundakan atau keputusan vang dilakukan atasannva
(pejabat vang berwenang) vang merupakan kepentingannya atau
dikenal juga dengan 1sulah upava admimstrasi, vang bentuknva bisa
berupa banding administratif dan keberatan™.

Upava admimstraul  tersebut  hamus  ditempuh  sebelum  vang
bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke PI'UN, dimana mgas
dan wewenang untuk memeriksa, memutus dan menvelesaikan di
tingkat pertama sengketa 'T'UN vang disediakan upava administranf
adalah Pengadilan Tinggi TUN, dan masth bisa dimintakan kasasi™.
Namun berdasarkan ketentuan Pasal 76 avat (3) jo. Pasal 1 angka
(18) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Admimstras:
Pemerintahan, gugatan terkait penvelesaian upava administrasi vang
tidak memuaskan warga masvarakat dapat diajukan ke Pengadilan
(dalam hal im Pengadilan TUN), sehingga terdapat disharmonisasi
hukum antara keduanva™, vang tentunva akan memadi kapan

tersendin vang sangat menarnik.

" Tiiek Triwulan T. dan Ismu Gunadi Widodo, Hukum Tam Usaha
Negana....Op. Cii, hlm 580.

" Il hlm S80 -581.

" Lihat ketenan Pasal 51 avat (2) dan avar (3) Undang-Undang No. 5
Tahun 1986,

" Sudarsono, Upaya Adminstrasi (UA) Pada UU RI No. 30 Tuhun 2014
tentung Administrasi Pemerntahan, Makalah disampaikan dalam Collgium
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Sememak lahimva Undang-U'ndang No. 30 Tahun 2014 tentang
Administrast Pemermtahan, kewenangan absolut Pengadilan TUN
bertambah. Pasal 21 avat (1) jo. Pasal | angka 18 Undang-Undang
No. 30 Tahun 2014 tentang Admimstrasi Pemerintahan, menvatakan
bahwa Pengadilan TUN berwenang untuk menerima, memenksa,
dan memutuskan ada atau udak adanva unsur penvalahgunaan
wewenang dalam keputusan dan/atau undakan vang dilakukan oleh
Pejabat  Pemenntahan. Tetapt Mahkamah Agung kemudian
membatasi wewenang i hanva terhadap keputusan dan/atau
tindakan Peabat Pemerintahan vang belum diproses pidana dan
telah ada hasil pengawasan APIP™.

Hukum acara PTUN mengikutt hukum acara vang diatur dalam
Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9
Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 vang diatur
pada Bab IV mulai dan Pasal 53 sampai dengan Pasal 132 vang di
dalamnva mengatur tentang gugatan, tata cara pemeriksaan ditingkat
pertama, tala cara pembuktian, putusan pengadilan, ganti rugi,
rehabilitasi, pemeriksaan ditingkat banding, pemeriksaan ditingkat
kasasi, dan pemnjauan kemball. Sedangkan hukum acara untuk
memperoleh putusan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI
No. 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh
Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan
Keputusan Dan/Atau  Tindakan Badan Dan/Ataun Pejabat
Pemermtahan. Menurut Indroharto, vang selalu menjadi pokok

Membedah Undang-I'ndang No. 30 Tahun 2014 tentang  Administrasi
Pemenntahan, Garden Palace Surabava, tanggal 5 Jum 2015, hlm.2

" Lihat Ketentuan Pasal 2 Peratwan Mahkamah Apung RI No. 4 Tahun
20015 tentang Pedoman Beracara Dalam Pemilaian Penvalahgunaan Wewenang.
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permasalahan Tata Usaha Negara adalah mengenai sah udaknva

penggunaan wewenang Badan pemerintahan atau pejabat TUN

L+

Proses beracara di PI'UN, pada awal proses dimulai dengan surat

gugatan dan di akhirt dengan pelaksanaan putusan pengadilan vang

memperoleh kekuatan hukum tetap, vang pemerksaannva dapat

dilakukan melalm acara hasa dan bukan acara biasa™. Dengan

demikian, berkaitan dengan Hukum Acara Formil pada umumnva
dapat dibagi menjacdh tga macam, vaitu acara cepat, acara singkat,

dan acara biasa.
Garis besarnva Bab IV mengatur tentang Hukum Acara tentang:

l.

Acara biasa i tungkat pentama, (Pasal 53 sampai dengan
Pasal 121), sekelumit tentang ketentuan acara diningkat
banding (Pasal 122 sampai dengan Pasal 130) dan kasasi
(Pasal 131) serta acara luar biasa tentang peninjauan
kembali (Pasal 132).

. Selama bepgalannva prosedur biasa tersebut ditingkat

pertama dapat terjadi penerapan acara singkat atau acara
pemutusan pokok gugatan secara sederhana vang diterapkan
oleh Ketua Pengadilan (Pasal 62 avat (1) dan (2)) dan oleh
Majelis vang memutus gugatan perlawanan vang diajukan
terhadap penetapan Kewa Pengadilan tersebut (Pasal 62
avat (4)).

3. Acara cepat vang diatur dalam Pasal 98.

. Acara mengenai pemutusan tentang permohonan khusus

seperti permohonan unmk beracara dengan cuma-cuma dan

permohonan untuk penundaan pelaksanaan keputsan vang

(£

Indrohano, Usaba Memabami Undangundang tentnng Perdibhn Tam

Usaha Negara, Buku IT, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,1994), hlm.25
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Titilk Triwulan T dan Ismu Gunadi Widodo, Hukbum Tatn Usaba

Negura...Op. CGit, him. 629.
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sedang digugat sampai diperolehnva putusan pengadilan

vang berkekuatan tetap™.
Secara gans besar proses terib beracara menurut acara biasa dapat
dibagi atas undakan sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan dan
pada pemenksaan di (muka) sidang pengadilan, dengan beberapa
tahapan vang harus dilalu:
A. Penelinan Admuinistrasi
Penelitan Administrast dilakukan oleh Kepaniteraan, merupakan
tahap pertama untuk memerksa gugatan vang masuk dan telah
didaftar  serta  mendapat nomor register  vaitu  setelah
Penggugat/’kuasanva  menvelesatkan  admimstrasinva  dengan
membavar uang pamar perkara. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986
jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 udak menentukan secara
tegas pengaturan tentang penelitan segr admimstrast terhadap
gugatan vang telah masuk dan didaltarkan dalam register perkara di
Pengadilan, akan tetapn dan ketentuan Pasal 62 avat (1) hurul b
Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun
2004 vang antara lan  menvatakan, “Svarat-svarat gugaltan
sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 56 udak terpenuhi oleh
penggugal sekalipun 1a telah dibernahukan dan dipenngatkan”.
Dalam Surat Fdaran MA No. 2/1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986
diatur mengenai Penehtan Administrasi. Petgas vang berwenang
untuk melakukan penelinan admimstrasi adalah Pamtera,Wakil
Pamtera, Pamtera Muda Perkara sesuar pembagian tugas vang
diberikan.

" Indroharto, Usaha Memahami..Op. Cit, him 66.
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Pada setnap swrat gugatan vang masuk haruslah segera dibubuli
stempel dan @nggal pada sudut kin atas halaman pertama vang
menunjuk mengenat:

I. Diterimanva surat gugatan vang bersangkutan.

2. Setelah segala persvaratan dipenuhi dilakukan pendaltaran
nomor perkaranva setelah membavar pamjar biava perkara.

3. Perbaikan formal surat gugatan (jika memang ada).

4. Surat gugaian tdak perlu dibubuhi materai tempel, karena

hal tersebut ndak disvaratkan oleh undang-undang.

5. Nomor Register perkara i PI'TUN harus dipisahkan antara
perkara tingkat banding dan perkara vang digjukan ke
PTTUN sebagai nstansi tingkat pertama (v1de Pasal 51 aval
(3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986).

6. Kepala surat memuat alamat kantor PI'UN atau PI'TUN
harus ditulis secara lengkap termasuk kode posnva walaupun
mungkin kotanva berbeda. Tentang hal i harus disesuaikan
dengan penvebutan vang telah ditentuikan dalam Undang-
[Undang No. 19 Tahun 1960, Keppres No. 52 Tahun 1990.

a. Identitas Penggugat hams dicantumkan secara lengkap dalam

sural gugatan sebagaimana vang ditentukan dalam Pasal 56 Undang-

[ndang No. 5 Tahun 1986.

b. Untuk memudahkan penanganan kasus-kasus dan  demu

keseragaman maodel surat gugatan hams disebutkan terlebih dahulu

nama dar pithak Penggugat pribadi (in person) dan baru disebutkan
nama kuasa vang mendamping, sehingga dalam register perkara
akan tampak jelas siapa pihak-pihak vang berperkara senvatanva.

¢. Penelinan administrats: supava dilakukan secara formal tentang

bentuk dan isi gugatan sesuai Pasal 56 dan ndak menvangkut segi

materiill gugatan. Namun dalam tahap 1 Panitera harus
memberikan  petunjuk-petunjuk  seperlunva dan dapat meminita

kepada pihak untuk memperbaiki vang dianggap perlu. Sekalipun
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demikian, Panitera tidak berhak menolak pendaftaran perkara
tersebut dengan dalih apapun juga vang berkaitan dengan mater
augalan.

7. Pendaliaran perkara i ungkat pertama dan banding
dimasukkan dalam register setelah vang bersangkutan
membavar uang muka atau panjar biava perkara vang
ditaksir oleh panitera sesuai Pasal 59 sekurang-kurangnya
sebesar Rp 50.000,00 (ma puluh ribu rupah). Dalam
perkara vang diajukan melalui pos, panitera harus memben
tahu tentang pembavaran uang muka kepada penggugat
dengan diber1 wakm paling lama 6 (enam) bulan bag
Pengeugat tu untuk mememilu dan kemudian diterima di
Kepaniteraan Pengadilan, terhitung sejak  dikirmkannva
sural pemberitahuan tersebut dan uang muka biava perkara
belum ditenma di Kepaniteraan, maka perkara Penggugat
tidak akan didaftar. Walaupun gugatan vang dikinm melaln
pos selama masih belum dipenuhi pembavaran uang muka
biava perkara dianggap sebagai surat biasa, akan tetapi kalau
sudah jelas merupakan surat gugaian, maka harus tetap
disimpan di Kepaniteraan Muda Bidang Perkara dan harus
dicatat dalam Buku Bantu Register dengan mendasar pada
tanggal diterimanva gugatan tersebut, agar dengan demikian
ketentuan tenggang wakt dalam Pasal 55 ndak terlampaun.

8. Dalam hal Penggugat bertempat tinggal jauh dan PTUN
dimana 1a akan mendaltarkan gugatannva, maka tentang
pembavaran uang muka biava perkara dapat ditempuh
dengan cara:

a. Pamar biava perkara dapat dibavarkan melalui PI'UN mana
gugatan diajukan vang terdekat dengan tempat unggalnva. Ongkos
kirim ditanggung penggugat di luar panjar biava perkara.
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b. Pamar biava perkara dikirim langsung kepada PTUN dimana ia
mendaliarkan gugatannva.

a. Dalam hal suat pihak didampingi kuasa, maka bentuk Surat
Kuasa khusus dengan materai secukupnva, dan Surat Kuasa
Khusus vang dibenn cap jempol haruslah  dikuatkan
(waa nnerking) oleh pejabat vang berwenang.

b.  Surat Kuasa Khusus bag pengacara/advokat ndak
perlu dilegalisir.

c. Dalam pemberian kuasa dibolehkan adanva
substitust tetapt dimungkinkan pula adanva kuasa
insidentl.

d. Surat  kuasa udak perlu  didafiarkan  di
Kepaniteraan PTTUN.

9. Untuk memudahkan pemeriksaan perkara selamumva maka
setelah suatu perkara didaltarkan dalam register dan memperoleh
nomor perkara, oleh stal’ kepamteraan dibuatkan resume gugatan
terlebih dahulu sebelum diajukan kepada Ketua Pengadilan, dengan
bentuk formal vang isinva pada pokoknva sebagai berikut :

a. Siapa subjek gugatan, dan apakah penggugat maju sendin
ataukah diwakili oleh Kuasa.

b. Apa vang menjadi objek gugatan, dan apakah objek gugatan
tersebut termasuk dalam pengertian K'TUN vang memenuhi
unsur Pasal 1 angka (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986.

C. Apakah vang menjadi alasan-alasan gugatan, dan apakah
alasan tersebut memenuhi unsur Pasal 53 avat (2) hurut a, b,
dan ¢ Undang-Undang No. 5 Tahun 1986. (Setelah
keluarnva Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 alasan
gugatan mendasarkan pada Pasal 53 avat (2) hurul a dan b
Undang-lndang No. 9 Tahun 2004).
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d. Apakah vang menjadi petitum atau isi gugatan, vaitu hanva
pembatalan KTUN saja, ataukah ditambah pula dengan
tuntutan gant rugl dan/atan rehabilitas.

Penelitan svarat-svarat  formal gugatan, Pamtera atau stal
Kepaniteraan dapat memberikan catatan atas gugatan tersebut,
untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan untuk ditindaklanun
dengan Prosedur Dismussal.

B. Proses Dismissal

Setelah Penelitian Administrasi, Ketua melakukan proses dismissal™,
berupa proses untuk menelin apakah gugatan vang digjukan
penggugat lavak dilanjutkan atau wdak. Pemeriksaan Disimissal,
dilakukan secara singkat dalam rapat permusyawaratan oleh ketua
dan ketua dapat menunjuk seorang hakim sebagai reporteur
(raportir). Prosedur Iismissal Kema Pengadilan berwenang
memanggil dan mendengar keterangan para pihak sebelum
menentukan penetapan disimisal apabila dipandang perlu. Ketua
Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan vang
dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan vang
digjukan 1 dinvatakan udak diterima atau tudak berdasar, dalam
hal™:

a. Pokok gugatan tersebut nvata-nvata ndak termasuk dalam
wewenang Pengadilan.

b. Svarat-svarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56
tidak dipenmuhi oleh penggugat sekalipun 1a telah diberitahu
dan dipermgatkan.

c. Gugalan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan vang
lavak.

" Lihat ketentian Pasal 62 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata 17saha Negara.

" Tk Triwulan T dan Ismn Gunadi Widodo, Hukwm Tam Usaha
Negnr...Op. Cit, hlm. 631 - 635
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d. Apa vang dituntut dalam gugalan sebenarnva sudah
terpenuhi oleh K'TUN vang digugat.

e. Gugatan diajukan sebelum wakomva atau telah lewat
waktunya.

Petitum gugatan vang nvata-nvata tidak dapat dikabulkan, maka
kemungkinan ditetapkan dismissal terhadap bagian petitum gugatan
tersebut. Hal 1 dalam prakiek udak pernah dilakukan karena
adanva perbaikan gugatan dalam pemenrksaan persiapan. Penetapan
Dismissal ditandatangani oleh ketua dan pamtera/wakil panitera
(wakil ketua dapat pula menandatangam penetapan dismissal dalam
hal ketna berhalangan). Penetapan Kema Pengadilan tentang
dismissal proses vang bensi gugatan penggugat tndak diterima atau
tidak berdasar, diucapkan dalam rapat permusvawaratan sebelum
han persidangan ditentukan terlebih dahulu memanggil kedua belah
pihak untuk didengar keterangannva. Berdasarkan Surat MARI No.
222/ TA TUN/X/1993 tangegal 14 Okwber 1993 Penhal: Juklak
bahwa agar ketua pengadilan tudak terlalu mudah menggunakan
Pasal 62 tersebut kecual mengenai Pasal 62 avat (1) huruf :

a. Pokok gugatan tersebut nvata-nvata odak termasuk dalam
wewenang pengadilan. Pengertian “pokok gugaian” ialah
fakta vang dyadikan dasar gugatan atas dasar fakia tersebut
penggugat mendallkan adanva suatu hubungan hukum
tertentu  dan oleh karenanva mengajukan tuntutannva.
(Penjelasan Pasal 62 avat (1) hurul a Undang-Undang No. 5
Tahun 1986).

b. Gugatan diajukan sebelum wakwnva atau telah lewat
wakiunva. Terhadap penetapan dismissal dapat diajukan
perlawanan kepada Pengadilan dalam tenggang wakiu 14
(empat belas) han setelah dwcapkan. Proses perlawanan
dilakukan secara singkat, serta setndak-idaknva Penggugat/
Pelawan maupun Tergugatlerlawan  didengar dalam
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persidangan  tersebut.  Berdasarkan Surat  MARI  No.
2924/ T TUN/X/1993  tanggal 14 Okiober 1993 Perihal:
Juklak, diatur mengenai Prosedur perlawanan:
- Pemerksaan terhadap perlawanan atas penet@pan dismussal
(Pasal 62 avat (3) s/d (6) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986) ndak
perlu sampai memeriksa materi gugatannva seperti memeriksa bukti-
bukii, saksi-saksi, ahli, dsb. Sedangkan penetapan dismissal harus
diicapkan dalam sidang vang terbuka untuk umum.
- Pemeriksaan gugatan perlawanan dilakukan secara tertutup, akan
tetapt pengucapan putusannyva hams diucapkan dalam sidang vang
terbuka untuk umum.
- Terhadap perlawanan vang dinvatakan benar maka dimulailah
pemeriksaan terhadap pokok perkaranva mulai dengan pemeriksaan
persiapan dan seterusnva.
- Majehs vang memenksa pokok perkaranva adalah Majels vang
sama dengan vang memenksa gugatan perlawanan tersebut tetapi
dengan penetapan Ketua Pengadilan. Jadi tudak dengan secara
otomatis. Dalam hal perlawanan tersebut  dibenarkan oleh
Pengadilan maka penetapan dismissal itu gugur demn hukum dan
pokok gugatan akan diperiksa, diputus, dan diselesatkan menunut
acara biasa. Terhadap putusan mengenai perlawanan itu ndak dapat
digunakan upava hukum. Baik upava hukum biasa maupun upava
hukum luar biasa. Apabila pihak Pelawan mengajukan permohonan
banding atau upava hukum lainnva, maka Pamtera berkewajiban
membuat akte penolakan banding atau upaya hukum lainnva.
C. Pemerniksaan Persiapan
Pemeriksaan pokok sengketa sebelum dimulai, Hakim  wajb
mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan vang
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kurang jelas™. Twuan pemeriksaan persiapan  adalah  untuk
mematangkan perkara. Segala sesuatu vang akan dilakukan dan
jalan pemeriksaan tersebut diserahkan keanfan dan kebyaksanaan
ketua majelis. Oleh karena 1u dalam pemenksaan persiapan
memanggll penggugat untuk menvempurnakan gugatan dan atau
tergugat untuk dimintai keterangan/penjelasan tentang keputusan
vang digugat, undak selalu harus didengar secara terpisah.
Pemeriksaan persiapan dilakukan i ruangan musvawarah dalam
sidang tertutup untuk umum, udak harus di ruangan sidang, bahkan
dapat pula dilakukan di dalam kamar kernja hakim tanpa toga.
Pemeriksaan persiapan dapat pula dilakukan oleh hakim anggota
vang ditunjuk oleh ketua majelis sesuai dengan kebyjaksanaan vang
ditetapkan oleh kema majelis. Maksud Pasal 63 avat (2) b udak
terbatas hanva kepada Badan/Pejabat TUN vang digugat, tetapi
boleh juga terhadap siapa saja vang bersangkutan dengan data-data
vang diperlukan untwk mematangkan perkara 1u.  Dalam
pemeriksaan persiapan sesuai dengan ketentuan Pasal 63 Undang-
Undang No. 5 Tahun 1986 dan Surat Edaran (SEMA No. 2 Tahun
1991) serta Juklak MARI (Juklak MARI No.052/ Td. TUN/II/ 1992
tanggal 24 Maret 1992), (Surat MARI No. 225/Td. TUN/X/1993
tangeal 14-10-1993 tentang Juklak), (Surat MARI
No. 224/ T TUN/X/1993 tanggal 14-10-1993 tentang Juklak). Majelis
Hakim berwenang untuk:

1) Wajibh memben nasehat kepada penggugat untuk memperbaiki
gugatan dan melengkap dengan data vang diperlukan dalam jangka
waktu tiga puluh han.

" Lihat ketenman Pasal 63 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata 17saha Negara.
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2) Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat TUN
vang bersangkutan, demi lengkapnva data vang diperlukan untuk
gugatan 1.

Wewenang Hakim mm untuk mengimbangt dan mengatas: kesulitan
seseorang sebagair Penggugat dalam mendapatkan nformas: atau
data vang diperlukan darn Badan atau Pejabat TUN mengingat
bahwa penggugat dan Badan atau Pejabat TUN kedudukannva udak
sama. Dapat pula melakukan acara mendengarkan keterangan-
keterangan dan  Peabat TUN lamnva atau mendengarkan
keterangan siapa saja vang dipandang perlu oleh hakun serta
mengumpulkan surat-surat vang dianggap perlu oleh hakim.

3) Dalam kenvataan KTUN vang hendak disengketakan it
mungkin ndak ada dalam tangan penggugat. Dalam hal keputusan
itu ada padanva, maka untuk kepentingan pembukiian 1a seharusnva
melampirkannva pada gugatan vang 1a ajukan. Tetap apabila
penggugat vang tudak memiliki KI'UN vang bersangkutan tentu udak
mungkin melampirkan pada gugatan terhadap keputusan vang
hendak disengketakan 1. Untuk itu, Hakim dapat meminta kepada
Badan/Pejabat TUN vang bersangkutan untuk mengirimkan kepada
Pengadilan KTUN vang sedang disengketakan iu. Dengan kata
“sedapat  mungkin® tersebut ditampung semua kemungkinan,
termasuk apabila tidak ada keputusan vang dikeluarkan menurut
ketentuan Pasal 3 Undang-1ndang No. 5 Tahun 1986.

4) Pemeriksaan persiapan terutama dilakukan untuk menenma
buktu-bukti dan suratsurat vang berkaitan. Dalam hal adanva
tanggapan dan Tergugat, udak dapat diarukan sebagair replik dan
duplik. Bahwa untuk itu harus dibuat berita acara pemeriksaan
persiapar.

5) Mencabut  “Penetapan Ketwa PIUN  tentang penundaan
pelaksanaan K'TUN” apabila ternvata tidak diperlukan. -
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6) Dalam @hap pemenksaan persiapan juga dapat dilakukan
pemeriksaan  setempat.  Majelis Hakim dalam  melakukan
pemeriksaan setempat tidak selalu harus dilaksanakan lengkap,
cukup oleh salah seorang anggota vang khusus diugaskan untuk
melakukan pemeriksaan setempat. Penugasan tersebut dituangkan
dalam bentuk penetapan. Kalau gugatan dar Penggugat dinilai oleh
Hakim sudah sempurna maka ndak perlu diadakan perbaikan
gugdlarn.

Majelis Hakim juga harus menvarankan kepada penggugat untuk
memperbaiki petitim gugatan vang sesuai dengan maksud ketentuan
Pasal 53 tentang petitum gugatan dan dalam Pasal 97 avat (7) tentang
putusan pengadilan, maka untuk keseragaman bunyi amar putusan
adalah sebagai berikut:

I. Mengabulkan gugatan penggugat.

2. Menvatakan batal kepumsan TUN vang disengketakan vang
dikeluarkan oleh nama mtanst atau nama Badan/Pejabat TUN
tanggal... Nomor.... perihal.... atau menvatakan udak sah keputusan
TUN vang disengketakan vang dikeluarkan oleh nama mnstansi atau
nama Badan/Pejabat TUN, tanggal.... nomor... perihal...).

Tahapan selanjuinva dukuti amar bemupa mewajbkan atau
memenntahkan  Tergugat  untuk  mencabut  KTUN  vang
disengketakan. Untuk 1tu di dalam prakiek masih adanva putusan
vang sifatnva deklamatorr (Menvatakan batal atau udak sah saja),
tidak  dikkun  amar selanjutnva  berupa: Mewajibkan atau
Memerintahkan  Tergugat  untuk  mencabut  KTUN  vang
dise ngketakan.

Tenggang waktu 30 hari untuk perbalkan gugatan dalam fase
pemeriksaan persiapan, janganlah diterapkan secara ketat sesuai
bunvi penjelasan Pasal 63 avat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun
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1986. Tengeang wakiu 30 hart tersebut udak bersifat memaksa maka
hakim tentn akan berlaku byaksana dengan udak begitu saja
menvatakan bahwa gugalan penggugat udak dapat diterima kalau
penggugal baru satu kali dibert kesempatan untuk memperbaiki
gugatannva . Dalam pemenksaan perkara dengan acara cepat ndak
ada pemenksaan persiapan. Setelah ditumpuk Hakim  tunggal,
langsung para pihak dipanggl untuk persidangan.

D. Persidangan

Pemeriksaan persidangan tngkat pertama 1 dapat dilakukan
melalu dua cara vakm acara biasa dan acara cepat™. Ketua
Majehis/Hakim memerintahkan panitera memanggsl para pihak
untuk pemeriksaan persidangan dengan surat tercatat. Jangka waktu
antara pemanggilan dan han sidang udak boleh kurang dan enam
han™, kecuali dalam hal sengketa tersebut harus dipenksa dengan
acara cepat. Panggilan terhadap pihak vang bersangkutan dianggap
sah, apabila masing-masing telah menenma surat pangglan vang
dikinnm dengan surat tercatat”. Surat panggilan kepada tergugat
disertai sehelar salinan gugatan dengan pemberitahuan bahwa
gugatan itu dapat dijawab dengan tertulis.

Hakim berwenang memerintahkan kedua belah pihak vang
bersengketa datang menghadap sendin ke persidangan bila
dipandang perlu, sekalipun sudah diwakili oleh seorang kuasa.
Penentuan han sidang, Hakim harus mempertmbangkan jauh
dekatnva tempat tinggal kedua belah pihak dari tempat persidangan.

" Lihat Ketenman Pasal 63 Undang-1ndang No. 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negam.

“ Lihat ketentuan Pasal 98, Pasal 99 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo
Undang-1ndang No. 9 Tahun 2004,

" Lihat ketentan Pasal 64 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata 17saha Negara.

" Lihat ketenman Pasal 65 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata 17saha Negara.
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Dalam pemeriksaan dengan acara biasa, Pengadilan memeriksa dan
memutus sengketa TUN dengan tga orang Hakin, sedangkan
dengan acara cepat dengan Hakim Tunggal. Pengadilan bersidang
pada hart vang ditentukan dalam surat panggilan. Pemeriksaan
sengketa TUN dalam persidangan dipimpin oleh Hakim Ketua
Sidang. Hakim Ketua Sidang wajib memjaga supava tata tertib dalam
persidangan tetap ditaan setap orang dan segala perintahnva
dilaksanakan dengan baik. Untuk keperluan pemeriksaan, Hakim
Kema Sidang membuka sidang dan menvatakan terbuka untuk

LIITILIITL.

Majelis Hakim jika memandang bahwa sengketa vang disidangkan
menvangkut keteruban umum atau keselamatan negara, persidangan
dapat dinvaakan tertutup untuk umum, namun putusan tetap
diicapkan dalam persidangan vang terbuka untuk umum. Dalam hal
penggugat atau kuasanva tidak hadir di persidangan pada han
pertama dan pada hart vang ditentukan dalam pangglan kedua
tanpa alasan vang dapat dipertanggung jawabkan, meskipun setiap
kal dipanggil dengan patut, gugatan dinvatakan gugur, dan penggugat
harus membavar biava perkara. Setelah gugatan penggugat
dinvatakan gugur, penggugat berhak memasukkan gugatannva sekali
lagi sesudah membavar uang muka biava perkara.

Tergugat atau kuasanva udak hadir di persidangan dua kah sidang
bertrut-turut dan atau tdak menanggap gugatan tanpa alasan vang
dapat dipertanggung jawabkan meskipun setiap kali telah dipanggl
dengan patut, maka Hakin Ketua Sidang dengan surat penetapan
meminia atasan tergugat memerintahkan tergugat hadir dan atau
menanggapl gugatan. Dalam hal setelah lewat dua bulan sesudah
dikinmkan dengan surat tercatat penetapan tersebut tndak diterima
berita baik dar atasan tergugat maupun dar tergugat, maka Hakim
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Kema Sidang menetapkan harn sidang berikuinva dan pemeriksaan
sengketa dilamjutkan menurut acara biasa, @npa hadirnva tergugat.

Putusan terhadap pokok gugatan dapat dyatuhkan hanva setelah
pemeriksaan mengenai segi pembuktuannva dilakukan secara tuntas.
Dalam hal terdapat lebih dan seorang tergugat dan seorang atau
lebih diantara mereka atau kuasanva udak hadir di persidangan
tanpa alasan vang dapat dipertanggungiawabkan, pemeriksaan
sengketa 1tu dapat ditunda sampar han sidang vang ditentukan
Hakim Ketua Sidang. Penundaan sidang i diberitahukan kepada
pithak vang hadir, sedang terhadap pihak vang udak hadir oleh
Hakim Kewa Sidang diperintahkan unmk dipanggl sekali lag.
Apabila pada han penundaan sidang tersebut tergugat atau kuasanva
masih ada vang ndak hadir, sidang dilanjutkan @anpa kehadirannya.

Pemeriksaan sengketa dimular dengan membacakan 1s1 gugatan dan
sural vang memuat jawaban oleh Hakim Ketua Sidang dan jika udak
ada surat jawaban, phak tergugat dibern kesempatan untuk
mengajukan jawabannva. Hakim Keta Sidang memberikan
kesempatan kepada kedua belah pihak unmk menjelaskan
seperlunva hal vang diajukan oleh mereka masing-masing. Penggugat
dapat mengubah alasan vang mendasan gugatannva hanva sampai
dengan replik, asal disertai alasan vang cukup serta undak merigikan
kepentingan tergugat, dan hal tersebut hams dipertimbangkan
dengan seksama oleh Hakim. Tergugat dapat mengubah alasan vang
mendasart jawabannva hanva sampai dengan duplik, asal disertai
alasan vang cukup serta ndak merugikan kepentingan penggugat dan
hal tersebut harus dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim.

Penggugat dapat  sewakiu-wakiu mencabut gugatannva sebelum
tergugat memberikan jawaban. Apabila tergugat sudah memberikan
jawaban atas gugatan i, pencabutan gugatan oleh penggugat akan
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dikabulkan oleh pengadilan hanva apabila disetujui tergugat. Fksepsi
tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setap wakiu
selama pemeriksaan, dan meskipun odak ada eksepsi tentang
kewenangan absolut Pengadilan, apabila hakim mengetalun hal 1,
1a karena jabatannva wajb menvatakan bahwa Pengadilan ndak

berwenang mengadili sengketa vang bersangkutan.

LFksepst tentang kewenangan relaul Pengadilan digjukan sebelum
disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut
harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa. Fksepsi lain vang
tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanva dapat diputus
bersama dengan pokok perkara. Demn kelancaran pemeriksaan
sengketa, Hakim Ketua Sidang berhak di dalam sidang memberikan
petunjuk kepada para phak vang bersengketa mengenar upava
hukum dan alat buku vang dapat digunakan oleh mereka dalam
sengketa.

Ketentuan i menunjukkan bahwa peranan hakin ketua sidang
dalam proses pemeriksaan sengketa TUN adalah akof dan
menentukan  serta memimpin  jalannva  persidangan  agar
pemeriksaan ndak berlarutlarut. Oleh karena 1, cepat atau
lambatnva penvelesaian sengketa tidak semata-mata bergantung
pada kehendak para pihak, melankan Hakim harms selalu
memperhatkan kepentingan umum vang tdak boleh terlalu lama
dihambat oleh sengketa wu. Hakim menentukan apa vang harus
dibuktukan, beban pembuktan beserta penilaian pembukuan, dan
untuk sahnva pembukuan diperlukan sekurang-kurangnva dua alat
bukt berdasarkan kevakinan hakim. Pasal 107 Undang-Undang No.
5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 mengatur
ketentuan dalam rangka usaha menemukan kebenaran materil.
Berbeda dengan sistem hukum pembukuan dalam hukum acara
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Perdata, maka dengan memperhatkan segala sesuatn vang tenadi
dalam pemeriksaan anpa bergantung pada fakia dan hal vang
diajukan oleh para pihak, Hakim Peratun dapat menentukan sendiri

1. Apa vang harus dibuktikan.
. Siapa vang harus dibebani pembukuan hal apa saja vang

Iz

harus dibuktkan oleh hakim sendin.
3. Alat bukt mana saja vang diutamakan untuk dipergunakan
dalam pembuktan.
4. Kekuatan pembuktian bukiti vang telah diajukan.
Alat bukt terdirt dari: Surat atau tulisan, Keterangan ahli,
Keterangan saksi, Pengakuan para pihak, Pengetahuan hakim™.
Keadaan vang telah diketalun oleh umum ndak perlu dibuktukan™.

Hakim Kema Sidang jika memandang perlu unmk kepentingan
persidangan 1a dapat memenntahkan pemeriksaan terhadap surat
vang dipegang oleh Pejabat TUN, atau pejabat lain vang menyvimpan
surat, atau meminta penjelasan dan keterangan tentang sesuatu vang
bersangkutan dengan sengketa. Hakim Keta Sidang dapat
memenntahkan pula supava surat tersebut diperhhatkan kepada
Pengadilan dalam persidangan vang akan ditentukan untuk

keperluan itu.

Surat vang merupakan bagian dan sebuah daftar alat buku, sebelum
diperlihatkan oleh penvimpannva dibuat salinan surat itu sebagai
gant vang ash selama surat vang ash belum diternma kembali dan
pengadilan. Pemeriksaan saksi di persidangan dipanggl ke dalam
ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan vang dipandang

sebaik-baiknva oleh Hakim Kewma Sidang. Saksi vang sudah

" Lihat ketentuan Pasal 100 avat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986.
“ Lihat ketentuan Pasal 100 avat (2) Undang{ndang No. 5 Tahun 1986,
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diperiksa harus tetap i dalam ruang sidang kecuali jika hakim ketua
sidang menganggap perlu mendengar saksi vang lain di lnar hadirmva
saksi vang telah didengar itu misalnva apabila saks lain vang akan
diperiksa 1u berkeberatan memberikan keterangan dengan tetap
hadirnva saksi vang telah didengar. Atas permintaan salah satu pihak
atau karena jabatannyva, Hakim Ketua Sidang dapat memerintahkan
scorang saksi untuk didengar dalam persidangan. Pejabat vang
dipanggil sebagai saksi wapb datang sendin di persidangan. Biava
perjalanan pejabat vang dipanggil sebagai saksi di Pengadilan udak
dibebankan sebagai biava perkara.

Saksi vang tdak datang tanpa alasan vang dapat dipertangsung
jawabkan, meskipun telah dipanggil dengan patt dan hakim
mempuinval cukup alasan untuk menvangka bahwa saksi sengaja
tidak datang, Hakim Ketua Sidang dapat memberi perintah supava
saksi dibawa oleh polisi ke persidangan. Memadi saksi adalah satu
kewajiban hukum senap orang. Orang vang dipanggil menghadap
sidang Pengadilan untuk memjadi saksi tetapi menolak kewajban iu
dapat dipaksa untuk dihadapkan di persidangan dengan bantuan
polisi. Seorang saksi vang tndak bertempat tnggal di daerah hukum
pengadilan vang bersangkutan tudak diwajibkan datang di Pengadilan
tersebut tetapt pemeriksaan saksi itu dapat diserahkan kepada
Pengadilan vang daerah hukumnva meliputi tempat kediaman
saks.”  Kewa Pengadilan  vang mendelegasikan  wewenang
pemeriksaan saksi tersebut mencantumkan dalam penetapannva
dengan jelas hal atau persoalan vang harus ditanvakan kepada saksi
oleh Pengadilan vang diserahi  delegasi  wewenang tersebut.
Pemeriksaan saksi tersebut dibuat berita acara vang ditandatangam

" Lihat ketenmuan Pasal 86 Undanglndang No. 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata [saha Negam
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oleh Hakim dan Panitera Pengadilan vang kemudian dikirimkan
kepada Pengadilan vang memberikan delegasi wewenang ch atas.

1) Pada setap pemeriksaan, pamtera harus membuat berita
acara sidang vang memual segala sesuatu vang terjadi dalam
sidang.

9) Berita acara sidang ditandatangani oleh hakim kewma sidang
dan panitera.

Seseorang dan mereka apabila berhalangan, maka hal i
dinvatakan dalam berita acara tersebut. Hakim keta sidang dan
panitera apabila berhalangan menandatangani maka benta acara
ditandatangami  oleh  ketua pengadilan  dengan  menvatakan
berhalangannva hakim ketua sidang dan pamtera tersebut. Apabila
suatu sengketa udak dapat diselesaikan pada suatu han persidangan,
pemeriksaan dilanjutkan pada har persidangan berikumva. Lanjutan
sidang harus diberitahukan kepada kedua belah pihak, dan bag
mereka pemberitahuan ini disamakan dengan panggilan. Dalam hal
salah satn phak vang dalang pada han persidangan pertama
ternvata tidak datang pada han persidangan selanjutnva Hakim
Kema Sidang menvuruh memberitahukan kepada pihak vang tudak
hadir tentang waktu, hari, dan tanggal persidangan berikutnva™.
Dalam hal pemeriksaan sengketa sudah diselesaikan, kedua belah
pithak diben kesempatan untuk mengemukakan pendapat vang
terakhir berupa kesunpulan masing-masing.

L. Putusan

Setelah kedua belah pihak mengemukakan kesimpulan, maka
Hakim Kema Sidang menvaiakan bahwa sidang ditunda untuk
memberikan kesempatan kepada Majelis Hakim bermusvawarah
dalam ruangan tertutup untuk mempertimbangkan segala sesuatu

" Lihat ketenman Pasal 95 Undang-1Tndang No. 5 Tahun 1986 jo Undang
Indang No. 9 Tahun 2004
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guna putusan sengketa tersebut. Putusan dalam musvawarah majelis
vang dipimpin oleh Hakim Ketua Majelis mernipakan hasil
permulakatan bulat, kecuali setelah diusahakan dengan sungguh-
sungguh tdak dapat dicapail permulakataan bulat, putusan diambil
dengan suara terbanvak.

Musvawarah majehs vang ndak dapat menghasilkan putusan,
permusvawaratan ditunda sampair musvawarah majelis bernkutnya.
Musvawarah majelis berkutnva jka ndak dapat diambil suara
terbanvak, maka suara terakhwr Hakim Ketua Majelis vang
menentukan. Putusan Pengadilan dapat dyatuhkan pada har it juga
dalam sidang vang terbuka untuk umum atau ditunda pada hari lain
vang hams diberntahukan kepada kedua belah pihak. Putusan
Pengadilan harus dwcapkan dalam sidang terbuka untuk wmum.
Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak udak hadir pada
waktu putusan pengadilan diucapkan, atas penntah Hakim Kertua
Sidang salinan putusan itu disampaikan dengan surat tercatat kepada
vang bersangkutan.

Putusan vang tdak diucapkannva dalam sidang terbuka untuk umum
mengakibatkan pumsan Pengadilan ndak sah dan tdak mempunvai
kekuatan hukum. Putusan pengadilan harus memuat dan memenuhi
svarat sebagai berikut:
a. Kepala putusan vang berbunvi: “DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA LSA™;
b. nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kedudukan para
pihak;
c. ringkasan gugatan dan jawaban tergugat vang jelas;
d. pertimbangan dan penilaian setiap bukti vang diajukan dan
hal vang tenadi dalam persidangan selama sengketa itu
diperiksa:
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e. alasan hukum vang menjadi dasar putusan;

[. amar putusan tentang sengketa dan biava perkara:

g. har, tanggal putusan, nama hakim vang memutus, nama
panitera, serta keterangan hadir atau oudak hadirnya para
pihak.™

Tidak terpenuhinva salah sat ketentuan dalam svarat putusan
tersebut, dapat menvebabkan batalnva putusan Pengadilan. Dalam
Pasal 97 avat (7), (8), (9), (10) dan (I1) Undang-Undang No. 5
Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 mengenai

putusan vaitu:

(7) Putusan pengadilan dapat berupa:”
a. Gugatan penggugat ditolak.
b. Gugaian penggugat dikabulkan.
C. Gugalan penggugat tidak diterima.
d. Gugatan penggugal gugur.,
(8) Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan pengadilan
dapat ditetapkan kewajiban vang harus dilakukan oleh Badan atau
Pejabat TUN.
(9) Kewapban sebagaimana dimaksud dalam avat (8) dapat disertai
pembebanan ganti rugi berupa :
a. Pencabutan K'TUN vang bersangkutan atau
b. Pencabutan KTUN vang bersangkutan dan penerbitan KTUN
vang baru, atau
C. Penerbitan KI'UN dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal
3.

" Lihat ketentuan Pasal 109 avat (1} UndangTndang No. 5 Tahun 1986 jo
Undang-Undang No. 9 Tahun 2004,

" Lihat ketenman Pasal 97 angka 7 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata 17saha Negara.
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(10) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam avat (9 dapat
disertal pembebanan ganti rugi.

(11)  Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud
dalam avat (8) menvangkut kepegawaian, maka disamping kewajban
sebagaimana dimaksud dalam (9) dan avat (10) dapat disertar

pemberian rehabilitasi.

Pasal 53 UUAP mengamr kewenangan dua lembaga sekaligus, vaitu;
avat (1), (2) dan (3) terhadap penvelenggara fungsi pemerintahan dan
avat (4), (5) dan (6) terhadap lembaga peradilan. Pnnsip fikaf positif
vang lerkandung pada avat (3) sepertinva dimaksudkan sebagai
“jembatan” pembagi wilavah kekuasaan masing-masing. Fikul posinf
menurut MK “dianggap ada Kkeputusan penenmaan” justmu
meneguhkan bahwa persoalan ada di penvelenggara pemenniahan,
belum dapat diup di pengadilan karena sifat penenmaan belum final
dan udak merugikan. Persvaratan keputusan fikul posinf vaitu suatu
permohonan harus telah diterima secara lengkap (udak ada
masalah) oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan, persoalan apa
vang perlu  diperiksa  oleh  pengadilan. Kondisi  demikian
menunjukkan inkonsistensi pembagian kewenangan antara Organ
Pemermtahan dengan Lembaga Peradilan. Pasal 53 UUAP berikut
penjelasan/talsir MK berimplikasi udak sesuai  dengan asas
pembagian kekuasaan/kewenangan vang mengakibatkan tenadinva
ketidakpastian hukum.

Perubahan orde baru ke era reformasi ditandai dengan amandemen
UUD 1945, salah satunva dengan menggeser tuuk berat kekuasaan
dan eksekutil’ feavy i distnbusikan ke  penguatan  legeslanf.
Berkaian dengan penerapan prinsip kol posial  dibidang
administrast pemerintahan dalam pelavanan publik, merupakan
domain  kekuasaan negara vang menvelenggarakan  fungsi
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pemerintahan vang mengabaikan kewajbannva hingga lewat batas
waktu, namun dengan melibatkan lembaga peradilan jangan sampai
terjadi vadikaufl Aeavy.

B. Inkonsistensi Terhadap Asas Peradilan Bebas dan Mandiri
Makna Peradilan Bebas dan Mandiri

Pencapaian tegaknyva hukum secara merata adalah juga njuan atau
aspirasi  kemerdekaan bangsa Indonesia vang menginginkan
terbentuknva  Pemerintahan  Negara vang demokrats atau
berkedaulatan rakvat, vang menegakkan hukum serta hak asasi
manusia atau melindungt segenap bangsa dan seluruh tumpah darah
Indonesia, dan vang mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakvat.
Semua aspirasi itu: Negara berkedaulatan rakvat (demokrasi), negara
hukum dan Hak Asasi Manusia, serta keadilan sosial, adalah tersurat
dan tersirat dalam Mukadunah (Pembukaan) UUD NRI 1945

terse bult.

Mekanisime negara hukum vang demokrats, salah satu pilar penting
sebagai dasarnva adalah adanva kekuasaan kehakiman vang bebas.
Bebas di dalam makna terlepas dar tekanan dan kekuasaan
pemerintah dan kekuasaan lainnva, termasuk kekuasaan panai
polink, kekuasaan ekonomi vang meletakkan para pemilik uang
mempengaruhi jalanmva  pengadilan dan mempengaruln  sebuah
keputusan.

Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu bagian kekuasaan
negara ifu haruslah memiliki kebebasan karena hanyva dengan
kebebasan iu 1a dapat mengontrol kekuasaan legislanl dan
kekuasaan eksekulil. Kekuasaan vang undak dikontrol akan

menimbulkan anarkhisme dan  kesewenang-wenangan. Dampak
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berikutnva adalah penindasan dan diabaikannva hak-hak rakvat,
khususnva hak atas keadilan dan perindungan terhadap rakvat darn
kesewenang-wenangan penguasa atau pemerntah vang sedang
memegang (ampuk kekuasaan.

Kemandinan  atau  kebebasan kekuasaan kehakiman memadi
sedemikian penting sebagai bagian tak terpisahkan dan upava untuk
menegakkan hukum. Tanpa adanva kekuasaan kehakiman vang
bebas, penegakan hukum udak akan membawa makna sebab akan
senantiasa berhadapan dengan masalah keberpihakan vang memadi
hal terlarang di dalam penegakan hukum.

Penegakan hukum vang baik dan memenuhi sasaran adalah apabila
dilakukan dengan ndak adanva campur tangan dan kekuasaan lain
vaitu kekuasaan eksekuul dan kekuasaan legislanf. Hal im berarti
sistem penegakan hukum harus mandin sejalan dengan kekuasaan
kehakiman vang bebas dan merdeka tesebut. Bahkan sehubungan
dengan itu pula, kekuasaan kehakiman vang bebas akan mampu
menvatakan secara hukum sah atau udaknva undakan pemerntah
demi perlindungan terhadap hak-hak masvarakat.

Montesquien menvatakan bahwa apabila hak-hak masvarakar telah
terlindung, ndak ada penindasan dan keadilan terdistribusi dengan
baik maka hal itu berarti sistem hukum suatu negara telah berlungs
dengan baik pula. Bahkan hal im secara admimstranf merupakan
buki dan implementas: dar prinsip check and bafances khususnva
dann kekuasaan kehakiman atau vudikaul terhadap kekuasaan
eksekutf™.

" Amnn Hakim, Piar Penegnkan Hukum di Indonesi, (Jakara: Pustaka,
20004, hlm 50,
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Indonesia vang sejak proklamasi kemerdekaan telah memiliki tuga
konstitusi, ketiga konstitusi itu ternvata juga telah mengatur perihal
kebebasan kekuasaan kehakiman. Konstitust RIS 1949 mengaturnya
dalam Pasal 145 (1) dan UUDS 1950 mengatumyva dalam Pasal 103.
Kedua Pasal itu mempunvai 1s1 vang sama vang pada pokoknva
menvatakan: segala campur tangan dalam urusan pengadilan oleh
alalalat perlengkapan vang bukan perlengkapan pengadilan
dilarang, kecual jika dipinkan oleh Undang-Undang™. UUD 1945
mengatur kekuasaan kehakiman dalam Pasal 24 dan Pasal 25 vang
kemudian diperluas dan dipertegas dengan amandemen vang
semakin mengokohkan makna kebebasan dan kemerdekaan hakim
dalam bertindak untuk penegakan hukum.

Awaluddin Muchm mengemukakan adanva 4 (empat) dumensi
kebebasan kekuasaan kehakiman, vakni:

Pertama, kebebasan menvelenggarakan fungsi peradilan  (fungsi
vudisial) yang meliput kebebasan dalam memeriksa, mengadili dan
memutus perkara; kebebasan vang mengandung makna larangan
bag kekuasaan ekstra vudisial mencampun proses penvelenggaraan
peradilan™.

Kedua, kebebasan vang terkait dengan upava mewujudkan negara
berdasarkan atas hukum (de reciusstaar). Dalam hal ini, kekuasaan
kehakiman dimungkinkan untuk melakukan pengawasan vudisial
(reefiterlyke control) terhadap tindakan badan penvelenggara negara
atau penvelenggara pemenntah lamnya. Nampaknva masih ada
kebebasan lainnva vakm kebebasan untuk membuat kebyjaksanaan

" Lihat: Abdul Kanm Pnnggodigdo, Tiga Undong Undong Dasar,
{Semarang: Aneka Imu, 1978), Hlm 23,

“Awaluddin Muchni, Parr Sistem Hukum ke Sistem Politik ({dimensi
Penegnkan Hukum di Indonesin Pnscn Reformasg), (Bandung: Lappera, 2003) hlm

B7.

185




dengan njuan agar fungsi vudisial itu dapat berjalan lancar, sehingga
mencapai hasil guna vang optumal. Kebijaksanaan semacam itu
misalnva tndakan Mahkamah Agung membuat surat edaran,
instruksi, teguran dan lain-lain vang terkait dengan [ungsi pengawasan
kepada pengadilan rendahan™.

Ketiga, kebebasan seorang hakim untuk memutuskan perkara dan
pengaruh strukmral internal, vaim dar jabatan vang dipegangnva
vang merupakan dari strukiur kekuasaan. Bagaimanapun kekuasaan
itu harus dyalankan dengan baik dalam art sebagai satn amanat
vang bebas. Dalam konteks im ada kelemahan dan kekhawatran
kalau kekuasaan kehakiman vang bebas itu disalahgunakan secara
kelembagaan. Namun untuk memperoleh putusan vang adil dalam
dimensi penegakan hukum hams ada kebebasan dan terlepas dan
pengaruh struktural internal™.

Keempat, pengaruh dan kecenderungan vang bersifat prnibadi atau
individual. Bahwa bagaimanapun seorang Hakim adalah manusia
biasa vang mempunvair kepentingan dan kecenderungan untuk
bertindak manusiawi. Nilai kemanusiaan vang besifat individual
sering membuat keputusan vang sifatnva berpithak. Untuk milah,
pengaruh vang demikian harus dihilangkan dengan menciplakan
hilter secara terus menerus dalam bentuk pengawasan. Filter pertama
dilakukan mulai dari seleksi terhadap para Hakim agar udak
mempunval kecenderungan untuk memutuskan perkara karena ada

pengaruh individual ini™.

Asas kebebasan kekuasaan kehakiman itu betul-betul telah memiliki
sifat vang umversal, karena i1a telah ditenma melalm doktrn
(konsensus 1lmiah di kalangan para sarjana), melalun konstius

“ Thied, hlm 700,
“ Thrd, hlm 72,
* Thied, hlm 74.
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negara-negara dengan lat@ar belakang aneka ideologt dan melalut
peraturan  perudang-undang  (hukum  posiaf)  Indonesia™.
Berdasarkan hal im pula, penerimaan atas kekuasaan kehakiman
vang bebas sebagai prasvarat untuk penegakan hukum vang baik dan
benar itu tdak membuat diskursus atau wacana hukum selesai atau
berhenti pada suatu ttik, tetapi justru konsensus ilmiah itu memicu
suatu  diskursus baru vakm adanva penvalahgunaan kebebasan
kekuasaan  kehakiman wu  oleh st pemilik  kekuasaan.
Penvalahgunaan kebebasan itu  mengejawantah  dalam  bentuk
kesewenang-wenangan vang tidak usah disangsikan lagi akibatmva
berupa kemerosotan dan kehancuran sendi Negara Hukum hingga
ke ntk nadir”.

Lontaran pemikiran tentang perlu adamva batas kebebasan
kekuasaan kehakiman it sekilas telah pemah dikedepankan oleh
berbagar kalangan terutama dan kelompok cendikiawan hukum.
Hans Kelsen misalnva, mengaku adanva kebebasan kekuasaan
kehakiman, namun dalam melaksanakan kebebasan itu, kekuasaan
kehakiman hanva tunduk pada hukum bukan pada organ kekuasaan
kehakiman atau admnistranl vang lebih tinggl. Ini berart hukum
bersifat membatast kebebasan kekuasaan kehakiman itu. Tentang
tunduknva kebebasan kekuasaan kehakiman pada hukum, Kelsen
mengatakan wgensinva kekuasaan kehakiman, meskipun sebagai
lembaga penegak hukum hars senantiasa unduk kepada hukum
sebagai dasarnyva. Hal milah, vang secara konseptual menjadi dasar
dari ide Negara hukum™.

“* Lihat: Minam Budiardjo, Dasar-Dasar Imu Pokitik, (Jakaria: Gramedia,
1 980,

“ Amrin Hakim, Op. Gi¢, hlm 53,

“ Thidd, hlm 56,
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Hubungan antara negara hukum dan pembagian kekuasan vang
berimplikasi kepada kemandirian hakim sebagai refleksi dan
kekuasaan kehakiman vang bebas dan merdeka sangat erat di
samping pembagian kekuasaan merupakan salah satu unsur penting
negara hukum juga pembagian kekuasaan dalam suatu negara
hukum harus diatur dengan tegas melalui aturan hukum terntama
dalam ketentuan konstitusi. Untuk memjamin kepastan hukum,
tanpa adanva pembagian kekuasaan, ndak mungkin kesewenang-
wenangan pemerintah dapat dicegah. Tanpa pembagian kekuasaan
tidak mungkin hak-hak dan kebebasan warga masvarakat dapat
terlndung. Tanpa pembagian kekuasan ndak mungkin kekuasaan
kehakiman vang bebas (mandir). Namun kekuasaan kehakiman
vang bebas tanpa mengenal batas perlu diwaspadai karena penvalah
gunaan kebebasan 1 justru merupakan pengmgkaran terhadap
tujuan akhir negara hukum vakm keadilan dan perhindungan HAM™.

Pasal 538 ayat (3) UUAP Inkonsistensi terhadap Asas Peradilan
Bebas dan Mandiri

Nilai-nilai utama badan peradilan, termasuk peradilan tata usaha
negara, vaitu:

l. Kemandinan Kekuasaan Kehakiman (Pasal 24 avat (1) UUD
194.5).

- Kemandinan Insttusional:

Badan Peradilan adalah lembaga mandii dan hars bebas dan
mtervensi oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman (Pasal 3 avat
(2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman).

- Kemandinan Fungsional:

* Il hlm 67.
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Setiap hakim wajib menaga kemandirian dalam menjalankan mgas
dan fungsinva (Pasal 3 avat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman). Artinva, seorang Hakim dalam
memutus perkara harus didasarkan pada l[akia dan dasar hukum
vang diketahumva, serta bebas dan pengamh, tekanan, atau
ancaman, baik langsung ataupun @k langsung, dar manapun dan
dengan alasan apapun juga.

2. Integritas dan Kepyuran (Pasal 24A avar (2) UUD 1945; Pasal 5
avat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman).

Perilaka hakim hars dapat memadi teladan bag masvarakatnva.
Perilaku hakim vang juur dan adil dalam memalankan tgasnva,
akan menumbuhkan kepercavaan masvarakat akan kredibilitas
putusan vang kemudian dibuatnva. Integritas dan kejujuran harus
menpwal pelaksanaan tugas aparatur peradilan.

3. Akuntabilitas (Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang No. 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Hakim hams mampu melaksanakan tigasnva memjalankan
kekuasaan kehakiman dengan profesional dan penuh tanggung
jawab. Hal mi antara lain diwgjudkan dengan memperlakukan
pihak-pithak vang berperkara secara prolesional, membuat putusan
vang didasar dengan dasar alasan vang memadai, serta usaha untuk
selalu mengikuti perkembangan masalah-masalah hukum aktal.
Begitu pula halnva dengan aparawmr peradilan, tugas-mgas vang
diemban juga harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan
profesional.

4. Responsibilitas (Pasal 4 avat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang No.
48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Badan Peradilan hams @anggap atas kebunihan pencan keadilan,
serta berusaha mengatast segala hambatan dan rntangan untuk
dapat mencapai peradilan vang sederhana, cepat, dan biayva nngan.

189




Selam 1u, hakim juga harus menggali, mengikuti, dan memahami
nilai-nilai Hukum dan rasa keadilan vang hidup dalam masvarakat.
5. Keterbukaan (Pasal 28D avat (1) UUD 1945; Pasal 13 dan Pasal
52 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman).

Salah satu upava badan peradilan untuk memamin  Adanva
perlakuan sama di hadapan hukum, perlindungan hukum, serta
kepasuan hukum vang adil, adalah dengan memberikan akses
kepada masvarakat untuk memperoleh informasi Informasi vang
berkaitan dengan penanganan suatu perkara dan kejelasan mengenai
hukum vang berlaku dan penerapannva di Indonesia.

6. Keudakberpihakan (Pasal 4 avat (1) Undang-Undang No. 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Keudakberpihakan merupakan svarat utama terselenggaranva proses
peradilan vang jujur dan adil, serta dihasilkannva suatu putusan vang
mempertunbangkan pendapat/kepentingan para pihak terkait. Untuk
itu, aparatur peradilan harus tidak berpihak dalam memperlakukan
pihak-pithak vang berperkara.

7. Perlakuan vang sama i hadapan hukum (Pasal 28D avat (1)
UUD 1945; Pasal 4 avat (1) dan Pasal 52 UL No. 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman).

Setiap warga negara, khususnva pencan keadilan, berhak mendapat
perlakuan vang sama dart Badan Peradilan untuk mendapatkan
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum vang adil
serta perlakuan vang sama di hadapan hukum.

Tupuan negara menginginkan adanva keterttban tatanan di dalam
masvarakat. Setiap negara mendambakan adanva ketenteraman dan
keseimbangan tatanan di dalam masvarakat, vang sekarang lebih
popular disebut "stabilitas nasional. Kepentingan mamsia, baik

sebagai individu maupun kelompok, karena selalu terancam oleh
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bahava-bahava disekelilingnva, memerlukan perlindungan dan hars
dilindungi. Kepentingan manusia akan tedindung apabila
masvarakatnva tertb dan masvarakamva akan terub apabila
terdapat keseimbangan (atanan di dalam masvarakat. Senap saal
keseimbangan tatanan dalam masvarakat dapat terganggu oleh
bahava-bahava disekelilingnva. Masvarakat berkepentingan bahwa
keseimbangan vang terganggu itu dipulihkan kembali.

Unsur-unsur untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan
tatanan di dalam masvarakat adalah penegakan hukum atau
peradilan  vang bebas/mandir, adil dan konsisten dalam
melaksanakan atau menerapkan peramran hukum vang ada dan
dalam menghadap pelanggaran hukum, oleh suatu badan vang
mandiri, vaitu sistern peradilan sebagair salah satu unsur untuk
menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan di dalam
masvarakat adalah penegakan hukum atau  peradilan  vang
bebas/mandiri, adil dan konsisten dalam melaksanakan atau
menerapkan peraturan hukum vang ada dan dalam menghadapm
pelanggaran  hukum, oleh suatu badan vang mandin, vaiu
pengadilan.

Bebas/mandin dalam mengadili dan bebas/mandin dari campur
tangan pihak ekstra vudisial. Kebebasan pengadilan, hakim atau
peradilan merupakan asas umversal vang terdapat di mana-mana.
Kebebasan peradilan mempakan dambaan seuap bangsa atau
negara. 11 mana-mana pada dasarnva dikenal asas kebebasan
peradilan, hanva isi atau mlai kebebasannva vang berbeda.

Keuka prinsip kol posinf akan dan setelah diadopsi di negara-

negara anggota Um LFropa memmbulkan pro kontra vang luas
menvangkut 1mplikasi  hukum  penerapannva  karena dianggap
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membawa perubahan radikal dalam hubungan antara warga
masvarakat dengan otoritas admimstrasi. Oleh karena itu, pada saat
itu berbagai negara memihh beberapa pola penvesuaian dalam
menerapkan pemberlakuan prinsip hkul posiuf.

Pola penvesuaian pertama, sistem hkol posinf diterapkan secara
terbatas, vakm keputusan hktf posinf hamva berlaku sepanjang
peraturan dasarnva menentukan demikian seperti dianut di Belanda.
Pola penvesuaian vang kedua adalah penerapan pembatasan/
pengecualian dalam penerapannva. D1 Prancis, keputusan kil
positif tdak dapat diterapkan apabila keputusan semacam 1
membawa  konflik  dengan  pepampan  nternasional  atau
membahavakan  kepentingan umum  atau  membahavakan
perlindungan kemerdekaan atau hak-hak konsutusional lain. Itaha
melarang penerapan keputusan hikaf posiif dalam urisan vang
menvangkut kekavaan budava, lingkungan hdup, pertahanan
keamanan, keamanan publik, mmigrasi, kesehatan publk dan di
semua kasus-kasus vang diwapbkan hukum EFropa ditempuh melahn
prosedur formal. D1 Portugal ndak mungkin menerapkan keputusan
hikul posial bagr permohonan 1zin dan otonsasi dan perencanaan
kota jika keputusan semacam i akan mengakibatkan terganggunva
ketertban umum atau perhndungan lingkungan hidup, sejarah dan
warisan budava. Keputusan semacam ini juga tidak akan dikeluarkan
apabila menvebabkan terganggunva kepentingan pihak ketiga dan
kepentingan publik™.

Pola-pola penvesuaian penerapan prinsip [ikul positf sebagaimana
diraitkan di atas odak dikenal dalam hukum admimstras: di
Indonesia. UUAP sebagar kaidah hukum administast umum di
Indonesia udak mengatur bagaimana pengecualian penerapan

" Enrico Simanjuntak, Prospek Prinsip Fikti...Op. Cit, hlm 31 1.
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prinsip [kl posiuf, seakan-akan dalam semua urusan pemerintahan
prinsip ini dapat diterapkan. Padahal, prinsip fikuf posiaf, baik vang
terdapat dalam ketentuan Pasal 53 UUAP maupun ketentuan
sektoral lam, sebenarnva sangat terbatas (plain-meaning), teralu
menvederhanakan kompleksitas  tugasdugas admimstrast  publik
sehingga sebenarnva banvak ruang-ruang kosong dalam mimusan
normanva vang memerlukan penjelasan lebih lanut: misalnva,
apabila ketiga unsur tersebut sudah terpenuli apakah dengan
sendirinva permohonan akan dikabulkan, atau apakah putusan
PTUN sekadar memenntahkan agar permohonan diproses lebih
lamut sesuai ketentuan hukum vang berdaku™

Karuka Widva Utama vang memlai bahwa keputusan hkul positif
berpotenst memmbulkan ketudakpasnan hukum dalam fungsinyva
sebagai alat buku hak vang diberikan oleh Pejabaiy/Badan TUN.
Selan itu, 1a juga mempersoalkan keabsahan keputusan fikaf positif
dikaitkan dengan sifat otomans dikabulkannva permohonan
pemohon. Selanutnyva 1a mengusulkan agar lrasa “dianggap telah
diterima” agar direvisi. Lebih jauh lagn 1a menvatakan apabila
maksud dar pembuat undang-undang memang demikian, maka
Perma No. 5/2015 (kimm Perma No. 8/2017) uadak seharusnva
menghasilkan putusan penolakan atau gugur karena permohonan
administrast vang diabaikan telah dianggap dikabulkan secara
hukum. Pada akhumnva, 1a menvarankan agar Pejabat/Badan TUN
agar lebih berhat-hati dan telit dalam pengadmmistrasian setap
permohonan vang diajukan oleh masvarakat™.

* Thid

" Kartika Widva Utama, Sumt Keputusan Tata Usaba Negam Yang
Bergifire Fiktif Positif. (Jurnal Notarius, Fdisi 08 Nomor 2 September 2015), him 150-
151.
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Pembatasan-pembatasan dimaksud di atas sejatinva ndak diperlukan
dalam konteks UUAP, sebab Pasal 53 avat (2) UUAP mensvaratkan
bahwa suatu permohonan harus telah diterima secara lengkap.
Makna lengkap berart tidak ada masalah baik formil maupun
materil termasuk sudah sesuar kewenangan badan pejabat
pemerintahan. Konstruksi Pasal 53 UUAP vaiwm jika Badan/Pejabat
Pemerintahan udak membuat keputusan/tindakan vang dimohonkan
permohonan, maka sesuai Pasal 53 avat (4) UUAP, pemohon dapat
mengajukan permohonan ke pengadilan untuk memperoleh putusan
penerimaan  permohonan.  Selanjumva  pengadilan  wapb
memutuskan permohonan paling lama 21 (dua puluh sat) han
kerja. Setelah diputiskan pengadilan, Badan/Pejabat Pemerintahan
wajib  menetapkan Keputusan untuk  melaksanakan  putusan
Pengadilan paling lama 5 (hma) han kena sejak putusan Pengadilan
ditetapkan.

PTUN dalam melaksanakan kewenangannva berdasarkan Pasal 53
avat (1) dan (5) UUAP terhadap permohonan fikuf-posiul jka
memberikan putusan akhir berupa “putusan penolakan”, maka
putusan hakim bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 avat (3)
UUAP pada frasa “permohonan dianggap dikabulkan secara
hukum”. Hal demikian berarti pengadilan hanva boleh memberikan
“putusan pengabulan”. Pengatran pembatasan putusan Pengadilan
hanva boleh ‘mengabulkan’ bertentangan dengan asas peradilan
bebas dan mandin menurut konsutusi. Pasal 53 avat (3) UUAP udak

sesual dengan asas peradilan bebas dan mandin vang dijamin Pasal
24 UUD NRI 1945.

C. Akses Perlindungan Hukum terhadap Pihak Ketiga Berkaitan
Perkara Fiktif Positif
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Kata perlindungan secara kebahasaan dalam bahas Inggris disebut
dengan protection. lIstilah perlindungan memurut Kamus Besar
Bahasa Indonesia (KBBI) dapat disamakan dengan isilah proteksi,
vang artinva adalah proses atau perbuatan memperlindung,
sedangkan menuwrut Black’s Law Dictionary, protection adalah the
act of protectng”’. Secara umum, perlindungan berarti mengavomi
sesuatu dan hal-hal vang berbahava, sesuatu 1tu bisa saja berupa
kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan
juga mengandung makna pengavoman vang diberikan oleh seseorang
terhadap orang vang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan
hukum dapat diartikan dengan segala upava pemermtah untuk
menjamin adanva kepastian hukum untuk memben perlindungan
kepada warga negaranva agar hak-haknva sebagai seorang
warganegara (dak dilanggar, dan bagt vang melanggarnva akan
dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan vang berlaku.

Menurut R. La Porta dalam Jumal of Financial Economics, bentuk
perlindungan hukum vang diberikan oleh suatu negara memiliki dua
sifat, vaitu bersifat pencegahan (profubited) dan bersifat hukuman
(sanction)”. Bentuk perlindungan hukum vang paling nvata adalah
adanva mstutsi-institust penegak  hukum  seperi pengadilan,
kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penvelesaian sengketa
diluar pengacdilan (non-htigasi) lainnva. Hal im sejalan dengan
pengertian  hukum  menurut  Soedjono  Dirdjosisworo  vang
menvatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam
masvarakat dan salah satunva vang paling nvata dan pengertian
tentang hukum adalah adanva institusi-institusi penegak hukum.

' Brvan A. Gamer, Black’s Law Dictionary, ninth edition, (St. paul: West,
2009, hlm 1343,
" Rafael La Porta, Jovestor Protection and Corormte (Govermance, (Journal

ol Fmancial FEconomics, No. 58, Oktober 1999), h, 9,
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Perlindungan hukum sangat erat kaitannva dengan aspek keadilan.
Menurut  Soedimman  Kartohadiprodjo, pada hakikatnva tyuan
hukum adalah mencapai keadilan. Maka darn itu, adanva
perlindungan  hukum merupakan salah  satu medium  untuk
menegakkan keadilan.

Intervensi Pihak Ketiga dalam Sengketa Tata Usaha Negara
Sengketa tata usaha negara pada umumnva selalu ada pihak
pengugeat dan tergugat, ap dalam prakieknva adakalanva terdapat
pithak ketiga dalam suatu perkara, sehingga para pihak dalam
perkara tersebut memjadi penggugat, tergugat dan pihak keutga.
Masuknva pihak ketiga i1 dapat terjadi jika penggugat dan tergugat
sedang beracara dimuka pengadilan, lalu datang pihak ketiga vang
mencampuri sengketa vang sedang berlangsung antara penggat dan
lergugal.

Ada beberapa kemungkinan motivasi masuknva pihak ketiga dalam
proses peradilan, vaitu:

1. Atas Prakarsa Sendiri, pithak ketiga dengan kemauan sendin
dapat mengajukan permohonan kepada pengadian untuk
ikut serta dalam proses pemeriksaan sengketa Tata Usaha
Negara vang sedang benalan, guna mempertahankan atau
membela hak dan kepentingannva sendiri, agar ia jangan
sampai dirugikan oleh putusan pengadilan™. Untuk dapat
masuk kedalam proses pemeriksaan Sengketa Ta@a Usaha
Negara, Pihak ketiga tersebut  harus  mengajukan
permohonan dengan mengemukakan alasan dan hal vang
dituntut. Permohonan 1m dapat dikabulkan aau ditolak

"' Rozali Abdullah, Hukum Acara Peradilan Tam Usaba Negara, (Jakara:
PT. Raja Gralindo Perada, 2004}, hlm 67.
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2.

3.

dengan putusan sela. Kalau permohonan im dikabulkan,
pihak ketiga tersebut berkedudukan sebagai penggugal
intervenst, sebagai pihak vang mandirn dalam proses
pemeriksaan sengketa tersebut dan disebut zwervenient
Apabila permohonan tersebut ndak dikabulkan, maka
putusan sela pengadilan tersebut ndak dapat dimohonkan
banding. Sudah barang tenm, pihak ketiga tersebut masih
dapat mengajukan gugatan baru diluar proses vang sedang
berjalan, asalkan 1a dapat menunjukkan bahwa 1a
berkepentingan untuk mengajukan gugatan dan gugatannva
memenuh svarat.

Atas  Permintaan Hakim, Rozali Abdullah menvebut
Masuknyva pihak ketiga at@as permint@aan hakim i sebagai
intervenst khusus. Sifat khusus dar intervens: mn adalah
karena ikut sertanva pihak ketiga dalam sengketa vang
sedang benjalan tersebut adalah atas perintah hakim, guna
mempermudah penvelesaian sengeketa vang bersangkutan.
Disini pihak ketnga dianik dalam  proses pemeriksaan
sengeketa Tata Usaha Negara, bergabung dengan tergugat
sebagail tergugat 11 intervensi™.

Atas Permintaan salah satu pihak (Voeging), dalam hal im
ikut sertanva pihak ketiga dalam proses pemeriksaan
sengketa Tata Usaha Negara vang sedang benalan atas
permintaan  salah satn  pihak vang bersengketa, vaitu
penggugal at@aupun tergugat. Permohonan diajukan oleh
pithak vang berkepentungan kepada pengadilan, agar pithak
ketiga vang dimaksud dapat ditkut sertakan dalam proses
pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara vang sedang

" Thed, hlm 68,

197




benjalan, untuk bergabung dengan pihak pemohon guna
memperkuat posisi hukum peihak vang memohon.
Dasar hukum mtervens: dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 83 avat
(1) UL Peratun menvatakan:
“Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang vang berkepentingan
dalam sengketa pihak lain vang sedang diperiksa oleh Pengadilan,
baik atas prakarsa sendin dengan mengajukan permohonan,
maupun atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata
UUsaha Negara, dan bertundak sebagai :
a. pihak vang membela haknya; atau
b. peserta vang bergabung dengan salah satu pihak vang
bersengketa”.

Berkaitan dengan kedudukan pihak mtervens: vang bukan badan
atau pejabat tata usaha Negara vang akan ditarik oleh hakim atau
dikabulkan  permohonan  diamr dalam  Suwrat  MA  RI
No.224/Td. TUN/X/1993 tangzal 14 Oktober 1993. Berdasarkan
Surat MA RI No224/Td TUN/X/1993 tanggal 14 Okiober 1993,
Pihak ketnga (III) vang bukan badan atau Peabat TUN vang
bergabung dengan pihak Tergugat asal sevogvanva berkedudukan
sebagair saksi vang menvokong tergugat, karena ia mempunvai
kepentingan vang pararel dengan Tergugat asal dan 1a udak dapat
berkedudukan sebagai pihak tergugat sesuai ketentuan Pasal 1 angka
6 ULl No. 5 Tahun 1986. Berdasarkan Surat MA RI
No.224/Td. TUN/X/1995 tanggal 14 Oktober 1993 1mm hakim dapat
hanva meminta keterangan dari pthak bukan badan atau pejabat tata
usaha vang ingin masuk atau bergabung dengan pihak tergugat tanpa
memultus pthak bukan badan atau pejabat tata usaha negara tersebut
sebagal tergugat intervensi (tergugat II).
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Penjelasan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
menvatakan ada 3 motivast masuknva pihak ketiga (pihak intervensi)
dalam pemeriksaan sengketa Tata [Usaha Negara, vaiu atas
prakarsa sendi, atas permintaan salah sat pihak (penggugat atau
tergugat) dan atas prakarsa hakim. Perbedaan motivasi masuknva
pihak ketiga tersebut membawa konsekuensi adanva perbedaan
dalam tata cara masuknva pihak mtervensi.

Pihak Intervensi a@s prakarsa sendiri, pihak vang merasa
berkepentingan harus mengajukan permohonan untuk dapat masuk
dalam proses pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara dengan
disertai alasan-alasan. Berdasarkan SEMA No.222/Td. TUN/X/1994
vang menentukan bahwa permohonan Intervensi  selambat-
lambatnva  sebelum  pemenksaan  saksi-saksi, pendapat
dikemukakan dengan alasan menghindari pemeriksaan persiapan
vang diulang kembali.

Permohonan tersebut akan diputus melalur putusan sela vang
dimasukkan dalam berita acara persidangan. Isi putusan im berupa
putusan dikabulkan atau ditolak permohonan pihak vang berada
berkepentingan terhadap pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara
tersebut. Jika pemmohonan tersebut diterima maka pihak vang
merasa berkepentingan terhadap pemeriksaan sengketa Tata Usaha
Negara 1tu berkedudukan sebagai prihak vang mandinn dalam proses
perkara 1u dan disebut penggugat intervensi. Terhadap putsan
menolak permmohonan pihak vang berkepentingan untuk memadi
pithak intervensi udak dapat dilakukan upava hukum banding.
Berdasarkan ketentuan Surat MA Rl No.224/Td. TUN/X/1993
tangeal 14  Oktober 1993, Sebelum Majelis menolak atau
mengabulkan permohonan gugatan Intervensi sebaiknva didengar
juga tanggapan Penggugat dan Tergugat asal apakah benar pihak ke-
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Il vang mengajukan permohonan Intervensi tersebut mempunvai
kepentingan. Mengenai tenggang wakiu pengajuan permohonan
intervenst mi menurut Wicipto Setiabudi, pthak ketiga tersebut tetap
terikat pada tenggang wakiu mengajukan gugatan sebagaimana vang
dise butkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986™.
Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, menentukan
bahwa 'Gugatan dapat diajukan hanva dalam tenggang wakiu
Sembilan puluh  han terhiing sejak  saat  ditenmanva  atau
diimumkanva Kepumsan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara™.
Intervenst atas permitaan salah  satu pihak  (tergugat atau
penggugat), pada dasarnya tata cara masuknya pithak intervensi atas
permintaan salah sat pihak sama dengan tata cara masuknva pihak
intervenst atas prakarsa sendiri, hanva saja pada intervensi atas
permintaan salah satu pihak, permohonan untuk menjadi pihak
mtervenst dalam proses sengkata Tata Usaha Negara dilakukan oleh
pihak tergugat/penggugat. Hal m dikarenakan tuyuan penarikan
pithak mtervensi oleh pihak penggugat/tergugat adalah untuk
memperkuat posisi hukum penggugat/ tergugat dalam sengketanva.

Penarikan atan ditkut sertakannva pihak ketiga, maka tenadilah
voeging, vaitu pihak lan vang masuk dalam perkara kemudian
menempatkan diri dalam salah sat pihak dan secara bersama-sama
dengan pihak itu (penarik) berhadapan dengan pihak lain. Mengenai
wakiu pengajuan permohonan penggabungan pihak mtervens: atas
permintaan salah satu pihak menuwut Wiapto Setabudi, pihak
terse but udak terikat tenggang waktu™.

" Wicipto Setiabudi, Hukum Acara Pengadilnn Tatn Usaha Negnm Suatu
Perbandingan, (Jakana: RajaGrafindo Persada, cet.2, 1993) hlm 164.
" Thid
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Intervensi atas prakarsa hakim, berdasarkan Surat MA RI
No.224/Td. TUN/X/1995 tanggal 14 Oktober 1993, Sebaiknva
sebelum Hakim mengeluarkan penetapan dalam putusan selanva
vang bermaksud untuk menark pihak ke-III atas mmsiaul Hakim
vang bersangkutan dipanggl lebih dahulu dan dibernkan penjelasan-
penjelasan apakah 1a bersedia masuk dalam perkara vang sedang
diperiksa. Pihak kenga (III) vang bukan badan atau Pejabat TUN)
vang bergabung dengan pihak Tergugar asal sevogvanva
berkedudukan sebagai saksi vang menvokong tergugat, karena 1a
mempunval kepentingan vang pararel dengan Tergugat asal dan 1a
tidak dapat berkedudukan sebagai pihak tergugat sesuar ketentuan
Pasal | angka 6 UU No.5 ahun 1986.

Menurt Zainn Harahap, penempatan pihak swasta sebagai tergugat
intervenst tdak dapat dibenarkan. Hal ini dapat kita ketalun dan
pernvataan Zairin Harahap vang menvatakan:

“Karena pangkal sengketa atau obvek sengketa TUN adalah KTUN,
maka masuknva pihak ketiga kedalam sengketa tersebut tetap harus
memperhatkan kedudukan para pihak. Apabila phak ketiga itu
adalah badan atau pejabat TUN, maka tdak mungkin bertindak
sebagai pihak penggugat atau bergabung dengan pihak penggugat.
Demikian pula, apabila pihak ketuga mu adalah seorang atau badan
hukum perdata ndak mungkin bertindak sebagai pihak tergugat atau
ditarik untuk bergabung dengan pihak tergugat™".

Alasan keberadaan pihak intervensi dalam proses pemeriksaan
sengketa Tata Usaha Negara karena masuknva pihak intervesm
mempunval manfaat, manfaat tersebut antara lain antara:

" Zamin Harahap, Hukum Acara Peradilan Tatn Usaba Negam, (Jakara:
Raja Gratindo Persada, 1997) hlm 42,
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a. Pihak ke-III vang masuk dalam proses udak mnduk pada
Pasal 55.

b. Bag Majelis Hakim, masuknva pithak ke-III memudahkan
untuk mencarn kebenaran materul.

c. Dan sudut beracara, masuknva pihak ke-1II untuk
menghindart banvaknva jumlah perkara vang sama.

d. Dimungkinkannva intervensi pihak ke-IIT untuk menghindan
kemungkinan terjadi pumisan vang berbeda satu sama lain
seandainva perkara dipisah™.

Waktu pengajuan gugatan T'ata Usaha Negara relaul singkat vaitu 90
han sejak diterima ataun dwmumkannva Keputusan Badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara. Tidak tunduknva pihak intervensi
terhadap ketenman im, maka peluang pihak vang berkepentingan
terhadap Keputusan Tala Usaha unwuk memperoleh keadilan
semakin  besar. Berkenaan dengan waktu pengajuan gugatan,
Wicipto Setiadi™ berpendapat:

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 diujukan bag
orang atau badan hukum perdaa vang namanva disebutkan dalam
keputusan TUN vang bersangkutan. Kepada pihak ke-3 vang
berkepentingan 90 hari im, karena 1a tdak terkait langsung.
Terkadang 1a @hu haknva atau kepentingannva dirugikan dan
keputusan TUN vang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN
karena membaca surat kabar atau pengumuman atau hanva
mendengar dar orang lan. Setelah mengetahui keputusan tersebut,
ternvata tenggang wakm 90 han telah lewat. Apabila terjadi hal
seperti ini, maka pihak ke-3 vang ingin bentndak sebagai penggugat
vang mandirt tdak bisa lagi, karena tenggang wakiu 90 han telah
dilewati. Jadi, dalam hal i 1a terikat dengan tenggang wakiu 90 han

T
" "Wicipto Setiabudi, Hukum Acara... Op. Cit, him 167.
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vang diamir dalam Pasal 55 tersebut. Namun, apabila hanva
menggabungkan diri, baik kepada penggugat maupun tergugat, maka
pithak ke-3 vang berkepentingan tersebut udak terikat dengan

tenggang wakt 90 han sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa hukum publik.
Putusan pengadilan vang telah berkekuatan hukum tetap dalam
hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara mengandung sifat erza
omnes, artmva berlaku untuk siapa dan ndak hanva terbatas
berlakunva pada pihak-pihak vang berperkara (inter partes)™.

Intervensi Pihak Ketiga dalam Permohonan Keputusan Fiktf Positif

Pada proses persidangan perkara permohonan f[ikal posiuf, pihak
ketiga vang merasa memiliki kepentingan tdak memiliki akses untuk
terhbat dalam persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 11 avat (4)
PERMA Nomor 8 Tahun 2017 menvatakan “Dalam perkara
Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau  tndakan
badan dan/atau pejabat pemerintahan uodak  dimungkinkan
masuknva pihak ketiga sebagar pihak berperkara atau pihak

Intervensi”™.

Berkaitan dengan keterlibatan pihak ketiga dalam suatu persidangan
perkara permohonan keputusan fikuf posiuf di PTUN, perlu
menvimak pertimbangan hukum putusan MK Nomor 77/PUU-
XV/2017 sebagai berikut:

“Menimbang bahwa masalah vang dipersoalkan Pemohon adalah
keberadaan Pasal 53 avat (5) UU 30/2014 vang menurut Pemohon

menvebabkan terlanggarnva hak konstitusional Pemohon vang

“ Thidd
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dyjyamin dan dilindungt oleh UUD 1945, Sehubungan dengan
masalah konstitusional nomma a quo, persoalan vang harus dyjawab
lebih jauh adalah apakah keberadaan Pasal 53 avat (5) UU 30/2014

ielah  menvebabkan hak Pemohon untuk  memjadi  Pihak
Terkait/Tergugat  Intervensi  dalam  beracara  pada  PTUN
bertentangan dengan Pasal | avat (3), Pasal 28D avat (1), Pasal 238G
avat (1), dan Pasal 28H avat (4) UUD 1945;

Terhadap persoalan tersebut, Mahkamah memperumbangkan

sebagai benkut:

Bahwa pemenksaan dengan acara fikuf posinf vang diatur dalam
Pasal 53 avat (5) Ul a quo merupakan acara pemeriksaan khusus
vang diatur dalam UU 30/2014 diberlakukan di Peradilan Tata
UUsaha Negara (Peratun) dan untuk mm Mahkamah Agung telah
mengeluarkan Peratwran Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5

Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh

Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan
Keputusan Dan/Atau T'indakan Badan Atau Pejabat Pemerintah;

Bahwa selain Pemenksaan dengan acara Fikul Positif mu di
Peradilan Tata Usaha Negara dikenal 2 (dua) acara Pemeriksaan,
vaitu: (1) Pemeriksaan dengan Acara Biasa [vide] Pasal 68 sampai
dengan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5l
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-1ndang Nomor
S5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun),
dan (2) Pemenksaan Dengan Acara Singkat dilakukan dengan hakim
tunggal dalam waki paling lama 14 han (vide Pasal 98 sampai
dengan Pasal 99 UU Peratun);

204




Bahwa Pasal 83 avat (1) UU Peratun juga membert kesempatan
kepada pihak ketga (Intervens) untuk masuk sebagai pihak dalam
proses pemeriksaan perkara di Peradilan T'ata Usaha Negara;

Bahwa kasus konkrit vang dihadap dan dikemukakan Pemohon
sehubungan dengan adanva putusan Fikul Posiif PI'TUN-Denpasar
terkait pembatalan atau pencabutan “Keputusan Kepala Kantor
Wilavah BPN Provinst Bali Nomor 0196/Pbht/BPN.51/2013, anggal
29 Oktober 2013, tentang Pembatalan Pendaftaran Peralihan Hak
Terhadap Sertifikat Tanah atas Tanah Hak Guna Bangunan” vang
didalilkan telah merugikan Pemohon karena PIT'UN-Denpasar udak
memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memnjadi Pihak
Intervensi, menurmut Mahkamah tanpa bermmaksud memlar kasus
konkrt vang dialami Pemohon, hal tersebut bukanlah dikarenakan
keberadaan Pasal 53 avat (5) UU 30/2014 vang bertentangan dengan
UUD 1945, melainkan mempakan penerapan hukum acara dalam
pemeriksaan permohonan Fikul Positif dalam peradilan TUN;

Berdasarkan pertimbangan di atas bahwa persoalan kerugian vang
didalilkan  oleh  Pemohon  bukanlah  persoalan  kerugian
konstitusional karena dalil pokok kerugian Kkonstitusional vang
diraitkan oleh Pemohon, vang terletak pada undak diberikannva
kesempatan kepada Pemohon untuk memadi Pihak Terkait atau
“Tergugat Il Intervensi” dalam perkara di PI'UN-Denpasar dengan
adanva penolakan majelis hakim PTUN-Denpasar, selhingga udak
ada hubungan sebab akibat (cawsal/ verband dengan berlakunva
norma vang duji. Pokok kerugian tersebut lebih kepada persoalan
immplementast bagaimana hukum acara peradilan tata usaha negara
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dalam penvelesaian sengketa tata usaha negara i casu perkara
Pemohon di PTTUN-Denpasar™.

Mengacu pada pertimbangan hukum MK di atas, bahwa berlakunva
Pasal 53 UUAP vang diindak lanjut dengan PERMA Nomor 5
Tahun 2015 (kemudian digant dengan PERMA Nomor 8 Tahun
2017) mengenar  keterhbatan pihak  ketiga (Intervensi)), MK
menvaltakan bahwa Pasal 83 ULl Peramin membert kesempatan
kepada pihak ketiga (Intervens) untuk masuk sebagai pihak dalam
proses pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara. Hal
berbeda dinvatakan dalam Pasal 11 avat (4 PERMA Nomor 8
Tahun 2017 menvatakan “...tidak dimungkinkan masuknva pihak
ketiga sebagai pthak berperkara atau pihak Intervensi”. Memang
terdapat asas hukum fex superor derogat legi mferior vakni asas
penalsiran hukum vang menvatakan bahwa hukum vang ungg (fex
superior) mengesampingkan hukum vang rendah ey mferior).
Namun dalam praktek di PTUN, tetap mengunakan Pasal 11 avat
(4) PERMA Nomor 8 Tahun 2017 pihak ketga udak diben
kesempatan mtervens: sebagaimana pengalaman pemohon PUL di
MK Nomor 77/PUU-XV/2017.

Putusan PTUN dalam perkara hkaf posiif bersifat final dan
mengikat, sebagaimana ketentuan Pasal 18 PERMA Nomor 8 Tahun
2017  menvatakan “Putusan  Pengadilan at@as  penerimaan
Permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan
Badan atau Pejabat Pemernntahan bersifat final dan mengikat”, vang
berart tdak dimungkinkan upava hukum biasa bagi para pihak

Dalam, Pumsan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PULXV/E0 17,
{Jakarta, Rabu 9 Me1 20 18), hlm 50-52.
“ PERMA Nomor 8 Tahun 2017 di berlakukan pada tanggal 30 November
20017 sedangkan Putusan MK Nomor 77/PUTU-XV/2017 pada Rabu 9 Mei 201 8.
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apalagi pihak ketga, bagi para pihak masih dimungkinkan
menggunakan upava hukum luar biasa vaitu Penimjauan Kemball.

Ketentuan ini juga terdapat permasalahan seandamva tindak lanjut
apakah putusan PTUN  terhadap keputusan fikaf  posinf
menimbulkan kerugian bagi pthak ketiga? Dalam hal seperti i
apakah keputusan fikul posiuf vang dikeluarkan atas dasar perintah
PTUN dapat digugat ke PI'UN kembali? Kondisi mi akan
membawa dilema antara kepastian hukum (kewibawaan putusan
pengadilan) dan keadilan substansial (kepentingan pihak ketiga).
Dalam kondisi semacam ini, akan terjadi benturan hukum antara
ketentuan Pasal 53 UUAP dengan ketentan Pasal 2 hurut (e) UU
Peratun vang mengatur pengecualian obyek sengketa Peratun vang
dikeluarkan sebagai akibat hasil pemenksaan badan peradilan vang
telah berkekuatan hukum tetap.

Pemberlakuan Perma Nomor 8 Tahun 2017, Pasal 11 avat (4)
(intervensi) dan Pasal 18 (putusan f[inal dan mengkat) udak
memberikan  perlindungan hukum pihak ketuga, memmbulkan
ketidakpastian hukum dan ketdakadilan bag pihak ketiga vang
merasa terlibat, karena berkepentingan ataupun merasa dirugikan
atas pemeriksaan permohonan keputusan hkul posiaf, maupun
keputusan vang lahir sebagai undaklamut pelaksanaan putusan

PTUN dari proses permohonan fikul posiaf.
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BABYV
PENGATURAN KE DEPAN PENERAPAN PRINSIP FIKTIF
POSITIF DALAM PERMOHONAN KEPUTUSAN DAN/ATAU
TINDAKAN APARATUR PEMERINTAHAN

A. Urgensi Prnsip Fiktif Positif di Bidang Administrasi
Pemerintahan

Tupan didinkan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah
untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan
kehidupan bangsa™. Amanat tersebut mengandung makna bahwa
Negara Republik Indonesia termasuk negara kesejahteraan vaitu
negara selamn untk menaga keamanan dan ketertiban juga untuk
mewujudkan kesejahteraan bagi warga masvarakamva. Apabila
keadaan tersebut dikaitkan dengan Pasal 1 avat (3) UUD NRI 1945,
Indonesia termasuk negara hukum kesejahteraan. Negara terlibat
dalam seluruh kehidupan masvarakat, dar hulu sampai ke hilir,
tentu sesuai dengan batas kewenangan vang ditetapkan, sesuai

dengan peraturan perundang-undangan vang berlaku.

Guna mewuudkan negara hukum  kesejahteraan  dimaksud,
ditetapkanlah antara lain, undang-undang dan peraturan perundang-
undangan & bawahnva sebagai penuntun dalam  kelhidupan
berbangsa dan bernegara atau dasar bagt Pemerintah untuk lebih

mengoperasionalkan @@ terwuudnva  tuyjuan negara  Kesatuan

* Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
UT'D NRI 1945 alinea ke empat.
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Republik Indonesia melalun fungsi-fungsi Pemenntah, seperti fungsi
pelavanan, fungsi pembangunan, fungsi pemberdavaan dan fungsi
pengaturan, selain ungsi memaga keamanan dan ketertban.

Pada peralanan bangsa Indonesia sejak tahun 1945 hingga
memasuki Fra Reformast vang dimular Tahun 1998, fluktuas:
implementasi fungsi-lungsi tersebut mengalami pasang sumt sesuai
dengan dinamika kehidupan polink dan upava penegakan hukum
vang ada.

Sesudah  @hun 1998, vang kadang disebut sebagai lira
Demokratisasi, dan  Desenmalisasi, sejumlah  produk  hukum
ditetapkan sebagai pengawal dan guidance bagi Pemerintah dalam
perwujudan salah satu [ungsinva, pembenan pelavanan kepada
masvarakat di antaranva, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelavanan Publik dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2014 tentang Administrast Pemerintahan.

Kondisi dan perubahan cepat vang dukuti pergeseran nilai sangat
perlu disikapt melalui langkah kegiatan vang terus-menerus dan
berkesinambungan dalam berbagai aspek pembangunan untuk
membangun kepercavaan masvarakat dalam mewwudkan tyjuan
nasional, perlindungan kepada warga masvarakat dan jaminan hak-
hak asast manusia sebagaimana diamanatkan UUD NRI 1945.
Demikian  halnva perlindungan masvarakat dan  penggunaan
kewenangan Pemerintahan vang luas, sebagai implikasi negara
hukum kesejahteraan, agar sesuar dengan asas-asas umum
pemerintahan dan berdasarkan peramran perundangundangan vang
berlaku.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Adminmstras:
Pemermtahan keberadaanva untuk memberikan perlindungan dan
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jaminan dimaksud, termasuk keputusan percepatan pelavanan vang
hikul posiuf, selain “keputusan nvata” apabila Badan dan/atau
Pejabat  Pemenntahan udak menetapkan dan/atau membuat
keputusan, padahal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
dimaksud berkewapban menetapkan dan/atau membuat keputusan,
vang kemudian dikenal dengan “Keputusan fikul posiaf™

Sikap diam vang dimaknai sebagai suam persetjuan identik dengan
salah sam maksim hukum di zaman Romawr dahulu: qur m@cer
consentire videtur (stlence implies consent)”. Konsep atau prinsip
hikul posiif’ dalam konteks hukum kontemporer, digunakan dan
dikembangkan dart suatn kondist atau keadaan keuka otoritas
admimstrast  bersikap  ndak  sebagaimana  seharusnva  vakm
mengabailkan sesuatu  permohonan vang ditgjukan kepadanva
(admimistrauve  mmaction),  tdak  melavani  secara  optimal
(unprofessionalf), bersikap udak responsil {unresponsive), memproses
suatu permohonan secara berlarut-lanat (defaving services) dan lain
sebagamva vang identik dengan hal-hal vang sifatnva termasuk dalam

kategori maladministrasi™.

Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan, sistem hukum Indonesia telah mengadopst prinsip
hukum dam berarti setuyn’atau iasa dikenal sebaga "hikuf posiuf™.
Secara sederhana dapat dikatakan bahwa konsepsi hkul positif
dalam UU No. 30 Tahun 2014 adalah sebuah fiksi hukum vang
mensvaratkan  otoritas  administrasi  untuk  menanggapi  atau
mengeluarkan keputusan/undakan vang digjukan kepadanva dalam
limit waktu sebagaimana vang ditentukan dan apabila prasvarat im
tidak terpenuhi, otorias administrasi  dianggap mengabulkan

* Ennico Simanjuntak,, Prospek Prinsip Fiktf....Op. Cit,, hlm 301.
= Thid
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permohonan penerbitan  keputusan/tindakan vang dinmohonkan
kepadanva.

Terminologi atau isulah fikaf posial dalam literatur asing disebut
dengan 1sulah lexv silencio positivo, vang secara terminologis berasal
darn kombinasi 1sulah bahasa Latun (lex) dan Spanvol (sidencio
positivo), atau dalam terminologi hukum berbahasa Inggns dan
LEropa daratan umumnyva disamakan dengan isulah sifent consemnt,
fictious approval atau racit authorizaaon, sedangkan dalam tadist
common faw dapat diudennlikast dengan konsep vang lebih umum
vakm adnunistration  imacuon, meskipun  tdak  secara  spesifik
membedakan maknanva antara admimstration omnusion dengan

administra tive silence™ .

Rangkaian norma hukum Pasal 53 UU Admimstrasi Pemerintahan
mengandung makna agar aparatur pemerintahan lebih responsif,
proakuf, profesional dan mengutamakan kepentingan para pengguna
lavanan publik dengan paradigma pelavanan prima memadi mntutan
setiap penvelenggaraan pelavanan publik modem. Secara teoritis
prinsip dan pelavanan prima sekurang-kurangnva terdin dan:

a. Kesederhanaan (ssmplictv):  Prosedur dan tala cara
pelavanan perizinan diselenggarakan secara mudah, lancar,
cepat, tepat tidak berbelit-belit, mudah untuk dipahami dan
mudah dilaksanakan oleh masvarakat vang minta lavanan;

b. Kejelasan dan Kepastuan (Clariny and Relabilin): Kejelasan
dan kepasuan mengenai prosedur dan tata cara pelayanan,
bahwasannva persvaratan-persvaratan (baik adminstrasi
maupun teknis), biava (daftar table taril pelayanan) dan lama
wakiu proses (batas wakiu penvelesaian vang past) harus

“ Thied, hlm 3005,
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d.

diterangkan secara jelas (kejelasan kelengkapan persvaratan)
kepada nap-nap pemohon vang memasukan permohonan:
Elsienst  Prosedur (Procedural  Efficiency):  Persvaratan
pelavanan hanva dibatasi pada hal-hal vang berkaitan
langsung dengan pencapaian sasaran pelavanan dengan
tetap memperhatkan keterpaduan antara persvaratan
dengan produk pelavanan vang diberikan. Dicegah adanva
pengulangan (duplikasi) pemenuhan persvaratan dalam hal
proses pelavanan. Untuk beberapa penzinan vang berkaitan,
permohonan untuk beberapa 1zin ersebut mestu diserahkan
pada saat vang bersamaan ketka satu perizinan tergantung
kepada pengeluaran izin vang lain;

Jasa Pelavanan vang Murah (Lower Cost Servicd: Langsung

dan wdak memulai (vang berkalan langsung dengan
pemohon 1zin). Biava perzinan harus disesuaikan dengan

kapasitas kemampuan masvarakat;

. Pelavanan vang Adil dan Mermata (Level Plaving Field):
Jangkauan pelavanan  diusahakan  seluas  mungkin.

Pelavanan dan harms dapat diakses oleh seluruh lapisan;

Kecepatan Wakiu (7imely Action): Kecepatan wakiu dalam
memberikan pelavanan dimana setiap perizinan harus telah
dikeluarkan dalam kurun wakiu vang ditentukan dengan
catatan berkas permohonan telah diserahkan secara jelas
dan lengkap. Sehubungan dengan hal i, Safrn Nugraha
mengemukakan prakuk penvelenggaraan pelavan penzinan
sebagai pelavanan publik untuk mewwudkan pemerintahan
vang baik adalah pemerintah vang memberikan berbagai
kemudahan, kepastian, dan bersih dalam menvediakan
pelavanan kepada warga masvarakat dan melindung dan
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berbagar undakan sewenang-wenang terhadap din, hak
maupun hara benda masvarakat™.
Menurut Enman Rajagukguk, terdapat 3 (rga) peranan dan hukum
dalam menumang pertumbuhan  ekonomi  vakm  dalam  hal
menvediakan prediktibihitas, stabilitas dan keadilan: " order that to
plav a role in the economic development, faw must provide three

qualitics, "predicabiliny”, “saabiinv”, and “fairness™ .

Peran dan fungst hukum seperti im semakin tak terbendung apabila
dikaitkan dengan globalisasi ekonomi, dimana Indonesia merpakan
salah satu bagan darn fenomena globalisasi tersebut. Dalam konteks
regional misalnva kedudukan Indonesia sebagai core member
ASEAN serta peran akul vang dilakukannva dalam mewujudkan
MLEA (Masvarakat Ekononun ASEAN), membuat sangat sulit (atau
bahkan hampir ndak mungkin lagl) bag Indonesia untuk meminta
penundaan-penundaan  atau  kemudahan-kemudahan terhadap
konsekuensi-konsekuensi  pelaksanaan  integrasi  perekonomian
ASFAN, apalagt untuk mengambil sikap mundur dart komitmen
MEA™.

Selain karena wnwutan globalisasi, konsep good governance sangat
terkait dengan adanva tuntutan permubahan (reformasi) dan
masvarakat kepada pemenntah untwk meningkatkan kualitas
lavanan penvelenggaraan pemerintahan. Oleh karena i, tuntutan
ini merupakan hal vang wajar dan sudah seharusnva direspon oleh

pemerintah  dengan melakukan perubahan vang terarah pada

T, hlm 307,

' Erman Rajagukguk, Hammonization of Law in ASEAN Countries towards
Economic Integragion, Jurnal Hukum Internasional, Indonesian Joumal of
Intemational Law, Vol. 9, Na. 4 (2012}, hlm 531.

" Ennco Simanjuntak, Prospek Prinsip Fiktf....Op. Cit., hlm 307.
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terwujudnva penvelenggaraan pemerintah vang baik menuju twuan
negara vaitu kesejahteraan masvarakamva™.

Berbagai kebyjakan hukum telah dikeluarkan pemerintah dalam
rangka mendukung kemudahan berusaha. Berbaga:r kebpakan
hukum  tersebut  diharapkan  mampu  memenuli  kebutuhan
infrastruktur - hukum — untuk  menunjang  perputaran  roda
perekonomian nasional. Upava pemerintah dalam memngkatkan
investasi penanaman modal, merupakan prasvarat bagi tercapainva
pertumbuhan ekonomi, dan dampaknva dirasakan dalam bentuk
pemngkatan kesejahteraan masvarakat.

Pengurusan perizinan untuk pembukaan usaha saja terdapat kurang
lebth 13 (uga belas) prosedur vang harus ditempuh untuk
memperoleh 1zin membuka usaha vakm:
1) Pembavaran untuk pesan nama perusahaan di Bank;
2) Proses pengajuan form akta perusahaan:
3) Proses penolakan (reject) aplikasi jika nama perusahaan
sama atau mirip dengan vang sudah ada;
4) Permohonan 1zin kepada Kemenhum HAM untuk pendinan
akta perusahaan;
5) Mendapatkan seritifikat domisili pengelolaan gedung;
6) Pengajuan sertilikat domusili perusahaan:
7) Pembavaran PNBP di Bank;
8) Pengajuan SIUP;
9) Pengajuan TDP;
10)Pendaliaran di Kemenakertrans;
1 )Pengajuan daltar BP]S (worker soca ! insurancel;

" Sedamavanti, Good Govemance “"Kepemenintnhan Yang Baik” Dalom
Rangka Otonomi Daemh Upaya Membangun Omgunisasi efektif dan Ffisien
melafu Restrukturisa si dan Pemberdayaan, Fdisi Revisi (Bandung: Mandar Maju,
2012}, him 4.
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12)Pengajuan daltar Jaminan Kesehatan;
13)Mendapatkan Nomor NPWP dan VAT Collector Number
(nomor pungutan pajak nilai tambah)™.

Pamangnva prosedur vang hams ditempuh tentu akan menguras
waktu, tenaga dan energl, sedangkan para pelaka usaha
membutuhkan kecepatan pelavanan administrasi. Pelavanan vang
tidak tanggap, berlarut-larut serta tidak responsif akan mempersulit
para pelaku usaha untuik menempuh semua  prosedur vang
dibutuhkan  dalam  pengurusan  perizinan.  Selain melalhn
pemangkasan prosedur melalm  deregulasi dan debirokratusas:
pelavanan admimstrasi pemermtahan kepada masvarakat vang
dilavani, penerapan prinsip fikuf posinf” akan memberikan kerangka
waktu vang jelas dan kepastian proses pengurusan berbagai prosedur
dalam rangka memenulu aspek perzinan di bidang hukum.
Penerapan prinsip hkul posinf berkaitan dalam hal pengurisan
perizinan untuk pembukaan usaha, perizinan bangunan, pendaltaran
pertanahan.
Pasal 28D avat (1) UUD NRI 1945 menvatakan “Setap orang
berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastan
hukum vang adil serta perlakuan vang sama di hadapan hukum”.
Kepasuan hukum dan kepasuan berusaha dalam era globalisast
menjadi faktor kuna dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Penmgkatan kualitas pelavanan publik seperti dalam kecepatan dan
ketepatan pelavanan admimstrasi memadi suatu prasvarat bag
terwujudnva iklim usaha vang kondusif.

Perkembangan hukum admimstrasi kontemporer di tanah air telah
mengadopst prinsip [ikal posiil’ vakm apabila otoritas admimstrasi

htip://eodb.ekon.goad/indikatoreodb/slaring-a-business/  Diakses 5
Desember 2015,
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pemerintahan bersikap tdak sebagaimana seharusnva vakm diam
mengabaikan sesuatu  permohonan vang dingukan kepadanva
(admimstrauve naction), atau tdak melavam  secara optimal
(unprofesstonalf), bersikap tdak responsil (unresponsive), memproses
suatu permohonan secara berlarut-lanat (defaving services) dan lain
sebagamva vang identik dengan hal-hal vang sifatnva termasuk dalam
kategort maladminisirasi, maka sikap administrasi seperti ini secara
fiksi hukum dipandang sebagai persetuyjuan atas permohonan vang
digjukan kepadanva. Penerapan prnsip Okoal posiaf i dan
pengalaman negara-negara lain, mampu meminimalisir
maladmimstras: pelavanan administrasi pemerintahan serta mampu
meringkas prosedur hukum vang harus ditempuh dalam pengumsan
perizinan vang dibutubhkan untuk membuka usaha atau menunjang
kelangsungan berusaha. Penerapan prinsip [ikul posinl akan
memberkan kerangka waktu vang jelas dan kepastian proses
pengurusan berbagair prosedur dalam rangka memenuln aspek

perizinan di bidang hukum.

B. Komparasi Penerapan Prinsip Fiktif Positif di Indonesia dengan
di Prancis dan Belanda

Masalah kemudahan perizinan merupakan salah satu [aktor penting
vang menjamimn kelancaran arus perdagangan dan kepasama
ekonomi, maka setiap negara anggota diminta untuk menghilangkan
rintangan  bagi  pelakua usaha vang ingin menerima lavanan
administrast di negara sesama anggota Uni LFropa, khususnva
kewajiban untuk mendapatkan otonsasi di bidang perizinan. Komisi
Eropa menial instrumen “otorisasi diam-diam” atau hkul posiil

akan membantu untuk menyvederhanakan prosedur pernizinan dan
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cocok dengan mmsiauf vang ada untuk memfasilitasi pergerakan
bebas dan lavanan bisnis antara negara™.

Hal i1 dinilai sebagai garansi terpenting bagi para penerima lavanan
(konsumen dan pebisnis) dalam rangka memperkuat kepercavaan
mereka terhadap pasar wnggal LFropa™. Selanjumva untuk
menerjemahkan tjuan sebagaimana disebutkan di atas, beberapa
langkah undak lamjut diarahkan untuk segera diadopsi dalam
kebyjakan legislasi di semua negara anggota Uni Lropa selambai-
lambatnva sampai dengan bulan Desember 2009. Salah satu point
arahan dimaksud, sebagaimana tertmang dalam ketentuan Pasal 13
avat (1) dan direkal No. 123 Tahun 20006 (Direcave 2000/1251.C),
menghendaki agar setiap negara anggota mengadopst prinsip
“otorisasi diam-dham” (lex sifentio/silencio positivo) vang diharapkan

mampu mengatasi berbagai keluhan menvangkut prosedur perizinan.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa prinsip atau konsepsi Ley
Silencio Positivo adalah sebuah aturan hukum vang mensvaratkan
otoritas  administrasi  untuk menanggapi  a@u  mengeluarkan
permohonan keputusan/tindakan vang diajukan kepadanva dalam
limit waktu sebagaimana vang ditentukan peraturan dasarnva dan
apabila prasvarat i tidak terpenuhi, otoritas admimstrast dengan
sendinnyva dianggap telah mengabulkan permohonan penerbitan
keputusan/indakan wu. Isulah  Lex  Siencio  Positivo  adalah
terminologi campuran antara bahasa Laun ¢ex) dan Spanvol

“ Ennco Simanjuntak, Perkora Fiktif Positif ...Op. Cit., hlm 380

" 26 Negara Anggota Uni Eropa: Belgia, Bulgara, Republik Ceko,
Denmark, Jerman, Estomia, Yunam, Spanvol, Perancis, Irlandia, Itaha, Siprus,
Lania, Lithuama, Luksemburg, Hongana, Malia, Belanda, Austna, Polandia,
Portugal, Rumama, Slovema, Slowakia, Finlandia, Swedia. Sebelumnva negara
Ingeris bergabung. Namun, pada ahun 2016, melalun referendum dengan hasil
suara vang tpis, masvarakat Inggns memilih keluar dan orgamsasi Uni Eropa.
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(Stlencio Positivo) vang dalam terminologi hukum berbahasa Ingeris
disamakan dengan istilah fictious approvalatau acit authorzza tion™.

Diadopsinva prinsip hiktif positf dalam berbagai kebyakan legislasi
negara anggota akhirmva membawa hasil  posinl  dalam
memperlancar kemudahan proses pengunisan perizinan maupun
penerbitan  keputusan/tindakan lain vang diajukan oleh warga
kepada organ admimstrasi. Sebagaimana dicontohkan dan kasus di
Swedia, kin1 para pemilik usaha rental mobil vang akan mengurus
perizinan usahanva mendapat keuntungan langsung darn penerapan
keputusan fikul posiuf im karena seandainva pihak vang berwenang
tidak merespon permohonan izin usaha mereka dalam jangka wakuu
tertentu, bisnis  penvewaan mobilnva tetap dapat dyalankan,
meskipun 1zin - belum dikeluarkan oleh pejabat terkait. I
Luxemburg, prinsip fikaf positif akan berlaku untuk semua otorisasi
kegiatan vang tudak menmbulkan risiko lingkungan atau keamanan,
dan akan mencakup berbagai akuwvitas komersial, termasuk toko
kecll dan kegmatan kerapnan. Jika otoruas admmustraul ndak
merespon sampai ba@s waktu 3 (uga) bulan permohonan wzin vang
digjukan oleh para pelaku usaha sebagai prasvarat memulai kegiatan
bisnis, perizinan dengan sendirinva dianggap telah dikabulkan. I
Italia, semua profesi vang diatur, termasuk msinvur, arsitek,
pengacara, dan lain-lain, sekarang dapat memperoleh manfaar dan
keputusan hkual posiuf. Jika pejabat admimstras: gagal merespons
sebelum tenggat waktu undang-undang, seorang arsitek bebas untuk
memulal akuviasnva™.

Kendau penerapan pnnsip ‘otonsasi diam-diam” atau hkul positf im

terbukii membawa manfaat vang sigmfikan dalam pola hubungan

“ Oswald Jansen, Loc, Cit
* Enrico Simanjuntak , Perkara Fiktif Positif ...Op. Cit, hlm 38 1.
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anfara pemerintah dan masvarakat, vakni organ pemerintahan
dituntut semakin responsit dalam menjalankan tgas-tugas pelavanan
publik, namun patut diketahui tatkala prinsip im baru diadopsi oleh
negara-negara anggola Unmi Fropa, sejumlah pro kontra vang luas
terjadh menvangkut implikasi hukum penerapannva karena dianggap
membawa perubahan radikal dalam hubungan antara warga
masvarakat dengan otoritas administrasi. Oleh karena itu, akhimva
berbagar negara memilh beberapa pola penvesuaian dalam

menerapkan pemberlakuan sistem sidento positivo™.

Pola penvesuaian pertama, sistem silentio positivo diterapkan secara
terbatas, vakm keputusan sifeniio positivo hanva berlaku sepanjang
peraturan dasarnyva menentukan demikian seperti dianut di Belanda.
Pola penvesuaian vang kedua adalah penerapan
pembatasan/pengecualian  dalam  penerapannya. 11 Prancs,
keputusan silentio positivo tdak dapat diterapkan apabila keputusan
semacam ini membawa konflik dengan perjanjian internasional atau
membahavakan  kepentingan  umum  atau  membahavakan
perhndungan kemerdekaan atau hak-hak konstutusional lain. Itaha
melarang penerapan keputusan sifentio positivo dalam urusan vang
menvangkut kekavaan budava, lingkungan hidup, penahanan
keamanan, keamanan publik, imigrasi, kesehatan publik dan di
semua kasus-kasus vang diwapibkan hukum Fropa ditempuh melahn
prosedur formal. 1 Portugal udak mungkin menerapkan keputusan
stlentio positivo bagi permohonan 1zin dan otorisast dan perencanaan
kota jika keputusan semacam im akan mengakibatkan terganggunva
ketertban umum atau perlindungan lingkungan hidup, sejarah dan
warisan budava. Keputusan semacam i juga tidak akan dikeluarkan

“ Thied, hlm 382,

219




apabila menvebabkan terganggunva kepentingan pihak ketiga dan
kepentingan publik™.

Permohonan dianggap dikabulkan secara hukum dimaknai sebagai
pengabulan past dan tegas secara hukum (Keputusan hikaf posiaf),
sehingga perlu pembatasan-pembatasan pada bidang-bidang/urmsan
pemerintahan tertentu. Hal vang berbeda dalam ketentuan Pasal 53
avat (3) UUAP sifat pengabulannya belum past/tegas karena ada
persvaratan pada ketentuan selamutnva, dapat dikatakan fokusnva
pada Permohonan dianggap dikabulkan sebab tidak ada secara tegas
menvebut ada/lahimva “Keputusan Pengabulan™ sebagai art dan
permohonan vang dianggzap dikabulkan secara hukum. Pengabulan
dapat terwujud pka melalu putusan penermmaan permohonan oleh
Pengadilan, hal mana telah dinvatakan atau ditenima secara
lengkap/telah memenuhi persvaratan oleh Badan dan/atau Pejabat
Pemermntahan, dengan demikian berart sudah sesuai wilavah bidang-
bidang kewenangan penvelenggara pemerintahan.

Pada negara Prancs, perubahan rezim keputusan fikoaf neganf
menjadi  keputusan/undakan fikul' posiul udak terlepas dari
disahkannva oleh pardemen Prancis @Assemblée Nauonale) pada
tanggal 23 Oktober 2013 sebuah undang-undang vang dimaksudkan
untuk menvederhanakan hubungan antara otoritas admumistrauf dan
publik. Sebagaimana masih berlaku di Belanda dewasa 1y,
sebelumnva sistem di Prancis mengadopst keputusan hkul posinf
secara lerbatas saja artinva dalam sektor tertentu saja vakm harus
dikaitkan dengan peraturan dasar lain vang mengatur kemungkinan
keputusan hkul positif sebagaimana ditentukan dalam UU No. 2000-
321. Namun kehadiran undang-undang terbaru, membuat

“ Thrdd.
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perubahan penting untuk Pasal 21 dan 22 UUL No 2000-321 vang
sebelumnva disahkan pada tanggal 12 April 2000. Perubahan vang
paling relevan terdapat pada Pasal 21, vang mengatur bahwa aturan
dasar dalam hal kegagalan untuk merespon permohonan sesuai
batas waktu adalah permmohonan vang diajukan secara hukum
dianggap disetujn (fiktif posinf)™.

Secara umum ditentukan bahwa sikap diam otoritlas admimsirasi
dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak permmohonan diterima
dianggap sebagai suatu persetuyjuan. Daliar prosedur vang mana
dianggap sebagai sikap diam dipublikasikan melalui mternet dengan
tangeungiawab Perdana Menteri. Ketentuan tersebut menentukan
otoritas administrast mana saja vang bertanggung jawab atas berbagai
permohonan  vang sudah mengadopsi konsepst fhkul posiaf.
Menariknva, perhitungan batas wakiu bagi fikul posiaf dapat dihitung
secara berbeda-beda, artinva mulai seggak kapan berlakunva hkuf
positil’ dapat disesuaikan dengan jems permohonan vang diajukan
sehingga apabila permohonannva bersilat urgen dan mendesak,
perhitungan waktunva bisa lebih singkat dan sebaliknva apabila
objek  permohonannva menvangkut sesuatu  vang kompleks,
perhitunganmva dapat melampui wak 2 (dua) bulan. Selain i,
prosedur dikeluarkannva kepumsan fikaf posiuf di Prancis disertai
dengan kewajiban otontas administrast untuk mengeluarkan surat
konfirmasi (atestation), ataun dalam konteks di Belanda disebut:
notilikast (notfication), dengan svarat dikeluarkan paling lama
dalam 2 (dua) minggu setelah habis hmit waktu untuk penerbitan
keputusan. Notifikasi dan/atau konfirmasi batas wakiu i penting
karena berkaitan sebagai dasar perhitungan waktu pengajuan upava

“ Thred, hlm 386-387.




hukum baik oleh pithak pemohon maupun perlawanan bagi pihak
ketiga™.

Pengalaman Jerman menunjukan dengan  diperkenalkannva
ketentuan § 42a VwViG tentang keputuan fikol positif dengan twjuan
untuk mengakselarasi dan menvederhanakan prosedur admimstrasi
membawa dampak kontroversial di Jerman. Knuk diajukan
menvangkut kepentingan pihak ketiga dan kepentingan umum.
Sehingga kemudian, ketentuan menvangkut pembatalan, pencabutan
dan perubahan keputusan vang disengketakan di  Pengadilan
Administras: sebagaimana diatur dalam §§ 48 dan 49 Vw6 juga
berlaku untuk keputusan ikl posiaf ni. D1 Belanda, keputusan hikaf
positif dapat digugat di pengadilan dan di pengadilan tingkat banding
dalam masalah admiustrasi di Dewan Negara, namun gugatan
semacam ini hanva dapat diajukan oleh pihak ketiga vang merasa

2

dirugikan oleh akibat keluarnva keputusan fikaf positif™

Selam 1tu, secara pnnsip sebagaimana sistem vang dianut di Belanda
dan Prancis, otoritas administrasi perlu memberikan notifikasi
tentang dikeluarkannva keputusan likul posinf dalam dua minggu
setelah habis imit wakt untuk penerbitan keputusan. Notifikasi dan
batas wakt tersebut untuk memberikan kesempatan bag pihak
ketiga keuka mgin mengajukan upayva hukum. Pihak ketiga harus
menunggu notifikast sebelum mereka dapat mengajukan upava
keberatan atau gugatan terhadap keputusan fikaf posinf. Dalam hal
Pengadilan admimstrasi dapat membatalkan seluruh atau sebagan
keputusan kol positif, otoritas  admmistrasi  harus  membuat

keputusan baru. Tidak dipatuhmva putusan pengadilan ndak dapat

= Thred.
' Thied, hlm 392,




dyadikan sebagai dasar untuk membuat kepuman fikal positl vang
lain™.

Penerapan prinsip Lkul posiil di Indonesia dimana pengadilan
dilibatkan untuk  melalurkan  keputusan kol posinf  melahn
permohonan pemohonan ke PTUN, manakala ncrnmhm'lan ke
aparatur pemerintahan setelah waktu tertentu atau 10 (sepuluh) hari
kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. Pengadilan akan
memutuskan dan jika dikabulkan memenntahkan kepada aparatur
pemerintahan untuk melaksanakan putusan pengadilan bempa
menerbitkan keputusan vang dimohon. Tidak adanva perlindungan
hukum bagi pihak ketiga sebab udak dimungkinkan mntervensi (vide
Pasal 11 avat (4) Perma 8 Tahun 2017).

Gambaran penerapan prinsip hkaf posinl di negara-negara U
Lropa justru keputusan hikaf posiafl wu diakw terlebih dahulu atau
diberikan kepastian hukum manakala suatu permohonan telah lewat
waktu, maka pemohon dapat menggunakan keputusan hkul posiil
secara nvata. Pengadilan diberi kewenangan justru untuk melindung
pihak ke tiga vang merasa dinugikan atas lahirnva keputusan kol

positil permohon.

Tabel 4:
Perbandingan Penerapan Prinsip Fiktif Positif
di Indonesia, Prancis dan Belanda
No.| Kategori Indonesia Prancs | Belanda
1. | Isulah Prinsip Fiktil Ui Lropa:
Posial accepii victum posiing,
fictious approval, @it

“ Thied, hlm 393,
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a uthoriza tion awu lex

silencio positivo

2. | Dasar Pasal 53 UUAP, Uni Fropa:
hukum Putusan MK No. Pasal 13 avat (4) dari
77/ PUU-XV/2017 direkuf No. 123 Tahun
20006 (Directive
200071 23FC)
3. | Batasan Berlaku Umum Belaku Berlaku
keberlakuan pelaksanaan Umum Terbatas
fungsi kecual sepanjang ada
Pemerintahan ada ketentuan
dluran vang
khusus membolehkan
vang
melarang
4. | Batas wakiu | Ditentukan oleh Umumnya 2 bulan sejak
kewajiban peraturan terkait permohonan diterima,
otorias atau 10 han kerja namun bisa lebih cepat
administrasi atau melampaui tergantung
urgen, mendesak, atau
kompleks permohonan
5. | Prosedur Setelah lewat Setelah lewat batas wakitu,

lahirnya
keputusan
hkuf posiaf

batas wakiu sejak
permohonan
diterima secara
lengkap oleh
aparatur
pemerintahan,

Maksimal 90 han
pemohon

mengajukan

ada kewajban otoritas
admimstras: untuk
mengeluarkan surat
konhirmasi (aweswa tion)
a u notifikasi
(noufication), paling lama
dalam 2 (dua) minggu
setelah habis limit waktu

untuk penerbitan
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permohonan
untuk
mendapatkan
putusan P'ITUN

keputusan.

0. | Upava

hukum

Putusan PI'UN
final dan
mengikat, upava
hukum bagi para
pihak vaitu
peninjauan
kembal, udak
ada akses bag
pihak ketga

Konfirmas: atau Notlikasi
sebagai dasar perhitungan
wakiu pengajuan upava
hukum bagi pihak ketiga

C. Analisis Putusan PTUN Berkaitan Permohonan Keputusan Fiktif

Positif

Putusan Penolakan PTUN

Sejak berlakunva PERMA Nomor 5 Tahun 2015 kemudian dicabut
dan diganti oleh PERMA Nomor 8 Tahun 2017 sebagai peraturan
pelaksanaan Pasal 53 UUAP, PIUN di selumuh Indonesia telah

menerima, memenksa, dan memutus permohonan vang berkaitan
dengan Pasal 53 avat (3) UUAP. Pada Sistem Informasi Penelusuran
Perkara (SIPP) PTUN dan Direktornn Putusan Mahkamah Agung
bidang Tata Usaha Negara, diperoleh putusan-putusan PTTUN vang
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amar putusannva “Menolak Permohonan Pemohon” sebagai berikut:

242

l. PTUN Jakarta Putusan Nomor: 1/P/FP/2016/PTUN-JKT tangeal
9 Februart 2016

Pemohomr PT. YAMAHA INDONESIA,

Termohomr: DIREKTUR UTAMA P1. JAKARTA INDUSTRIAL
ESTATE PULOGADUNG,

Permohonan  wang danggap  dikabulkan  secara  hukum:
Permohonan Surat Rekomendasi vang dituyjukan kepada Termohon
vang 1sinyva  memohon agar dibuatkan rekomendasi  untuk
perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan di Kantor Pertanahan
Jakarta Timur,

Pertimbangan Majelis Hakinr Permohonan Pemohon kepada
Termohon tdak memenulhi persvaratan/udak lengkap,

Amar Patusam Ditolak.

2. PTUN Makassar Putusan Nomor: 01/P/FP/2017/PTUN.Mks
tanggal 22 Nopember 2017

Pemohon: YAYA SUNARYA,

Termohon: KEPALA DESA TADANG PALILE, KECAMATAN
ULAWENG, KABUPATEN BONL,

Permohonan  wang danggap  dikabulkan  secara  hukum:
Permohonan Penandatanganan Surat Pernvataan mengenai Status
dan Riwavat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)

*“ Lihat, Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada bagian perkara
permohonan UUAP website PTUN di selumih Indonesia dan salman putusan
PTUN pada hitps://putusan.ma hkamaha g go.ad/pengadilan/mahkamah-
agung/direkton/tun diakses Pada Tanggal 8 Mer 201 8.
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Pertimbangan Majelis Hakim: Kelengkapan surat permohonan
Pemohon vang diterima Termohon belum memenuli Pasal 76 avat
(3) Peraturan Mentert Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997,
Amar Putusan: Ditolak.

3. PITUN Pekanbaru Putusan Nomor: 1/P/FP/2017/PTUN-PBR
tangeal 1.5 Jum 2017

Pemohon: NURGIANTO,

1Termohon: BUPATI KAMPAR,

Permohonan  wang danggap  dikabulkan  secara  hukum:
Permohonan Keputusan Pengakufan kembali selaku Kepala Desa,
Pertimbangan Majelis Hakim: Permohonan Pemohon kepada
Termohon tidak ada dokumen pendukung/tidak lengkap,

Amar Putusan: Ditolak.

4. PIUN Denpasar Putusan Nomor: 02/P/FP/2016/PTUN.DPS
tanggal 5 September 2016

u:fum'mu: BANJAR ADAT/PEKRAMAN BLUNGBANG BANGLI,
1ermohon: KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN
PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BALL,

Permohonan  wng danggap  dikabulkan  secara  hukum:
Permohonan untuk mencabut/membatalkan Serufikat Hak Pakai
Nomor 54/Desa Kawan, luas 860 m’,

Pertimbangan  Majelis  Hakim: Permohonan udak  dapat
dikualifikasikan menurut Pasal 53 avat (1) sampai (3) UUAP karena
Termohon melakukan tndakan meneruskan surat Permohonan
kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli dalam kurun
waktu 10 han kena,

Amar Putusan: Ditolak.
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5. PIUN Padang Putmsan Nomor: 3/P/FP/2017/PTUN-PDG
tanggal 10 Januar 2018

Pemohon: Ir. KHALID, M.H,

1ermohon: BUPATI LIMA PULUH KOTA,

Permohonan  wng  danggap  dikabulkan  secara  hukum:
Permohonan untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan
Bupau Lima Puluh Kota Nomor: 821/1226/BKPSDM-LK/2017,
mengembalikan  Pemohon dalam jabatan tmggn pratama dan
diangkat sebagai Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtkultura dan
Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota,

Pertimbangan Majelis Ha kim: Keputusan Bupatu Lima Puluh Kota
Nomor: 821/1226/BKPSDM-LK/2017 tersebut diterbitkan oleh
Wakil Bupat Lima Puluh Kota selaku Bupat adalah nudak Sah
berarti segala akibat hukum vang tmbul dianggap tudak pernah ada,
Amar Putusan: Ditolak.

6. PI'UN Manado Putisan Nomor: 04/P/FP/2016/PTUN.Mdo
tangeal 8 Desember 2016

Pemohon: BARSEL DORITS DENDALUHE,

Termohon: BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG,
Permohonan  wang  danggap  dikabulkan  secara  hukum:
Permohonan Pelantukan sebagai KAPI'TALAU Kampung Buha
Priode 2015-2021,

Pertimbangan Majelis Hakim: Permohonan Pemohon kepada
Termohon tndak lengkap,

Amar Putusan: Ditolak.

7. PTUN Banda Aceh Putusan Nomor: 04/P/FP/2017/PTUN-BNA
tanggal 28 Nopember 2017
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Pemohon: SYARIFUDDIN,

Termohon: KETUA PANITIA PEMILIHAN KEUCHIK (P2K),
Permohonman  wang  danggap  dikabulkan  secara  hukum:
Permohonan Klanhkasi dan Penjelasan Svarat Keuchik (Kepala
Desa) wajib berdomisihi 3 Tahun berturut-turut di desa setempat,
Pertimbangan Majelis Hakim: Sudah benar dan tepat mengenai
svarat bakal calon Keuchik, sehingga alasan permohonan Pemohon
udak beralasan hukum, tindakan Termohon telah sesuair dengan
peraturan perundang-undangan,

Amar Putusan: Ditolak.

8. PTUN Bandung Putusan Nomor: 05/P/FP/2016/PTUN-BDG
tanggal 12 Me1 2016

Pemohon: ANDRI ANDRIANSYAH,

Termohon: KAPOLDA JAWA BARAT,

Permohonan  wng duangeap  dikabulkan  secara  hukom:
Permohonan menmdaklamut  penetapan saran dan pendapat
hukum vang dikeluarkan Mabes Poln No. R/2172/XIL/D.IVKum
tentang pembatalan SK Polda Jabar tentang Pemberhenuan Tidak
Dengan Hormat (PTDH) dan dinas Polr dan mengakulkan kembal
sebagal anggota Polr,

Pertimbangan Majelhs Hakim: Permohonan Pemohon ditpukan
kepada Pejabat Pemenntahan vang ndak berwenang untuk
menindaklamutt  Permohonan  tersebut, dengan demikian dalil
Permohonan tudak beralasan hukum,

Amar Putusan: Diolak.

9. PITUN Jakarta Putusan Nomor: 5/P/FP/2016/PTUN-JKT,
tanggal 16 Maret 2016
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Pemolion: ALAM SYAAF,

Termohon: KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI,
Permohonman  wang  danggap  dikabulkan  secara  hukum:
Permohonan agar Temmohon menetapkan keputusan pelaksanaan
putusan Pengadilan Negert  Jakarta Selatan Nomor:
45/PDT.G/2015/PNJKT.SEL vang telah berkekuatan hukum tetap,
Pertimbangan Majels Hakim: Hal vang dimohonkan pemohon
bukan kewajiban Termmohon, Permohonan tudak memenuhi svarat
dan alasan vang dapat dibenarkan untuk dikabulkan,

Amar Putusan: Ditolak.

10.PTUN Jakarta, Putusan Nomor: 06/P/FP/2016/PTUN-JKT,
tanggal 6 April 2016

Pemohon: MAJELIS SINODLE GEREJA INJIL KARO IND (GIKI)
Termohon: DIRJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTLERIAN AGAMA RI

Permohonan  wang danggap  dikabulkan  secara  hukum:
Permohonan Ketetapan Pendafataran Perubahan Nama GIKI,
Pertimbangan Majelis Hakim: Permohonan pemohon udak
beralasan secara prosedur, udak ada alasan vang mendasar untuk
mengubah nama, dan belum ada perpanjangan Pendaliaran,
sehingga beralasan bagi Temmohon untuk tdak memproses
permohonan,

Amar Parusan: Ditolak.

I1I.PTUN Tanjung Pinang, Putusan Nomor: 6/P/FP/2016/PTUN-
TPI, tanggal 12 Mei 2016

Pemohon: SUCIPTO,
1ermohon: KEPALA KELURAHAN SUNGAI LAKAM BARAT,
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Permohonan  wang danggap  dikabulkan  secara  hukum:
Permohonan Sporadik (Surat Pernvataan Penguasaan Fisik Sebidang
Tanah) beserta Peta Situast Tanah,

Perumbangan Majelis Hakim: Ih atas tanah vang dunohonkan
sporadik oleh Pemohon telah terbit surat sporadik atas nama
Hasvim, Majehis hakim berkesimpulan sikap diam T'ermohon dapat
dibenarkan oleh hukum,

Amar Puusan: Ditolak.

12.PTUN Palangka Raya, Putusan Nomor: 13/P/FP/2016/PTUN-
PLK, tanggal 23 Mei 2016

Pemohon: DRS. BANDJU T MANGKO, MM,

Termohon: KEPALA BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROV KALTENG,
Permohonman  wang  danggap  dikabulkan  secara  hukum:
Permohonan Keputusan Termohon tentang Audit Investigas: dalam
kegiatan DUM Kendaraan Dmas Milik Pemermntah Kabupaten
Kabupaten Barito Timur, TA 2012,

Pertimbangan Majelis Hakim: Permohonan tersebut termasuk
dalam informasi Publik vang apabila dibuka dan diberikan kepada
Pemohon mfomasi Publik dapat menghambat proses penegakan
hukum, dengan demikian Permohonan Pemohon tidak beralasan
hukum,

Amar Putusan: Ditolak.

Kajan im mengemukakan dan menganalisis putusan PI'UN Nomon:
13/P/FP/2016/PTUN PLK, dan ndak memaparkan semua putusan
penolakan di atas, sebab pertimbangan hakim secara umum sama
mengkategorikan perkara-perkara di atas sebagai permohonan hkuf
positil sehingga PTUN merasa berwenang mengadili.
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Pumsan PTUN Nomor: 13/P/FP/2016/PTUN.PLK yang

menyatakan menolak permohonan.

PUTUSAN
Nomor : 13/P/FP/2016/PTUN.PLK

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa vang menmjadi  objek  sengketa dalam
permohonan in1 adalah sikap diam Termohon atas permohonan
vang diajukan oleh Pemohon berupa agar diberikan Surat Keputusan
Termohon tentang hasil audit mvestgas: dalam kegiatan DUM
kendaraan dinas milik pemenntah kabupaten Barito Tmwnur tahun
angearan 2012 (vide: Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2014 tentang Administrast Pemerintahan);

Menmmbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannva pada
pokoknva mendallkan bahwa sikap diam Termohon atas
permohonan vang diajukan oleh Pemohon berupa Permohonan agar
diberikan Surat Keputusan Termohon tentang hasil audit mvestigasi
dalam kegiatan DUM kendaraan dinas milik pemenntah kabupaten
Barito Timur tahun anggaran 2012, karena telah bertentangan
dengan Peraturan Perundang-Undangan vang berlaku dan Azas-Azas
Umum Pemermntahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut
Termohon telah membantahnva vang tertuang dalam Jawabannva
tertanggal 28 Apnl 2016 vang pada pokoknva menvatakan bahwa
tindakan Termohon vang diwujudkan dalam objek sengketa m lis
tidak bertentangan dengan Peramran Perundang-Undangan vang
berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan vang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut
sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara vang
digjukan oleh Pemohon maka majelis hakim akan terlebih dahulu
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mempertimbangkan  mengenai  Kewenangan Pengadilan  dan
kedudukan hukum (fegal/ swmnding Pemohon terhadap objek
sengketa a quo,

Menimbang, bahwa mengenar kewenangan Pengadilan Tata Usaha
Negara dalam memeriksa, memutus dan  menvelesaikan
permohonan vang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim
akan 111u1111:-::1n11han}.{kﬂrm}'a sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang nomor 30
Tahun 2014 disebutkan:

Pasal 53

1) Batas  wakm  kewajiban  untuk  menetapkan  dan/atau
melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Jika Kketentuan  peraturan  perundang-undangan  udak
menentukan batas waktn kewajiban sebagaimana dimaksud
pada avat (1), maka Badan dan/atau Peabat Pemermtahan
wajlb menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau
Tindakan dalam wakiu paling lama 10 (sepuluh) han kerja
setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan.

3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada avat
(2),Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tndak menetapkan
dan/atau melakukan Keputusan dan/ataun Tindakan, maka
permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara lhukum.

4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk
memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana
dimaksud pada avat (3).

5) Pengadilan wayib  memutuskan  permohonan  sebagaimana
dimaksud pada avat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) han
kena sejak permohonan diajukan.

6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan

Keputusan  untuk  melaksanakan  putusan  Pengadilan
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sebagaimana dimaksud pada avat (5) paling lama 5 (lima) han

kena sejak putusan Pengadilan ditetapkan.
Pasal | Angka 18. Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara
Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan agar
diberikan Surat Keputusan Termohon tentang hasil audit mvestigasi
dalam kegiatan DUM kendaraan dinas milik pemenntah kabupaten
Banto Tunur tahun anggaran 2012, vang disampaikan oleh
Pemohon kepada Termohon pada tanggal 28 Maret 2016, dan
sampail dengan permohonan i diajukan di pengadilan Termohon
tidak mengeluarkan surat keputusan dan/atau  undakan atas
permohonan vang diajukan oleh  Pemohon, sementara it
permohonan digjukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka
Rava pada tanggal 15 Apnl 2016 dengan demikian maka
berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Administrasi
Pemermmtahan  sebagaimana telah  disebutkan di1 atas maka
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Rava berwenang untuk

memenksa, memutus  dan  menvelesaikan  permohonan  vang

digjukan oleh Pemohon karena adanya sikap diam Termohon atas
permohonan vang diajukan oleh Pemohon;
Menimbang,  bahwa  selanpjummva  Majels  Hakin  akan
mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (/ega/ standing
Pemohon terhadap permohonan vang diajukan sebagai berikut:
Menmnmbang, bahwa permohonan vang digjukan oleh Pemohon
adalah agar diberikan Surat Keputusan Temmohon tentang hasil
audit mvestigast dalam kegiatan DUM  kendaraan dinas milik
pemerintah kabupaten Barito Timur tahun anggaran 2012;
Menmmbang, bahwa audit vang dilakukan oleh Termohon
berdasarkan atas permohonan vang diajukan oleh Kepala Kepolisian
Resor  Banto Timur terkait dengan permohonan  bantuan
penghitungan  kermugian  keuangan negara dalam pelaksanaan
penghapusan barang milik daerah kabupaten Barito Timur tahun
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anggaran 2012 vang pada saat itu sekretans daerah Kabupaten
Barito Timur dyabat oleh Pemohon (vide buka 1-1) dan dalam dalil
gugatannva pada saat audit tersebut dilaksanakan Pemohon
menduduki jabatan Sekretans Daerah Kabupaten Barito Tunur;
Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal tersebut di atas maka
Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunvai
kedudukan hukum (feca/ swmnding  karena telah  terdapat
kepentingan vang dirugikan akibat dar sikap diamnva Termohon
atas permohonan vang diajukan oleh Pemohon dengan demikian
Pemohon memadi ndak mengetalun apakah dmnya benar-benar
telah melakukan pelanggaran atas hasil audit vang dilaksanakan oleh
Termohon atau ndak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannva pemohon meminta
vang pada intinva agar diberikan Surat Keputusan Termohon
tentang hasil audit investgast dalam kegiatan DUM kendaraan dinas
milik pemerintah kabupaten Barito Timur tahun anggaran 2012
karena terdapat kepentingan Pemohon sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan vang berlaku dan asas-asas umum
pemerintahan vang baik;

Menimbang, bahwa dalam dalil jawabannva Tenmohon menvatakan
pada pokoknva bahwa permmohonan vang diajukan oleh Pemohon
tersebut udak dapat dipenuli oleh Termohon karena jika dipenuhi
maka akan menyalalu ketentuan peraturan perundang-undangan
vang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan vang baik;
Menimbang, bahwa dar hal tersebut di atas maka menurut Majelis
Hakim vang menjadi mti permasalahan dalam permohonan vang
digjukan  oleh Pemohon adalah berkaitan dengan “apakah

permohonan vang digjukan oleh Pemohon tersebut bertentangan

235




dengan peraturan perundang-undangan vang berlaku dan/atau asas-
asas umum pemerintahan vang baik™;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis
Hakim akan mempertimbangkannva sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informast Publik disebutkan

Pasal 17

Setnap Badan Publik wajb membuka akses bagi seunap Pemohon
Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

a. mlormasi Publik vang apabila dibuka dan diberikan kepada
Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan
hukum, vaitu informasi vang dapat:

l. menghambat proses penvelidikan dan penwvidikan suat
tindak pidana;

2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/ atau
korban vang mengetahui adanva tindak pidana;

3. mengungkapkan data inteljen kriminal dan rencana-rencana
vang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan
segala bentuk kejahatan trans nasional;

4. membahavakan keselamatan dan kehidupan penegak
hukum dan/atau keluarganva;

Menimbang bahwa permohonan vang diajukan oleh Pemohon atas
Surat Keputusan Termohon tentang hasil audit investigas: dalam
kegiatan DUM kendaraan dinas milik pemerintah kabupaten Barito
Timur tahun anggaran 2012 merpakan permmtaan vang diajukan
oleh Kepala Kepolsian Resor Banto Tunur dalam rangka
penvidikan perkara tindak pidana korupsi (vide buku T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis
Hakim berpendapat bahwa pemmohonan vang diajukan oleh
Pemohon terkait dengan Surat Keputusan Termohon tentang hasil
audit mvestigas:t dalam kegatan DUM  kendaraan dinas mulik
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pemerintah kabupaten Barito Timur tahun anggaran 2012 udak
dapat diberikan oleh Termohon karena hal tersebut termasuk dalam
informast Publik vang apabila dibuka dan diberikan kepada
Pemohon Informasi Publk dapat menghambat proses penegakan
hukum, vaitu informasi vang dapat menghambat proses penvelidikan
dan penvidikan suatu undak pidana sesuai dengan ketentuan Pasal
17 hurul (a) angka 1 Undang-Undang nomor 14 T'ahun 2008 tentang
keterbukaan Informasi Publik:

Menimmbang, bahwa dengan demikian Majehs Hakim berkesimpulan
bahwa dalil vang digjukan oleh Pemohon tdak beralasan hukum
oleh karenanva permohonan vang diajukan oleh pemohon
dinvatakan ditolak:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dinvatakan
ditolak, maka h-a-biag.-a vang tumbul dalam permohonan 1m
dengan meruyjuk ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 haruslah dibebankan kepada Pemohon sebagai pihak
vang dikalahkan vang besarnva akan ditenmkan dalam amar
putusan ini;

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim mempertimbangkan
tentang segala alat bukt dalam permohonan a quo, namun vang
disebutkan secara tegas dalam pertmbangan hukum im mermpakan
alat bukn vang relevan, sedangkan vang tidak disebutkan tidak pula
dikesampingkan dan tetap terlampir dalam berkas permohonan a
quo,

Mengingat Pasal-pasal dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan
Pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.30 tahun 2014
Tentang Administrast Pemerintahan serta ketentuan-ketentuan lamn

vang berkaitan dengan permohonan ini;
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MENGADILI:
DALAM POKOK PERKARA:

1. Menvatakan Permohonan Pemohon ditolak;

2. Menghukum Pemohon untuk membavar biava penmohonan
sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam nbu
rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusvawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Rava, pada han
Senin Tanggal 19 Me1 2016, oleh kam BAMBANG WICAKSONO,
SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, PULUNG
HUDOPRAKOSO, SH. dan DELTA ARGA PRAYUDHA,
SH.,MH. masing-masing sebagar Hakim Anggota. Putusan mana
tersebut diucapkan dalam sidang vang terbuka untuk umum pada
hart Senin, tanggal 23 Mer 2016 oleh BAMBANG WICAKSONO,
SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, PULUNG
HUDOPRAKOSO, SH., dan ASLAMIA SH.. masing-masing sebagai
Hakim Anggota dengan dibanm oleh RUSMINI SIAGIAN, SH.,
selaku Panitera Pengegant, dengan dihadin oleh Kuasa Hukum

Termohon tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Putusan Pengabulan PTUN

Sejak berlakunva PERMA Nomor 5 Tahun 2015 kemudian dicabut
dan diganti oleh PERMA Nomor 8 Tahun 2017 sebagai peraturan
pelaksanaan Pasal 53 UUAP, PTUN di seluruh Indonesia telah
menerima, memenksa, dan memutus permohonan vang berkaitan
dengan Pasal 53 avat (3) UUAP. Contoh putusan PITUN vang amar
putusannva menvatakan “mengabulkan permohonan pemohon”
vakm Putusan PTUN Nomor 2/P/FP/2018/PTUN-SMG, dengan
pokok-pokok pertimbangan hukum sebagai berikut:
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PUTUSAN
Nomor : 2/P/FP/2018/PTUN-SMG
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa objek permohonan dalam sengketa a quo
adalah Pemohon memohon kepada Pengadilan untuk mewapbkan
kepada Termohon untuk menerima dan memproses Permohonan
keputusan berupa Surat Keputusan tentang Pengangkatan Pemohon
(Aril Mustaghlinm) sebagai Sekretaris Desa Desa Harjodowo
Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal dan melantik Pemohon
(Arif Mustaghfirin)  sebagai  Sekretaris Desa Desa Harjodowo
Kecamatan Sukorejo  Kabupaten Kendal sebagaimana surat
permohonan pemohon Nomor: 25/Darmawan-TBU/II/2018 tanggal
13 Pebruari 2018 (vude buku P-9);—

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termmohon
telah menanggapinva melaln surat Tanggapan vang diserahkan
dalam Sidang Terbuka untuk umum pada @nggal 15 Maret 2018
vang berisi tanggapan/jawaban atas Permohonan Pemohon;——————
Menimbang, bahwa permohonan vang teregister dalam perkara
nomor:2/P/FP/2018/PTUN.SMG pada intinva mengenatl
permohonan  untuk  memperoleh  putusan  atas  penerimaan
permohonan  guna mendapatkan  Surat  Keputusan  tentang
Pengangkatan Pemohon (Anl Mustaghlirin) sebagai Sekretaris Desa
Desa Hanjodowo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal dan
melantuk Pemohon (Al Mustaghfinin) sebagai Sekretars Desa Desa

Harjodowo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal.;

Menimbang, bahwa kemudian vang memnjadi alasan Pemohon
sehingga mengaukan permohonan a quo adalah untuk
mendapatkan kepastian Hukum terhadap Surat Keputusan tentang
Pengangkatan Pemohon (Anl’ Mustaghlirin) sebagai Sekretaris Desa
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Desa Harnjodowo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal dan
melantik Pemohon (Aril Mustaghfirin) sebagai Sekretaris Desa Desa
Harjodowo Kecamatan Sukorejo  Kabupaten Kendal vang
dimohonkan  oleh  pemohon  sebagaimana  permohonannva
Nomor:25/Darmawan-TBU/II/2018 tangegal 13 Pebruan 2018 (vide
buku P- 9):

Menimmbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut (1zdde buku

P-9) dan udak terdapat peraturan purumia-umianj.{an vang
mengatur  mengenalr  batasan  wakimn  bagt  Temmohon untuk
menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan atas
pt*I‘m{)hnﬂml’t-mnh{m tersebut, maka ketentuan vang mengikat dan
mengatur  Termohon untuk menetapkan dan/atau  melakukan
kt'pulu:nl dan/atau undakan atas permohonan Pemohon tersebut
adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 53 avat (2) Undang-Undang
Nomor 30 'ﬂluﬂ 2014 vang menetapkan dan menentukan batas
wakiu bagi Termohon untuk menetapkan dan/atau melakukan
keputusan dan/atau undakan atas permohonan Pemohon tersebut
vaitu palmg lama 10 (sepuluh) han kena setelah permohonan

diterima secara lengkap;
Menimbang, bahwa dari buko P-9 dapat diketahw bahwa
permohonan Pemohon telah {iiltlnlﬂ oleh Termohon pada tanggal
14 Pebrmiari 2018, maka berdasar Pasal 53 avat (2) l]ﬂ{lao-lhl{laﬂg
Nomor 30 Tahun 2014 batas wakitu palng lama bagi Termohon
untuk menetapkan dan/atau  melakukan keputusan dan/atau

tindakan adalah tanggal 2 Maret 2018 dan permohonan Pemohon
vang didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk
memperoleh putusan pada tanggal 7 Maret 2018, maka mengacu

pada ketentuan perundang-undangan sebagaimana telah tersebut di
atas, pengajuan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha

Semarang masith dalam tengeang wakin pengapan permohonan

schingra Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang
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memeriksa, memutus dan menvelesaikan perkara permohonan a

quo;
Menunbang, bahwa berdasarkan ketentuan peratran perundang-
undangan diatas dikaitkan buku P-1, P-2, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-11
dan di benarkan oleh keterangan Saksi Hadi Siswovo, Muhammad
Machfud, Achmad Sulkam serta diakw oleh Temmohon maka
Majelis Hakim menvimpulkan bahwa secara prosedur, setelah
menerima  sural rekomendast dann Camat nomor 141/004/03-
2007/2018 tentang persetujuan pengangkatan calon perangkat desa
menjadi Perangkat Desa di Desa Harjodowo Kecamatan Sukorejo
Kabupaten Kendal tanggal 2 januannt 2018 (vide buko P-12)
Termohon selamutmva berkewajiban dan berwenang menetapkan
keputusan pengangkatan dan melakukan utndakan pelantukan
dengan demikian Termohon tdak mempunyvar wewenang untuk
menghentikan atau menunda prosedur dalam rangka pengangkatan
dan pelantkan perangkat desa ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum a quo, Camat
Sukorejo telah  menginmkan surat teguran kepada Termohon
(Kepala Desa Harnjodowo) atas udak dilaksanakannva prosedur
sebagaimana ditentukan peratwan perundang-undangan terkait
proses pengangkatan dan pelantikan Pemohon sebagai Sekretaris
Desa; (vide bukn P-13 dan P-14);

Menmmbang, bahwa dengan demikian Majehs Hakim berkesimpulan
Termohon telah melanggar prosedur vang ditentukan oleh Peraturan

Perundang-undangan vang berlaku ;
Menmmbang, bahwa selanjuinva secara substansi terhadap alasan
Termohon vang termuat dalam jawaban Majehs Hakin akan

mempertimbangkan sebagai berikut ;
Menimbang, bahwa alasan Termohon tdak menerbitkan keputusan

vang dimohon oleh Pemohon karena adanva surat pemberitahuan
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dart Kantor Advokat Parade Nusantara tertanggal S5 Januart 2018
vang pada pokoknva limbauan bag Kepala Desa di Kabupaten
Kendal untuk tdak melakukan pelanikan Perangkat Desa, dan
termasuk di Desa Hanodowo, Kecamatan Sukorejo Kabupaten
Kendal tenanggal 17 Desember 2017, dan adanva gugatan di
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang terkait Surat Fdaran
bupat Kendal nomor: 141/002/2018 tentang “Pembenan
Rekomendast Camat, Pengangkatan dan Pelanukan Perangkat Desa
hasil pengangkatan Perangkat Desa secara serentak Kabupaten
Kendal tahun 2017 dengan nomor register: 4/G/2018/PTUN.SMG
tertanggal 5 Januarn 2018. Yang nantinva putusan perkara tersebut
akan mempengaruhi pengangkatan dan pelantkan perangkat desa,
hasil pengangkatan Perangkat Desa secara serentak Kabupaten
Kendal tahun 2017 3o

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermat Peraturan
Perundang-undangan dan lakta-fakta hukum  serta bukti  surat
maupun Keterangan Saksi dan Ahlh Majelis Hakim menemukan
fakta hukum bahwa Camat telah mengeluarkan surat rekomendasi
tentang persetjuan pengangkatan calon perangkat desa memadi
Perangkat Desa di Desa Hanodowo Kecamatan Sukorejo
Kabupaten Kendal tertanggal 2 Januan 2018, sehingga Termohon
dalam melaksanakan mgas dan fungsinva sehamsnva taat dan
melaksanakan kewajpiban dalam pelaksanaan pengangkatan dan
pelantikan Perangkat Desa Hanodowo sesuai peraturan perundang-
undangan sebagammana diatr dalam Pasal 66 hurul’ (d) Peratran
Pemermtah Rl nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa jo
pasal 20 avat 3, pasal 27 avat (6) dan pasal 29 Peraturan Bupau
Kendal Nomor 51 Tahun 2017 tentang Peratuwran Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di
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Kabupaten Kendal vaitu paling lambat 3 (uga) han setelah menerima
surat  rekomendast dan  Kecamatan Termohon mengangkat
Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa bukan justiu
memperhatukan surat pemberitahuan dan Kantor Advokat Parade
Nusantara tanggal 5 januan 2018 vang baru ada setelah kewajiban
vang ditentukan peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu
berdasarkan pertmbangan tersebut Majelis Hakim menvimpulkan
alasan Termohon menunda proses pelaksanaan pengangkatan dan
pelantikan perangkat Desa Harnodowo udak berdasar hukum ;-
Menimbang bahwa terhadap adanva gugatan di pengadilan tata
usaha Negara terhadap Surat Edaran nomor: 141/002/2018 tanggal
02 Januan 2018 Tentang Pembernan Rekomendasi Camat,
Pengangkatan Dan Pelantikan Perangkat Desa Hasil Pengangkatan
Perangkat Desa Secara Serentak Kabupaten Kendal Tahun 2017
(vide buktu P-11 dan ditegaskan oleh keterangan sakst Achmad
Sulkani) udak bisa dyadikan alasan untuk menghentikan atau
menunda pengangkatan perangkat desa karena asas vang berlaku
dalam peradilan tata usaha negara vaitu asas praduga rechtmatig/
asas praesumfio Iustie causa vang mengandung makna bahwa
setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap benar rechtmatig
sampai ada pembatalannva. Sehingga dengan berdasarkan asas
tersebut, gugatan tudak menunda pelaksanaan keputusan tata usaha

negara vang di gugat;
Menimmbang, bahwa menurit Indroharto sifat atau karaktenstik dan
suatu Keputusan Tata Usaha Negara vang selalu mengandung asas
praesumfio mustde causa, vailu suatn keputusan tata usaha negara
harus selalu dianggap sah selama belum dibuktikan sebaliknva
sehingga pada prinsipnva harus selalu dapat dilaksanakan;—————--
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertmbangan diatas Majelis
Hakim berpendapat secara substansi permohonan Pemohon telah
berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut
di atas Majelis Hakim berkesimpulan sikap dan undakan Termohon
vang tidak menetapkan keputusan pengangkatan dan melakukan
tindakan pelantukan terhadap Pemohon tudak berdasar hukum dan
tidak cukup beralasan hukum, maka permohonan Pemohon agar
Termohon diwapbkan untuk menerbitkan keputusan pengangkatan
dan melakukan undakan melanuk Pemohon sebagai Sekretans Desa
Desa Hanodowo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal dalam
sengketa mn casu patt untuk dikabulkan;

Menmnbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan
untuk seluruhnva mencermat ketentuan Pasal 53 avat (6) Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrast Pemenntahan,
maka pejabat pemermtah dalam hal 11 Termohon wanb
menetapkan keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan

palng lama 5 (luna) han sejak putusan Pengadilan ditetapkan;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuknan
dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara vang mengarah
pada pembukuan bebas (vryje bewnys) vang terbatas sebagaimana
terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-
undang Peradilan Tata Usaha Negara vang menggariskan bahwa
Hakim bebas menentmkan apa vang harus dibukukan/luas lingkup
pembuktian, beban pembukiian beserta penilaian pembukuan, maka
dalam memeriksa dan mengadilh sengketa 1, Majelis Hakim
mempelajan dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat
bukt  vang diagjukan  oleh  Para Pihak, namun untuk
mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanva
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menggunakan alat-alat bukn vang paling relevan dan paling tepat
dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukn selain dan
selebihnnva tetap dilampirkan dan menjadi sam kesatuan dengan
berkas perkara ;-——-

Menimmbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan
maka sesuar Ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun
1986 tenmtang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada
Termohon sebagai pihak vang kalah dalam permmohonan i,
dihukum unwk membavar biava vang jumlahnva akan disebutkan
dalam amar putusan i j—————————-

Mengingat, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrast Pemerintahan, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahan-
perubahannva, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017,
serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum laimn vang

relevan dengan sengketa im;

MENGADILI
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnyva;

2. Mewajibkan Termohon untuk melaksanakan kewajiban vaitu
menerbitkan surat ke putusan tentang pengangkatan Pemohon (ARIF
MUSTAGHFIRIN) sebagai sekretans Desa Harnjodowo Kecamatan
Sukorejo Kabupaten Kendal:
3. Mewajibkan Termohon untuk melaksanakan kewajiban vaitu
melanuk Pemohon (ARIF MUSTAGHFIRIN) sebagair sekretans
Desa Hanjodowo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal;—————-

4. Menghukum Termohon untuk membavar biava vang timbul
dalam perkara ini sebesar Rp. 1.243.000 (satu juta dua rats empat

puluh tiga ribu rupah );
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Demikianlah diputuskan dalam rapat permusvaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pada han Rabu, tanggal 4
April 2018, oleh kamu IRNA, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua
Majelis, GUGUM SURYA GUMILAR, S.H.M.H., dan
LISTYORANI IMAWATI, S.H.M.H., masing-masing sebagai
Hakim Anggota. Putusan tersebut diicapkan dalam persidangan
vang terbuka untuk umum pada han Kamus, tanggal 5 Apnl 2018,
oleh Kami, Majelis Hakim tersebut di at@as dengan dibantu oleh
WIWIT WIDIASTUTI, S.H., sebagai Panitera Penggantu Pengadilan
Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadin oleh Pemohon
Prinsipal beserta Kuasa Hukumnya, dan Termohon Prinsipal beserta
Kuasa Hukumnva.

Analisis Pertimbangan Hukum Hakim
Berdasarkan beberapa putusan penolakan oleh PIUN i atas, dapat
ditarik kesimpulan mengapa PI'UN membenkan putusan menolak
permohonan vang dianggap dikabulkan secara hukum, hal tersebut
disebabkan oleh Pasal 17 angka 3 PERMA Nomor 18 Tahun 2017
vang member alternatul jenis amar putusan meliputi  putusan
penolakan permohonan dan adanva pertimbangan majelis hakim
PTUN vang menolak permohonan. Pertimbangan majehs hakim
terse but misalnva:
a. Permohonan kepada Termohon uwdak lengkap/ndak
memenuln persvaratan,
b. Termohon vang tdak berwenang,
c. Dokumen persvaratan vang tidak sah,
d. Keputusan dan/atau Tindakan vang dimohon telah jelas atau
telah ada keputusannva,
e. Permohonan udak didukung bukt bahwa telah melaln

prosedur vang benar,
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[. Keputusan dan/atau Tindakan vang dimohonkan telah ada
sebelumnva bagi orang/pihak lain, atau
g. Keputusan dan/alau Tindakan vang dimohon berupa
informasi vang dikecualikan untuk dimohonkan.
Persoalan utamanva mengapa PI'UN meloloskan atau menvatakan
berwenang menerima, memeriksa  dan  memutus  terhadap
Permohonan ‘bermasalah’ vang tampak dan pertmbangan hakim
PTUN di atas, sehingga PTUN menjamhkan putusan penolakan
atau mengapa PTUN udak cukup member putusan Permohonan
tidak dapat diterima?

Putusan PTUN sebagai contoh, putusan Nomor:
13/P/FP/2016/PTUN.PLK dimana pemohon BANDJU T
MANGKO BIN TIMERMAN MANGKO, dan termohon KEPALA
BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
(BPKP) PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
berkaitan  dengan  Surat  Permohonan  Pemohon  Nomor
110/ Lawvers/Prava/l11-2016, tanggal 28 Maret 2016, Perthal: Mohon
diberitkan  Surat  Keputusan Termohon Tentang Hasil  Audit
Investugas:i  dalam kegiatan DUM  Kendaraan Dinas  Milik
Pemerntah Kabupaten Barito Timur, Tahun Anggaran 2012, vang
ditujukan kepada Kepala Kantor BPKP. RI Perwakilan Kalieng dan
telah diterima Termohon pada Tangeal 28 Maret 2016 melalu Sdra.
Fka, Sial Termohon uniuk selanjuinva disebut Obvek Sengketa.

Permohonan Pemohon tersebut tdak mendapat tanggapan hingga
sekarang (Tanggal 15 April 2016).

Analisis dar perkara permohonan keputusan hikul posial i atas
dapat dikap dan beberapa permasalahan, misalnva dan sisi
pemohon/termohon, objek permohonan, pertmbangan hakim

terkait kewenangan pengadili, maupun pertimbangan hukum atas
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putusan akhir perkara tersebut. Akan tetapi i simi vang di fokuskan
adalah mengenai pertimbangan hakim terkait kewenangan untuk
memernksa dan memutus perkara tersebut, sebab hal i1 berkaian
dengan kompetenst badan peradilan, selingga permasalahan vang
lain tidak memadi fokus analisis.

Pasal 53 avat (2) UUAP menvatakan setelah permohonan diterima
secara lengkap barmu bisa dilutung batas waktu tertentu kewajiban
Badan dan/atau Pejabat Pemerntahan. Meskipun Pasal 53 avat (3)
UUAP hanva menvinggung pelanggaran batas wakiu menurut avat
(2), akan tetapi batas wakiu ditentukan setelah permohonan diterima
secara lengkap, maka bukii  (penetapan) pemberitahuan
permohonan telah diterima lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat
Pemenntahan memjadi wajb adanva, guna mengajukan permohonan
ke PTUN.

Ketentuan vang berkaitan dengan Pasal 53 UUAP mengenai kritena
permohonan telah diterima secara lengkap, sebagai tolok ukur
perhitungan batas waktu kewapban aparatur pemenntahan vaitu
ketentuan Pasal 50 UUAP, vang menvatakan:

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemermtahan, sebelum menetapkan
dan/atau  melakukan Kepuwmsan dan/atau  Tindakan, harus
memenksa dokumen dan kelengkapan Admimstrasi Pemerintahan

dar pemohon.

(2) Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
avat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menentukan sifat,
ruang lingkup pemeriksaan, pihak vang berkepentingan, dan
dokumen vang dibutuhkan untuk mendukung peneapan dan/atau
pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan.

(3) Dalam wakiu paling lama 5 (lima) han kenja sejak permohonan
Keputusan dan/atau Tindakan diajukan dan telah memenuhi

248




persvaratan, Badan dan/atau  Peabat  Pemermtahan  wapb

memberitahukanke pada pemohon, permohonan diterima.

(4) Dalam wakiu paling lama 5 (lima) han kena sejak permohonan
Keputusan dan/atau Tindakan diajukan dan tdak memenuln
persvaratan, Badan dan/atau  Peabat Pemermtahan wapb
memberitahukan kepada pemohon, permohonan ditolak.

Penyelasan:
Avat (2)
Yang dimaksud dengan “pemeriksaan dokumen” mencakup:

a. mempertimbangkan fakta-lakta dan buku vang menguntungkan
pihak-pthak vang berkepentingan dalam menetapkan dan/atau
melakukan Keputusan dan/atauTindakan.

b. menviapkan dokumen vang dibutuhkan, mengumpulkan
informasi, mendengarkan dan memperhankan pendapat pihak lain
vang terlibat dan/atau terkait, pernvataan tertulis dan elektroms dari
pithak vang berkepentingan, mehhat langsung fakia-fakia,
menanvakan kepada para saksi dan/atau ahli, serta buku-buko lain
vang relevan sebelum ditetapkannva Keputusan.

Putusan PTUN tersebut menggunakan prosedur permohonan pada
Pasal 53 UUAP, menumukkan bahwa ada PTUN dalam memproses
permohonan hanva berdasarkan bukto penerimaan awal saal
permohonan diajukan kepada Termohon (misalnva, tanda terima
stal kantor). PTUN tetap memproses permohonan vang udak ada
buki surat/tulisan berupa pemberitahuan dan Badan dan/atau

Pejabat Pemerintahan bahwa permohonan telah ditenima secara
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lengkap dan telah memenuli persvaratan™. Permohonan vang tudak
ada bukti pemberitahuan telah diterima secara lengkap (udak
sekedar tanda terima surat i awal permohonan) dari Termohon,

seharusnva tidak di register oleh Panitera Pengadilan.

Analisis  terhadap pumsan vang mengabulkan permohonan
sebagaimana putusan  PTUN  Nomor:2/P/FP/2018/PTUN-SMG
dimana pemohon ARIF MUSTAGHFIRIN, dan termohon KEPALA
DESA HARJODOWO KECAMATAN SUKORLEJO KABUPATEN
KENDAL. Pada tanggal 12 Pebruart 2018 melalm kuasa hukum
Pemohon, secara tertulis memin@a Temohon melaksanakan
kewajbannva, dan lebih dan 10 (sepuluh) hari sejak surat tersebut
diterima  Perangkat Desa Hanodowo Kecamatan Sukorejo
Kabupaten Kendal (sebagaimana tersebut dalam alat buku dengan
kode P -9 dan P -10), Termohon tetap tidak melakukan tundakan
vaitu mengangkat dan melanuk Pemohon sebagai Sekretaris Desa
Harjodowo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal hasil Seleksi
Seleksi Pengangkatan Jabatan Perangkat Desa Serentak Kabupaten
Kendal Tahun 2017. Berdasarkan pertmbangan hukum, hakim

mengabulkan permohonan pemohon seluruhnva.

' Pasal 53 avat (2) jo. Pasal 50 avat (3) jo. Pasal 52 UUAP jo. Pasal 1 avat
(&) hurut b PERMA Nomor 8 Tahun 2017 mewapbkan Panmtera memeriksa
kelengkapan alat bukn Permohonan berupa “buky suacam o rulisan vang berkaian
dengan Perrnohonan vang sudah diterima fengkap oleh Termofon ™,
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Tabel 5:
Perbandingan Putisan Penolakan dengan

Putusan Pengabulan PTUN
No. Kategon Putusan Putusan Analisis
Penolakan Pengabulan
l. | Lahirnva Setelah 10 hk | Setelah 10 hk | Pasal 53 (2)
keputusan sejak sejak 10 Pasal 50
hikul posinl penerimaan penerimaarn (3) UUAP

permohonan | permohonan | 10 hk sejak
oleh termohon oleh permohonan
termohon diterima
secara

lengkap oleh

termohon

4. | Pendekatan Penvelesaian | Penvelesaian Kembali
prosudur sengketa sengketa pada konsep
permohonan
d. | Alasan Tidak lengkap, Terbuki Apakah
permohonan tidak mementhi permohonan
memenuhi ketentuan memenuhi
ketentuan/tidak PTUN ketentuan
sah, pengadilan menilal Pasal 53 (1)
tidak kewenangan, | sd (3) UUAP
berwenang, prosedur dan sehingea
sudah substansi pilihannva
dipenubhi, PTUN
dikecualikan menetapkan
peraturan ptl'm{)hmlﬂu

untuk dimohon
PTUN memlai

diterima
atau ndak
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kewenangan, dapat
prosedur dan diterima.

substansi

Argumentasi Hukum Penerapan Prinsip Fiktif Positif Melalui
Perbandingan Putusan dengan Penetapan Pengadilan Tata Usaha
Negara

Sudikno Mertokusumo mengatakan apa vang dinamakan penemuan
hukum (rechtvinding lazimnva merupakan proses pembentukan
hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnva vang dibert
tugas untuk melaksanakan hukum atau menetapkan peramran
hukum umum terhadap perisuiwa hukum vang konkret. Lebih lamut
dikatakan bahwa penemuan hukum merupakan konkretisasi dan
individualisast peraturan (das soffen) vang bersifat umum dengan

mengingat akan perisiwa konret (das sein) tertentu™.

Paul Scholten menvatakan vang dimaksud dengan penemuan hukum
merupakan sesuatu vang lain daripada hanva penerapan peraturan
pada perisiwanva. Kadang-kadang dan bahkan sangat sering terjadi
bahwa peraturannva harus ditemukan, baik dengan jalan interpretasi
maupun dengan jalan analogt atau ataupun reclusverfynmg
(penghalusan/pengkonkretan hukum) ™.

Menurmt D.H.M. Meuwissen, penemuan hukum ihwalnva adalah
berkenaan dengan konkretisasi produk pembentukan hukum.
Penemuan hukum adalah proses kegiatan pengambilan vuridik

* Sudikno Mertokusumo, Penemmn Hukum Suatu Penguntar, Cetakan
Ke 7, (Yogvakarta: Liberty, 2009}, hlm 37.

* Achmad Al, Megguak Tabir Hukum, Cetakan Ketiga, (Bogor: Ghala
Indonesia, 201 1), hlm 106-107.
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konkret vang secara langsung menimbulkan akibat hukum bag
situast individual (putusan-putusan  hakim, ketetapan, pembuatan
akta oleh notaris, dan sebagainva)™.

Pada penemuan hukum vang penting adalah bagaimana mencarikan
atau menemukan hukumnva untuk pensuwa konkret (zn-concreto)™.
Dalam rangka menemukan hukum, Pasal 5 avat (1) Undang-Undang
No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (LN RI Tahun
2009 No. 157) menentmkan, “Hakim dan hakim konstitust wapb
mengegali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa
keadilan vang hidup dalam masvarakat”. Adapun dalam penjelasan
pasal tersebut menvatakan, “Ketentuan i dimaksudkan agar
putusan hakim dan hakim konsttus: sesuar dengan hukum dan rasa
keadilan masvarakat”. Ketentuan tersebut memberi makna hakim
merupakan  perumus  dan  penggali  nmilai-nilar hidup  dalam
masvarakat, 1a scharusnva dapat mengenal, merasakan, dan mampu
menvelami perasaan hukum dan rasa keadilan vang hidup dalam
masvarakat.

Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara menggunakan
metode penemuan hukum agar dapat menemukan hukum. Metode
penemuan hukum vang dianut dewasa im, seperti vang dikemukakan
antara lamn oleh JJ.H. Bruggmk meliput metode mterpretasi
(interpretation methoden) dan konstruksi hukum i terdin atas nalar

analogi a contrario, dan ditambah bentuk ketiga oleh Paul Scholten

“ O DHM.  Meuwssen, Meuwissen Pengembangan Hukum, Imu
Hukum, Teorn Hukum, dan Fisafot Hukum, tejemahan B. Anel Shidara,
(Bandung: PT. Rehika Aditama, 2008), hlm 1.

“ Pontang Moerad, B.M., Pembentukan Hukum Melofyi Putusan
Pengudilin dalam Perkarm Pidana, (Bandung: Alumni, 2005), hlm 81.
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penghalusan hukum (recfusverfining vang dalam bahasa Indonesia

oleh Soedikno Mertokusumo disebut penvempitan hukum™.

Secara umum ada 11 (sebelas) macam metode interpretasi hukum,™

vait:

l.

Interpretasi gramatkal, vaitu menafsirkan kata-kata dalam
undang-undang sesuar kaidah bahasa dan kaidah hukum
tata bahasa;

. Interpretas: historis, vaiu mencart maksud darn peraturan

perundang-undangan itu seperti apa vang dilihat oleh
pembuat undang-undang i dibentuk dulu:

3. Interpretast sistematis, vaitu metode vang menalsirkan

undang-undang sebagai bagian dan  keseluruhan sistem
perundang-undangan, artinva ndak satu pun dan peraturan
perundang-undangan tersebut dapat ditalsirkan seakan-akan
berdin sendin, tetapt harus selalu dipahami dalam kaitannva

dengan jenis peraturan lainnva;

. Interpretas:  teleologis/sosiologis, vaitu pemaknaan suatu

aturan  hukum vang duafswrkan  berdasarkan  tyuan
pembuatan aturan hukum tersebut dan apa vang ingin
dicapai dalam masvarakat;

. Interpertasi  komparail merupakan metode penalsiran

dengan jalan memperbandingkan antara berbagai sistem
hukum. Memperbandingkan  hendak dican  kejelasan
mengenal makna suatu ketentuan peraturan penmndang-
undangan;

Yudha Bhaktu Ardhiwisastra, Penafsimn dan Konstruksi Hukum,

(Bandung: Alumm, 2008), hlm.7

“ Ahmad Rifai, Penermmn Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif

Hukum Progresif, Cetakan Kedua, (Jakarta: Smar Gratika, 2011) him 62-72,
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6. Interpretasi  futunstk/antisipaul merupakan  metode
penemuan hukum vang bersifat antsipasi vang menjelaskan
undang-undang vang berlaku sekarang (s constitutum)
dengan berpedoman pada undang-undang vang belum

mempunvai kekuatan hukum (ss constituendun;

=1

. Interpretasi restrikaf, vaitu metode penafsiran vang sifamva

membatasi atau mempersempit makna dari suatu aturan;

8. Interpretasi  ekstensif, vaitu  metode interpretast  vang
membuat miterpretasi melebilu  batas-batas vang biasa
dilakukan melalu nterpretas: gramaukal;

9. Interpretast  autentik, vakm  dimana hakim  ndak
diperkenankan melalukan penafsiran dengan cara lain selain
dar apa vang ditentukan pengertiannva di dalam undang-
undang itu sendu;

10.Interpretasi  mterdisipliner, vakm dunana hakim akan
melakukan penalsiran vang disandarkan pada harmomn-sasi
logika vang bersumber pada asas-asas hukum lebih dan satu
cabang kekhususan dalam disiplin ilmu hukom;

I L.Interpretast  muladisipliner,  vakm  dimana  hakim

membutuhkan vernlikasi dan bantuan dan disiplin ilmu lain

untuk memnjatuhkan suatu putusan vang seadil-adilnva serta
memberikan kepastan bag para pencari keadilan.

Metode konstruksi hukum ada 4 (empat) metode vang digunakan

oleh hakim pada saat melakukan penemuan hukum™, vaitu:

l. Argumentum Per Analogiam (analogl) merupakan metode
penemuan hukum dimana hakim mencari esensi vang lebih

umum darn sebuah peristiwa hukum atau perbuatan hukum

“"Habibul Umam Taqiuddin, Pepaloran Hukum (Legal Reasoning) Dalam

Ptusan Hakim, [1S1P, Vol. | No. 2 Nov., 2017, hlm 196,
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vang baik vang telah diatur oleh undang-undang maupun
vang belum ada peraturan nva;

2. Argumentum a Contrario, vaitu dimana hakim melaku-kan

penemuan hukum dengan pertmbangan bahwa apabila
undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa
tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu

itu dan bag peristiwa di luarnva berlaku kebalikannva;

1. Penvempitan/Pengkonkretan hukum (rechtsverfiining)

bertijuan  untuk  mengkonkretkan/menvempitkan  suatu
aturan hukum vang terlalu abstrak, pasif, serta sangat umum
agar dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu;

Fiksi hukum merupakan metode penemuan hukum vang
mengemukakan [akia-fakta baru, sehingga tampil suam
personilikasi vang bam di hadapan kita.

Sistem perundang-undangan dikenal adanva hierarki peraturan

perundang-undangan. Ada peraturan perundang-undangan vang

mempunvai tingka@an vang tinggi dan ada vang mempunvai tingkatan

lebih rendah. Pengaturan mengenai jemis dan hirarki peraturan

perundang-undangan diatur dalam Pasal 7 avat (1) Undang-Undang
No. 12 Tahun 2011 tentang Pembenmkan Peratuwran Perundang-

undangan, selengkapnva vaitu:

el.

[Undang-l/ndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945

. Ketetapan Majelis Permusvawaratan Rakvat,

Undang-lndang/Peraturan Pemerintah Penggantt Undang-
Undang,

. Peraturan Pemeriniah,

. Peraturan Presiden,

Peraturan Daerah Provinst, dan
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
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Selam jemis dan hirarki peraturan  perundang-undangan vang
disebutkan di atas, Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011
tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan (LN RI
Tahun 2011 No. 82) juga mengatur jenis dan hirarki peraturan
perundang-undangan vang lain, selengkapnva berbunyi:

(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagai-mana
dimaksud dalam Pasal 7 avat (1) mencakup peratmran
vang ditetapkan oleh Majelis Permusvawaratan Rakvat,
Dewan Perwakilan Rakvat, Dewan Perwakilan Daerah,
Mahkamah Agung, Mahkamah Konstutus,, Badan
Pemeriksa Keuangan, Komist Yudisial, Bank Indonesia,
Menteri, badan, lembaga, atau komisi vang setingkat
vang dibentuk dengan Undang-l/ndang atau Pemerintah
atas perintah Undang-l/ndang, Dewan Perwakilan
Rakvat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan
Rakvat Daerah Kabupaten/Kota, Bupat/Walikota,
Kepala Desa atau vang setingkat:

(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dmaksud
pada avat (1) diakui keberadaannva dan mempunyai
kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh
Peraturan Perundang-undangan vang lebih tingg1 atau
dibentuk berdasarkan kewenangan.

Suatu peraturan perundang-undangan apakah vang lebih rendah
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan vang
lebih unggi perlu dilakukan pengujian undang-undang. Baik di dalam
kepustakaan maupun prakuk dikenal adanva 2 (dua) macam hak
menguji, vaiu hak menguyi formal dan hak mengupn material.
Adapun vang dimaksud dengan hak ujn lormal adalah wewenang
untuk menilai, apakah suatu produk legislanl sepertt undang-undang
misalnva terjelma  melaln  cara-cara sebagaimana vang telah
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ditentukan/diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan vang
berlaku ataukah udak. Sedangkan hak up material adalah suatu
wewenang untuk menvelidiki dan kemudian memlai, apakah suatu
peraturan perundang-undangan isinva sesuail atau bertentangan
dengan peraturan vang lebih tngm derajatmva, serta apakah suatu
kekuasaan tertentu berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu.

A. Hamid S. Attamimi berpendapat terkait dengan ruang hngkup
teort  perundang-undangan  secara  umum, dalam  konteks
pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, asas-
asas pembenmikan Peraturan Perundangan-undangan vang baik
dapat disusun sebagai berikut:

I. “cita hukum Indonesia;

2. asas negara berdasarkan hukum;

3. asas pemerimtahan berdasarkan sistem konstitusi; dan

4. asas-asas lainnva™".
Asas-asas lainnva secara normaul terdapat dalam Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan menetapkan prinsip-prinsip - pembentukan
perundang-undangan vang baik.
Pasal 5 menvatakan:
“Dalam membentuk  Peraturan  Perundang-undangan  harus
dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peramran
Perundang-undangan vang baik, vang melput: kejelasan tuuan;
kelembagaan atau pejabat pembentuk vang tepat; kesesuaian antara
jemis, hierarki, dan  matern1 muatan: dapat dilaksanakan;
kedavagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan  mmusan;  dan
keterbukaan™.

“ AL Hamid S. Attamimi, Loe. Cit
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Pasal 6 avat (1) dan (2) menyatakan:

“Maten muatan Peraturan Perundang-undangan harus
mencermmkan asas:  pengavoman; kemanusiaan; kebangsaan;
kekeluargaan; kenusantaraan; bineka tunggal eka; keadilan;
kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemermtahan; ketertiban
dan kepastan hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian, dan
keselarasan.

Selain mencermmkan asas sebagaimana dimaksud pada avat (1),
Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai
dengan bidang hukum Peratuwran Perundang-undangan vang
bersangkutan™.

Produk hukum PTUN dapat berupa putusan pengadilan atau
penetapan pengadilan, perbandingan keduanva secara konseptual
dimulai sejak pengajuan gugatan atau permohonan. Hukum acara
PTUN memiliki banvak persamaan dengan hukum acara perdaia,
tentu saja dengan perbedaan-perbedaan vang khusus hanva berlaku
pada acara PTUN. Sebagai suatu kajan hukum antara gugatan
dengan permohonan dibedakan dalam hukum acara perdata.

Soal gugatan dielaskan oleh Retnowulan Sutantio™ vakni dalam
perkara gugatan ada suatu sengketa ataun konflik vang harus
diselesaikan dan diputus oleh pengadilan. Lebih lanjut Remowulan
menjelaskan bahwa dalam perkara vang disebut permohonan udak
ada sengketa, hakim mengeluarkan suawm penetapan atau lazimnva
vang disebut dengan putusan declaratoir vaitu putusan vang bersifat
menetapkan, menerangkan saja.

* Remowulan Sutantio dan Iskandar Oenpkartawinata, Op. Git, him 10,
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Yahva Harahap™ menjelaskan bahwa permohonan atau gugatan
volumtarradalah permasalahan perdata vang diajukan dalam bentuk
permohonan vang ditandatangani pemohon atau kuasanva vang
ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Sementara soal gugatan,
Yahva menjelaskan bahwa gugatan mengandung sengketa di antara
kedua belah pihak atau lebih. Permasalahan vang diajukan dan
diminta untuk diselesaikan dalam gugatan merupakan sengketa atau
perselisihan di amara para pihak. Penvelesaian sengketa di
pengadilan 1 melalm proses sanggah-menvanggah dalam bentuk
rephk dan duphk. Dalam perundang-undangan, sulah vang
dipergunakan adalah gugatan perdata atau gugatan saja.
Tabel 6:

Perbedaan Permohonan dengan Gugatan™

No. Permohonan Gugatan
l. | Masalah vang diajukan Permasalahan hukum vang
bersifat kepentingan ciajukan ke pengadilan
sepihak saja. mengandung sengketa.
2. | Permasalahan vang Terjadi sengketa di antara para
dimohon penvesuaian pihak, di antara 2 (dua) pihak

kepada Pengadilan Negen | atau lebih.
pada prinsipnya tanpa
sengketa dengan pihak

lain.

3. | Tidak ada orang lain atau | Pihak vang satu berkedudukan

“Yahva Harahap, Hukum Acara Perdatn Tentung Gugatnn, Persidangan,
Penyiman, Pembuktiun, dan Putusan Pengudilnn, (Jakana: Smar Gralika, 2005),
hlm 29,

hitps:/ Aww hukumonhne.comy/klinik/de tailulasan/157ed94e 8101 6/perbedaan-
pugatan-dan-permohonan/f _ednd, Ihakses tanggal 13 Jum 2019,
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pihak ketiga vang ditarik sebagai penggugat dan pihak
sebagai lawan, tetapi vang lainnva berkedudukan
bersifat bebas murni dan | sebagai tergugat.

mutlak sat pihak (ex-

parte).
4. | Hakim mengeluarkan Hakim mengeluarkan putusan
suam pene@pan. untuk dijatuhkan kepada pihak

vang berperkara.

Penerapan prinsip fikul posiaf pada pengamran Pasal 53 UUAP
lebih mendekat (sama) dengan konsep permohonan dalam hukum
acara perdata di atas, bedanva pada poin 4. Hakim mengeluarkan
putusan pengadilan bukan mengeluarkan suatu penetapan (vide
Pasal 53 avat (4), (5), dan (6) UUAP).

Perbedaan antara permohonan dengan gugatan di atas mengawali
perbedaan antara putusan dengan penetapan pengadilan, untuk
selanuinva dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Putusan Hakim atau Putusan Pengadilan

Putusan mermpakan suatu pernvataan oleh hakim sebagar pejabat
negara vang diben wewenang untuk itu, dincapkan di persidangan
dan bertyjuan untuk mengakhirt atan menvelesaikan perkara atau
sengketa antara para pihak. Umumnva proses di pengadilan adalah
bertujuan untuk memperoleh suatu putusan hakim vang berkekuatan
hukum tetap dan putusan vang baik dimana putusan hakim sesuai
dengan nilarnilai keadilan. Adanva putusan ini membuat kedua
belah pihak vang berperkara memaksa kedua belah untuk mematuhi
putusan vang dikeluarkan oleh hakim. Apabila mereka undak
mematuhinva maka dapat dipaksakan oleh bantan alat-alat negara.

Adapun jemis-jerus putusan, vaitu:
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1) Dilihat dari segi putusannya

3)

a)

b)

Putisan akhir dan putusan bukan akhir. Putusan akhir
adalah putusan vang mengaklin sengketa atau perkara
dalam suamu ungkatan peradilan tertentu seperti contohnva
putusan contradictorr, putusan verstek, putusan perlawanan
(verzet), putusan serta merta, putusan diterimanva tangkisan
principal (verweerten principale) dan tangkisan (eveprief
verweer), putusan banding, pumsan kasasi. Putusan akhir
dibagi memjadi 3 macam vaitu vang bersifat condemmnatorr,
bersifat declarator, bersifat constitutief Putusan bukan aklar
disebut juga dengan putusan sela atau putisan antara.
Putisan bukan akhir adalah putusan vang fungsinva untuk
memperlancar proses pemeriksaan perkara.

Dilihat dar segi 1sinva, putusan dibedakan menjadi putusan
vang mengabulkan gugatan, gugatan tdak ditenima dan
gugatan ditolak. Suatu gugatan dikabulkan jpka gugatan
beralasan atau udak melawan hak. Suatu gugatan ditolak jika
gugatan tdak beralasan. Suatu gugatan dinvatakan ndak
diterima, jika gugatan melawan hak atau melawan hukum.
Dilihat dan seg hadir ndaknya para pihak pada saat putusan
dyatuhkan, putusan dibagt memadi 3 (tiga) macam, vaitu:
Putusan verstek, vaitu putusan vang dijatuhkan karena
tergugat/ termohon tudak hadir dalam persidangan padahal
sudah dipanggl secara resmii, sedangkan
penggugat/pemohon hadir.

Putusan gugur, vaitu putusan vang menvatakan bahwa
}.{u;.{alauf ptmmhunan sugur karena pL‘Ilggu;.{al.r"pmlm}mn
tidak pemah hadir meskipun sudah dipanggil secara resmm
dan tergugat/termohon hadir dalam sidang dan mohon

pulusan.
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c)

4)

Putusan kontradiktoir, vaitu putusan akhir vang pada saat
diyatuhkan/diucapkan dalam sidang udak dihadin salah sam
pihak atau para pihak.

Dilihat dan segi 1sinva terhadap gugalan/perkara, putusan

dibagi memadi 4 macam vaitu:

a) Putusan tndak menerima penggugat, vaitu gugatan
penggugat’ permohonan pemohon udak diterima karena
tdak terpenuhmmva svarat hukum baik formil maupun
malteril (putusan negatf).

b) Putusan menolak gugatan penggugat, vaitu putusan akhir
vang dyatuhkan setelah  menempuh  semua tahap
pemeriksaan, tetapi ternvata dall- dall penggugat udak
terbukin (putusan negatif).

¢) Putusan mengabulkan gugatan penggugal untuk sebagian
dan menolak tdak menenma selebihnva, vaitu putusan
akhir vang dalil gugat ada vang terbukti dan ada pula
vang tidak terbukt atau tidak memenuhi svarat (putusan
campuran positil’ dan negaul).

d) Putusan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnva,
vailu putusan  vang terpenuhmva  svarat gugat dan
terbukunva dalil-dali gugat (putusan positif).

Dilihat dari segi sifainva terhadap akibat hukum vang

ditmbulkan puwmsan terbagt menjadi 3 macam vaitu:

a)  Putusan Deklaratoir, vaitu putusan vang menvatakan

suatu keadaan vang sah menurut hukum.

b)  Putusan Konstitutif, vaitu putusan vang menciptakan
keadaan hukum baru vang sah  menumt  hukum
sebelumnva memang belum tegadi keadaan hukum
tersebut.

¢)  Putusan Kondemnatoir, vaiu putusan vang bersifat

menghukum pada salah sam pihak untuk melakukan
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sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, atau menyerahkan

sesuatu kepada pihak lawan untuk memenuhi prestasi.

b. Penetapan Pengadilan

Penelapan  merupakan  keputusan  pengadilan  alas  suatu
permohonan  (volunter).  Penetapan hakim atau  penetapan
pengadilan dalam hukum acara PI'UN, misalnva:

1) Penetapan Pengadilan vang telah mengabulkan permohonan
penggugat untuk bersengketa dengan cuma-cuma Pasal 61
avat (3) UU Peratun.

2) Penetapan Ketua Pengadilan dalam rapat permusvawaratan
(dissmisal proses) Pasal 62 avat (1) UU Peratun.

3) Penetapan Ketua Pengadilan atas permohonan pemeriksaan
acara cepat Pasal 98 avat (2) UU Peratun.

4) Penetapan-penetapan lain dalam rangka memperlancar
proses persidangan.

Penetapan merupakan junsdiction valuntaria vang berarti bukan
peradilan vang sesungguhnva karena pada penetapan hanva ada
pemohon tidak ada lawan hukum. i dalam penetapan, Hakim
tidak menggunakan kata “mengadilh”, namun cikup dengan
menggunakan kata "menctapkan’.

c. Perbedaan antara Putusan dengan Penetapan

1) Sebelum dikeluarkan suatun putusan oleh hakim pada
pengadilan, penggugal mengajukan gugatan atas perkara
vang merugikan dirinva vang ditmjukan unwik  tergugat
kepada pengadilan vang berwenang. Pada penetapan,
sebelum dikeluarkannva penetapan oleh Hakim, pemohon
mengajukan permohonan atas suatu hal vang akan i1a ajukan
ke pengadilan.

2) Pada putusan pihak vang berperkara ada dua atau lebih
vaitu penggugat dan tergugat. Penggugat adalah seseorang
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3)

1)

vang merasa haknva dianggar oleh seseorang atau lebih,
sedangkan tergugat adalah seseorang vang dilaporkan oleh
penggugat karena penggugat merasa dilanggar haknva oleh
tergugat. Dalam penetapan, masalah vang dimohon hanva
ke pentingan sepihak, maka hanva ada pihak pemohon.
Kata-kata penegasan vang dipakai dalam putusan, hakim
mengeunakan kata mengadili. Dalam penetapan, hakim
hanva menggunakan kata menetapkan terhadap apa vang
dimohonkan oleh para pemohon.

Berdasarkan artinva putusan disebut dengan jirisdiction
comtentiosa karena adanva pihak tergugat dan penggugat
sebagaimana ada dalam pengadilan vang sesungguhnva.
Penetapan  disebut  dengan jurisdiction  valunmrna karena
vang ada di dalam penetapan hanvalah pemohon dan untuk

selanjutnva disebut dengan pemohon I dan pemohon IL

Jauh sebelum adanva gugatan dan putusan, ada sengketa

atau  konflik vang memmbulkan gugatan dan putusan
tersebut. Dalam penetapan tndak ada konflik atau sengketa
vang melatarbelakangi munculnva penetapan itu.

Tabel 7:

Perbedaan Putusan dengan Penetapan Pengadilan

Putusan Pengadilan Penetapan Pengadilan

Gugatan Permohonan

Penggugat dan tergugat Pemohon

Mengadili Menetapkan

Jurisdiction contentiosa Jurischiction valumana

Ada sengketa atau konflik Tidak ada sengketa atau
konflik
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Secara umum kewenangan PTUN hanvalah memeriksa dan menilai
dan segi hukumnva saja (rechtmatigheid), sedangkan pemlaian dan
segl  kebyaksanaan  bukan  memadi wewenang  PTUN
(doelmaugheid)™. Dikeluarkan atau dilaksanakan udaknva suatu
permohonan oleh termohon adalah menvangkut hal-hal pembuknan
vang sifamva substansial (menvangkut kebenaran materil). Berarti
kewenangan Pengadilan dalam pengujian perkara fikul posiif
hanvalah memeriksa kebenaran fonmal semata (apakah svarat-svarat
pemohon sudah lengkap atau undak). Hal demikian memadi
kontradikol dengan ketentuan Pasal 53 avat (2) UUAP bahwa
permohonan vang terkategon dianggap dikabulkan secara hukum
(prinsip fikul posiif) justru mensvaratkan suatu permohonan harus
telah diterima secara lengkap (materul dan formil) oleh aparatur
pemerintahan.

Berkaitan dengan penerapan prinsip fikul positif pada pengaturan
Pasal 53 UUAP vang mensvaratkan bahwa permohonan harus telah
diterima secga lengkap oleh aparatur pemerintahan, namun tdak
diterbitkan keputusan dan/atau undakan vang dimohon dalam
jangka wakiu tertentu atau 10 han kerja, maka permohonan tersebut
dianggap dikabulkan secara hukum, masih memerlukan putusan
PTUN. Sebagaimana pembahasan sebelumnva hal demikian
menimbulkan implikasi hukum berupa kesesuaian norma dengan
asas pembagian kewenangan dan asas peradilan bebas dan mandiri,
serta ketiadaan akses perlindungan hukum bagi pithak ke tga vang
merasa berkepentingan balk untuk intervenst maupun untuk

melakukan upava hukum pasca putusan PI'UN.

Permasalahan  hukum keterlibatan PTUN  dalam  memutus

permohonan keputusan [kul posiuf memerlukan altemaul solusi

' Zairin Harahap, Hukum Acara Peradilon Thm Usaba (Jakarta: Rajawali
Pers, 2001), hlm 84.
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guna reformulast penerapan prinsip fikul posiif ke depan vang
menjamin kepastian hukum. Keterlibatan PI'UN dalam hal i
diperlukan guna memastkan suatu permohonan memenuhi kriteria
fikul posiil atau udak, untuk mengonkretkan asumsi hukum
“permohonan dianggap dikabulkan secara hukum”™ dan guna
memberikan dava paksa terhadap aparatur pemerintahan agar
melaksanakan kewapbannva. Ketika keterlibatan PIUN melalu
produk hukum berupa putusan menghadapi kendala vuridis, guna
mengatast problem vundis sesual asas peradilan sederhana, cepat
dan biava ringan, serta untuk melindungt kepentingan pihak ketga,
bahwa keterhbatan PTUN dalam penerapan prinsip kol posinf ke
depan melal produk hukum berupa penetapan pengadilan.
Ketentuan Pasal 53 UUAP menvatakan:

(1) Batas waktu kewapban untuk menetapkan dan/atau
melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuar dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) ika ketentuan  peraturan  perundang-undangan  tudak
menentukan batas wakw kewajiban sebagaimana dimaksud
pada avat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau
Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) han kena
setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan.

(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada
avat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemermntahan odak
menetapkan dan/atau  melakukan Keputusan dan/atau
Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan
secara hukum.

(4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan
untuk  memperoleh  putusan  penerimaan  permohonan

sebagammana dimaksud pada avat (3).
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(5) Pengadilan wajpb memutuskan permohonan sebagaimana
dimaksud pada avat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) han
kena sejak permohonan diajukan.

(6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajb menetapkan
Keputusan untuk melaksanakan putmsan  Pengadilan
sebagaimana dimaksud pada avat (5) paling lama 5 (lima)
har kena sejak putusan Pengadilan ditetapkan.

Reformulast penerapan prinsip hkual posinf dalam  permohonan
keputusan dan/atau  tindakan aparatur pemerintahan  dengan
keterhibatan PTUN melalui produk hukum bempa penetapan
pengadilan terhadap Pasal 53 avat (4), (5) dan (6) UUAP dapat
dirumuskan sebagai berikut:

(1) Batas waktu kewapban untuk menetapkan dan/atau
melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan
ketentuan peratmran perundang-undangan.

(2) Jika  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  udak
menentukan batas wakw kewapban sebagaimana dimaksud
pada avat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemenntahan
wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau
Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) han kenja
setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan.

(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada
avat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemermtahan undak
menetapkan  dan/atau melakukan Keputusan dan/atau
Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan
secara hukum.

(4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan
untuk memperoleh penetapan penerimaan permohonan
sebagaimana dimaksud pada avat (3).
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(5) Pengadilan wapb mengeluarkan penetapan sebagaimana
dimaksud pada avat (4) paling lama 5 (lima) har kena sejak

permohonan diajukan.

(6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajb menetapkan
Keputusan untuk melaksanakan penetapan Pengadilan
sebagaimana dimaksud pada avat (5) paling lama 5 (lima)
har kena sejak penetapan Pengadilan ditetapkan.

Tolok ukur PTUN dalam memberikan penetapan Pengachlan vaitu
apakah permohonan telah memenuhi ketentuan Pasal 53 avat (1),
(2) dan (3) UUAP, udak sebagaimana dalam membenkan putusan.
PTUN harus memeriksa kewenangan, prosedur dan substansi,
kesesuaian AUPB, pembukuan dan prosedur dalam hukum acara
secara lengkap berdasarkan ketentuan UU Peratun. Dar sisi waktu
bisa lebih cepat, dar sisi kewenangan udak tumpang tindih dengan
kewenangan aparatur pemerintahan, serta sesuai asas peradilan
bebas dan mandin sebab sifat penetapan hanva menvatakan suatu
permohonan dapat diterima atau tidak menurut hukum. Bag pihak
ketiga dapat mengajukan upava hukum gugatan ke PI'UN terhadap
keputusan vang lalir atas perintah penetapan pengadilan, sebab
penetapan bukan putusan vang final dan mengikat.
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BAB VI

Kesimpulan

l. Ratio legis prinsip Likal posiil pada pengamran Pasal 53 UUAP
vang mensvaratkan pemmohonan keputusan dan/atau tindakan
Aparatur Pemenntahan vang telah ditenma secara lengkap, dan
setelah waktu tertentu atau 10 har kenja masih memerlukan putusan
PTUN vaitu bahwa fikul posiif merupakan kebalikan dan [ikal
negatl, sebagai upava hukum untuk memperoleh putusan PTUN,
agar mendapat kepastian hukum dan menghindan penvalahgunaan
wewenang aparatur pemerintahan. Prinsip kol posinf berkaitan
dengan prinsip good governance serta dalam rangka checks and
balances sebagar Tungst kontrol berdasarkan asas  kehati-hatian.
Pelibatan putusan PTUN dalam penerapan prinsip hikaf posial

masih sama dengan penerapan prinsip likul negauf.

2. Implhkas: hukum  penerapan  prinsip  hkol  posiul dengan
mehibatkan putusan PITUN terhadap asas pembagian kewenangan,
asas peradilan bebas dan mandin, serta akses perlindungan hukum
bagi pihak ketiga vaitu memimbulkan ketudakpastian hukum, berupa:
Kendaksesuaian nomma Pasal 53 UUAP terhadap asas pembagian
kewenangan dan asas peradilan bebas dan mandui, sebab Pasal 53
avat (2) UUAP mensvaratkan permohonan harus telah diterima
secara lengkap oleh aparatur pemerintahan sehingga apa vang harus
diperiksa  dan  diputuskan  oleh  PIT/N. Manakala PTUN
memberikan putusan penolakan permohonan justru bertentangan
dengan Pasal 53 avat (3) UUAP vang menvaakan “permohonan
dhanggap dikabulkan secara hukum”.

Ketiadaan akses perlindungan hukum bag pihak ketiga vang merasa
berkepentingan terhadap permohonan keputusan [kl posinf, baik
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intervenst pada proses persidangan, maupun upava hukum pasca

putusan PT'UN Karena sifat putusan final dan mengikat.

3. Pengaturan ke depan penerapan prinsip fikaf posinf dalam
permohonan keputusan dan/atau tndakan aparatur pemerintahan
vang memjamin kepastian hukum dengan keterlibatan PTUN melalu
produk hukum berupa penetapan pengadilan, diperlukan guna
memastikan suatu permohonan memenuln kritena Likal posiul atau
tidak, untuk mengonkretkan asumsi hukum “permohonan dianggap
dikabulkan secara hukum”, dan guna membenkan dava paksa
terhadap aparatur pemerintahan agar melaksanakan kewapbannva.

Saran/Rekomendasi

l. Disarankan kepada Hakim PTUN dalam menilai  suatu
permohonan keputusan [ikul posiuf memenuhi atau tdak memenuhi
ketentuan Pasal 53 avat (1), (2) dan (3) UUAP, berdasarkan buku
bahwa permohonan tersebut telah diterima secara lengkap oleh
aparatur pemerintahan  dan telah lewat wakm tertentu atan 10

(sepuluh) har kena.

2. Disarankan  kepada DPR  dan Presiden guna mengatasi
problematk keterlibatan putmsan PTUN dalam penerapan prinsip
hikul positif, hendaknya mengubah ketentuan vang berkaitan putusan
PTUN dengan penetapan PTUN.

3. Disarankan kepada DPR dan Presiden untuk mengubah ketentuan

Pasal 53 avat (4), (3) dan (6) UUAP dengan ramusan:
(4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk

memperoleh  penetapan penenmaan permohonan  sebagaimana
dimaksud pada avat (3).
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(5) Pengadilan  wapb  mengeluarkan  penetapan  sebagaimana
dimaksud pada avat (4) paling lama 5 (lima) harn kera sejak
permohonan diajukan.

(6) Badan dan/atau Pejabat Pemermtahan wajb menetapkan
Keputusan untuk melaksanakan penetapan Pengadilan sebagaimana
dimaksud pada avat (5) paling lama 5 (hma) han kerja sejak
penetapan Pengadilan ditetapkan.
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https:///www.hukumonline .com/klinik/detail/ulasan/ 157 ecd 94£e 810 1 6/p

2019,

Undang-Undang

Republik  Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara  Republk

Indonesia Tahun 1945.
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Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung dbah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 3 Talhun 2009 tentang
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara diubah dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitust diubah dengan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003:

Republik Indonesia, Undang-1ndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.

Republik Indonesia,lUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelavanan Publik;

Republik Indonesia, Undang-1/ndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembenmukan Peraturan Perundang-Undangan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrast Pemerintahan.
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Peraturan Pemenntah

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991
tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016
tentang Tata Cara Pengenaan Sankst Administrasi Kepada Pejabat

Pemermntahan.
Republik Indonesia, Peraturan Pemenntah Nomor 24 Tahun 2018
Tentang Pelavanan  Perizinan  Berusaha Terintegrasi  Secara

Elekironik.

Peraturan Mahkamah Agung

Peramran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman

Beracara Dalam Pemlaian Penvalahgunaan Wewenang.

Peratan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman
Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penenmaan Permohonan
Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau
Pejabat Pemermtahan.

Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konsttusy, Putusan Nomor: 77/PUU-XV/2017, Jakarta,
Rabu 9 Mei 2018.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

PTUN Jakarta, Putusan Nomor: 1/P/FP/2016/PTUN-JKT, tanggal 9
Februan 2016.
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PTUN Makassar, Putusan  Nomor: 01/P/FP/2017/PTUNMks,
tanggal 22 Nopember 2017.

PTUN Pekanbaru, Putusan Nomor:  L/P/FP/2017/PTUN-PBR,
tanggal 1.5 Jum 2017.

PTUN Denpasar, Putusan Nomor: 02/P/FP/2016/PTUN.DPS,
tanggal 5 September 2016.

PTUN Padang, Putusan Nomor: 3/P/FP/2017/PTUN-PDG, tanggal
10 Januar: 2018.

PTUN Manado, Putusan Nomor: 04/P/FP/2016/PTTUN . Mdo, tanggal
8 Desember 2016.

PTUN Banda Aceh, Putusan Nomor: 04/P/FP/2017/PTUN-BNA,
tanggal 28 Nopember 2017.

PTUN Bandung, Putusan Nomor: 05/P/FP/2016/PTUN-BDG,
tangeal 12 Me1 2016.

PTUN Jakarta, Putusan Nomor: 5/P/FP/2016/PTUN-JKT, tanggal 16
Maret 20106.

PTUN Jakarta, Putusan Nomor: 06/P/FP/2016/PTUN-JK'T, tanggal 6
April 2016.

PTUN Tanung Pimang, Putusan Nomor: 6/P/FP/2016/PTUN-TPI,
tangeal 12 Me1 2016.

PTUN Palangka Rava, Putusan Nomor: 153/P/FP/2016/PTUN-PLK,
tanggal 25 Me1 2016.
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PTUN Semarang, Putusan Nomor: 2/P/FP/2018/PTUN-SMG,
April 2018,
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